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t} z{ ‘ gh f q k l m n h w y



* Huruf ( ) “ta> marbu>t}ah” dalam kata benda atau kata sifat nakirah (indefinite) dan ma‘rifah (definite) dilambangkan dengan huruf [h]



s}ala>h al-risa>lah



* Huruf ( ) “ta> marbu>t}ah” dalam kata benda atau kata sifat berfrasa adjektiva (tarki>b was}fi>) dilambangkan dengan huruf [h]
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wiza>rat al-tarbiyah nahd}at al-‘ulama>’
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A BSTRAK Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata Islam yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosio-kultural dan kesadaran hukum masyarakat cenderung lebih progresif dan responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Islam yang bertolak dari penafsiran tekstual-legistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kesimpulan ini mengafirmasi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selzinck dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Sebaliknya, kesimpulan ini berseberangan dengan teori hukum normatif Hans Kelsen. Selain itu, penelitian ini memperkuat kesimpulan Ritonga, yang menyatakan bahwa belum semua putusan Pengadilan Agama responsif terhadap isu gender; Abdul Manan, yang menegaskan bahwa perubahan sosio-kultural dan teknologi mempengaruhi pergeseran putusan Pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta; dan Amir Mualim, yang mengungkapkan bahwa perubahan pemikiran hukum hakim Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosiologis dan antropologis. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Data primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam dari tahun 1991 s/d 2007. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan usul fikih dari berbagai mazhab, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), komentar dan analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung/mantan Hakim Agung yang pernah memutus perkara-perkara hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan normatif, komparatif dan sosiologis. Prosedur analisis akan menempuh langkahlangkah berikut: Pertama, membandingkan berbagai putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam dari waktu ke waktu serta melakukan sinkronisasi dengan hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an, Hadis, fikih, dan peraturan perundang-undangan untuk
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mengidentifikasi pergeseran dari sumber-sumber hukum tersebut; Kedua, mencermati kaidah usul fikih yang digunakan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya; dan Ketiga, mencermati substansi putusan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan isu-isu keadilan, terutama hak asasi manusia, hak asasi anak, gender dan pluralisme.
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A BSTRACT This research shows that the contextual interpretation toward the law text is more compatible to fulfil the justice rather than the textual interpretation. Decisions of law (jurisprudence) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the case of Islamic jurisprudence stemming from contextual interpretation by considering the development of socio cultural of society and the awareness of law of society tends to be more progressive and responsive to the society’s justice which means bringing justice to the people. On the contrary, decisions of law (jurisprudence) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the case of Islamic jurisprudence stemming from textual and legistic interpretation tends not to be able to fulfil the society’s justice. This conclusion is to affirm the theory of responsive law by Philippe Nonet and Philip Selzinck and the theory of progressive law by Satjipto Rahardjo. On the contrary, this conclusion is contradicted with the theory of normative law by Hans Kelsen. Besides that, this research justifies the conclusion of Ritonga stating that not all the decisions of the Religious Court are responsive to the gender issues; Abdul Manan stated clearly that the change of social and culture as well as technology give an impact on the change of the decisions of Religious Court for all the area of Jakarta; and Amir Mualim, who discover that the change of thought in law of the judge of the Religious Court in Central Java is influenced by the factors of jurisdiction, sociology and anthropology. This research is a library research. Primary data in this research are the decisions of the Supreme Court in the field of marriage law and Islamic inheritance from 1991 to 2007. Whereas the secondary data of this research are the books of Islamic jurisprudence from various Islamic schools, the regulation of law, the compilation of Islamic law (KHI), commentaries and analysis toward the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the result of the interview from some of the Supreme Judges and ex Supreme Judges who once decided the case of marriage law and Islamic inheritance. Those data are analyzed by the way of normative, comparative and sociological approaches. The procedure of analysis will take steps as follow: the first is to compare some of various decisions of the Supreme Court in the field of marriage law and Islamic inheritance over the time and
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synchronize them with the law from the Qur’an, Hadith, Islamic jurisprudence (fiqh) and the regulation of law to identify the changes from those sources of law; the second is to observe the rule of Islamic law known as us}u>l al-fiqh being used by the Supreme Court in its various decisions; and the third is to observe the substance of the decisions of the Supreme Court in relations to the issues of justice, particularly concerning the Human Rights, Child Rights, Gender and Pluralism.
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G LOSARIUM Ahli>yah ada>’ al-ka>milah



= Keadaan seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum karena sudah dewasa.



Ahli>yah ada>’ al-na>qis}ah



= Keadaan seorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena sebab tertentu dilarang menurut hukum. Misalkan, seorang pemboros yang di bawah pengampuan orang lain walaupun ia sudah dewasa tidak dapat melakukan transaksi jual beli.



Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah



= Hukum yang mengatur tentang keluarga dan kewarisan.



Arbitrase



= Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrer.



‘As}abah



= Ahli waris yang tidak ditentukan jumlah bagiannya dalam Al-Qur’an dan Hadis, ia mewaris seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainnya, atau menerima sisa harta warisan setelah warisan dibagi kepada ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis.



Asba>b al-Nuzu>l



= Latar belakanag peristiwa turunnya ayat AlQur’an.



As}l



= Sesuatu yang hukumnya sudah ditentukan oleh dalil Al-Qur’an atau Hadis.



Aul



= Menaikkan nilai penyebut sama dengan pembilang dalam pembagian waris jika jumlah bagian ahli waris melebihi dari nilai satu. Misalkan, ahli waris terdiri dari seorang ibu, seorang nenek dari pihak ayah, suami, dua orang anak perempuan. Jumlah bagian mereka 1/6 + 1/6 + 1/4 + 2/3 = 2/12 + 2/12 + 3/12 + 8/12 = 15/12. Karena jumlah
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bagian ahli waris lebih dari satu, maka penyebut 12 disamakan dengan pembilang menjadi 15/15. Sehingga bagian ahli waris masing-masing berubah menjadi; ibu 2/15, nenek dari pihak ayah 2/15, suami 3/15, dua orang anak perempuan 8/15. Jumlah seluruhnya 15/15.



Auqi>yah



= Satuan berat setara 37,44 gr di Mesir, 213,3 gr di Beirut.



Civil law



= Hukum yang berlaku berdasarkan undangundang.



Common law



= Kumpulan hukum yang berasal dari putusan pengadilan, bukan berasal dari undangundang atau konstitusi.



D}aru>ri>



= Keadaan atau sesuatu yang sangat penting, kebutuhan primer.



Dhawi> al-furu>d}



= Ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis.



Dirham



= Satuan berat setara 3,12 gr di Mesir.



Dissenter



= Hakim yang berbeda pendapat dari hakim lainnya dalam musyawarah majlis, perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam pertimbangan hukum putusan.



Dissenting opinion



= Pendapat hakim yang berbeda dari hakim lainnya dalam musyawarah majlis hakim.



Diya>ni>



= Hukum yang hanya memiliki tanggung jawab terhadap Allah di hari akhir. Seperti wajib puasa, wajib shalat lima waktu, wajib melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.



Dhawi> al-arh}a>m



= Keluarga yang mempunyai hubungan darah akan tetapi tidak termasuk ahli waris.



Equal before the law



= Persamaan hak di depan hukum, tanpa membedakan ras, suku, agama atau golongan.
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Ex officio



= Hak yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus sesuatu yang tidak dituntut oleh penggugat. Contoh, suami menuntut cerai talak, hakim di samping mengabulkan tuntutan suami untuk mentalak istrinya, akan tetapi juga memutuskan perintah kepada suami untuk membayar nafkah selama istri menjalani masa idah.



Far‘



= Sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadis, untuk menentukan hukumnya dianalogikan kepada hukum as}l yang memilki ‘illah yang sama.



Fasakh



= Pembatalan suatu akad karena tidak memenuhi syarat atau rukun akad oleh pengadilan.



Fatwa



= Pendapat mengenai hukum sesuatu yang diberikan oleh seorang mufti.



Fikih



= Hukum Islam hasil ijtihad para mujtahid.



H{ad}a>nah



= Pemeliharaan anak yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka bercerai atau salah seorang dari mereka meninggal dunia.



Hadis Mutawatir



= Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak dan seterusnya sampai kepada perawi Hadis, yang tidak mungkin di antara mereka karena jumlah yang banyak bersepakat melakukan kebohongan.



Hadis Sahih



= Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki hapalan yang kuat dan moral yang baik yang rangkaian sanadnya tidak terputus sampai kepada Nabi Muhammad SAW.



Haqq li al-tamli>k



= Hak memiliki atas benda. Misalkan, seorang membeli rumah, maka ia memiliki hak untuk menikmati rumah tersebut dan menjual atau menghibahkan kepada orang lain.
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Haqq li al-intifa>’



= Hak menikmati manfaat benda tertentu. Misalkan, seorang menyewa rumah, maka penyewa mempunyai hak untuk menikmati rumah tersebut, akan tetapi ia tidak dapat menyewakan atau menjual rumah tersebut.



H{isbah



= Pengawas pasar.



Hoge Raad



= Peradilan tertinggi di menangani perkara kasasi.



Hooggerechtshoft



= Peradilan tertinggi di wilayah Nusantara pada masa penjajahan Belanda.



House of Lord



= Peradilan tertinggi di Kerajaan Inggris yang menangani perkara kasasi.



H{udu>d



= Hukuman yang sudah ditentukan bentuknya dalam Al-Qur’an dan Hadis, seperti hukuman potong tangan, hukuman cambuk, hukuman rajam dan lain-lain.



Idah



= Masa menunggu untuk tidak melakukan perkawinan lagi yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.



Ijtiha>d insha>’i>



= Upaya mujtahid untuk menciptakan hukum yang baru karena sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur.



Ijtiha>d intiqa>’i>



= Upaya seorang mujtahid untuk merumuskan hukum dengan memilih dari hukum yang telah ada dengan pertimbangan hukum yang dipilih tersebut lebih tepat untuk diterapkan pada kondisi masyarakatnya saat itu.



Ijtihad



= Upaya seorang mujtahid untuk merumuskan suatu hukum dari Al-Qur’an dan Hadis dengan metode tertentu.



I’



= Sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam budaya masyarakat Arab pra Islam yang tidak dihapuskan, akan tetapi tata caranya diatur
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oleh hukum Islam sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan sekehendak hati oleh suami.



‘Illah



= Efek dibentuknya hukum yang dijadikan faktor untuk analogi hukum lainnya. Misalkan, khamar hukumnya haram karena mempunyai efek memabukkan. Kemudian atas dasar analogi terhadap minuman khamar, maka setiap minuman yang mempunyai efek memabukkan hukumnya haram karena ada kesamaan efek memabukkan.



Istibra>’



= Upaya untuk memastikan keadaan istri yang ditalak apakah ia sedang hamil atau tidak.



Istih}sa>n



= Menetapkan hukum sesuatu dari dua alternatif hukum didasarkan pada manfaat yang lebih tepat.



Ittiba>‘



= Sikap seseorang untuk mengikuti hukum mazhab tertentu karena ia meyakini argumen mazhab tersebut lebih tepat.



Jina>yah



= Hukum yang mengatur tentang tindak pidana seperti pencurian, perampokkan, penghinaan, perzinahan dan sebagainya.



Judex factie



= Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara dengan melakukan penemuan fakta peristiwa dan fakta hukum melalui pembuktian.



Judex juris



= Peradilan tingkat akhir yang memeriksa dan menilai putusan peradilan judex factie mengenai ketepatan dan kebenaran penerapan hukum dengan melakukan pembuktian.



Ka>hin



= Seorang yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul di tengah masyarakat Arab pra Islam.
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Kala>lah



= Pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris anak.



Ka>tib



= Seorang yang membantu qa>di> mencatat segala peristiwa persidangan.



Landraad



= Peradilan tingkat pertama bagi golongan pribumi di wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hindia Belanda.



Legal standing



= Keadaan di mana seseorang memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara yang bersangkutan.



Li‘a>n



= Sumpah yang dilakukan oleh suami karena ia menuduh istrinya berbuat zina akan tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi laki-laki agar terlepas dari hukuman cambuk karena melakukan tindak pidana.



Litigasi



= Penyelesaian sengketa melalui peradilan.



Mafhu>m aula>wi>



= Penetapan hukum atas dasar pertimbangan lebih layak untuk dilarang dibanding dengan yang tercantum dalam teks Al-Qur’an dan Hadis. Contoh, anak dilarang berkata “uf” kepada orang tuanya. Dalam konteks ini, meskipun memukul orang tua tidak ada ayat yang melarangnya, tetapi berdasarkan mafhu>m aula>wi> lebih layak dilarang karena berkata “uf” saja sudah dilarang, apalagi memukul.



Mafhu>m muwa>faqah



= Penetapan hukum berdasarkan kesamaan makna dalam teks Al-Qur’an atau Hadis. Misalkan, Allah melarang anak berucap “uf“ kepada orang tuanya. Demikian kata-kata lainnya yang menimbuklkan sakit hati orang tua dilarang diucapkan oleh anak atas dasar mafhu>m muwa>faqah.



Mansu>kh



= Ayat al-Qur’an atau Hadis yang keberlakuannya dihapuskan oleh ayat AlQur’an dan Hadis yang datang kemudian.
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Maqa>s}id al-shar‘i>yah



= Tujuan hukum. Para ulama usul fikih menetapkan tujuan hukum ada lima: 1. untuk melindungi agama; 2. untuk melindungi akal; 3. untuk melindungi harta; 4. untuk melindungi keturunan; dan 5. untuk melindungi kehormatan.



Mas}lah}ah mu‘tabarah



= Manfaat dari suatu hukum yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.



Mas}lah}ah mulghah



= Manfaat dari suatu hukum berdasarkan hasil pemikiran manusia akan tetapi bertentangan dengan hukum Al-Qur’an dan Hadis.



Mas}lah}ah Mursalah



= Manfaat dari suatu hukum berdasarkan hasil pemikiran manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur’an dan Hadis.



Maza>lim



= Peradilan yang menyidangkan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh militer atau pejabat tinggi negara pada masa daulah Islam.



Mazhab legisme



= Aliran yang menganut putusan hakim tidak boleh menyimpang dari teks undang-undang.



Muamalah



= Hukum yang mengatur tentang perikatan seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjammeminjam, hibah dan sebagainya.



Muqallid



= Orang yang mengikuti mazhab tertentu tanpa membandingkan dalil yang digunakan oleh mazhab tersebut dengan dalil mazhab lainnya mana yang lebih kuat di antara dalil para mazhab tersbut.



Mut‘ah



= Pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak.



Na>sikh



= Ayat Al-Qur’an atau Hadis yang turun atau datang kemudian yang menghapuskan keberlakuan ayat Al-Qur’an atau Hadis yang datang terdahulu.



Nushu>z



= Pelanggaran yang dilakukan oleh istri atau suami dalam rumah tangga.
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Qad}a>’i>



= Hukum yang mengandung tanggung jawab kepada Allah maupun kepada manusia. Misalkan hutang-piutang. Seorang kreditur dapat menuntut debitur untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, di samping itu jika ia meninggal dunia dan utangnya belum dibayar kepada kreditur maka utang debitur tersebut harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.



Qa>di>



= Hakim yang memutus sengketa perdata atau kasus pidana.



Qa>di> al-Qud}a>t



= Hakim yang berwenang untuk melakukan penilaian kembali putusan qa>di> yang diajukan pemeriksaan ulang dan berwenang untuk memberhentikan qa>di> pada masa daulat Islam.



Qa>di> Muqallid



= Hakim mazhab tertentu dalam pemerintahan daulat Islam yang memutus perkara berdasarkan hukum mazhab yang dianutnya.



Qat}‘i> al-dila>lah



= Dalil hukum (Al-Qur’an dan Hadis) yang memiliki arti jelas, tidak mengandung arti ganda.



Qat}‘i> al-wuru>d



= Dalil hukum (Al-Qur’an dan Hadis) yang periwayatannya mencapai derajat mutawatir.



Qiya>s



= Menetapkan hukum sesuatu yang belum ada hukumnya dengan cara menganalogikan terhadap sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya karena ada kesamaan ‘illah.



Qiya>s Jalli>



= Menetapkan hukum sesuatu yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan cara menganalogikan terhadap sesuatu yang hukum dan ‘illah-nya sudah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis karena persamaan ‘illah.



Qiya>s khafi>



= Menetapkan hukum sesuatu yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis dengan
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cara menganalogikan terhadap sesuatu yang hukum yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis akan tetapi ‘illah-nya ditentukan secara rasio. Misalkan, gandum wajib dizakati karena diatur dalam Hadis. Beras tidak ditentukan kewajiban zakatnya. Berdasarkan rasio, gandum mempunyai ‘illah mengenyangkan, demikian pula beras. Berdasarkan analogi terhadap wajib zakat ‘illah gandum yang memiliki mengenyangkan, maka secara rasio beras wajib dikeluarkan zakatnya.



Raad van Justitie



= Peradilan tingkat pertama bagi golongan Eropa di wilayah Nusantara pada masa pemerintahan kolonial Belanda.



Radd



= Membagi kembali sisa harta waris kepada ahli waris dhawi> al-furu>d} secara berimbang. Misalkan, ahli waris terdiri dari Ibu dan dua orang anak perempuan. Jumlah bagain mereka 1/6 + 2/3 = 5/6. Sisa 1/6 dibagi kepada ibu dan dua orang anak dengan perbandingan, ibu 1/6 x 1/6 dan dua orang anak 2/3 x 1/6.



Rechtsscriving



= Proses perumusan/pembentukkan hukum oleh hakim dalam memutus perkara karena tidak ada aturan hukum sebelumnya.



Rechtsvinding



= Proses penemuan hukum oleh hakim dalam memutus perkara.



Rêfêrê obligatoire



= Permohonan Tribunal de Cassation kepada badan legislatif untuk memberikan tafsiran yang tepat atas undang-undang terkait dengan putusan pengadilan yang sudah dibatalkan oleh Tribunal de Cassation.



Renvoi



= Dalam Tribunal de Cassation, istilah ini mengandung makna mengembalikan perkara kepada pengadilan tinggi di bawah Tribunal de Cassation untuk diperiksa dan diputus
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kembali karena dalam putusan tersebut hakim banding salah atau tidak tepat menerapkan hukum.



Shiqa>q



= Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, antara suami istri cekcok terus menerus yang tidak jelas kesalahan percekcokkan tersebut timbul dari pihak siapa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.



Supreme Court



= Peradilan tertinggi yang menangani perkara kasasi.



Shurt}ah



= Pejabat penuntut dan pelaksana putusan pengadilan pidana.



Talaq ba’i>n s}ugra>’



= Talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk melakukan rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan akad nikah yang baru.



Talaq khulu‘



= Talak yang dijatuhkan suami atas permintaan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang berharga tertentu dari pihak istri, karena ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan oleh istri sendiri.



Talaq raj‘i>



= Talak yang dijatuhkan suami dengan hak bagi suami untuk rujuk kembali selama istri menjalani masa idah.



Tarji>h}



= Proses memilih hukum yang terkuat dari beberapa alternatif hukum yang ada dengan menguji kesahihan dalil hukumnya.



Tribunal de Cassation



= Lembaga peradilan tertinggi di Perancis yang menangani perkara kasasi.



‘Urf



= Adat kebiasaan dalam suatu masyarakat yang mengikat sebagai hukum.



Wali ‘ad}al



= Wali nikah yang enggan menikahkan anaknya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.
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Zanni> al-dila>lah



= Dalil hukum (Al-Qur’an atau Hadis) yang memiliki makna lebih dari satu.



Zanni> al-wuru>d



= Dalil hukum (Hadis) yang periwayatannya tidak mencapai derajat mutawatir.



Z{iha>r



= Ucapan suami terhadap istrinya dengan cara menyerupakan istri dengan ibu si suami untuk menghindari hubungan biologis dengan istrinya Z{iha>r ini merupakan budaya masyarakat Arab pra Isam yang tidak dihapuskan, akan tetapi tata caranya diatur oleh hukum Islam agar tidak disalahgunakan sekehendak suami.
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B AB I P ENDAHULUAN



Putusan pengadilan merupakan salah satu khazanah hukum Islam di samping fikih, fatwa dan qa>nu>n.1 Putusan pengadilan adalah produk pemikiran qa>d}i> (hakim) tentang hukum, baik qa>d}i> tunggal atau qa>d}i> majlis. Proses penemuan hukum dalam Islam disebut ijtihad.2 Yu>suf al-Qard}a>wi> mengklasifikasikan ijtihad ke dalam dua kategori; intiqa>’i> dan insha>’i>. Ijtihad intiqa>’i> adalah mengambil suatu pendapat ulama terdahulu yang paling kuat untuk berfatwa atau memutus kasus di pengadilan, sedangkan ijtihad insha>’i> adalah merumuskan hukum baru mengenai masalah tertentu yang sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur tentang masalah itu.3 Dalam tradisi Islam, kedua bentuk ijtihad di atas lazim diterapkan oleh qa>d}i> dalam memutus perkara. Nabi Muhammad SAW pernah memutus perkara waris yang ahli warisnya terdiri dari dua anak perempuan, istri, dan saudara laki-laki. Beliau menetapkan untuk dua anak perempuan mendapat 2/3 bagian, istri mendapat 1/8 bagian, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki pewaris. Dalam perkara tersebut, beliau menggunakan dua jenis ijtihad;4 Pertama, ijtihad intiqa>’i>, yakni menetapkan bagian dua anak
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M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama (Jakarta: INIS, 1993), 2. Lihat Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Mah}su>l fi> ‘Ilm al-Us}u>l (Beirut: Da>r al-Kutub al‘Ilmi>yah, 1999), Juz. II, 427; Sayf al-Di>>n Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Abi> ‘Ali> ibn Muh}ammad al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (Makkah: Maktabah Nazza>r Mus}t}afa> al-Ba>z, 2000), Juz. IV, 921; al-Bayd}a>wi>, al-Minha>j fi> ‘Ilm al-Us}u>l, dalam ‘Abd al-Rah}ma>n al-As}faha>ni, Sharh} al-Minha>j fi> ‘Ilm al-Us}u>l (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1999), Juz. II, 821; dan Ta>j alDi>n ibn al-Subki>, Jam‘ al-Jawa>mi‘, dalam al-Banna>ni>, H{a>shiyah ‘ala> Sharh} Matn Jam‘ alJawa>mi‘ (Beirut: Da>r al-Fikr, 2003), Juz. II, 380. 3 Yu>suf al-Qard}a>wi>, al-Ijtiha>d al-Mu‘a>s}irah bayn al-Ind}iba>t} wa al-Infira>t}, (Kairo: Da>r al-Tawzi>‘ wa al-Nashr al-Isla>mi>yah, 1994), 19-32. 4 Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d (Beirut: Da>r al-Arqa>m, 1999), 673; alH{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>th, 2002), 1515; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi> (Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif, 1417 H), 472; Ah}mad ibn H{anbal, 2
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perempuan mendapat 2/3 dan istri mendapat 1/8 sesuai dengan ketentuan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 1; dan Kedua, ijtihad insha>’i>, yakni menetapkan saudara laki-laki mendapat sisa, karena pada saat itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Di lain pihak, Abu> Mu>sa> al-Ash‘ari> pernah menangani kasus ahli waris yang terdiri dari seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Beliau menetapkan anak perempuan mendapat 1/2 bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 bagian, dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Dalam kasus tersebut, beliau menggunakan ijtihad intiqa>’i>, yakni memilih menerapkan pendapat ‘Abd Alla>h ibn Mas‘u>d5 dari pada pendapat ‘Abd Alla>h ibn Abba>s yang berpendapat saudara perempuan terhijab oleh anak perempuan. Namun demikian, teori ijtihad intiqa>’i> dan ijtihad insha>’i> yang dirumuskan al-Qard}a>wi> dalam realitas tidak dapat mengakomodir bentuk ijtihad lainnya. Sebagai contoh, ijtihad ‘Umar ibn Khat}t}a>b yang tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan tidak dapat digolongkan kedalam jenis ijtihad intiqa>’i> yang dimaksud al-Qard}a>wi>, karena ‘Umar tidak memilih (mentarjih) salah satu dari beberapa kaidah hukum yang ada, melainkan berpaling dari kaidah hukum yang ada dengan membentuk kaidah hukum baru. Dilihat dari sisi telah ada hukum sebelumnya, ijtihad ‘Umar dapat diklasifikasikan sebagai ijtihad intiqa>’i>. Akan tetapi perlu pembedaan dengan intiqa>’i> yang bersifat mentarjih salah satu kaidah hukum dari beberapa kaidah hukum yang ada dengan ijtihad ‘Umar yang menyimpangi kaidah hukum yang ada dengan membentuk hukum baru. Ijtihad ‘Umar tersebut dapat dikategorikan sebagai intihad intiqa>’i> ‘udu>li>. Sehingga ijtihad intiqa>’i> memilki dua sub, yakni injtihad intiqa>’i> tarji>h}i> dengan ijtihad intiqa>’i> ‘udu>li>. Dengan pengembangan ijtihad intiqa>’i> tersebut, teori ijtihad al-Qard}a>wi> menjadi tiga jenis: (1) insha>’i>, yaitu membuat kaidah hukum baru karena sebelumnya tidak ada kaidah hukum; (2) intiqa>’i> tarji>h}i>, yaitu memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif kaidah hukum yang ada karena dianggap lebih kuat; (3) intiqa>’i> ‘udu>li>, yaitu ijtihad dengan menyimpangi kaidah hukum yang telah ada dengan membentuk kaidah hukum baru karena kaidah hukum yang ada dianggap tidak tepat untuk diterapkan.



Musnad Ah}mad ibn H{anbal (Libanon: Bayt al-Afka>r al-Dawli>yah, 2004), 1013; dan Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>th, 2000), 462. 5 Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673; dan Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462.
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Pada masa Nabi Muhammad SAW, qa>d}i> memutus perkara berdasarkan sumber hukum Al-Qur’an, Hadis dan ijtihad. Sumber hukum tersebut digunakan secara berurutan, yaitu jika hukum dalam kasus yang dihadapi sudah diatur dalam Al-Qur’an maka diterapkan hukum dari AlQur’an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maka digunakan hukum yang bersumber dari Hadis, jika dalam Al-Qur’an dan Hadis juga tidak ditemukan, maka qa>d}i> menemukan hukum dengan ijtihadnya sendiri. Akan tetapi, mekanisme dan prosedur penemuan hukum oleh qa>d}i> tidak selalu demikian, karena dalam beberapa kasus ditemukan sahabat Nabi yang tidak melakukan penerapan hukum secara berurutan. Mu‘a>dh ibn Jabal, misalnya, ketika menangani kasus ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dan saudara perempuan, menetapkan untuk anak perempuan 1/2 bagian dan saudara perempuan 1/2 bagian.6 Keputusan Mu‘a>dh ibn Jabal tersebut mendahulukan ijtihad dari pada Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 di mana saudara mewaris jika pewaris tidak meninggalkan anak. Menurut ‘Abd Alla>h ibn ‘Abba>s, keputusan Mu‘a>dh ibn Jabal tersebut tidak termaktub dalam AlQur’an dan Hadis, akan tetapi pada umumnya orang berpendapat demikian.7 Setelah masa sahabat, qa>d}i> memutus perkara berdasarkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis dan hasil ijtihad para sahabat Nabi. Jika tidak ditemukan hukum dari ketiga sumber tersebut, qa>d}i> melakukan ijtihad. Pada periode ini, wilayah ijtihad qa>d}i> sudah mulai menyempit, mereka tidak memutus dengan ijtihad sendiri selama masih ditemukan hukum hasil ijtihad sahabat Nabi. Penyempitan wilayah ijtihad qa>d}i> terus berlanjut sampai munculnya mazhab empat. Setelah muncul mazhab empat, qa>d}i> yang boleh berijtihad sendiri hanya yang memiliki kemampuan ijtihad mutlak. Sementara itu, qa>d}i> yang mengikuti mazhab tertentu (ittiba>‘) dalam memutus perkara harus menerapkan hukum mazhab yang dianutnya, kecuali jika tidak ditemukan dalam mazhab yang dianutnya.8 6



Al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1517. Al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1517. 8 Lihat Abu> H{a>mid Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l (Beirut: Da>r al-Ih}ya> al-Tura>th al-‘Arabi>, t.th.), Juz. II, 198; Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Mah}s}u>l fi> ‘Ilm al-Us}u>l (Makkah: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 1999), Juz. II, 455; Shams al-Di>n Mah}mu>d ‘Abd al-Rah}ma>n al-As}faha>ni>, Sharh} al-Minha>j li al-Bayd}a>wi> fi> ‘Ilm alUs}u>l (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1999), Juz. II, 843; Shiha>b al-Di>n Abu> al-‘Abba>s Ah}mad ibn Idri>s ibn Abd al-Rah}ma>n al-S{anha>ji> al-Qura>fi>, Nafa>’is al-Us}u>l fi> Sharh} al-Mah}s}u>l (Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 2000), Juz. IV, 591; Najm al-Di>n Abu> al-Rabi>‘ Sulayma>n ibn ‘Abd al-Qawi> ibn ‘Abd al-Kari>m ibn Sa‘i>d al-T{u>fi>, Sharh} Mukhtas}ar alRawd}ah (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2003), Juz. III, 646-648; ‘Ali> ibn ‘Abd al-Ka>fi> alSubki> dan Ta>j al-Di>n ‘Abd Waha>b ibn al-Subki>, al-Ibha>j fi> Sharh} al-Minha>j al-Wusu>l ila> ‘Ilm Us}u>l (Dubai: Da>r al-Buh}u>th al-Dira>sa>h al-Isla>mi>yah wa Ih}ya> al-Tura>th, 2004), Juz. VII, 2937; Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Abd Alla>h al-Azi>z ibn ‘Ali> al-Futi>hi> al-Hanbali>, 7
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Di Indonesia, kasus perkawinan dan kewarisan antara warga negara Indonesia yang menganut agama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama, sebelum tahun 1974, memutus perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.9 Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim Pengadilan Agama memutus perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan.10 Pada tahun 1991, setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat kumpulan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara bukan hanya kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan, namun ditambah dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam.11 Putusan Pengadilan Agama bukan merupakan putusan akhir, terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan dalam tingkat kasasi produk Mahkamah Agung merupakan putusan Sharh} al-Kawa>kib al-Muni>r (Riyad: Maktabah al-Ubaykan, 1997), Juz. IV, 508; dan alJala>l Shams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} ‘ala> Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘ (Beirut: Da>r al-Fikr, 2003), Juz. II, 392. 9 Abdul Manan, Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), 67. Disertasi dipertahankan dalam Ujian Terbuka Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2004, sudah diterbitkan. Lihat pula Departemen Agama, Himpunan Putusan Penetapan Pengadilan Agama (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1978/1979) – memuat putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1957 s/d 1966 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab-kitab fikih. 10 Lihat Departemen Agama, Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi Agama (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1982/1983) – berisi putusan-putusan Pengadilan Tinggi Agama tahun 1979 s/d 1980 yang sumber hukum dalam putusan tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974; Departemen Agama, Law Report: Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tahun 1979 (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1980/1981) – berisi putusan-putusan Pengadilan Agama tahun 1979 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974; dan Departemen Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 1995) – berisi putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tahun 1983 s/d 1990 yang sumber hukumnya merujuk pada kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. 11 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Buku ke I, 861; dan Zainal Abidin Abubakar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), 363.
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akhir. Pada hakikatnya, putusan Mahkamah Agung bukan merupakan putusan lembaga Mahkamah Agung, akan tetapi merupakan putusan Majlis Hakim Agung. Namun demikian, putusan Majlis Hakim Agung tersebut, walaupun bukan produk kelembagaan, secara formal merupakan produk lembaga Mahkamah Agung karena materi putusan tersebut tidak dapat diubah oleh Majlis Hakim Agung lainnya, dan pula tidak dapat diubah oleh pimpinan Mahkamah Agung, melainkan harus melalui upaya hukum permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung secara kelembagaan. Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi pada dasarnya bukan sebagai judex factie, melainkan sebagai judex juris.12 Mahkamah Agung memutus perkara tidak hanya berdasarkan hukum normatif yang tertuang dalam undangundang, akan tetapi mempertimbangkan rasa keadilan dalam kasus yang diputus. Dalam kasus tertentu, penerapan ketentuan perundang-undangan telah memenuhi rasa keadilan.13 Akan tetapi, dalam kasus lain penerapan ketentuan perundang-undangan belum tentu memenuhi rasa keadilan. Oleh sebab itu, Hakim Agung dapat menyimpangi kaidah undang-undang dan sekaligus menggali dan menciptakan hukum baru yang memenuhi rasa keadilan dengan kewenangan berupa penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping). Kewenangan Mahkamah Agung menyimpangi ketentuan undang-undang untuk memenuhi rasa keadilan dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



12



Judex factie adalah peradilan yang memeriksa perkara dengan menemukan fakta melalui pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, selanjutnya dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan fakta-fakta hukum yang disengketakan para pihak, dan tindakan hakim lebih lanjut mengadili berupa menerapkan hukum dan keadilan yang dituangkan dalam putusan. Sedangkan judex juris memeriksa perkara dalam tingkat kasasi mengenai penerapan hukum, bukan mencari fakta-fakta kejadian melalui pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. 13 Dalam pembukaan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah naungannya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan Fungsi Lembaga Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung) menegakkan hukum dan keadilan vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Kehakiman.14 Penerapan hukum dengan cara memilih di antara hukum yang telah ada dalam istilah hukum fikih disebut ijtihad intiqa>’i>, sedangkan penerapan hukum yang belum ada disebut ijtihad insha>’i> – yang identik dengan judge made law dalam hukum konvensional. Hal yang menarik dari putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1991 sampai dengan 2007 adalah terjadinya dinamika pemikiran hukum dalam memutus perkara, baik dalam perkara yang menyangkut hukum perkawinan maupun hukum kewarisan Islam. Dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung tersebut direpresentasikan oleh pola-pola pergeseran dalam putusanputusan di bidang perkawinan dan kewarisan Islam, baik pergeseran dari ketentuan Al-Qur’an dan Hadis,15 ketentuan fikih,16 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.17 Keberanjakan pemikiran hukum Mahkamah Agung dari Al-Qur’an dan Hadis, fikih dan peraturan perundang-undangan ke arah hukum yang diciptakan oleh Hakim Agung merupakan dinamika pemikiran hukum yang responsif terhadap rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Secara garis besar, dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung tersebut dapat dianalisa dari pola-pola pergeseran dalam putusanputusan di bidang perkawinan dan kewarisan Islam baik dari aspek sumber hukum, substansi hukum18 dan tingkat responsifnya terhadap isu-isu keadilan dan perkembangan sosiologis masyarakat Islam kontemporer. 14



Bunyi lengkap Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 15 Menurut Mahkamah Agung, anak perempuan menghijab saudara. Kaidah hukum produk Mahkamah Agung tersebut bergeser dari Hadis Nabi dan pendapat para mazhab empat. 16 Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan istri yang mengajukan gugatan perceraian berhak mendapat nafkah ‘iddah selama ia tidak nushu>z, putusan ini bergeser dari ketentuan fikih di mana istri yang mengajukan permohonan bercerai tidak berhak mendapat nafkah ‘iddah. 17 Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan harus dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan. Untuk orang yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan untuk orang yang menganut agama selain Islam dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, ada yang menetapkan pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dan ada yang tidak menetapkan sebagai syarat sahnya perkawinan. 18 Dalam konteks ini, Masykuri Abdillah mengintrodusir dua kategori hukum, yakni hukum substansial dan hukum esensial. Hukum substansial mengacu pada materi hukum Islam, sedangkan hukum esensial mengacu pada prinsip-prinsip dan moralitas hukum Islam. Lihat Masykuri Abdillah dkk., Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas (Jakarta: Renaisan, 2005), 327.
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Keberanjakan pemikiran hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam berbagai putusan tersebut menarik untuk dikaji berdasarkan kaidah usul fikih. Apakah proses dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung tersebut secara substansial masih tetap dalam koridor nas} Al-Qur’an, Hadis, fikih dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kaidah usul fikih apa yang dijadikan dasar pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara ketika bergeser dari ketentuan Al-Qur’an, Hadis, fikih dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, perlu pula secara sosiologis diinvestigasi latar belakang yang mempengaruhi terjadinya dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung tersebut. Salah satu tema penting dalam dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam berkaitan dengan isu hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme. Pada masa kini, hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam banyak menuai kritik baik dari pemikir Islam,19 maupun pemikir di luar Islam.20 Banyak persoalan menyangkut kesetaraan gender dan HAM dalam hukum perkawinan seperti poligami, hak-hak perempuan pasca perceraian, had}a>nah, harta bersama dan lain-lain. Demikian pula dalam hukum kewarisan berkenaan dengan perbedaan agama yang dianut pewaris dan ahli waris, dhawi> al-arh}a>m, anak angkat dan lain-lain. Isu-isu keadilan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme merupakan bagian dari permasalahan yang diasumsikan sebagai faktor yang melatar belakangi dinamika pemikiran hukum Islam di Mahkamah Agung.



19



Salah satu gagasan reaktualisasi hukum Islam dalam bidang kewarisan di Indonesia dilontarkan oleh Munawir Sadzali. Ia menyatakan bahwa bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki seharusnya dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual. Demikian halnya pemahaman Muh}ammad Shah}ru>r mengenai bagian anak perempuan ½ bagian anak laki-laki merupakan batas minimal sehingga tidak menutup kemungkinan anak perempuan diberi bagian sama dengan anak laki-laki. Lihat Munawir Sadzali, “Gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk., ed. Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sadzali, MA (Jakarta: IPHI & Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 93; dan Muh}ammad Shah}ru>r, Nah}wa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi> (Damaskus: al-Aha>li> li al-T{iba>’ah wa al-Nashr, 2000), cet. I, 235-236. 20 Robert Spenser mempertanyakan tentang kesetaraan gender dalam ajaran Islam karena teks Al-Qur’an dan Hadis masih memandang laki-laki mempunyai kelebihan dari perempuan baik dalam ranah domestik maupun ranah publik dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis, di samping masih kuatnya arus pemahaman Al-Qur’an dan Hadis yang tekstual dalam realitas kehidupan umat Islam. Lihat Robert Spenser, Islam Unveiled: Disturbing Questions about the World Fastest-Growing Faith (San Francisco: Encounter Books, 2002), 72-92.
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Tulisan ini hendak mengkaji beberapa pertanyaan pokok terkait dengan dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung RI sebagaimana dikemukakan di atas. Pertanyaan pokok dimaksud antara lain: Pertama, bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam yang merepresentasikan pola-pola pergeseran dari waktu ke waktu baik dari aspek sumber hukum maupun substansi hukum; Kedua, bentuk ijtihad apa yang digunakan dan kaidah usul fikih apa yang diaplikasikan Mahkamah Agung dalam memutus perkara bidang perkawinan dan kewarisan Islam; dan Ketiga, sejauh mana tingkat responsif putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam terhadap isu-isu keadilan seperti hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme. Objek kajian ini hanya dibatasi pada putusan-putusan Mahkamah Agung dari tahun 1991 – setelah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama – sampai dengan tahun 2007. Adapun substansi hukum yang diteliti dibatasi pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Studi ini berupaya menggambarkan secara mendalam gejala dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung seputar hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam, menelisik bentuk ijtihad dan kaidah usul fikih yang dipergunakan dalam memutus perkara perkawinan dan kewarisan Islam dan menakar tingkat responsif putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam terhadap isu-isu keadilan seperti hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme. Orientasi utama dari kajian ini adalah berupaya memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam konteks pengembangan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Mahkamah Agung dalam upaya memformulasikan putusan hukum yang ajeg sehingga dapat menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam, dapat dijadikan sebagai bahan pembentukan hukum nasional Indonesia. Pembentukan hukum Islam melalui yurisprudensi relatif tidak menimbulkan kontroversi SARA dibanding hukum produk lembaga legislatif berupa undang-undang. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan teori ijtihad. Dalam khazanah usul fikih, ijtihad merupakan metode untuk merumuskan hukum dari dalil shar‘i>, yaitu Al-Qur’an dan Hadis yang bersifat z}anni> al-
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wuru>d21 dan z}anni> al-dila>lah22 dan menemukan hukum bilamana belum ada aturan hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam konteks ini, penemuan hukum berupa ijtihad yang dikemukakan oleh Mu‘a>dh ibn Jabal,23 dalam hal yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis24 merupakan embrio teori ijtihad yang diformulasikan oleh para ahli usul fikih. Para ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad sebagai upaya sungguhsungguh25 seorang mujtahid26 untuk menemukan27 hukum shar‘i yang



21



Menurut ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, suatu hadis bersifat z}anni> al-wuru>d jika diriwayatkan tidak secara mutawatir. Lihat ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Da>r al-Hadi>th, 2003), 46. 22 Menurut ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, z}anni> al-dila>lah adalah kata yang mengadung makna bias karena mengandung dua atau lebih makna, berbentuk umum (‘a>m), dan mutlak (mut}laq). Lihat ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, 46. 23 Mu‘a>dh ibn Jabal (w. 18 H) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Ansar. Beliau seorang ahli di bidang hukum dan termasuk salah seorang penghimpun Al-Qur’an bersama Ubay ibn Ka‘ab, Zayd ibn Tha>bit dan Abu> Zayd. Nabi Muhammad pernah menunjuk beliau untuk mengajar fikih dan Al-Qur’an di Makkah setelah penaklukan kota Makkah. Di samping itu, Mu‘a>dh ibn Jabal diutus Nabi Muhammad ke Yaman untuk menjadi qa>di> di sana. Lihat al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>ḥayn, 1028; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 856-857; dan Qayma>z al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala> (Riyad: Bayt al-Afka>r al-Dawlah, 2004), 3869-3873. 24 Matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d, al-Tirmidhi> dan Ah}mad ibn H{anbal dengan sanad shu‘bah dari Abu> ‘Awn Thaqa>fi> dari H{a>rith ibn ‘Amr dari seorang sahabat Mu‘a>dh dari Mu‘a>dh ibn Jabal. Menurut al-Tirmidhi>, hadis tersebut lemah karena sanadnya tidak bersambung. Lihat al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 313-314; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 830; Ah}mad ibn H{anbal, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 1608, 1612, dan 1616; ‘Abd al-Rah}ma>n Zaydi>, al-Ijtiha>d bi Tah}qi>q al-Mana>ṭ wa Sult}a>nih fi> Fiqh al-Isla>mi> (Kairo: Da>r al-Hadi>th, 2005), 19-20. Menurut al-Ghaza>li>, sungguhpun isna>d hadis tersebut mursal, namun banyak diterima orang dan tidak ada yang mengingkarinya. Lihat al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, Juz. II, 111. 25 Upaya sungguh-sungguh merupakan terjemahan bebas dari bahasa Arab



. Lihat al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz. IV, 921; dan al-Subki>, Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz. II, 379. 26 Dalam kitab usul fikih lainnya, padanan dari kata mujtahid adalah al-faqi>h. Lihat al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, 342; al-As}faha>ni>, Sharh} al-Minha>j li> alBayd}a>wi> fi> ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 822. 27 Padanan kata tah}s}i>l yang digunakan para ulama usul fikih adalah t}alaba, ta‘a>ruf, daraka, dan istidla>l. Lihat al-Subki>, Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘,379; al-Mah}bu>bi>, alTaud}i>h} Sharh} al-Tanqi>ḥ, 259; al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, 309; al-Ghaza>li>, alMustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, 342; al-As}faha>ni>, Sharh} al-Minha>j li> al-Bayd}a>wi> fi> ‘Ilm alUs}u>l, Juz II, 822; al-Bayd}a>wi>, al-Minha>j fi> ‘Ilm al-Us}u>l, 821; dan Najm al-Di>n al-T{u>fi>, Sharh} Mukhtas}ar al-Rawḍah (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2003), Juz III, 575.
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bersifat z}anni>.28 Menurut para ulama usul fikih, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh orang awam, akan tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi kriteria seorang mujtahid, yaitu dewasa, berakal sehat, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengetahui sumber hukum Islam dan memiliki pengetahuan bahasa Arab.29 Persyaratan mujtahid harus memahami Al-Qur’an bukan berarti seorang mujtahid harus mampu menghafal Al-Qur’an, melainkan cukup memahami ayat yang berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum. Pengetahuan Al-Qur’an lainnya yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah na>sikh dan mansu>kh serta asba>b al-nuzu>l ayat-ayat Al-Qur’an. Sama halnya dengan persyaratan memahami Al-Qur’an, persyaratan memahami Hadis pun cukup mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum serta tingkat kasahihannya. Pengetahuan tentang ijma‘ diperlukan oleh seorang mujtahid agar ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma‘ ulama. Persyaratan lainnya adalah memahami bahasa Arab yang meliputi pemahaman gramatika, baik dari segi morfologi (s}arf) maupun sintaksis (nah}wu). Selain itu, mujtahid juga harus menguasi semantik makna dan bentuk kata seperti nas}, z}a>hir, mujmal, mubayyan, h}aqi>qah, maja>z, amr,



nahy, ‘a>m, kha>s}, mustathna>, mustathna> minhu, muqayyad, dali>l al-khit}a>b, fah}w al-khit}a>b, lah}n al-khit}a>b, mafhu>m dan sebagainya.30 Menurut Ta>j al-Di>n al-Subki>, semua persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid faqi>h (mujtahid mutlak). Atas dasar itu, beliau membagi mujtahid dalam tiga tingkatan. 28



Definisi tersebut adalah terjemahan bebas dari definisi yang dikemukan oleh alMah}bu>bi>. Dipilihnya definisi tersebut karena lebih komprehensif dan memuat unsur-unsur yang spesifik meliputi (1) upaya sungguh-sungguh, (2) seorang mujtahid, (3) untuk menemukan, (4) hukum shar’i yang z}anni>. Sebagian ulama usul fikih mendefinisikan ijtihad tanpa unsur mujtahid, atau tanpa menjelaskan hukum shar’i yang z}anni>. Lihat alMah}bu>bi>, al-Taud}i>h} Sharh} al-Tanqi>ḥ, Juz II, 259; al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, 309; dan al-Bayd}a>wi>, al-Minha>j fi> ‘Ilm al-Us}u>l, 822. 29 Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2004), Juz I, 496-497. Imam al-Ghaza>li> menetapkan persyaratan lainya bagi seorang mujtahid, yakni harus memiliki sifat adil dan tidak melakukan maksiat, bila tidak memiliki sifat adil hasil ijtihadnya tidak boleh diterima. Lihat al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, 342. Sementara al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, 180. 30 Uraian detail mengenai persyaratan mujtahid dapat dilihat dalam Muh}ammad ibn ‘Abd al-‘Azi>z ibn ‘Ali> al-Futu>h}i> al-H{anbali> (w. 972 H), dikenal dengan panggilan Ibn al-Najja>r, Sharh} Kawa>kib al-Muni>r (Riyad: Maktabah al-Ubaykan, 1997), Juz IV, 459-466; al-Subki>, Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz II, 383-384; dan al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l alAh}ka>m, Juz II, 310.
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Pertama, mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang memiliki metode usul fikih sendiri dan berijtihad dalam semua lapangan hukum. Kedua, mujtahid mazhab, yaitu orang yang memiliki kemampuan berijtihad dengan menggunakan metode usul fikih imam yang diikutinya untuk menemukan hukum melalui qiya>s terhadap hukum yang ditetapkan oleh imam mazhabnya. Ketiga, mujtahid fatwa, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam serta mempunyai kemampuan untuk melakukan tarji>h} atas beberapa pendapat mengenai satu hukum dalam mazhab yang diikutinya.31 Wilayah persoalan yang dapat dijangkau dalam ijtihad adalah persoalan yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis sebagaimana dilakukan oleh Mu‘a>dh ibn Jabal. Para ulama usul fikih bahkan memperluas ranah ijtihad bukan sekedar dalam persoalan yang belum diatur dalam AlQur’an dan Hadis, bahkan termasuk masalah yang telah diatur dalam AlQur’an dan Hadis yang segi dala>lah dan wuru>d-nya bersifat z}anni>, tidak bersifat qat}‘i>.32 Ijtihad memiliki beberapa cara, penggunaan cara-cara ijtihad ada yang disepakati ulama usul fikih dan ada yang tidak disepakati. Cara ijtihad yang disepakati penggunaannya adalah qiya>s, sementara yang tidak disepakati antara lain istih}sa>n, mas}lah}ah mursalah, al-‘urf, istis}h}a>b, shar‘u man qablana>, dan madhhab s}ah}a>bi>. Di antara cara ijtihad tersebut yang kerapkali digunakan Hakim Agung dalam memutus perkara adalah qiya>s, istih}sa>n, dan mas}lah}ah mursalah. Pengertian qiya>s adalah menganalogikan sesuatu yang belum jelas hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan ‘illah. Qiya>s memiliki beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan ‘illah yang terdapat dalam hukum. Jika keberadaan ‘illah dalam hukum as}l ditetapkan oleh nas}, maka qiya>s atas dasar ‘illah tersebut dinamakan qiya>s jalli>. Sedangkan apabila ‘illah yang terdapat dalam hukum as}l tidak ditetapkan oleh nas}, maka qiya>s tersebut dinamakan qiya>s khafi>.33 Qiya>s disepakati penggunaannya dalam berijtihad, kecuali oleh kelompok Zahiriyah dan Shi’ah Imamiyah. Argumen ulama Zahiriyah adalah Q.S. Al-Ma>’idah [5] : 3, yang menjelaskan bahwa agama Islam telah sempurna, Q.S. Al-An‘a>m 31



Lihat al-Subki>, Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘, Juz II, 385. Abu> Zahrah membagi mujtahid dalam lima tingkatan: (1) mujtahid al-mustaqil (mujtahid fi> shar‘i>), (2) mujtahid al-muntasib, (3) mujtahid al-mazhab, (4) mujtahid al-mura>jih, dan (5) mujtahid almuh}a>fiz. Lihat Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1997), 339-346. 32 ‘Abd al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, 39 dan 47. 33 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), 219. Lihat pula Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, 703-704.
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[6] : 38, yang menegaskan bahwa Al-Qur’an telah mengatur segala sesuatu sehingga tidak ada yang tertinggal/terabaikan, dan Q.S. Al-Nah}l [16] : 44 dan 45, yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur’an untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Menurut ulama Zahiriyah, semua hukum Islam sudah ada nas}-nya, dan semuanya merupakan hukum as}l sehingga tidak ada pembagian antara hukum as}l dan hukum furu>‘.34 Istih}sa>n merupakan salah satu metode ijtihad lainnya. Para ulama usul fikih memberikan definisi istih}sa>n yang berbeda. Imam al-Shawka>ni> mencatat enam definisi istih}sa>n. Secara substantif, definisi istih}sa>n dapat dikelompokkan dalam: Pertama, memilih salah satu dalil yang terkuat dari dua dalil yang ada tentang hukum sesuatu; Kedua, memilih salah satu dalil dari dua dalil karena ada mas}lah}ah dalam dalil yang dipilih; Ketiga, memilih qiya>s khafi> dari pada qiya>s jalli> karena qiya>s khafi> dipandang lebih baik dari pada qiya>s jalli> dalam kasus hukum yang dianalogikan.35 Istih}sa>n tidak disepakati penggunaannya oleh beberapa ulama usul fikih. Al-Z{a>hiri> dan alSha>fi‘i> menolak menggunakan istih}sa>n.36 Namun dalam kasus-kasus tertentu al-Sha>fi‘i> menggunakannya, kecuali istih}sa>n dalam bentuk mendahulukan penggunaan qiya>s khafi> dari pada qiya>s jalli> al-Sha>fi‘i> menolak untuk menggunakannya.37 Metode ijtihad lainnya adalah mas}lah}ah. Menurut bahasa, mas}lah}ah adalah mewujudkan manfaat bagi manusia atau mencegah kerugian sebagai tujuan hidup manusia. Akan tetapi menurut al-Ghaza>li>, yang dimaksud mas}lah}ah dalam shariah adalah mewujudkan tujuan hukum (al-maqa>s}id alshar‘i>yyah), yaitu memelihara agama, mempertahankan hak hidup, menjaga kesehatan akal, menjaga kemurnian keturunan, dan melindungi hak atas kekayaan. Selanjutnya al-Ghaza>li membagi mas}lah}ah dalam tiga macam: Pertama, keberadaan mas}lah}ah tersebut dibenarkan shar‘i (mas}lah}ah mu‘tabarah); Kedua, keberadaannya tidak dibenarkan shar‘i (mas}lah}ah mulghah); dan Ketiga, penggunaannya tidak dilarang tapi juga tidak secara tegas dibolehkan (mas}lah}ah mursalah).38 Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> berpendapat bahwa mas}lah}ah yang tidak dikuatkan oleh dalil shar‘i dapat dijadikan dalil shar‘i apabila mas}lah}ah tersebut tidak mengandung mafsadah, atau 34



Abu> Muh}ammad ‘Ali> ibn Ah}mad ibn Sa‘i>d ibn Hazm al-Z{a>hiri>, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (Libanon: Da>r al-Kutub al-‘Ilmi>yah, 2004), Juz II, 513-515. 35 Al-Shawka>ni>, Irsha>d al-Fuh{u>l (Riyad: Da>r al-Afka>r al-Dawli>yah, 2003), 240. 36 Lihat ibn Hazm al-Z{a>hiri, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz IV, 187; Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad Idri>s al-Sha>fi‘i>, al-Risa>lah (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 2004), 326328. 37 38
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mas}lah}ah-nya lebih banyak dari pada mafsadah-nya.39 Ulama Hanafiyah menolak menggunakan mas}lah}ah mursalah, sedangkan ulama Shafi‘iyah membolehkan menggunakan mas}lah}ah mursalah dengan syarat adanya unsur d}aru>ri>, unsur kepastian dan unsur kulli>yah. Unsur d}aru>ri> maksudnya sangat mendesak, unsur kepastian adalah pasti akan menimbulkan manfaat bila digunakan, sedangkan unsur kulli>yah adalah berlaku umum, bukan perseorangan atau golongan. Di lain pihak, ulama Malikiyah membolehkan penggunaan mas}lah}ah mursalah tanpa syarat.40 Proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim diawali dengan mendengarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat, dan selanjutnya melakukan penerapan hukum. Dalam proses penerapan hukum, hakim akan merujuk rumusan hukum yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang diselesaikan. Bila hakim tidak menemukan rumusan yang jelas (s}ari>h) dalam undang-undang ketika menangani suatu perkara hukum, hakim akan melakukan penafsiran ekstensif melalui analogi (qiya>s), atau penafsiran secara a contrario (mafhu>m mukha>lafah), bahkan penafsiran historis (asba>b al-nuzu>l) dari maksud kandungan pasal dalam undang-undang – semua proses penemuan hukum tersebut dinamakan rechtvinding. Jika tidak ditemukan sama sekali rumusan hukum dalam undang-undang atau rumusan hukumnya terdapat dalam undang-undang akan tetapi tidak relevan dengan rasa keadilan hukum masyarakat, maka hakim akan melakukan pembentukan hukum (rechtschrijfing) dengan cara istih}sa>n atau mas}lah}ah mursalah. Bentuk-bentuk penerapan hukum tersebut identik dengan istilah ijtihad dalam teori usul fikih, baik dalam bentuk ijtihad intiqa>’i>, yaitu memilih menerapkan kaidah hukum dari mazhab tertentu dengan mengesampingkan kaidah hukum mazhab lainnya dengan pertimbangan kaidah hukum mazhab yang diambil lebih tepat diterapkan, atau ijtihad insha>’i>, yaitu merumuskan hukum baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam fikih mazhab yang ada atau sudah terdapat kaidah hukum dalam beberapa mazhab akan tetapi kaidah hukum tersebut tidak tepat diterapkan dalam kasus yang sedang diselesaikan.41 Menurut para ulama usul fikih, hakim yang memenuhi syarat mujtahid memiliki kebebasan untuk 39



Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Mah}su>l fi> ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 499-501. Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Mah}su>l fi> ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 501; al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz IV, 919; dan al-As}faha>ni>, Sharh} al-Minha>j li> al-Bayd}a>wi> fi> ‘Ilm alUs}u>l, Juz II, 764. 41 Yu>suf al-Qard}a>wi>, al-Ijtiha>d al-Mu‘a>s}irah bayn al-Ind}iba>t} wa al-Infira>t}, 20 dan 32. 40
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menyelesaikan kasus berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri dan putusannya tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad terbarunya atau oleh hasil ijtihad hakim atau mujtahid lain, kecuali apabila hasil ijtihad pertamanya bertentangan dengan dalil shar‘i yang qat}‘i>. Sedangkan hakim muqallid (yang tidak memenuhi syarat mujtahid mutlak) ijtihadnya harus sesuai dengan dalil mazhab fikih yang dianutnya, jika putusannya bertentangan dengan dalil mazhab yang dianutnya maka putusannya tidak sah dan harus dibatalkan.42 Dalam konteks kajian ini, penulis perlu mengetengahkan beberapa studi yang pernah dilakukan oleh berbagai komunitas akademik untuk memperoleh pemetaan umum mengenai posisi akademik dari kajian ini. Studi seputar Peradilan Agama di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan, baik menyangkut kelembagaan, hukum normatif, dan putusan pengadilan. Abdul Gani Abdullah melakukan penelitian terhadap Badan Hukum Shar‘i Kesultanan Bima dengan judul “Badan Hukum Shar‘i Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Pengadilan Agama.” Ia berpendapat bahwa perkembangan eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama di Bima sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat muslim setempat akan kebutuhan penegakan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia saat itu.43 Nur Fadhil Lubis melakukan penelitian dengan judul “Islamic Justice in Transition: A Socio-legal of The Agama Court Judges in Indonesia.” Ia mengkaji tentang transisi hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang sebelumnya merupakan hakim partikelir menjadi hakim negara. Ia menjelaskan bagaimana pengaruh sosial politik di Indonesia terhadap perkembangan fungsi dan kedudukan hakim agama.44 Penelitian mengenai kelembagaan lainnya ditulis oleh Hasbi Hasan dengan judul “Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.” Ia berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum, sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan 42



Lihat al-Ghaza>li>, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 367-368; Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Mah}su>l fi> ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 65; al-As}faha>ni>, Sharh} al-Minha>j li> al-Bayd}a>wi> fi> ‘Ilm al-Us}u>l, Juz II, 843; Siha>b al-Di>n al-Qura>fi>, Nafa>’is al-Us}u>l fi> Sharh} al-Mah}s}u>l, Juz IV, 590; Najm al-Di>n al-T{u>fi>, Sharh} Mukhtas}ar al-Rawḍah, Juz III, 646-648; ‘Abd al-Ka>fi> al-Subki> dan Ta>j al-Di>n al-Subki>, al-Ibha>j fi> Sharh} al-Minhh}j al-Wusu>l ila> ‘Ilm Us}u>l, Juz IV, 2937; Ibn al-Najja>r, Sharh} Kawa>kib al-Muni>r, Juz IV, 503-506; Wahbah al-Zuhayli>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz II, 1142-1144; Syams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad alMah}alli>, Sharh} ‘ala> Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘ (Beirut: Da>r al-Fikr, 2003), juz II, 392. 43 Abdul Gani Abdullah, Badan Hukum Syara’ Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Pengadilan Agama, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 1987 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 44 Nur Ahmad Fadhil Lubis, Islamic Justice in Transition: A Socio-Legal Study of Agama Court Judges in Indonesia, Disertasi tahun 1994 di University of California.
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tetapi oleh karena pemberlakuan sistem ekonomi syariah lebih ditekankan pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang islami, sehingga politik hukum dalam perundangundangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah memunculkan perundang-undang bermuatan pasal yang mempersempit kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.45 Dari segi doktrin hukum Islam, penelitian dilakukan oleh Gurisiani terhadap Pengadilan Agama Lampung, dengan judul “Kompetensi Pengadilan Agama Setelah Penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.” Hasil temuannya menegaskan bahwa aturan mengenai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah Lampung tidak mempengaruhi masyarakat muslim untuk menyelesaikan kasus waris ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Masyarakat lampung dalam penyelesaian sengketa kewarisan lebih memilih secara kekeluargaan dan adat dari pada melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.46 Penelitian dari segi doktrin hukum Islam lainnya ditulis oleh Pagar pada tahun 2001 dengan judul “Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.” Pagar meneliti doktrin keadilan seputar ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurutnya, walaupun secara tekstual ahli waris pengganti tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis maupun mazhab fikih, akan tetapi secara substantif ahli waris pengganti sangat relevan dengan konsep maqa>s}id al-shar‘i>yyah.47 Penelitian mengenai putusan pengadilan dilakukan oleh Ritonga. Ia mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama dan relevansinya dengan hakhak perempuan di Pengadilan Agama wilayah DKI Jakarta, dengan judul “Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Implementasinya dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta Tahun 1990-1995.” Hasil temuannya menegaskan bahwa belum semua putusan Pengadilan Agama responsif terhadap isu gender. Di samping itu, terdapat inkonsistensi putusan dalam kasus perceraian; perceraian yang diajukan perempuan lebih responsif terhadap isu gender, sebaliknya dalam kasus perceraian yang diajukan oleh suami sangat mengabaikan isu 45



Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, 2009, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tanggal 20 Oktober 2009 di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sudah diterbitkan). 46 Gurisiani, Kompetensi Pengadilan Agama Setelah Penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2001 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 47 Pagar, Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2001 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
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gender.48 Mu’allim meneliti tentang peran peradilan dalam penyerapan yurisprudensi sebagai sumber hukum dengan judul “Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 1991-1997.” Temuan penelitiannya menegaskan bahwa hakim Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Tengah sangat mandiri dalam memutus perkara, tidak tergantung dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Hakim Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Tengah dalam memutus perkara lebih mensinergikan berbagai sumber hukum yang dijadikan dasar hukum baik Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahkan dalam kasus kewarisan sangat jarang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum.49 Manan meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta dengan fokus masalah pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh para hakim agama se-DKI Jakarta, dengan judul “Peranan Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta.” Temuan dalam disertasi tersebut menegaskan bahwa hakim agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki peran dalam pembaharuan hukum melalui putusan, dengan menggunakan jenis ijtihad mas}lah}ah.50 Asasriwarni melakukan penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dari tahun 1989 s/d 1997 dengan judul “Studi tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam.” Penelitian tersebut menghasilkan tiga temuan: Pertama, Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus perkara dengan menerapkan hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, meninggalkan peraturan perundang-undangan dan berpaling kepada hukum yang termuat dalam kitab fikih, dan berpaling dari fikih serta undang-undang dan memilih hukum adat sebagai dasar hukum putusan; Kedua, pada umumnya Pengadilan Agama 48



Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Implementasinya dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta Tahun 19901995, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka tahun 2003 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 49 Amir bin Mu’allim, Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997, Disertasi dipertahankan dalam promosi doktor IAIN Sunan Kalijaga tanggal 18 Agustus 2003. 50 Abdul Manan, Peranan Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-putusan di Lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta, Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2004 di Universitas Sumatera Utara (sudah diterbitkan).



16



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang lebih menerapkan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, urutan berikutnya adalah kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis dan kitab fikih, dan yang terakhir adalah hukum adat; dan Ketiga, sebagian putusan Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang mengandung pembaharuan hukum.51 Satria Efendi dalam beberapa jurnal Mimbar Hukum Direktorat Jenderal Pembinaan Lembaga Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia melakukan analisa terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai hukum perkawinan dan kewarisan yang bersifat parsial sehingga belum memberikan gambaran dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung secara umum.52 Demikian pula halnya analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia seputar hukum perkawinan dan kewarisan yang dilakukan oleh Zen Bajeber dan Wasit Aulawi yang hanya memfokuskan analisanya tentang hukum acara.53 Studi ini merupakan lanjutan dari studi-studi sebelumnya yang menempatkan putusan-putusan hukum perkawinan dan kewarisan Islam sebagai objek kajian. Perbedaan dengan studi sebelumnya adalah, bahwa studi ini memfokuskan pada kerangka pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam dari tahun 19912007. Landasan argumentasi penentuan penelitian putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu tahun 1991 s/d 2007 adalah: Pertama, berlakunya Kompilasi Hukum Islam dimulai pada tahun 1991; dan Kedua, putusan-putusan tahun 2008 ke atas belum dapat diakses kerena masih dalam proses penyelesaian. Putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam merupakan hasil pemikiran atau produk pemikiran dalam bidang hukum Islam dengan menggunakan berbagai metode pengambilan hukum (istinba>t} al-ah}ka>m). Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian agama sebagai gejala budaya.54 Soekanto mengklasifikasikan penelitian hukum dalam dua kelompok: Pertama, penelitian hukum normatif, 51



Asasriwarni, Studi Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 19891997), Disertasi dipertahankan dalam ujian terbuka pada tahun 2008 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 52 Analisa putusan-putusan Mahkamah Agung dilakukan oleh Satria Effendi dalam majalah Mimbar Hukum, terakhir sudah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Hukum Keluarga Islam Modern. 53 IKAHI, Varia Peradilan, diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia. 54 Muhammad Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 13-16.
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mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum; dan Kedua, penelitian hukum sosiologis atau empiris, meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, penelitian terhadap efektifitas hukum.55 Selanjutnya Soekanto mengelompokkan penelitian atas putusan pengadilan termasuk dalam kelompok penelitian normatif bila dilihat dari sudut pandang asas yang terkandung dalam putusan atau sinkronisasi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian tersebut tidak dihubungkan dengan efektifitas putusan di tengah masyarakat yang menjadi ranah penelitian sosiologis.56 Pengelompokkan penelitian hukum yang dilakukan Soekanto ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar di mana putusan pengadilan merupakan produk pemikiran manusia sebagai gejala budaya. Meskipun Penelitian ini difokuskan pada putusan Mahkamah Agung sebagai sumber data, namun pada hakikatnya subjek penelitiannya adalah pemikiran Hakim Agung yang memutus perkara perdata agama di bidang hukum perkawinan dan kewarisan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan suatu hipotesa tentang hubungan beberapa variabel yang mempengaruhi pemikiran Hakim Agung dalam memutus perkara, dan membuktikan variabel yang paling dominan, melainkan melakukan sinkronisasi putusan Mahkamah Agung mengenai bidang hukum perkawinan dan kewarisan dengan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.57 Namun demikian, oleh karena sumber data diambil dari putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1991 s/d 2007, maka tidak dapat dielakkan harus menggunakan atau mengambil sampel putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu tersebut. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam dari tahun 1991 s/d 2007. Sedangkan data sekunder mencakup hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung/mantan Hakim Agung yang pernah memutus perkara-perkara hukum perkawinan dan kewarisan Islam, berbagai komentar 55



Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 51. 56 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 15. 57 Menurut Lexy J. Moleong, salah satu faktor pembeda penelitian kualitatif dengan kuantitatif adalah, dalam penelitian kualitatif jumlah subjek penelitiannya kecil sehingga tidak dibutuhkan pemilihan sampel secara random (acak). Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2006), 36.



18



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



dan analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung, kitab-kitab fikih dan usul fikih dari berbagai mazhab, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan karya-karya yang berkaitan dengan objek kajian ini. Jumlah putusan Mahkamah Agung mengenai bidang hukum keluarga dan kewarisan Islam dalam rentang waktu tahun 1991 s/d 2997 berjumlah 7819 putusan.58 Sebelum dilakukan pengambilan sampel dari putusan mengenai bidang perkawinan dan kewarisan tersebut dilakukan pengelompokan putusan, yaitu: (1) Putusan yang dikabulkan; (2) Putusan yang ditolak; (3) Putusan yang ditolak dengan perbaikan; (4) Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima; (5) Putusan yang dicabut; dan (6) Putusan yang digugurkan. Dari enam jenis kelompok putusan tersebut, yang diambil sebagai sampel hanya putusan yang dikabulkan, ditolak dan ditolak dengan perbaikan, karena dalam ketiga jenis putusan tersebut terkandung pemikiran-pemikiran hukum Mahkamah Agung. Sedangkan dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan dan dicabut tidak mengandung pemikiran hukum Mahkamah Agung, karena ketiga putusan tersebut hanya mengandung hukum yang berkenaan dengan prosedur beracara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dijadikan sampel penelitian. Setelah dilakukan pengelompokan jenis putusan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan sampel dari masing-masing jenis putusan tersebut sebanyak 10 %, kecuali dalam kasus tertentu yang jumlahnya kurang dari 10 kasus dalam satu tahun, semua putusan dijadikan sebagai sumber data. Data tersebut selanjutnya dianalisa berdasarkan prosedur berikut: (1) Membandingkan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan dan kewarisan Islam dari waktu ke waktu serta melakukan sinkronisasi dengan hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an, Hadis, fikih, dan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi pola-pola pergeseran dari sumber hukum tersebut; (2) Mencermati kaidah usul fikih yang digunakan Mahkamah Agung dalam setiap putusannya; dan (3) Mencermati substansi putusan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan isu-isu keadilan seperti hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme. Kajian ini dibagi ke dalam enam bab. Bab I menguraikan pengantar umum tentang alasan mengapa putusan Mahkamah Agung mengenai perkara perkawinan dan kewarisan Islam menarik untuk dikaji, menjelaskan fokus masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang digunakan, dan 58



Sumber data dari kepaniteraan Mahkamah Agung RI bidang perdata agama tahun 2008.
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kaidah usul fikih yang akan digunakan untuk menganalisa putusan tersebut. Bab II memberikan gambaran kedudukan Mahkamah Agung, tugas dan fungsi baik fungsi litigasi dan nonlitigasi, serta titik singgung Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Bab III menjelaskan hukum Islam seputar hukum perkawinan dan kewarisan serta kedudukan, tugas dan fungsi Peradilan Agama. Hal ini penting diuraikan sebagai sumber hukum yang akan dijadikan dasar analisa sinkronisasi putusan Mahkamah Agung dalam bab IV dan V. Di samping itu, putusan Mahkamah Agung yang diteliti adalah bersumber dari putusan Pengadilan Agama yang diajukan kasasi oleh para pihak, sehingga bab ini berkaitan erat dengan bab IV dan V. Bab IV memuat analisa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang hukum perkawinan Islam, menguraikan kaidah usul fikih yang digunakan, latar belakang terjadinya pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam putusan perkara perkawinan, dan mengukur tingkat responsibilitas Mahkamah Agung terhadap isu HAM dan gender. Bab V memuat analisa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bidang hukum kewarisan Islam, menguraikan kaidah usul fikih yang digunakan, latar belakang terjadinya pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam putusan perkara kewarisan, dan mengukur tingkat responsibilitas Mahkamah Agung terhadap isu HAM dan gender. Bab VI menyuguhkan kesimpulan akhir penelitian terkait dengan pergeseran hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam.
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Bab ini akan membahas sejarah, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia. Pembahasan ini akan memfokuskan pada posisi Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menaungi lembaga peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Pembahasan ini juga akan menguraikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai penegak hukum (judex factie) sekaligus penegak keadilan (judex factie) serta kewenangannya dalam membatalkan atau mengguatkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Selain itu, pembahasan ini juga akan mendeskripsikan kewenangan yudisial dan non yudisial Mahkamah Agung serta titik singgung kewenangan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. A. Sejarah Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sebuah negara. Di negara yang menganut sistem peradilan common law maupun civil law, keberadaan Mahkamah Agung merupakan suatu keniscayaan. Amerika Serikat sebagai negara penganut sistem common law memiliki Mahkamah Agung yang bernama Supreme Court, sementara di Inggris disebut House of Lord.1 Belanda sebagai negara penganut sistem civil law memiliki Mahkamah Agung yang bernama Hoge Raad, sedangkan 1



Delmar Karlen, “Court in Common Law Countries,” dalam The Encyclopedia Americana (Danbury: Glorier, 2002), 28th ed., vol. 8, 106 dan 108.
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di Perancis disebut Tribunal de Cassation.2 Demikian halnya di negaranegara Arab Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Sudan dan negara Muslim lainnya seperti Pakistan, Iran, dan Malaysia yang memberlakukan hukum Islam menganut sistem kasasi sebagai lembaga pengadilan tertinggi.3 Keberadaan Mahkamah Agung di negara civil law dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam penerapan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Embrio lembaga peradilan tertinggi yang menangani perkara kasasi di negara penganut civil law adalah Tribunal de Cassation yang dibentuk di Perancis. Praktik ini merupakan implementasi dari sistem pembagian kekuasaan dalam ajaran Montesquieu.4 Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga divisi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan representasi dari kedaulatan rakyat karena dalam negara demokratis undangundang yang mengatur hubungan antar warga negara dan/atau warga negara dengan pemerintah harus dibuat oleh pembuat undang-undang yang berasal dari perwakilan rakyat, yaitu kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa antar warga negara dan/atau warga negara dengan pemerintah dengan menerapkan undangundang yang mengikat seluruh warga negara dan pemerintah yang dibuat oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif tidak boleh menyimpang dari undang-undang dalam menyelesaikan kasus.5 Berdasarkan ajaran Montesquieu tersebut, Perancis membentuk Tribunal de Cassation pada tanggal 1 Desember 1790. Lembaga ini bertugas menerima pengaduan para pihak yang berperkara atas putusan badan yudikatif yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Tugas Tribunal de Cassation hanya meneliti apakah putusan badan yudikatif 2



L. J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), cet. 13, 372 dan 374. 3 Di Pakistan disebut Supreme Court, di Kerajaan Saudi Arabia disebut Mah}kamah al-Kubra>, di Mesir disebut Mah}kamah al-Naqdi, di Republik Islam Iran disebut Supreme Court. Lihat Law and Justice Commision of Pakistan, Federal Shariat Court Annual Report (Lahore: 2002), 29; Mahkamah Agung RI, Laporan Pelatihan Hakim Indonesia Gelombang Kedua di Cairo (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 9; Bureau of International Affairs of the Judiciary Islamic Republic of Iran, An Introduction to The Legal System of The Islamic Republic of Iran (Teheran: 2007), 28; Rifyal Ka’bah, Peradilan Islam Kontemporer (Jakarta: Universitas Yarsi, 2009), 41, 51, 73, 87, dan 107. 4 Montesquieu, The Spirit of the Laws, trans. Anne M. Cohler (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 3rd ed., 156-157. Lihat pula L. J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, 392. 5 Montesquieu, The Spirit of the Laws, 58.
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sesuai dengan undang-undang atau menyimpang dari undang-undang. Jika putusan lembaga yudikatif menyimpang dari undang-undang, maka putusan tersebut akan dibatalkan dan perkara tersebut diserahkan kembali kepada lembaga yudikatif untuk diperiksa dan diputus kembali (renvooi). Jika terjadi kasasi dua kali, maka Tribunal de Cassation akan meminta badan legislatif untuk memberikan penafsiran resmi dari undang-undang yang harus diterapkan dalam perkara yang diputus oleh badan yudikatif tersebut (rêfêrê obligatoire). Lembaga Tribunal de Cassation tersebut dicontoh oleh Belanda dengan nama Hoge Raad. Namun demikian, terdapat perbedaan antara Hoge Raad dengan Tribunal de Cassation, yakni Hoge Raad tidak mengenal sistem renvooi dan rêfêrê obligatoire. Dalam keadaan putusan lembaga peradilan tingkat pertama dan banding tidak menerapkan undang-undang yang berlaku atau penafsiran undang-undang yang resmi dari lembaga legislatif, Hoge Raad memutus sendiri perkara yang diajukan kasasi. Lebih dari itu, dalam penafsiran undang-undang, Hoge Raad tidak meminta pertimbangan (advise) kepada badan legislatif sebagaimana Tribunal de Cassation dengan cara rêfêrê obligatoire, akan tetapi Hoge Raad memutus perkara tersebut dengan menafsirkan undang-undang.6 Sistem lembaga peradilan tertinggi di Belanda ini diberlakukan di Indonesia. Lembaga ini diatur dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie 1847 berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 16 Mei 1847 yang dimuat dalam Indische Staatsregelings yang diundangkan dalam Staatblaad Tahun 1847 No. 23 dengan sebutan Hooggerechtshof. Lembaga Hooggerechtshof ini merupakan lembaga kasasi bagi peradilan Landraad dan sebagai lembaga banding bagi peradilan Raad van Justitie, sedangkan upaya kasasi atas putusan Raad van Justitie yang bandingnya melalui Hooggerechtshof adalah Hoge Raad yang ada di Belanda.7 Berbeda dengan masa kolonial Belanda, pada masa pemerintahan Jepang tidak dikenal dualisme peradilan untuk bumiputra dan Eropa. Lembaga peradilan pada masa Jepang berlaku untuk semua golongan kecuali untuk orang Jepang disebut Hooggerechtshof (Saiko Hoin) sebagai lembaga kasasi, Raad van



6



L. J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, 375. Landraad adalah lembaga peradilan tingkat pertama bagi orang-orang pribumi yang putusannya dapat dibanding kepada Raad van Justitie dan kasasi kepada Googgerechtshof. Sedangkan Raad van Justitie merupakan peradilan tingkat banding bagi orang-orang pribumi dan sekaligus merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Eropa dan yang dipersamakan dengan orang Eropa yang putusannya dapat dibanding kepada Hooge Raad yang berada di Belanda. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 60-68. 7
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Justitie (Koto Hoin) sebagai lembaga banding, dan Landraad (Tiho Hoin) sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama.8 Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik UUD ’45, UUD RIS ’49, UUDS ’50, dan UUD ’45 (versi amandemen). Dalam Undang-Undang Dasar tersebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya kekuasaan kehakiman tersebut dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara berturut-turut, yaitu dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasang surut kemandirian lembaga yudikatif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan, di mana semangat demokrasi sangat dihormati, lembaga yudikatif diberikan ruang yang luas bagi otonomi dan kemandirian baik secara yuridis maupun sosiologis.9 Lain halnya pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, kemandirian dan otonomi lembaga yudikatif seringkali dicederai oleh kebijakan lembaga eksekutif sehingga melahirkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang memberikan ruang kepada kekuasaan eksekutif untuk mengintervensi kekuasaan yudikatif.10 8



Di samping tiga tingkat peradilan tersebut masih ada lembaga peradilan di bawah Landraad, yaitu Landgerecht (Keizai Hoin), Regentschapsgerecht (Ken Hoin), dan Districtsgerecht (Gun Hoin). Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, 184. 9 Pada awal kemerdekaan, di mana semangat demokrasi begitu tinggi, kemandirian hakim dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 3 ayat (2): “Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang,” dan ayat (3): “Pemegang kekuasaan Pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.” Lihat http://www.google.co.id, diakses tanggal 28/5/2010. 10 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 secara tegas menyatakan “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat luas mendesak, Presiden dapat turut atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.” Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 1965 menyatakan “Hakim adalah alat revolusi,” dan ayat (2) menyatakan “Hakim wajib mengikuti dan mengamalkan politik pemerintah.” Selanjutnya Pasal 23 menyatakan “Hakim wajib menghentikan persidangan jika Presiden melakukan turun tangan dalam perkara yang sedang disidangkan.” Lihat http://www.theceli.com/dokumen/produk/1964/19-1964.htm, diakses tanggal 14/5/2010.
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Semangat demokrasi tumbuh kembali pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Lembaga yudikatif yang merdeka mendapat angin segar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (2) UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut mengembalikan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan, yang merdeka dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.11 Pada masa Orde Baru ini pula lahir UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan tidak berlakunya ketentuan tentang Mahkamah Agung dalam UU Nomor 13 Tahun 1965 yang dianggap tidak sesuai dengan semangat dan jiwa UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.12 Upaya menghilangkan campur tangan lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif terus dilakukan pada era reformasi. Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 merupakan langkah nyata upaya mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian lembaga yudikatif.13 Berdasarkan UU Mahkamah Agung



Pada masa ini pula Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 yang berisi tentang pernyataan bahwa KUHPerdata sebagai hukum yang tidak tertulis karena KUHPerdata dianggap kontra revolusioner, walaupun tindakan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan doktrin tata urutan perundang-undangan di mana Surat Edaran tidak dapat menganulir KUHPerdata, yang berdasarkan Pasal II UUD ’45 status KUHPerdata merupakan undangundang. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, 222223. 11 Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Bahkan Pasal 4 ayat (3) secara tegas menyatakan “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), 132-133. 12 Konsideran huruf c UU Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi “... Pengaturan tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung yang selama ini masih didasarkan pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 118. 13 Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 huruf (a) menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah
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tersebut, organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan yang semula di bawah Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen HANKAM dialihkan kepada Mahkamah Agung. Pelaksanaan pengalihan tiga bidang tersebut dalam Pasal 11 A diimplementasikan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang tersebut mulai berlaku. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, kemerdekaan dan kemandirian lembaga yudikatif tetap dipertahankan. Bahkan UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 menetapkan limit waktu penyerahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial empat lingkungan peradilan dari departemen masing-masing kepada Mahkamah Agung.14 Membangun lembaga yudikatif yang bersih dan berwibawa tidak cukup dengan memberikan kemerdekaan dan kemandirian terhadap lembaga yudikatif. Otonomi lembaga yudikatif dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman yang menimbulkan hilangnya independensi internal.15 Oleh karena itu, untuk melakukan check and balance lembaga peradilan, maka pada tahun 2004 dibentuk Komisi Yudisial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B UUD ’45, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.16 Mengingat urgensi hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dan lembaga peradilan sangat strategis, sebagaimana termaktub dalam BAB IX UUD ’45, maka dipandang perlu mengatur lembaga tersebut dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi dari eksekutif.” Lihat http://www.google.co.id, diakses pada tanggal 29/05/2010. 14 Aturan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial tercantum dalam Pasal 42 UU Nomor 4 Tahun 2004. Untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004, sedangkan lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 270. 15 Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa (Jakarta: 2002), vii. 16 Pasal 13 UU Komisi Yudisial menyebutkan “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 299.
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penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.17 B. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Agung RI Lembaga Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD ’45 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain berdasarkan undang-undang.” Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) UUD ’45 menyatakan bahwa “Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan undang-undang.” Demikian halnya dalam Konstitusi RIS dan UUDS ’50, lembaga kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung. Dalam tiga Undang-Undang Dasar tersebut tidak diatur mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam peraturan perundangundangan. Fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Agung berbeda dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan yang hanya berfungsi sebagai penegak hukum – fungsi Mahkamah Agung adalah sebagai penegak keadilan di samping penegak hukum. Penegakkan hukum adalah dalam rangka ketertiban hukum di mana hukum berfungsi sebagai tools of social engineering. Oleh karenanya lembaga kepolisian dan kejaksaan adalah pengawal hukum agar hukum diterapkan. Sedangkan Mahkamah Agung memandang hukum dapat ditegakkan jika tidak bertentangan dengan keadilan atau hukum tersebut mengandung keadilan bagi kasus yang sedang diselesaikan, sehingga Mahkamah Agung dapat menyimpangi hukum jika hukum tersebut tidak memberikan keadilan pada saat diterapkan dalam kasus yang ditangani. Fungsi menegakkan keadilan adalah fungsi yang sangat fundamental bagi Mahkamah Agung. Fungsi penegakkan keadilan ini bertautan erat dengan pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara kasasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memformulasikan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan metode penafsiran hukum yang sejatinya dapat merealisasikan rasa keadilan dalam putusan-putusan hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan baik aspek tekstual maupun kontekstual ketika menangani perkara-perkara hukum di tingkat kasasi. Dengan mempertautkan aspek tekstual dan kontekstual secara dialektis dalam 17



Lihat Konsideran dan Penjelasan Umum UU Nomor 48 Tahun 2009.
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menangani perkara hukum, maka dimensi normatif dan sosiologis akan dapat dipahami secara lebih komprehensif sehingga diharapkan Mahkamah Agung dapat mewujudkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihakpihak yang berperkara. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dan tugas yudisial dan non yudisial. Kewenangan non yudisial terdiri dari: (1) Pengawasan terhadap aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung; (2) Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi; (3) Melakukan pengawasan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris bersama pemerintah; (4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain baik diminta maupun tidak; (5) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan (6) Tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang yudisial meliputi: (1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;18 (2) Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili; (3) Memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan pajak; (4) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan; (5) Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; (6) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili: a. antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain; b. antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama; c. antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan; (7) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku; (8) Membubarkan Perseroan Terbatas (Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas); (9) Memutus pendapat DPRD 18



Pasal 20 ayat (2) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



28



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



yang mengusulkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan alasan antara lain melanggar sumpah jabatan, melakukan pelanggaran hukum (Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah); (10) Memutus sengketa mengenai hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).19 Persoalan kewenangan Mahkamah Agung mengenai peninjuan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan anomali antara putusan kasasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu dengan pranata peninjauan kembali, sebab secara normatif putusan itu mempunyai kekuatan eksekutorial, apalagi dinyatakan bahwa upaya hukum peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan. Oleh karena dalam kenyataan ada upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali itu dapat dikabulkan, walaupun jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu perlu sikap hati-hati untuk melaksanakan putusan yang sedang dalam proses peninjauan kembali itu. Kenyataan itu telah menyebabkan pengadilan (dalam perkara perdata) dan kejaksaan (dalam perkara pidana) serba salah. Untuk itu terhadap pranata peninjauan kembali itu Bagir Manan mengusulkan: 1. Kemungkinan meniadakan pranata peninjauan kembali agar tidak menjadi hambatan melaksanakan putusan. 2. Pembatasan yang lebih ketat, misalnya dalam perkara pidana hanya berlaku bagi terpidana 15 tahun ke atas atau dijatuhi hukuman mati. Untuk perkara perdata hanya berlaku untuk perkara dengan nilai tertentu, misalnya seratus juta atau lebih. 3. Alasan yuridis hanya dibatasi pada novum. 4. Hanya terhadap putusan (mempunyai kekuatan hukum tetap) yang bukan putusan kasasi.20 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan jika pengadilan tersebut: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; (d) putusan kurang pertimbangan yang diatur dalam Pasal 52 UU Mahkamah Agung. Di 19



Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005), 112. 20 Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, 98.
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samping itu, berdasarkan yurisprudensi, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memperbaiki amar dan pertimbangan putusan judex factie jika amar dan pertimbangan judex fatie dianggap belum atau tidak tepat. Untuk perkara-perkara pidana, ada dua macam kasasi, yaitu kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan dengan tata cara dan syarat-syarat berikut: 1. Hanya dilakukan demi kepentingan hukum. 2. Hanya terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bukan putusan Mahkamah Agung (yaitu putusan pengadilan tingkat pertama dan atau pengadilan tingkat banding). 3. Hanya oleh Jaksa Agung (wewenang eksklusif Jaksa Agung). 4. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (KUHAP Pasal 259 dst. Yang berkepentingan adalah terpidana. Tidak boleh merugikan maksudnya, antara lain pidana tidak boleh lebih berat, karena itu putusan bebas atau lepas tidak mungkin diajukan kasasi demi kepentingan hukum).21 Kewenangan Mahkamah Agung lainnya adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.22 Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Pilwakada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Atas ketentuan Pasal 106 ayat (1) itu pula pada bulan Mei 2005 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Perma ini merupakan karakteristik hukum acara (formeel recht) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengaturan (regelende functie) guna mengisi kekosongan hukum acara untuk menjabarkan ketentuan acara yang diatur oleh undang-undang. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pilkada dan Pilwakada berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini 21



Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, 99-100. 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN-RI Tahun 2004 Nomor 125 dan TLN-RI Nomor 4437). Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 56.
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pernah menjadi polemik dan pernah dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kelompok warga. Para pemohon memohonkan agar Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UndangUndang Pemerintahan Daerah itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mereka mengajukan argumentasi bahwa jika Pilkada dipandang termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka yang berhak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan Mahkamah Agung.23 C. Hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstistusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.24 Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, yakni mengadili pada tingkat kasasi, mengadili peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya diatur dalam UU Mahkamah Agung,25 UU Perseroan Terbatas,26 memutus pendapat DPRD yang mengusulkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan, dan mengadili keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Pilwakada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.27



23



Mahkamah Konstitusi RI, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.(Buku Kesatu) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006), 223-225. 24 Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1. 25 Undang-Undang Mahkamah Agung adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009. 26 UU Perseroan Terbatas adalah UU Nomor 1 Tahun 1995. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 1157. 27 UU Pemerintahan Daerah adalah UU Nomor 32 Tahun 2004. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 134.
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Sedangkan kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD ’45 Pasal 24C adalah (1) Menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; dan (5) Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi.28 Titik singgung kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dalam hal mengadili keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Pilwakada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pilkada dan Pilwakada berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pernah menjadi polemik dan pernah dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa kelompok warga. Para pemohon memohonkan agar Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mereka mendalilkan, tatkala Pilkada dipandang termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, maka yang berhak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan Mahkamah Agung.29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 dalam perkara tersebut di atas memandang bahwa Pilkada Langsung tidak termasuk dalam kategori Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945, namun adalah Pemilihan Umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat 28



Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98 dan TLN-RI Nomor 4316). Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 288. 29 Mahkamah Konstitusi RI, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, 223-225.
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saja memastikan Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada Langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana dimungkinkan Pasal 22A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Menurut H.M. Laica Marzuki, hakim konstitusi yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai seorang dissenter dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bahwa: “... ketika disepakati bahwa Pilkada Langsung adalah Pemilu menurut Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945, maka kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada Langsung adalah Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD l945, bukan Mahkamah Agung.” Dikatakan, frasa kalimat konstitusi yang menyebut kewenangan Mahkamah Agung adalah mencakup “wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai kewenangan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum, karena hal dimaksud tidak termasuk rechtsprekende functie yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung sehubungan dengan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum. Dalam pendapatnya yang berbeda (dissenting opinion) itu, dikatakan bahwa kewenangan lain dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 24A UUD 1945 adalah kewenangan yang diberikan atas dasar undang-undang dalam arti wet, gezets, bukan constitutionele bevoegheden dalam hal mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum hanya pada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan dimaksud diberikan oleh pembuat konstitusi, tidak dapat disimpangi dengan menyerahkan kewenangan yustisial semacamnya kepada de wetgever.30 D. Kewenangan Yudisial Mahkamah Agung RI Perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung terdiri dari putusan dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha 30



Mahkamah Konstitusi RI, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, 226-227.



K EDUDUKAN MA



DALAM



S ISTEM P ERADILAN N ASIONAL



33



Negara, dan Peradilan Militer. Perkara kasasi yang terbanyak berasal dari lingkungan Peradilan Umum, disusul oleh perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Perkara kasasi dari Peradilan Umum meliputi perkara perdata umum, perdata khusus, pidana umum, pidana khusus. Perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Agama terdiri dari perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah dan pidana syariah. Adapun perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah perkara tentang tata usaha negara. Dan perkara dari lingkungan Peradilan Militer adalah perkara tindak pidana militer. Sebagai gambaran perbandingan perkara kasasi yang masuk dari empat lingkungan peradilan dari tahun 2000 s/d 2009 dapat dilihat dalam diagram 2.1 di bawah ini: Diagram 2.1 Jumlah Perkara Kasasi dari Empat Lingkungan Peradilan Sejak Tahun 2000 s/d 2009
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Diagram tersebut menggambarkan bahwa perkara kasasi yang terbanyak adalah perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Umum, disusul perkara kasasi dari Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Rata-rata persentase perkara kasasi per tahun dari
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Peradilan Umum adalah 83,70 %, dari Peradilan Agama 7,70 %, dari Peradilan Tata Usaha Negara 7,15 %, dan dari Peradilan Militer 1,45 %. Jenis putusan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan perkara kasasi ini terdiri dari: (1) Mengabulkan permohonan kasasi; (2) Menolak permohonan kasasi; (3) Memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau pengadilan tingkat banding; (4) Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima; (5) Permohonan kasasi digugurkan; dan (6) Perkara kasasi dicabut. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan secara substantif mengandung dua kemungkinan: Pertama, putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung memutus sendiri perkara tersebut; Kedua, putusan pengadilan tingkat banding dibatalkan sebaliknya putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan. Adapun putusan yang menolak permohonan kasasi substansi putusannya mengandung dua kemungkinan: Pertama, putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dikuatkan; Kedua, putusan pengadilan tingkat banding dikuatkan sebaliknya putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dengan perbaikan substansinya mengandung dua kemungkinan: Pertama, diktum dan/atau pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat banding kurang tepat; Kedua, diktum dan/atau pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima disebabkan empat hal: Pertama, permohonan dan atau memori kasasi lewat waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, surat kuasa tidak memenuhi syarat; Ketiga, perkara tersebut seharusnya diajukan permohonan banding terlebih dahulu; Keempat, pihak yang mengajukan permohonan kasasi tidak mempunyai legal standing. Bentuk putusan lainnya adalah putusan pencabutan jika pihak pemohon kasasi mengajukan permohonan pencabutan, hal ini terjadi disebabkan para pihak berdamai, atau pemohon kasasi tidak berkehendak untuk melanjutkan permohonan kasasinya. Sedangkan putusan yang menggugurkan permohonan kasasi jika pemohon kasasi tidak memenuhi kekurangan biaya perkara setelah dilakukan peneguran. Secara teoretis, Mahkamah Agung merupakan judex juris, maksudnya Mahkamah Agung hanya menilai penerapan hukum pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai judex factie dalam memutus perkara. Akan tetapi dalam hal permohonan kasasi dikabulkan, Mahkamah Agung bukan saja menilai penerapan hukum yang dilakukan oleh judex factie, bahkan berwenang pula melakukan penilaian ulang kebenaran faktafakta berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa oleh judex factie. Dalam hal



K EDUDUKAN MA



DALAM



S ISTEM P ERADILAN N ASIONAL



35



ini, Mahkamah Agung berfungsi ganda sebagai judex juris sekaligus pula sebagai judex factie. Kewenangan ini diberikan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU Mahkamah Agung.31 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan UUD RI 1945 telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang payung (umbrella laws) untuk semua peraturan perundang-undangan, badan-badan, tata cara pengelolaan, administrasi, dan acara peradilan. Setiap perubahan yuridis kekuasaan kehakiman harus menyentuh berbagai peraturan perundangundangan yang dipayungi, termasuk berbagai bentuk aturan kebijakan dan praktek peradilan yang didapati dalam berbagai yurisprudensi atau putusan hakim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara definitif menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, yakni mengadili pada tingkat kasasi, mengadili peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 31



Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 277.
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Kewenangan Mahkamah Agung lainnya diatur dalam UU Mahkamah Agung, UU Perseroan Terbatas, memutus pendapat DPRD yang mengusulkan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan, dan mengadili keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah (Pilwakada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah – dalam kaitannya dengan kewenangan inilah terdapat titik singgung kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai penegak hukum (judex factie) dan penegak keadilan (judex juris). Fungsi penegakkan hukum adalah dalam rangka ketertiban hukum di mana hukum berfungsi sebagai tools of social engineering. Sedangkan fungsi penegakkan keadilan berkaitan dengan upaya Mahkamah Agung dalam memformulasikan putusan hukum yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan atau hukum tersebut mengandung keadilan bagi kasus yang sedang diselesaikan, sehingga Mahkamah Agung dapat menyimpangi hukum jika hukum tersebut tidak memberikan keadilan pada saat diterapkan dalam kasus yang ditangani. Fungsi penegakkan keadilan ini merupakan fungsi yang sangat fundamental bagi Mahkamah Agung.
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B AB III P ENGADILAN A GAMA S EBAGAI P ELAKU K EKUASAAN K EHAKIMAN D I B AWAH M AHKAMAH A GUNG



Bab ini akan membahas aspek historis, kelembagaan, dan produkproduk putusan hukum Peradilan Agama di Indonesia. Tujuan dari pembahasan ini adalah berupaya mendeskripsikan akar-akar historis pertumbuhan dan perkembangan lembaga Peradilan Agama dalam cakrawala peradaban Islam serta benih-benih persemaiannya dalam tradisi Islam Nusantara. Pembahasan ini juga akan memberikan ilustrasi mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional sejak masa kolonial, kemerdekaan dan era reformasi. Di samping itu, pembahasan ini juga akan menggambarkan putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam yang diproses ulang di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Putusan-putusan tersebut akan menjadi bahan utama analisis penelitian ini dalam bab-bab selanjutnya. A. Peradilan Islam dalam Teori dan Realitas Sejarah 1. Peradilan Islam: Pandangan Fuqaha Di jazirah Arab sebelum Islam, penyelesaian sengketa antara anggota dalam suatu kabilah dilakukan oleh kepala kabilah masing-masing atau dipegang oleh Kahin dan ‘Irafah.1 Setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, Nabi Muhammad memegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi, dalam beberapa kasus Nabi Muhammad mendelegasikan wewenang yudikatif kepada sahabatnya di daerah tertentu, seperti H{udhayfah untuk menyelesaikan kasus sengketa 1



Lihat George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi> (Kairo: Da>r al-Hila>l, t.th.), vol. 1, 224; dan Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (terj.) Joko Supomo (Jogyakarta: Islamika, 2003), 14.
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kepemilikan rumah,2 Mu‘a>dh ibn Jabal dan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib untuk menjadi qa>d}i> di Yaman.3 Beberapa ayat Al-Qur’an, Hadis, dan praktik Nabi Muhammad dalam menyelesaikan sengketa menunjukan bahwa sejak Nabi membentuk pemerintahan di Madinah, kebutuhan terhadap lembaga peradilan sudah tumbuh. Sunah Nabi Muhammad tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya yang memegang tampuk pimpinan setelah beliau wafat. Proses peradilan pada masa Nabi Muhammad sangat sederhana, tidak didukung oleh administrasi peradilan layaknya lembaga peradilan modern. Para pencari keadilan cukup datang kepada Nabi Muhammad baik di rumah atau di mesjid dan menyampaikan masalah yang disengketakan, selanjutnya Nabi Muhammad akan memutus perkara saat itu juga atau menundanya karena hukum mengenai persoalan yang disengketakan belum ada. 4 Nabi Muhammad mengadili perkara dengan menerapkan asas persamaan di depan hukum (equal before the law) dengan menempatkan para pihak di hadapannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan persoalannya.5 Sebelum perkara diputus, Nabi terlebih dahulu memberikan nasihat-nasihat bernuansa religius kepada para pihak yang berperkara dan meminta mereka untuk menempuh jalur perdamaian (al-s}ulh}).6 Jika tidak dapat didamaikan, para pihak diperintahkan untuk melakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah.7 Kesederhanaan proses peradilan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan berarti mengabaikan ketelitian dan keadilan. Dalam keadaan tertentu,



2



Lihat Ah}mad ibn H{anbal, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 1608; al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 431; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 313; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, h. 852; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 828 dan 830; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 387; alNasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, (Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif, 1997), 382 dan 388; Ibn Qayma>z al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala>, vol. 1, 306; Ibn Kathi>r, al-Bida>yah wa al-Niha>yah (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2004), Juz 5, 97-106; Ibn al-Athi>r, Ta>ri>kh Ibn al-Athi>r (Libanon: Bayt al-Afka>r al-Dawli>yah, t.th.), 271; al-T{abari>, Ta>ri>kh al-T{abari> (Beirut: Da>r Ibn H{azm, 2005), vol. 1, 807; Najdah Khamma>s, Khali>fat Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n (Kairo: Da>r alH{adi>th, t.th.), 147. 3 Lihat Ibn al-Athi>r, Ta>ri>kh Ibn al-Athi>r, 271; al-T{abari>, Ta>ri>kh al-T{abari>, vol. 1, 816. 4 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1738; dan Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673. 5 Lihat al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 314; dan Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 829. 6 Al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1739. 7 Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 842.
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Nabi Muhammad menunjuk sahabat yang dipandang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjabat sebagai qa>d}i>.8 Sunah Nabi dan sahabat dalam melaksanakan peradilan ini dijadikan dasar oleh para ulama mujtahid untuk menyusun bagaimana seharusnya lembaga peradilan dibangun. Menurut al-Nawawi> (w. 676 H), mewujudkan peradilan melalui seorang hakim hukumnya fard}u kifa>yah.9 Bahkan menurut al-Ghaza>li>, mendirikan lembaga peradilan lebih utama dari pada berperang melawan perbuatan orang-orang zalim. Oleh karena itu, menurut al-Ghaza>li>, kepala negara (ima>m) berkewajiban untuk membentuk lembaga peradilan dengan menunjuk hakim.10 Asas keadilan merupakan landasan pokok para ulama dalam merumuskan lembaga peradilan. Dalam fikih mazhab empat terdapat dua topik pokok bahasan yang berhubungan dengan lembaga peradilan: Pertama, mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim berikut kode etik hakim; dan Kedua, mengenai hukum acara. Kedua topik tersebut merupakan pangkal bagaimana lembaga peradilan dibangun untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Menurut al-Nawawi>, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim adalah (1) dewasa; (2) muslim; (3) merdeka; (4) laki-laki; (5) bermoral baik (adil); (6) sehat rohani dan jasmani (pikiran, pendengaran, penglihatan, bisa bicara, memiliki fisik yang sehat dan kuat); dan (7) bertarap mujtahid walaupun bukan mujtahid mutlak. Selanjutnya al-Nawawi> menjelaskan bahwa yang dimaksud mujtahid adalah (1) memahami Al-Qur’an dan ilmuilmu yang berkaitan dengan pemahaman Al-Qur’an, yakni ‘a>m, kha>s, mujmal, mubayyan, na>sikh, mansu>kh – Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, pensyarah kitab al-Minha>j, menambahkan terminologi nas}, z}a>hir, dan muh}kam; (2) memahami Hadis Nabi meliputi mutawa>tir, maus}u>l, mursal, dan keadaan lemah atau tidaknya perawi hadis; (3) memahami bahasa Arab meliputi lughah dan nah}wu; (4) memiliki pengetahuan mengenai hukum hasil ijtihad sahabat Nabi, apakah ada perbedaan pendapat atau tidak di antara mereka 8



Nabi mengangkat Mu‘a>dh ibn Jabal dan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib menjadi hakim di Yaman. Mu‘a>dh ibn Jabal salah seorang hafiz, banyak menguasai Hadis Nabi, dan ahli di bidang hukum. Demikian halnya ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib adalah sahabat yang wara, zuhud, dan luas dan dalam ilmunya. Lihat al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala> , vol. 1, 433 dan vol. 3, 3869-3873. 9 Al-Nawawi>, al-Minha>j, dalam ‘Abd H{amīd al-Sharwa>ni> dan Ah}mad ibn Qa>sim al-‘Iba>di>, H{awa>shay ‘ala> Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j (Da>r al-Fikr, t.th.), vol. 10, 102. 10 Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, dalam ‘Abd H{amīd al-Sharwa>ni> dan Ah}mad ibn Qa>sim al-‘Iba>di>, H{awa>shay ‘ala> Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 10, 102.
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tentang hukum yang akan dijadikan dasar putusan; dan (5) memahami berbagai jenis qiya>s.11 Jika tidak ada yang memenuhi persyaratan moral dan mujtahid, hakim dapat diangkat dari orang yang tidak memenuhi syarat mujtahid (muqallid) dan yang moralnya kurang baik karena keadaan darurat.12 Berbeda dengan al-Nawawi>, Abu> H{ani>fah tidak mensyaratkan hakim seorang mujtahid.13 Sementara Ibn H{azm menetapkan syarat seorang hakim adalah muslim, dewasa, sehat akal, menguasai hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, hukum yang terdapat dalam Hadis, menguasai hukum yang menaskh dan hukum yang di-mansu>kh dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan menguasai nas} Al-Qur’an dan Hadis yang di-takhs}i>s} oleh nas} yang s}ah}i>h}.14 Beliau membolehkan perempuan menjadi hakim berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 58. Beliau berpendapat bahwa ayat yang menjelaskan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung/selamat jika dipimpin seorang perempuan adalah untuk penguasa umum (kepala negara).15 Hakim di samping harus memenuhi persyaratan tersebut juga harus memelihara kode etik hakim. Kode etik tersebut adalah tidak boleh menerima suap. Hakim tidak boleh menerima pemberian baik dari pihak yang berperkara atau dari orang lain yang tidak berperkara jika sebelum diangkat hakim orang tersebut tidak pernah memberi hadiah. Namun demikian, hadiah yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat boleh diterima dengan syarat bukan dari orang yang berperkara dan hanya sekedar kebiasaan, akan tetapi sebaiknya hakim mengembalikan hadiah tersebut atau diserahkan kepada negara.16 Menurut kalangan ulama Hanafiyah, putusan yang didasarkan atas suap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga isi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.17 Kode etik hakim lainnya adalah tidak boleh memutus perkara dalam keadaan marah, lapar, kekenyangan, dan sikap-sikap lainnya yang tidak pantas, tidak berbelanja sendiri ke pasar,
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Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 106-108; dan al-Ma>wardi>, al-Ah}ka>m alSult}a>ni>yah (Kairo: Da>r al-Fikr, 1960), 63-64. 12 Al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 113. 13 Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id (Beirut: Da>r Ibn H{azm, 1999), 768. 14 Ibn H{azm, al-Muh}alla> fi> Sharh} al-Muh}alla> bi al-H{ujaj wa al-Atha>r (Libanon: Bayt al-Afka>r al-Dawli>yah, 2003), 1537. 15 Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1571. 16 Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 136-138; dan al-Ma>wardi>, al-Ah}ka>m alSult}a>ni>yah, 75-76. 17 Ibn ‘Ar ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r (Beirut: Da>r Ih}ya> alTura>th al-‘Arabi>, t.th.), vol. 8, 33.
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tidak boleh juga memelihara pembantu yang permanen agar tidak menjadi penghubung penyogokan (yuhu>ba>).18 Kode etik hakim dalam persidangan adalah tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Kedua pihak yang berperkara harus diperlakukan sama oleh hakim ketika masuk ruangan, duduk dalam ruangan, tempat duduk mereka, cara hakim memandang para pihak, menjawab salam para pihak. Setelah mereka duduk, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menjelaskan gugatannya. Selanjutnya ia memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk melakukan pembuktian.19 Di samping membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, para fuqaha juga membahas persoalan syarat-syarat saksi. Al-Nawawi> menetapkan syarat seorang dapat diterima kesaksiannya adalah muslim, merdeka, dewasa, adil (tidak berbuat dosa besar, tidak terus menerus berbuat dosa kecil), menjaga muru>’ah (berakhlak yang dianggap baik oleh masyarakat setempat pada masa itu).20 Saksi juga tidak boleh orang yang mempunyai hubungan darah garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah (kecuali dalam bidang perkawinan yang tidak menyangkut harta kekayaan atau tindak pidana), hubungan perwalian, tidak boleh yang memiliki permusuhan dengan penggugat atau tergugat, harus kuat daya ingatnya.21 Selain syarat kesaksian juga dibahas mengenai syarat minimal kesaksian yang dapat dijadikan dasar memutus perkara. Untuk kasus tindak pidana zina harus dengan 4 orang laki-laki, untuk kesaksian ikrar, kebendaan, seperti jual beli, iqa>lah, h}iwa>lah, d}aman, dan hak-hak kebendaan lainnya seperti khiya>r harus dengan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki dan dua orang perempuan.22 Sedangkan untuk tindak pidana pencurian, mabuk, perampokan, nikah, talak, rujuk, masuk Islam, riddah, menetapkan seseorang telah meninggal dunia, waka>lah, wadi>’ah, 18



Al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 136-138. Al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 151-154. 20 Al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 211-226. 21 Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 227-234; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 770-771. Mengenai uraian kesaksian dapat dilihat pula dalam Ibn Quda>mah, al-Mughni> (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2004), vol. 14, 117-180; Sah}nu>n ibn Sa‘i>d alTanu>khi>, al-Mudawwanah al-Kubra> (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2005), 149-176. 22 Da>wu>d al-Z{a>hiri> berpendapat bahwa kesaksian perempuan dalam kasus tindak pidana dibolehkan asal ada saksi laki-laki. Lihat Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 772; Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1558; dan al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 245-247. 19
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wasiat, harus dua orang saksi laki-laki.23 Untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kewanitaan seperti melahirkan, haid, persusuan, cacat tubuh, dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan atau dengan empat orang perempuan. Semua peristiwa hukum yang boleh dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh dengan seorang laki-laki dan sumpah.24 Alat bukti lainnya yang menjadi pembahasan fuqaha adalah mengenai sumpah dan pengakuan.25 Para fuqaha tidak menjelaskan apakah kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Pada masa Nabi Muhammad dan khalifah empat, kekuasaan yudikatif tidak terpisah dari kekuasaan eksekutif.26 Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif merupakan wakil dari kepala negara untuk melaksakan sebagian tugas eksekutif yang diserahkan kepadanya. Para fuqaha berdasarkan atas sunah Nabi dan sahabat tidak membagi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif secara tegas. Ibn H{azm berpendapat bahwa kepala negara dapat memberhentikan hakim kapan saja ia berkehendak.27 Hal ini menunjukkan bahwa jabatan hakim tidak berdiri sendiri, melainkan hanya mewakili kekuasaan eksekutif. Demikian halnya Ma>lik ibn Anas (w. 179 H) – menurut riwayat ‘Abd alRah}ma>n ibn al-Qa>sim al-‘Utaqi> (w. 191 H) yang diriwayatkan kembali oleh Sah}nu>n ibn Ad al-Tanu>khi> (w. 240 H) – menyatakan bahwa jika seorang pejabat eksekutif menyaksikan seorang berzina, mabuk, atau mencuri, maka pejabat eksekutif yang lebih tinggi yang memutus kasus tindak pidana tersebut.28 Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus pidana, pejabat eksekutif yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat serupa dianut oleh mazhab Hanafiyah bahwa pejabat eksekutif dapat melakukan tugas hakim untuk memutus perkara.29 Para fuqaha juga tidak merumuskan tentang jenjang peradilan sebagaimana lembaga peradilan modern yang mengenal peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Namun demikian, asas 23



Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 248-249; dan Ibn Rushd, Bida>yat alMujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 772. 24 Al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 251. 25 Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 153; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 774-777. 26 Wael B. Hallaq, Nash’at al-Fiqh al-Isla>mi> wa Tat}awwuruh, terj. Riya>d} alMi>la>di> (Beirut: Da>r al-Mada>r al-Isla>mi>, 2007), 68-70 – judul asli The Origins and Evolution of Islamic Law. 27 Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1585. 28 Sah}nu>n ibn Sa‘i>d al-Tanu>khi>, al-Mudawwanah al-Kubra>, vol. 5, 146. 29 Muh}ammad ‘Ala>u al-Di>n Afandi>, Qurrat ‘Uyu>n al-Akhya>r, dalam Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 8, 40.
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pemeriksaan ulang terhadap putusan hakim dapat dilakukan oleh hakim yang memutus sendiri atau hakim lain yang menggantikannya di kemudian hari jika dalam putusan tersebut terdapat kesalahan menerapkan hukum.30 Menurut mazhab Hanafiyah, jika putusan yang keliru objek sengketanya dapat dikembalikan kepada keadaan semula, maka putusan tersebut harus dibatalkan, sedangkan jika putusan tersebut menyangkut hal yang tidak mungkin dikembalikan kepada keadaan semula, seperti hukuman potong tangan yang sudah dilaksanakan, maka pihak yang dipotong tangannya harus mendapat pembayaran diyat dari pihak yang dimenangkan.31 Uraian lainnya dari para fuqaha mengenai peradilan adalah apakah hakim dapat memutus dengan hukum lain dari hukum yang sudah dirumuskan dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijma. Dalam hal ini, para ulama berpendapat tidak boleh – pendapat ini dalam hukum modern termasuk dalam aliran legisme. Para ulama berpendapat bahwa hakim mujtahid tidak boleh memutus perkara dengan putusan yang bertentangan dengan hukum yang sudah dirumuskan dalam Al-Qur’an, Hadis, dan ijma. Putusan hakim mujtahid yang bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, atau ijma harus dibatalkan.32 Bahkan seorang qa>d}i> muqallid, di samping tidak boleh memutus dengan hukum selain yang sudah dirumuskan dalam tiga sumber hukum tersebut juga tidak boleh memutus bertentang dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam mazhab yang dikutinya. Putusan qa>d}i> muqallid mazhab tertentu yang bertentangan dengan hukum mazhab yang dianutnya harus dibatalkan.33 Hal ini berbeda dengan hakim pada masa sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dalam memutus perkara tidak selamanya terikat dengan nas} Al-Qur’an dan Hadis – dalam beberapa kasus hakim memutus tidak menggunakan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis jika menurut hakim keadilan atau kemaslahatan menghendaki demikian.34
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Sah}nu>n ibn Sa‘i>d al-Tanu>khi>, al-Mudawwanah al-Kubra>, vol. 5, 148. Muh}ammad ‘Ala>u al-Di>n Afandi>, Qurrat ‘Uyu>n al-Akhya>r, vol. 8, 101. 32 Lihat al-Nawawi>, al-Minha>j, vol. 10, 144; al-A, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, 954; Ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-S{anh}a>ji>, Nafa>’is al-Us}u>l fi> Sharh} al-Mah}s}u>l (Beirut: Da>r alKutub al-‘Ilmi>yah, 2000), vol. 4, 590. 33 Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 8, 30. Al-Ma>wardi> membolehkan hakim bermazhab Sha>fi‘i> memutus perkara dengan hukum mazhab lain, karena ia menetapkan syarat hakim harus seorang mujtahid tidak boleh muqallid. Lihat alMa>wardi>, al-Ah}ka>m al-Sult}a>ni>yah, 67-68. 34 ‘Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri karena ia mencuri disebabkan kelaparan, demikian halnya ‘Umar tidak menerapkan hukum rajam terhadap perempuan yang berzina karena ia terpaksa berbuat itu demi air untuk menghilangkan kehausan yang hampir mematikan. Lihat Muhammad Husain Haekal, alFa>ru>q ‘Umar, terj. Ali Audah (Bogor: Litera Antar Nusa, 2000), 757-758; Muhammad 31
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2. Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah Sejak Nabi Muhammad membentuk negara kota di Madinah (11 H),35 beliau memegang peran dalam penyelesaian sengketa perdata antara warga masyarakatnya, atau untuk memberi hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Bentuk peradilan pada masa Nabi, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata, masih sangat sederhana. Tidak ada gedung khusus untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan di mesjid atau di tempat tinggal Nabi.36 Pengajuan gugatan tidak diatur dengan hukum acara tersendiri, demikian proses persidangannya. Akan tetapi asas-asas pokok dalam peradilan diterapkan dengan baik, seperti memperlakukan para pihak berdasarkan prinsip kesetaraan. Para pihak didudukkan dalam tempat yang sama dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing serta mengajukan alat bukti. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepala pemerintah dipegang oleh Abu> Bakar. Sebagai kepala pemerintahan, Khalifah Abu> Bakar mendelegasikan jabatan hakim kepada ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b karena saat itu banyak problem kenegaraan yang harus diselesaikan seperti pembangkangan atas kewajiban membayar zakat.37 Lain halnya pada masa pemerintahan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, perluasan pemerintahan sangat berpengaruh terhadap struktur kekuasaan pemerintahan. Pada saat itu, ‘Umar memegang jabatan hakim di samping kekuasaan eksekutif. Beliau dibantu oleh Abu> Darda>’, hakim di Madinah sebagai pusat pemerintahan. Untuk daerah provinsi lainnya, ‘Umar mengangkat Shurayh sebagai hakim di Kufah, Abu> Mu>sa> al-Ash‘ari> sebagai hakim di Basrah, Qays ibn Abi> al‘As} sebagai hakim di Mesir. Jabatan hakim pada masa ‘Umar bukan hanya untuk memutus perkara, akan tetapi juga melaksanakan urusan pemerintah atau sebagai pejabat eksekutif (gubernur) di wilayah di mana ia ditugaskan.38 Sedangkan di ibu kota pemerintahan, ‘Umar masih memegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif dibantu oleh Abu> Darda>’ dalam bidang yudikatif. Posisi keempat hakim ini berlanjut sampai masa Khalifah ‘Ali> ibn



Baltaji, Manhaj ‘Umar ibn al-Khat}t}a al-Tashri>‘, terj. Masturi Irham (Jakarta: Khalifa, 2005), 276. 35 Wael B. Hallaq, Nash’at al-Fiqh al-Isla>mi> wa Tat}awwuruh, 32. 36 Al-Bukha>ri>, S{ah}i>ḥ al-Bukha>ri>, 1738. 37 Lihat Ibn al-Athi>r, Ta>ri>kh Ibn al-Athi>r, vol. 1, 305; al-T{abari>, Ta>ri>kh al-T{abari>, vol. I, 972; dan al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala>, vol. 1, 337. 38 Lihat George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 243-244; dan Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 147.
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Abi> T{a>lib, kecuali Abu> Darda>’ yang meninggal pada masa Khalifah ‘Utsma>n ibn ‘Affa>n.39 Pada masa Bani Umayyah, jabatan hakim dipisahkan dari jabatan eksekutif. Jabatan eksekutif di luar wilayah ibu kota pemerintahan dipegang oleh seorang gubernur, sedangkan jabatan yudikatif dipegang oleh hakim yang diangkat oleh gubernur.40 Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, untuk konsolidasi pemerintahan, pengangkatan hakim dilakukan oleh khalifah. Hakim pertama yang diangkat langsung oleh khalifah adalah ‘Abd Alla>h ibn Luhay‘ah al-Had}rami> yang diangkat oleh Abu> Ja‘far al-Mans}u>r pada tahun 155 H. Demikian pula selanjutnya, pengangkatan hakim di Mesir dilakukan oleh khalifah. 41 Pada masa pemerintahan Ha>ru>n al-Rashi>d, Abu> Yu>suf diangkat sebagai Hakim Agung (qa>d}i> al-qud}a>t) yang diberi wewenang untuk mengangkat hakim di tingkat provinsi di seluruh wilayah pemerintahan Abbasiyah – sebelumnya pengangkatan hakim dilakukan oleh khalifah. Demikian halnya kekhalifahan di Andalusia mengikuti tata cara pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, mengangkat hakim agung yang berwenang untuk mengangkat hakim di tingkat provinsi.42 Tugas hakim pada masa khalifah empat tidak terbatas menjalankan kekusaan yudikatif, akan tetapi juga menjalani kekuasaan eksekutif sebagai gubernur. Sejak masa bani Umayyah, hakim hanya ditugasi kekuasaan yudikatif, tugas eksekutif dipegang oleh gubernur. Lain halnya pada masa pemerintahan Abbasiyah, hakim ditugasi sebagian tugas eksekutif yang meliputi pengawasan harta kekayaan orang yang dalam pengawasan kuratel, mengawasi harta kekayaan anak yatim yang di bawah pemeliharaan wali, menjadi wali nikah perempuan yang tidak mempunyai wali, mengawasi pembangunan jalan dan gedung (tata kota), mengawasi timbangan (jawatan terra), mengawasi ketertiban masyarakat, dan sebagai panglima perang.43 Beberapa hakim yang ditugaskan memimpin pasukan perang adalah Yah}ya> ibn Aktham pada masa pemerintahan al-Ma’mu>n. Beliau memimpin pasukan perang ke Romawi. Hakim lainnya yang ditugasi sebagai panglima 39



Al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala>, vol. 2, 1662. Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 147. 41 Lihat Abu> Zayd S{albi>, Ta>ri>kh al-H{ad}a>ri> al-Isla>mi>yah (Kairo: Maktabah alNahd}ah al-Mis}ri>yah, 1974), 116; George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 243-243; dan Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 147. 42 George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 245; H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1979), 308. 43 Lihat George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 245; Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 148; dan H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh alIsla>mi> III, 213 dan 308. 40
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perang adalah Mundhir ibn Sa‘i>d, hakim di Andalusia pada masa pemerintahan ‘Abd al-Rah}ma>n al-Na>s}ir al-‘Amawi>, dan ‘Ali> ibn Nu‘ma>n, hakim di Mesir pada masa al-‘Azi>z bi Alla>h al-Fa>t}imi>. Bahkan terdapat hakim yang ditugasi jabatan menteri, yaitu Abu> Muh}ammad al-Bazu>ri> (441 H). Demikian pula sesudahnya, banyak hakim yang menjabat sebagai menteri.44 Pada masa pemerintahan ‘Abd al-Ma>lik ibn Marwa>n dibentuk peradilan militer. Namun demikian, peradilan militer tidak ditangani oleh hakim. Beliau membentuk dewan maz}a>lim sebagai lembaga peradilan militer. Dewan maz}a>lim tersebut dijabat langsung oleh ‘Abd al-Ma>lik ibn Marwa>n. Namun jika terdapat kasus yang sangat sulit, biasanya ‘Abd alMa>lik ibn Marwa>n menyerahkan perkara tersebut kepada hakim yang diangkatnya, yaitu Ibn Idri>s al-Azdi>. Khalifah lainnya yang memegang kekuasaan maz}a>lim adalah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z. Dari Daulah Abbasiyah tercatat beberapa khalifah yang memegang jabatan maz}a>lim, antara lain al-Mahdi>, al-Ha>di>, al-Rushd, al-Ma’mu>n, al-Muhtadi> bi Alla>h Muh}ammad al-Watsi>q.45 Selanjutnya Khalifah al-Muhtadi> tidak memegang lagi jabatan maz}a>lim, jabatan tersebut diserahkan kepada perdana menteri (wazi>r) seperti yang dilakukan oleh al-Ma’mu>n kepada Yah}ya> ibn Aktham, alMu‘tas}im kepada Ah}mad ibn Aktham Ubay al-Du’adi>. Setelah Daulah Abbasiyah runtuh, para sultan (gubernur) memegang jabatan maz}a>lim. Ah}mad ibn T{ulu>n (257 H) adalah seorang gubernur yang pertama kali mendirikan dewan maz}a>lim di Mesir. Ia menyediakan waktu untuk bersidang dua hari dalam seminggu. Pada masa Daulah Fatimiyah, jabatan maz}a>lim di Mesir dipegang oleh Jawhar al-Fa>tih}. Khalifah sesudahnya menyerahkan jabatan maz}a>lim kepada Hakim Agung atau ulama pemerintah. Pada saat Daulah Fatimiyah melemah, jabatan maz}a>lim dipegang oleh wazir. Wazir yang terkenal yang memegang jabatan maz}a>lim adalah al-Afd}al ibn Sha’min Shah.46 Pada masa Kesultanan Ayubiyah di Mesir, didirikan da>r al-‘adl untuk menggantikan lembaga maz}a>lim. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Kesultanan Mamluk. Para sultan dalam persidangan di lembaga maz}a>lim dibantu oleh hakim dari mazhab empat, yang duduk di sebelah kanan Sultan. Pejabat tinggi kesultanan duduk di depannya di antara mereka, bertugas membacakan tuntutan di hadapan sultan. Kemudian sultan meminta pertimbangan hakim dan memutus berdasarkan pertimbangannya. Para 44



George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 245. George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 248. 46 George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 249. 45
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sultan sangat menghormati dan bersungguh-sungguh melaksanakan lembaga maz}a>lim walaupun yang menjadi pelaku perbuatan melanggar hukum adalah keluarga sultan atau pejabat di lingkungan sultan. Biasanya sultan atau khalifah menentukan hari-hari tertentu untuk bersidang. Sebagian khalifah membagi lembaga maz}a>lim ke dalam tiga kategori: Pertama, lembaga maz}a>lim yang menyidangkan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh angggota tentara; Kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai kerajaan; dan Ketiga, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh yang lainnya.47 Kebijakan penggajian hakim mulai dilakukan pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b. Beliau menggaji hakim Shurayh sebesar 100 dirham per bulan. Kebijakan tersebut diteruskan oleh khalifah lainnya. Pada masa Abbasiyah, hakim digaji sebesar 30 dirham. Sedangkan pada masa alMa’mu>n, hakim Mesir yang bernama ‘At}a’ ‘I ibn al-Munkadir digaji sebesar 4000 dirham (270 dinar). Ah}mad ibn T{ulu>n (245 H), seorang gubernur pada masa Daulah Fatimiyah memberi gaji Hakim Agung sebesar 1200 dinar per tahun, ditambah uang makan.48 Pada masa pemerintahan alMu‘tadil di Baghdad, Hakim Agung digaji sebesar 500 dinar per bulan. Hakim agung Baghdad pertama, yakni ‘Abd Alla>h ibn al-H{asan ibn Abi> alS{uwa>rib (230 H) digaji sebesar 200 dirham per tahun oleh Khalifah Ma’zi al-Daulah ibn Buwayh.49 Lembaga yudikatif lainnya adalah h}isbah, yakni lembaga peradilan yang bertugas menertibkan tindak pidana pelanggaran, seperti menggangu ketertiban jalan, kendaraan yang bermuatan melebihi batas maksimum tonase, mengawasi ukuran dan timbangan. Tugas ini pada masa Fatimiyah di Mesir dan Umayah di Andalusia dipegang oleh hakim. Namun kemudian dilimpahkan kepada pejabat h}isbah agar hakim tidak dibebani penyelidikan dan penyidikan. Ketika tugas-tugas sultan terpisah dari khalifah, kekuasaan politik sultan lebih luas sehingga dewan h}isbah masuk kekuasaan sultan. Dewan h}isbah dijabat oleh orang yang berwibawa di tengah masyakatnya. Di Mesir, dewan h}isbah dibantu oleh stafnya yang berkeliling mengawasi distribusi daging dan makanan di pasar, mengawasi muatan hewan agar tidak melampaui batas yang menyakiti hewan, mengawasi kebersihan air yang dijual di pasar – air harus tertutup dan ukurannya harus cukup tidak
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George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 250. Lihat Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 150; dan George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 247. 49 George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 248. 48
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boleh kurang, mengawasi guru agar tidak melakukan kekerasan kepada muridnya dan mengawasi tata urusan timbangan.50 Di Andalusia, dewan h}isbah dinamakan “khit}t}ah al-iktisa>b” yang dijabat oleh hakim. Berbeda dengan di Mesir, pejabat h}isbah di Andalusia langsung melakukan pengawasan bersama stafnya mengelilingi pasar membawa timbangan standar, demikian halnya makanan seperti daging sudah memiliki daftar harga, penjual dilarang menurunkan atau menaikkan harga di luar harga yang sudah ditetapkan. Bahkan muh}tasib memata-matai pedagang dengan menugaskan anak-anak atau pembantu rumah tangga untuk membeli sesuatu, kemudian meneliti barang yang dibeli anak-anak atau pembantu rumah tangga tersebut. Jika takarannya kurang, maka si penjual akan didatangi dan dilakukan terra di depan khalayak ramai.51 Lembaga yudikatif lainnya adalah shurt}ah, yang bertugas melakukan penuntutan kasus tindak pidana dan melaksanakan eksekusi putusan pidana yang telah dijatuhkan pengadilan serta melakukan pembinaan residivis. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, Umawiyah, dan Fatimiyah, pelaksana putusan pidana h}udu>d dipisahkan dari tugas hakim dan dilimpahkan kepada pejabat tinggi dan kepercayaan khalifah. Di Andalusia, jabatan shurt}ah dibagi dalam dua bagian: Pertama, shurt}ah kubra>, yang menangani kasus pelanggaran pejabat tinggi pemerintah, sultan dan kaum kerabatnya; dan Kedua, shurt}ah s}ughra>, yang bertugas melakukan eksekusi putusan pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pada masa pemerintahan para sultan, shurt}ah disebut “s}a>h}ib al-s}urt}ah al-wa>li>”. Sedangkan di Afrika dipegang oleh hakim. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kewenangan shurt}ah dipisah dari kewenangan hakim.52 Kewibawaan hakim di masa Abbasiyah sangat menonjol. Para hakim dihormati sehingga badan eksekutif tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim. Dalam suatu kasus, pernah terjadi pemeriksaan saksi apakah memiliki sifat adil atau tidak untuk dapat diterima kesaksiannya. Seorang pejabat tinggi militer menghadap hakim tanpa diminta, pejabat tersebut memberikan keterangan bahwa saksi yang sedang diteliti memiliki sikap adil. Hakim tersebut menolak dengan memberikan penjelasan “bahwa tugas ini bukan kewajiban anda, persoalan penilaian saksi diterima atau tidaknya merupakan kewenangan hakim.”53 Dalam peristiwa lain, Khalifah Mu‘tad}adi> (279-289 H) mengirim surat kepada hakim Abu> H{a>zim yang berisi: “Bahwa aku (khalifah) punya piutang/tagihan dari seseorang, sedang 50



George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 250. George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 251. 52 George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 251. 53 H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 309. 51
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aku mendapat berita beberapa orang melakukan tuntutan piutang kepada orang itu dan engkau (sebagai hakim) telah membayarkan kepada mereka dari hartanya, aku mohon dijadikan seperti mereka mendapat bagian dari hartanya.” Hakim Abu> H{a>zim menjawab dengan surat yang berisi: “Wahai Amir al-Mukminin, Allah telah menetapkan aku sebagai hakim, aku mengingatkan saat engkau mengangkat aku sebagai hakim, bahwa engkau melepaskan beban dari pundakmu dan meletakkannya di atas pundakku, aku tidak akan memutuskan suatu harta untuk penggugat kecuali ada bukti.” Kurir khalifah pulang dan meyampaikan surat jawaban Abu> H{a>zim. Khalifah mengutus dua orang saksi, namun setelah diperiksa saksi tersebut tidak memenuhi syarat, maka kesaksiannya di tolak sehingga Khalifah Mu‘tad}adi> tidak mendapat apa-apa.54 Di Mesir pada masa Abbasiyah, hakim sangat berwibawa dan sangat dicintai masyarakat, sehingga jika seorang wali (gubernur) memendam rasa tidak suka kepada seorang hakim karena masalah pribadi, ia tidak berani memberhentikan hakim tersebut karena takut akan dibenci masyarakat. Oleh karenanya, pengangkatan dan pemberhentian hakim hanya dilakukan oleh khalifah. Demikian halnya pada masa pemerintahan Thoulun dan Ikhshidiyyin, hakim memiliki akhlak mulia, berpendirian teguh dan tidak memihak (adil). Hakim yang paling terkenal kesalihannya dan sangat luas kefakihannya pada masa Thoulun adalah Bakka>r ibn Qutaybah. Di Andalusia, para hakim memiliki pengetahuan luas dalam di bidang fikih, jujur, bersih, dan teguh pendirian.55 Namun demikian, tidak seluruh hakim berperilaku bersih. Menurut suatu riwayat, pada masa Khalifah His}a>m terdapat panitera dan hakim Yah}ya> ibn Maymu>n, yang menjabat hakim pada tahun 105 H, tidak mau membuat salinan putusan kecuali diberi sogokan. Akhirnya Khalifah His}a>m memecatnya dari jabatan hakim.56 Pada masa Bani Umayah, hakim memutus perkara berdasarkan AlQur’an dan Hadis. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis, hakim berijtihad sendiri. Sedangkan pada masa Abbasiyah, hakim mengalami kemunduran ijtihad disebabkan pengaruh hasil ijtihad para mujtahid empat (H{anafi>, Ma>liki>, Sha>fi‘i>, dan H{anbali>). Hal tersebut berpengaruh kepada hakim dalam memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Hakim di Irak pada masa itu memutus perkara dengan hukum mazhab H{anafi>, di Mesir dengan hukum mazhab Sha>fi‘i>, dan di Syam serta wilayah Magribi dengan hukum mazhab Ma>liki>.57 Di Andalusia, para hakim 54



H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 310. H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 312. 56 Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 149. 57 Abu> Zayd S{albi>, Ta>ri>kh al-H{ad}ar> i> al-Isla>mi>yah, 119. 55
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memutus perkara berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadis, dan fikih mazhab Ma>liki>.58 Sebelum masa kemunduran ijtihad, di setiap wilayah pemerintahan Islam hanya diangkat seorang hakim. Namun seiring dengan mobilitas penganut mazhab yang tinggi akibat urbanisasi dan imigrasi, maka pada masa pemerintahan Abbasiyah di setiap wilayah diangkat empat orang hakim dari mazhab empat, yakni H{anafi>, Ma>liki>, Sha>fi‘i>, dan H{anbali>.59 Kebijakan pengangkatan empat mazhab di Mesir berlanjut sampai masa pemerintahan Daulah Thoulun (245-292 H) dan masa Ikhshidiyyin (323-358 H). Walaupun pada masa Fatimiyah di Mesir ada keinginan untuk mengangkat hakim hanya dari kalangan ulama Syi’i, akan tetapi sebagian masyarakat Sunni tidak mau mematuhi keputusan hakim Syi’i. Pada akhirnya, al-H{a>kim (khalifah atau jabatan gubernur) mengangkat Abu> al‘Abba>s ibn al-‘Awwa>m sebagai hakim dari kalangan Sunni sampai ia meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah Z{a>hir.60 Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pada awal pemerintahan Islam (masa Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rashidin), hakim tidak memiliki gedung pengadilan khusus untuk bersidang, hakim bersidang di rumah, mesjid, pasar dan tempat lainnya. Demikian halnya pada masa pemerintahan bani Umayyah, Abassiyah, Fatimiyah, dan Thoulun, hakim tidak memiliki tempat bersidang. Mereka bersidang di mesjid, di rumah, di madrasah, di kantor pos, dan di ba>b al-sa>‘ah.61 Pada masa pemerintahan Khalifah al-Mu‘tad}adi>, untuk menghormati rumah Allah, hakim dilarang bersidang di dalam mesjid, sehingga sebagian hakim bersidang di rumah masing-masing.62 Persidangan hakim dibantu oleh ka>tib (panitera) yang bertugas mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam persidangan.63 3. Peran Hakim dalam Pembentukan Hukum Islam Sumber pertama hukum Islam adalah Al-Qur’an. Menurut ‘Abd Wahha>b Khalla>f, hukum yang diatur dalam Al-Qur’an adalah hukum yang berhubungan dengan aqidah, akhlak, dan amaliyah.64 Hukum yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah hukum perkawinan dan kewarisan serta bagaimana hakim dan mujtahid menerapkan kedua hukum tersebut dalam 58



H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 312. Lihat H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 310; dan George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 246. 60 H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 312. 61 Lihat George Zaydan, Ta>rikh al-Tamaddun al-Isla>mi>, vol. 1, 245; Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 149. 62 H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 309. 63 Najdah Khamma>s, Khali>fah Bani> Umayyah fi> al-Mi>za>n, 148-149. 64 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, 35. 59
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kasus yang dihadapinya. Perbedaan fungsi hakim dan mujtahid adalah, hakim memutus sengketa antar pihak yang berperkara dengan menerapkan hukum65 yang sudah ada dengan hukum yang dirumuskan oleh hakim, sedangkan mujtahid menemukan atau merumuskan hukum66 untuk menjawab persoalan yang dihadapkan kepadanya atau persoalan yang mungkin akan terjadi. Dari dua fungsi yang berbeda tersebut terdapat dua titik singgung; Pertama, hakim dalam menyelesaikan perkara menerapkan hukum yang sudah ada baik dalam Al-Qur’an, Hadis atau hukum yang dirumuskan oleh mujtahid; dan Kedua, hakim merumuskan hukum yang belum ada dalam menyelesikan perkara, sehingga ia berfungsi sebagai mujtahid. Oleh karena itu, hakim bisa berperan ganda; sebagai hakim dan mujtahid. Pada masa Nabi Muhammad, penyelesaian kasus dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, pada saat Nabi Muhammad memutus perkara, beliau berfungsi sebagai hakim yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Nabi Muhammad memutus perkara berdasarkan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an jika ayatnya sudah turun sebelum terjadi kasus dan menunda perkara tersebut jika ayatnya belum turun. Mengenai Nabi Muhammad dalam memutus perkara melakukan ijtihad, para ulama berbeda pendapat. Pertama, Nabi Muhammad tidak boleh melakukan ijtihad dengan alasan bahwa pembuat hukum adalah Allah, oleh karenannya jika kasus yang dihadapinya belum ada ayat Al-Qur’an yang mengaturnya, Nabi Muhammad harus menunggu turun ayat Al-Qur’an terlebih dahulu. Kedua, Nabi Muhammad dapat berijtihad jika dalam Al-Qur’an belum ada hukum yang mengatur tentang kasus yang dihadapinya.67 Di dalam praktik, Nabi Muhammad memutus kasus dengan hukum yang tidak diatur dalam AlQur’an.68 Pada masa setelah Nabi Muhammad wafat, hakim dijabat oleh para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad yang menjabat hakim memutus perkara berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, atau berdasarkan hasil ijtihadnya jika dalam Al-Qur’an dan Hadis belum ada hukum yang mengaturnya. Bahkan walaupun dalam Al-Qur’an dan Hadis sudah diatur, jika keadilan atau 65



Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 8, 20. Ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} ‘ala> Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘, vol. 2, 387. 67 Ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} ‘ala> Matn Jam‘ al-Jawa>mi‘, vol. 2, 380. 68 Nabi Muhammad memberikan bagian kepada kakek 1/6 bagian. Bagian kakek ini tidak diatur dalam al-Qur’an. Sehingga Abu> Bakar sendiri ketika ada kasus ahli waris kakek bertanya kepada sahabat lainnya tentang bagian kakek karena dalam al-Qur’an tidak diatur. Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 674. Dalam kasus perkawinan, Nabi Muhammad memutus perempuan yang ditalak tiga tidak berhak mendapat nafkah iddah, mentakhsis Q.S. al-T{ala>q [65] : 6. Lihat Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 703. 66
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maslahah menghendaki, dari hukum Al-Qur’an dan Hadis hakim memutus perkara dengan hasil ijtihadnya. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi>yah (w. 751 H), ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib merupakan dua orang dari tujuh sahabat yang paling banyak berfatwa, sedangkan Abu> Mu>sa> alAsh‘ari> dan Mu‘a>dh ibn Jabal merupakan lapis kedua, dan Abu> Darda>’, Shurayh, dan Qays ibn Abi> al-‘As} merupakan lapis ketiga.69 Dilihat dari fakta sejarah tersebut, hakim pada masa sahabat Nabi memilki dua peran, yakni sebagai qa>di> dan mufti>. Keputusan dan fatwa mereka sangat berpengaruh terhadap pembentukan hukum Islam.70 Kemandirian hakim untuk berijtihad dalam memutus perkara, jika tidak ditemukan dasar hukum yang mengatur dalam Al-Qur’an dan Hadis, berlanjut sampai munculnya mazhab empat. Munculnya empat mazhab sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Islam, di mana masyarakat Islam terkelompok menjadi penganut mazhab tertentu. Hal ini berpengaruh pula terhadap hakim dalam memutus perkara. Setelah berkembangnya mazhab empat, hakim dalam memutus perkara terikat dengan hukum fikih mazhab yang dianut para pihak yang berperkara. Apabila para pihak keberatan atas hakim yang akan menangani kasus mereka karena perbedaan mazhab yang dianut oleh para pihak, maka hakim tersebut akan menyerahkan kasus tersebut kepada hakim yang bermazhab sama dengan para pihak. Oleh karenanya, pengangkatan hakim senantiasa mempertimbangkan mazhab yang dianut secara umum oleh masyarakat di wilayah tersebut.71 B. Peradilan Agama di Indonesia 1. Eksistensi Peradilan Agama dalam Berbagai Perundang-undangan Di wilayah Nusantara, sebelum masa pemerintahan kolonial Belanda, terdapat empat macam lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Pradata, Pengadilan Padu, Pengadilan Adat dan Pengadilan Islam (Surambi). Pengadilan Pradata merupakan pengadilan kerajaan yang menangani kasus-kasus tindak pidana dan kasus-kasus makar yang 69



Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauzi>yah, A‘la>m al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-An (Beirut: Da>r Ih}ya> al-Tura>th al-‘Arabi>, t.th.) vol. 1, 12-14; Manna> al-Qat}t}a>n, Ta>ri>kh alTashri>‘ al-Isla>mi> (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), 241-242. 70 Keputusan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib tentang rad dan ‘aul dalam waris dilembagakan dalam hukum waris mazhab empat. Demikian halnya keputusan ‘Umar ibn Khat}t}a>b tentang hajarayn/himariyah dalam hal pewaris meninggalkan saudara sekandung, suami, ibu dan saudara seibu. Jika mengikuti Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12, maka saudara sekandung tidak mendapat waris. Dalam bidang perkawinan, keputusan ‘Umar ibn Khat}t}a>b yang menetapkan talak tiga yang diucapkan satu kali dihitung talak tiga. 71 H{asan Ibra>hi>m H{asan, Ta>ri>kh al-Isla>mi> III, 307.
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ditangani oleh raja secara langsung. Pengadilan Padu menangani kasuskasus perdata dan pidana ringan yang ditangani oleh penjabat yang ditunjuk oleh raja. Pengadilan Adat menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa masyarakat adat dan ditangani oleh kepala adat – kebanyakan terdapat di wilayah Indonesia di luar Pulau Jawa. Pengadilan Surambi, pada masa Sultan Agung memerintah kerajaan Mataram, menggantikan pengadilan Pradata yang kewenangannya meliputi kasus pidana dan perdata. Kekuasaan Pengadilan Surambi dijabat oleh raja yang berkuasa, akan tetapi dalam praktiknya ditangani oleh para penghulu yang diangkat oleh raja.72 Pada awal pemerintahan kolonial Belanda, keberadaan Pengadilan Agama73 masih tetap dipertahankan. Bahkan keberadaannya diakui dalam Stbl. Nomor 2 Tahun 1854 tentang Indonesische Staatsregeling (Konstitusi Pemerintahan Hindia Belanda),74 sedangkan kewenangannya diatur dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tanggal 19 Januari 1882 untuk Pengadilan Agama di Wilayah Jawa dan Madura dan dalam Stbl. Nomor 638 Tahun 1937 untuk Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, meliputi perkawinan, perceraian, waris dan wakaf. Sejak 1 April 1937, kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura dipersempit sehingga hanya berwenang mengadili kasus perkawinan dan perceraian, sedangkan kasus waris dan wakaf menjadi wewenang Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).75 Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga Peradilan Agama dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD ’45. Pada saat itu, pembinaan lembaga Peradilan Agama berada di bawah kementerian 72



R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 15-20. Lihat pula Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, 32. 73 Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, nama lembaga Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura disebut Priesterraad (Raad Agama), sedangkan di wilayah Kalimantan Selatan, Tenggara dan Timur dinamakan Pengadilan Kadi. Lihat R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970), 69-70. 74 Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling berbunyi: “Evenwel staan de burgerlijke rechtzaken tusschen Mohamedanen, indien hun adatrecht medebrengt, ter kennisneming van den godsdien rechter, voor zoover niet bij ordonnantie anders is bepaald” (Akan tetapi perkara hukum perdata antara orang Islam itupun jikalau itu dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh hakim agama, sekedar yang tidak ditentukan lain dengan ordonansi). Lihat Van Hoeve, De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van Republiek Indonesie (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1989), 144; dan Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 23. 75 R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, 68.
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kehakiman. Dengan terbentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, H.M. Rasyidi, Menteri Agama pertama, mengajukan permintaan kepada Kementerian Kehakiman yang pada saat itu dipegang oleh Suwandi agar pembinaan Peradilan Agama dilakukan oleh Kementerian Agama. Beradasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Akan tetapi, upaya penyatuan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Negeri oleh kalangan nasionalis terus berlangsung, sehingga disusunnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Pasal 6 ayat (1) UU Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut menegaskan bahwa dalam Negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan. Berdasarkan UU tersebut, lembaga Peradilan Agama, yang sejak tahun 1882 diakui keberadaannya oleh pemerintahan Hindia Belanda, tidak diakui keberadaannya secara yuridis. UU tersebut melebur keberadaan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum. Peleburan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota.76 Meskipun demikian, Undang-Undang tersebut belum sempat berlaku disebabkan terjadinya revolusi fisik melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan Indonesia Merdeka.77 Tarik menarik kaum nasionalis dan tokoh Islam mengenai lembaga Peradilan Agama berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang tersebut menghapuskan beberapa lembaga peradilan kecuali lembaga Peradilan Agama. Bahkan Pasal 1 ayat (4) menyatakan 76



Lihat http://legislasi.mahkamah agung .go.id/does/uu/1948.pdf., diakses tanggal 31 Agustus 2010. 77 Daniel S Lev, Islamic Courts In Indonesia, terj. H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermasa, 1980), 85. Lihat pula Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69; Abdul Manan, Peranan Peradilan Agama dalam Perspektif Pembahuruan Hukum Islam, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2004, 65; dan Departemen Agama RI, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), 19.
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“Pelanjutan Peradilan Agama tersebut dalam ayat (2) bab a dan b akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Amanat Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 baru terwujud pada tahun 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Aceh. Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “di tempat-tempat ada Pengadilan Negeri di Propinsi Aceh ada sebuah Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan Negeri.”78 Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-Madura. Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.”79 Dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 1957, keberadaan lembaga Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia secara yuridis sudah semakin kokoh. Bahkan pada tahun 1964, Peradilan Agama tidak hanya dipayungi oleh Peraturan Pemerintah, melainkan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peralihan kekuasaan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru sangat berpengaruh terhadap reformasi hukum dan lembaga kenegaraan. Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1964 dianggap tidak sesuai dengan UUD ’45 karena dalam pasal-pasal tertentu eksekutif dapat mempengaruhi kemandirian kekuasaan yudikatif. Oleh karenanya Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Pasal 2 UndangUndang tersebut disebutkan bahwa “Pernyataan tidak berlakunya UndangUndang yang tercantum dalam Lampiran III Undang-Undang ini (salah satunya adalah UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman – penj.) ditetapkan pada saat Undang-Undang yang menggantikannya mulai berlaku.”80



78



Lihat http://www.cicods.org/upload/database/pp_29_1957.pdf., diakses tanggal 13 Agustus 2010. 79 Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1985), cet. III, 291. 80 Lihat http://www.legalitas.org/uu 6-1969.htm, diakses tanggal 13 Agustus 2010.
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Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 1970 saat diundangkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sebagaimana dalam UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1964, dalam UU Kekuasaan Kehakiman tahun 1970, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha Negara.81 Dalam empat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman produk pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru ditetapkan mengenai kekuasaan pembinaan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung, sedangkan kekuasaan pembinaan organisasi, keuangan, dan kepegawaian di bawah Kementerian Kehakiman, Kementerian Agama, dan Angkatan Bersenjata. Dualisme kewenangan pembinaan lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung dan eksekutif pada era reformasi dianggap suatu kondisi di mana lembaga peradilan tidak sepenuhnya independen karena pihak eksekutif masih ikut campur dalam urusan lembaga peradilan. 82 Oleh karena itu, pada tahun 1999 dilakukan perubahan terhadap UU Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Di antara pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 11 dari UU Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan bahwa kekuasaan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sementara Pasal 1 ayat (2) mengatur tentang jangka waktu peralihan kekuasaan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial dari departemen masing-masing kepada Mahkamah Agung secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, kecuali untuk Peradilan Agama tidak ditentukan jangka waktu penyerahannya. Setelah perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, berturutturut dilakukan perubahan terhadap undang-undang organik empat lingkungan peradilan sebagai langkah penyesuaian, kecuali Peradilan Militer.83 81



Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, 11. Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), 145. 83 UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU Peradilan Militer sampai saat ini belum diadakan perubahan. Dalam Perubahan UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara memuat pasal tentang pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial yang semula oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Agama menjadi 82
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Eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung semakin kokoh seiring dengan amandemen ketiga UUD ’45 tanggal 9 November 2001. Pasal 24 ayat (2) UUD ’45 tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.84 Atas dasar pasal dalam UUD ’45 tersebut, pergantian UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 dan tahun 2009 tidak merubah eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan negara. Bahkan pasal mengenai kekuasaan kehakiman dari dua UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004 dan 2009 tersebut secara eksplisit mengadopsi Pasal 24 ayat (2) UUD ’45. 2. Kewenangan Peradilan Agama dalam Sejarah Agama Islam tidak hanya mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut ibadah dan hubungan antar manusia berupa etika, akan tetapi juga memiliki hukum pidana dan perdata sebagai aturan hidup bermasyarakat. Ketika masyarakat Islam sudah terbentuk di Madinah, kasus pidana maupun perdata diselesaikan oleh Nabi Muhammad sebagai hakim. Demikian halnya pada masa khalifah empat dan pemerintahan daulah, kekuasaan yudikatif tersebut dilimpahkan kepada hakim. Di wilayah Indonesia, jabatan hakim yang bertugas menyelesaikan kasus pidana dan perdata mulai dilembagakan sejak berdirinya kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Kewenangan hakim pada masa itu memutus kasus-kasus pidana dan perdata berdasarkan hukum Islam.85 Menurut Mahadi, pada masa VOC, Peradilan Agama tetap dibiarkan berlanjut menagani kasus-kasus antara orang Islam. Akan tetapi, pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai ada pembatasan kewenangan Peradilan Agama.86 Supomo membagi Peradilan Agama pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam empat wilayah. Pertama, wilayah daerah Swapraja Mangkunagaran Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang memiliki Peradilan Surambi, yang berwenang menangani perkara kewenangan Mahkamah Agung. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan PerundangUndangan Republik Indonesia, 310-388. 84 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 19. 85 Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Jakarta: Kencana, 2005), 225, 242, dan 319. 86 Mahadi, Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama (Medan: Fakultas Hukum USU, 1969), 5.
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perkawinan, perceraian, dan kewarisan antara orang yang beragama Islam. Kedua, wilayah Jawa dan Madura di luar Surakarta dan Yogyakarta yang pengaturannya tertuang dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 yang diubah dengan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610. Peradilan Agama di wilayah ini hanya berwenang mengadili perkara perkawinan, perceraian, mahar, dan nafkah. Ketiga, wilayah Kalimantan Tenggara yang diatur dalam Staasblad 1937 Nomor 638 dengan kewenangan mengadili perkara perkawinan, perceraian, mahar, dan nafkah antara orang yang beragama Islam sebagaimana Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura di luar Surakarta dan Yogyakarta. Keempat, di Palembang, Jambi, Pontianak, Ternate, Ambon, dan Sulawesi Selatan tidak diatur dalam ketentuan khusus, melainkan diatur secara umum dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staasregeling dan Pasal 3 Reglement op de R.O., kewenangannya meliputi sengketa perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf.87 Pada masa pemerintahan kolonial Jepang, tugas dan kewenangan lembaga Peradilan Agama tetap tidak berubah sebagaimana pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Demikian halnya pada masa setelah kemerdekaan, walaupun terjadi perubahan organisasi tugas dan kewenangannya di wilayah Aceh dan di wilayah luar Jawa dan Madura dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, kewenangan Peradilan Agama masih tetap sebagaimana pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang.88 Baru setelah tahun 1989 sejak diundangkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama bertambah meliputi sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) disebutkan mengenai lingkup sengketa perkawinan, yaitu 1. Izin poligami, 2. Izin perkawinan di bawah usia 21 tahun, 3. Dispensasi kawin, 4. Pencegahan perkawinan, 5. Penolakan perkawinan oleh PPN, 6. Pembatalan perkawinan, 7. Gugatan kewajiban suami/istri, 8. Cerai talak, 9. Cerai gugat, 10. Harta bersama, 11. Penguasaan anak, 12. Biaya pemeliharaan anak, 13. Nafkah istri pasca perceraian, 14. Pengesahan anak, 15. Pencabutan kekuasaan orang tua, 16. Pencabutan kekuasaan wali, 17. Penunjukkan wali, 18. Ganti rugi terhadap



87



Lihat Supomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II (Jakarta, Pradnya Paramita, 1970). 88 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Disertasi dipertahankan pada ujian terbuka pada tanggal 18 Desember 1971 di Universitas Gajah Mada tahun 1970 (tidak diterbitkan).
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wali, 19. Penetapan asal usul anak, 20. Keterangan perkawinan campuran, 21. Pengesahan perkawinan sebelum UU Perkawinan.89 Sejarah kewenangan Peradilan Agama di Indonesia menyelesaikan perkara hukum perkawinan dan kewarisan Islam sebagai subjek hukum mengalami pasang surut. Hal ini dipengaruhi politik hukum pemerintahan yang berkuasa. Sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Nusantara, sengketa hukum perkawinan dan kewarisan antara orang yang beragama Islam bahkan tindak pidana diselesaikan oleh Peradilan Agama. Pemerintah Belanda mengurangi kewenangan Peradilan Agama untuk Jawa dan Madura serta Kalimantan Tenggara menjadi tidak berwenang atas hukum waris dengan alasan hukum waris Islam belum diterima sepenuhnya saat itu oleh masyarakat Jawa dan Kalimantan Tenggara. Yang jadi pertanyaan justru di wilayah Surakarta dan Yogyakarta yang tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintahan kolonial Belanda, Pengadilan Surambi (Pengadilan Agama) berwenang memutus perkara waris. Pada masa awal kemerdekaan sampai dengan awal tahun 1980-an, masih belum ada keinginan pemerintah untuk mengembalikan sengketa kewarisan antar orang Islam kepada Pengadilan Agama. Baru pada tahun 1989 sengketa waris dikembalikan kepada Peradilan Agama melalui perjalanan panjang perjuangan umat Islam.90 89



Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), 49 dan 99-100. 90 Kontroversi seputar RUU Peradilan Agama berkembang luas pada saat pembahasan RUU Peradilan Agama dibahas di DPR. Kontroversi tersebut bukan saja datang dari organisasi keagamaan, bahkan dari para pakar hukum. Sebagai gambaran di sini dikemukakan kontroversi antar majelis-majelis agama sebagai berikut: (1) Konferensi Wali Gereja Indonesia menyatakan bahwa berlakunya hukum Islam dan keberadaan Pengadilan Agama merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh undang-undang, akan tetapi keberadaannya bukan urusan pemerintah, melainkan urusan pemeluk agama itu sendiri; (2) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menyampaikan tiga pertanyaan: a. Sampai di mana RUU PA dapat dianggap melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen, sebab Pancasila dan UUD ’45 menjamin kemerdekaan beragama: “tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; b. Sampai di mana RUU PA dapat mewujudkan wawasan nusantara: “bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentinan nasional”; c. Sampai di mana RUU PA dapat dianggap mewujudkan landasan nasional mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga mencakup Pancasila, sebagai satu-satunya asas dalam perundang-undangan, secara khusus, perundang-undangan dalam bidang agama; (3) Persada Hindu Dharma Indonesia Pusat menilai RUU PA yang kini dibahas di DPR, hanyalah untuk kepentingan umat Islam di Indonesia saja dan belum mencakup kepentingan agama-agama yang memerlukan Peradilan Agama di Indonesia; (4) Pandangan Wali Umat Budha Indonesia berpendapat “Penggunaan kata “agama” dalam judul RUU PA
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Pada masa reformasi, terjadi perubahan politik terhadap penanganan konflik yang terjadi di Aceh dari pendekatan militer ke pendekatan politik. Oleh karenanya, untuk wilayah Aceh Peradilan Agama dirubah menjadi Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Tinggi Syar’iyah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara meliputi bidang ah}wa>l al-shakhs}i>yah (hukum keluarga), mu‘a>malah (hukum perdata), dan jina>yah (hukum pidana) yang didasarkan atas shariah Islam.91 Berkembangnya perbankan syariah juga mempengaruhi kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dianggap oleh pemerintah belum cukup memadai. Atas dasar itu, pada tahun 2006 diadakan perubahan UU Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa ekonomi syariah.92 Kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dipertegas lagi dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah berbunyi “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Akan tetapi, UU Perbankan Syariah tersebut bersifat ambigu karena dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. bisa membuat umat Budha tertekan secara psikis, karena menimbulkan kesan bahwa RUU PA itu juga berlaku untuk umat Budha. Untuk itu kamipun sebenarnya memerlukan institusi sendiri, terlebih bila ada orang Budha yang melanggar hukum agama, tapi tidak melanggar hukum negara”; (5) Majlis Ulama Indonesia menyatakan bahwa RUU PA bertujuan untuk meningkatkan hukum-hukum di sekitar Peradilan Agama yang sudah ada pada zaman penjajahan Belanda menjadi suatu hukum nasional.” Lihat Zuffran Sabrie, ed., Peradilan Agama dalam Wadah Negara Pancasila (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 162178. 91 Lihat http://www.media.com/view, diakses tanggal 7 Juni 2010. 92 Penjelasan Pasal 49 huruf i UU Peradilan Agama berbunyi: “yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. Bank syariah, b. Lembaga keuangan mikro syariah, c. Asuransi syariah, d. Reasuransi syariah, e. Reksadana syariah, f. Obligasi syariah dan surat berharga syariah berjangka menengah syariah, g. Sekuritas syariah, h. Pembiayaan syariah, i. Pegadaian syariah, j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, k. Bisnis syariah.
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Pemberian opsi dalam akad untuk menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Negeri menjadikan pasal tersebut ambigu dalam kaitannya dengan kewenangan antar pengadilan.93 Menurut Hasbi Hasan, berdasarkan teori kompetensi seharusnya sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama. Jika undang-undang perbankan syariah tersebut mengacu pada teori kompetensi, maka tidak akan terjadi opsi penyelesaian antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Opsi hanya dimungkinkan antara penyelesaian secara litigasi di pengadilan atau secara non litigasi di lembaga arbitrase.94 3. Putusan Peradilan Agama dan Upaya Hukum Kasasi Sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, Peradilan Agama memutus perkara perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, dan pidana syariah. Terhadap putusan Pengadilan Agama, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Jika ada pihak berperkara yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memeriksa putusan Pengadilan Tinggi Agama dengan bentuk putusan: (1) Mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan mengadili sendiri; (2) Menolak permohonan kasasi (putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar); (3) Menolak permohonan kasasi dengan perbaikan pertimbangan dan/atau amar putusan Pengadilan Tinggi Agama; (4) Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima; (5) Menyatakan permohonan kasasi gugur; dan (6) Permohonan kasasi dicabut. Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama jika: (1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (2) Salah menerapkan hukum; (3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;95 dan (4) Putusan Pengadilan Tinggi Agama kurang pertimbangan.96 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi, secara substantif mengandung dua kemungkinan; Pertama, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dibatalkan, dan Kedua, 93



Lihat http://www.media.com/view, diakses tanggal 7 Juni 2010. Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramata, 2010), 175-429. 95 Pasal 30 UU Mahkamah Agung. 96 Pasal 50 dan 52 UU Mahkamah Agung. 94



P ENGADILAN A GAMA



63



putusan Pengadilan Tinggi Agama dibatalkan, sebaliknya putusan Pengadilan Agama dikuatkan. Sedangkan putusan yang menolak permohonan kasasi mengandung dua kemungkinan; Pertama, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dikuatkan; dan Kedua, putusan Pengadilan Tinggi Agama dibenarkan, sebaliknya putusan Pengadilan Agama dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dengan perbaikan substansinya mengandung tiga kemungkinan: Pertama, amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat atau tidak sempurna; Kedua, amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama kurang tepat atau kurang sempurna; dan Ketiga, amar dan pertimbangan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama kurang tepat atau kurang sempurna. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima disebabkan empat hal: Pertama, permohonan dan atau memori kasasi lewat waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, surat kuasa tidak memenuhi syarat; Ketiga, perkara tersebut seharusnya diajukan permohonan banding terlebih dahulu; dan Keempat, pihak pemohon kasasi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan kasasi. Bentuk putusan lainnya adalah putusan pencabutan jika pihak pemohon kasasi mengajukan permohonan pencabutan hal ini terjadi disebabkan para pihak berdamai, atau pemohon kasasi tidak berkehendak untuk melanjutkan permohonan kasasinya. Adapun putusan yang menggugurkan permohonan kasasi jika pemohon kasasi tidak memenuhi kekurangan biaya perkara setelah dilakukan peneguran. Perkara kasasi terhadap putusan dari lingkungan Peradilan Agama terdiri dari perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah dan pidana syariah. Dari empat kelompok perkara tersebut yang paling banyak adalah perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, disusul dengan perkara kewarisan, ekonomi syariah, dan pidana syariah. Sebagai gambaran perkara kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dari tahun 1991 s/d 2007 dapat dilihat dalam tabel 3.1:
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Dari seluruh perkara kasasi perdata agama dari tahun 1991 s/d 2007, putusan yang diambil sebagai sampel adalah putusan yang dikabulkan, ditolak, dan ditolak dengan perbaikan, karena ketiga bentuk putusan tersebut bermuatan dasar-dasar pertimbangan hukum materiil baik hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, qaul ulama, kaidah fikih, maupun peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari itu, perkara izin perkawinan, pembatalan talak, rujuk, dan mahar tidak diambil sebagai sampel. Keempat jenis perkara tersebut tidak mengandung pemikiran hukum Mahkamah Agung disebabkan dari sejak tingkat pertama kasusnya sebagian cacat formil dan sebagian lainnya mengandung alasan-alasan yang tidak dapat dibuktikan. Di samping itu, perkara wakaf, hibah, wasiat, nazar, dan perlawanan eksekusi tidak diambil sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa perkara perlawanan eksekusi tidak mengandung hukum materiil, melainkan hukum formil, sedangkan empat perkara lainnya walaupun berhubungan dengan hukum kewarisan akan tetapi tidak murni mengenai hukum kewarisan. Untuk lebih menggambarkan kinerja Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara bidang hukum perdata Islam, sebelum menganalisa pemikiran hukum Mahkamah Agung, perlu dideskripsikan beberapa hal berikut; Pertama, mengenai waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung; Kedua, putusan-putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dikuatkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung; dan Ketiga, jenis-jenis dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Pertama, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.97 Mahkamah Agung menjabarkan asas cepat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 bahwa setiap perkara harus diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu enam bulan sejak perkara didaftar.98 Berdasarkan data perkara perkawinan dan waris, batas waktu penyelesaian perkara tersebut secara umum sudah dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Akan tetapi, Mahkamah Agung belum dapat memenuhi asas cepat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Gambaran perbandingan jangka waktu penyelesaian perkara hukum keluarga dan hukum waris di Pengadilan



97



UU Nomor 48 Tahun 2009, dalam http://www.theceli.com/dokumen/produk/1964/19-1964.htm, diakses tanggal 14/5/2010 98 Mahkamah Agung RI, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 1955 s/d 2009 (Jakarta: Sekertariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2009), 704.
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Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam diagram 3.1:



Diagram 3.1 Perbandingan Waktu Penyelesaian Perkara dalam Hukum Perkawinan Rata-rata Per Tahun dalam Satuan Bulan antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara dalam bidang hukum perkawinan di Pengadilan Agama sejak tahun 1991 s/d 2007 relatif konstan di bawah enam bulan, kecuali pada tahun 1995 dan 1997 mengalami penundaan mencapai rata-rata tujuh bulan. Demikian halnya di Pengadilan Tinggi Agama, jangka waktu penyelesaian perkara pada umumnya di bawah enam bulan, kecuali pada tahun 1992, 1993 dan 1996 mengalami perlambatan mencapai waktu 11 bulan dan 7 bulan. Sedangkan penyelesaian di Mahkamah Agung tidak konstan dan naik turun antara 11 bulan dan 39 bulan. Penyelesaian perkara di bidang hukum kewarisan dapat dilihat dalam diagram 3.2:
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Diagram 3.2 Perbandingan Waktu Penyelesaian Perkara Waris Rata-rata Per Tahun antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung
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Dalam diagram di atas dapat dibaca bahwa proses penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama rata-rata di bawah sepuluh bulan secara konstan, demikian halnya proses penyelesaian di Pengadilan Tinggi Agama. Bahkan Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 1-6 bulan sebanyak 56,40% dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 49,74 %, kecuali pada periode antara tahun 1992-1993 yang melampaui sepuluh bulan. Lain halnya di Mahkamah Agung, penyelesaian perkara menghabiskan waktu rata-rata 32 bulan, bahkan pada tahun 2000 rata-rata mencapai di atas 60 bulan. Perkara yang dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu enam bulan ke bawah hanya mencapai 2 %. Akan tetapi, sejak tahun 2005 mulai nampak percepatan penyelesaian di bawah 20 bulan, bahkan pada tahun 2007 rata-rata hanya membutuhkan 12 bulan. Peningkatan percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung
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tersebut cukup positif bagi pencari keadilan, walaupun belum memenuhi standar 6 bulan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan para pencari keadilan dari sejak proses di Pengadilan Agama sampai dengan di Mahkamah Agung membutuhkan rata-rata 52 bulan, dan mencapai puncaknya pada tahun 2000 mencapai rata-rata 70 bulan. Perbedaan percepatan penyelesaian perkara di PA, PTA dan MA menarik untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui secara rinci faktor apa yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Apakah faktor human error atau faktor sistem manajemen yang terlalu berbelit-belit. Kedua, salah satu tugas Mahkamah Agung adalah memeriksa dan mengadili perkara kasasi. Tugas tersebut merupakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam penerapan hukum. Putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dapat dikuatkan, dibatalkan atau dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan/atau amar putusan. Persentase putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam bidang perkawinan yang dibatalkan sangat kecil dibandingkan dengan putusan di bidang kewarisan. Hal ini menunjukkan masih tingginya kesalahan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam menerapkan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil, dalam kasus kewarisan. Untuk lebih jelasnya, perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dibatalkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dalam diagram 3.3 di bawah ini:
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Diagram 3.3 Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam Bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan yang Dikuatkan dan Dibatalkan oleh Mahkamah Agung
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Diagram tersebut menggambarkan perbandingan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam bidang perkawinan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berjumlah 71 %, sedangkan putusan dalam bidang kewarisan sebanyak 54 %. Gambaran lainnya, putusan Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Tinggi Agama dalam bidang perkawinan yang dibatalkan sebanyak 29 % dan di bidang kewarisan sebanyak 36 %. Pembatalan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan disebabkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum formil dan/atau hukum materiil. Dalam bidang hukum perkawinan,
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pembatalan disebabkan karena kesalahan penerapan hukum formil sebanyak 55 % dan kesalahan penerapan hukum materiil 45 %. Sedangkan dalam bidang hukum waris, pembatalan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disebabkan kesalahan hukum formil 72 % dan kesalahan menerapkan hukum materil 28 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 3.4:



Diagram 3.4 Persentase Kesalahan Hukum Formil dan Hukum Materiil dalam Putusan PA dan PTA di Bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan Kesalahan hukum formil
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Jumlah putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dibatalkan sejak tahun 1991 s/d 2007 tidak menunjukkan penurunan secara linear. Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram 3.5:
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Diagram 3.5 Perbandingan Putusan PA dan PTA yang Dikuatkan dan yang Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Sejak 1991 s/d 2007 80% 70% 60% 50% K.PA-PTA 40%
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Diagram di atas menunjukkan bahwa baik putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama tidak bergerak menurun secara linear, akan tetapi bergerak naik-turun dan tidak konstan. Hal tersebut dapat disebabkan dua hal. Pertama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama selama 17 tahun tidak melakukan perbaikan dalam proses mengadili – seharusnya dalam jangka 17 tahun Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mempelajari kesalahan-kesalahan dan koreksi dari Mahkamah Agung sehingga tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dalam penerapan hukum. Kedua, kemungkinan putusan Mahkamah Agung yang tidak konsisten sehingga sulit diprediksi kriteria penerapan hukum yang benar menurut Mahkamah Agung. Dari data-data yang digunakan terdapat indikasi faktor kedua sangat mempengaruhi putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung mengenai
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pengertian kurang pihak dalam putusan waris dan pengesahan nikah yang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, permohonan pengesahan nikah yang dilakukan secara volunter dibenarkan, dalam beberapa kasus lainnya dibatalkan karena dianggap tidak tepat. Demikian dalam kasus waris, gugatan waris yang tidak mendudukkan seluruh ahli waris sebagai pihak, dalam sebagian putusan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun dalam beberapa putusan lainnya kekurangan pihak tersebut tidak dipermasalahkan. Contoh lainnya dalam kasus pengesahan perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, beberapa putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah dimaksud dikuatkan oleh Mahkamah Agung, tetapi sebagian putusan lainnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang tidak tepat dan kurang sempurna, pada umumnya tidak diperbaiki oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya melihat substansi putusan, jika substansi putusan sudah tepat dan benar, pertimbangan yang masih kurang sempurna dan tidak tepat tidak diperbaiki. Mahkamah Agung lebih banyak memperbaiki amar putusan yang tidak tepat dibandingkan dengan perbaikan pertimbangannya. Dasar hukum yang diterapkan dalam kasus hukum kewarisan meliputi Al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih, qaul ulama, peraturan perundangundangan, KHI dan yurisprudensi. Frekuensi penggunaan dasar hukum yang paling tinggi dalam perkara kewarisan adalah KHI, disusul Al-Qur’an, Hadis, qaul ulama, peraturan perundang-undangan, dan yang paling rendah adalah kaidah fikih. Dasar hukum dalam perkara bidang perkawinan yang paling tinggi frekuensi penggunaannya adalah peraturan perundangundangan, disusul KHI, qaul ulama dan yang paling rendah adalah yurisprudensi. Dalam kasus yang menyangkut hukum perkawinan, penggunaan qaul ulama menduduki porsi lebih sering diterapkan dibandingkan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Berbeda dengan kasus perkawinan, dalam kasus kewarisan Mahkamah Agung lebih banyak menerapkan hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis dibandingkan qaul ulama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 3.6:
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Diagram 3.6 Persentase Penggunaan Dasar Hukum dalam Perkara Bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan
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Sejalan dengan lebih seringnya penggunaan qaul ulama dalam bidang perkawinan di banding dengan bidang kewarisan, demikian halnya kitab yang dirujuk dalam bidang perkawinan lebih banyak dan lebih tinggi frekuensi penggunaannya dibanding dengan bidang kewarisan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi lembaga peradilan dalam tradisi Islam sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi, bentuk lembaga peradilan masih sangat sederhana, tidak ada gedung khusus untuk melaksanakan penyelesaian perkara, sehingga proses penyelesaian perkara pada umumnya dilakukan di mesjid atau di kediaman Nabi. Kendati demikian, asas-asas pokok dalam peradilan diterapkan dengan baik, seperti memperlakukan para pihak berdasarkan prinsip kesetaraan. Pada masa khalifah empat, bentuk lembaga peradilan mengalami perkembangan yang lebih kompleks sesuai dengan perkembangan struktur kekuasaan pemerintahan. Pada masa bani Umayyah dan Abbasiyah, bentuk lembaga peradilan mulai mengalami perluasan
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sesuai dengan jenis perkara dan lingkup kompetensi yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Pada masa itu telah berkembang beberapa jenis lembaga peradilan, antara lain maz}a>lim sebagai lembaga peradilan militer, h}isbah sebagai lembaga peradilan yang bertugas menertibkan tindak pidana pelanggaran, dan shurt}ah sebagai lembaga peradilan yang bertugas melakukan penuntutan kasus tindak pidana dan melaksanakan eksekusi putusan pidana yang telah dijatuhkan pengadilan serta melakukan pembinaan residivis. Para fuqaha juga tidak merumuskan jenjang peradilan sebagaimana lembaga peradilan modern yang mengenal peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Namun demikian, asas pemeriksaan ulang terhadap putusan hakim dapat dilakukan oleh hakim yang memutus sendiri atau hakim lain yang menggantikannya di kemudian hari jika dalam putusan tersebut terdapat kesalahan menerapkan hukum. Di samping itu, asas keadilan senantiasa menjadi landasan pokok para ulama dalam merumuskan lembaga peradilan. Dalam fikih mazhab empat terdapat dua topik pokok bahasan yang berhubungan dengan lembaga peradilan, yakni syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim berikut kode etik hakim dan rumusan hukum acara yang menjadi pedoman dalam proses peradilan. Kedua topik tersebut merupakan pangkal bagaimana lembaga peradilan dibangun untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, eksistensi lembaga Peradilan Agama sebagai pranata formal di Nusantara telah berjalan seiring dengan perkembangan umat Islam. Institusionalisasi Peradilan Agama telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara yang mengadopsi Islam sebagai dasar pemerintahan. Meskipun demikian, kompetensi Peradilan Agama telah mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang surut. Kendati tidak sampai dihapuskan, namun lingkup kompetensi Peradilan Agama kerap dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. Kenyataan ini sesungguhnya tidak terlepas dari kehendak politik para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh penguasa bersangkutan. Sungguhpun demikian, pada akhirnya kebijakan regulasi dan politik hukum negara dapat menempatkan posisi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional secara lebih proporsional. Konfigurasi dialektika Peradilan Agama antara peluang dan tantangan yang niscaya saling bersitegang itu pada dasarnya muncul dalam bentuk pro dan kontra atas pelbagai kebijakan regulasi, terutama dalam kaitannya dengan status, kedudukan dan kewenangannya dalam sistem peradilan nasional. Perubahan kompetensi mulai nampak dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan
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asal usul anak, dan izin menikah. Kompetensi Peradilan Agama kemudian diperluas ketika keluar PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, terutama dalam ketentuan Pasal 12. Bahkan, pada tahun 1989, kompetensi Peradilan Agama kembali mendapatkan perluasan, tidak lagi sebatas masalah perkawinan, namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemunculan undang-undang ini tidak saja memberikan keluasaan kompetensi, akan tetapi juga telah memberikan kemandirian kepada Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Akhirnya, setelah berjalan selama 15 tahun, UU tentang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama diperluas dengan memasukan antara lain ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. Sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, Peradilan Agama memutus perkara perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah, dan pidana syariah. Terhadap putusan Pengadilan Agama, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Jika ada pihak berperkara yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perkara kasasi terhadap putusan dari lingkungan Peradilan Agama terdiri dari perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah dan pidana syariah. Dari empat kelompok perkara tersebut yang paling banyak adalah perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, disusul dengan perkara kewarisan, ekonomi syariah, dan pidana syariah.
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B AB IV D INAMIKA P UTUSAN M AHKAMAH A GUNG DALAM P ERKARA H UKUM P ERKAWINAN



Bab ini akan membahas dinamika pemikiran Mahkamah Agung dalam bidang hukum perkawinan. Tujuan dari pembahasan ini adalah berupaya menelisik pola-pola pergeseran hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dari berbagai sumber hukum yang ada – yakni AlQur’an, Hadis, fikih, dan peraturan perundang-undangan – dan pola-pola pergeseran dari aspek substansi hukum. Pembahasan ini juga akan mengidentifikasi bentuk ijtihad dan kaidah usul fikih yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara perkawinan. Di samping itu, pembahasan ini juga berupaya menggambarkan tingkat responsif Mahkamah Agung terhadap isu-isu keadilan, terutama hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme serta menelisik sejauh mana pengaruhnya terhadap dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan. Dari data yang diperoleh sejak tahun 1991 s/d 2007, perkara perkawinan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung meliputi 12 kategori, yakni pencegahan perkawinan, wali ‘ad}al, isbat perkawinan, pembatalan perkawinan, izin poligami, perceraian, hadanah/pemeliharaan anak, nafkah istri, nafkah anak, nafkah idah, mut’ah, dan harta bersama. Dari 12 kategori perkara perkawinan ini, perkara pencegahan perkawinan tidak merepresentasikan pemikiran hukum Mahkamah Agung karena semua perkara yang diajukan ke tingkat kasasi tidak memenuhi syarat formal sehingga permohonan kasasi dari perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. A. Wali ‘ad}al Perkara wali ‘ad}al yang sampai ke tingkat kasasi dari tahun 19912007 berjumlah 50 perkara, dengan perincian sebagai berikut: putusan tolak 10 perkara, putusan kabul 2 perkara, putusan tidak dapat diterima 36 perkara dan putusan tolak perbaikan 2 perkara. Dari 50 perkara tersebut, hanya 14
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perkara yang diambil sebagai sampel, yang terdiri dari 10 perkara putusan tolak, 2 perkara putusan kabul dan 2 perkara putusan tolak perbaikan. Berdasarkan perkara-perkara yang dijadikan sampel ini dapat diketahui bahwa wali yang enggan mengawinkan adalah ayah sebanyak 11 (78,6%), kakak kandung sebanyak 2 (14,3%) dan adik kandung 1 (7,1%). Alasan yang dijadikan dasar penolakan wali untuk melaksanakan perkawinan anaknya sangat beragam, antara lain karena calon mempelai laki-laki cacat fisik,1 mengidap penyakit degeneratif,2 perbedaan budaya, tidak mempunyai pekerjaan,3 berperilaku buruk,4 dan berlatar belakang keluarga klenik.5 Persentase perkara permohonan kasasi wali ‘ad}al yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya 6,1%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekeliruan putusan Pengadilan Agama porsinya sangat kecil. Persentase selebihnya 93,9% terdiri dari 71,4% dinyatakan tidak dapat diterima, 20,4% ditolak dan 2,1% ditolak dengan perbaikan redaksi diktum putusan yang kurang tepat. Permohonan kasasi yang dinyatakan tidak dapat diterima pada umumnya karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu pihak pemohon kasasi bukan pihak yang terlibat dalam perkara yang dimohonkan kasasi sewaktu proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan/atau permohonan kasasi diajukan setelah lewat jangka waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Dasar hukum yang diterapkan dalam putusan perkara wali ‘ad}al bersumber dari Al-Qur’an, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 – selanjutnya disebut PMA 2/1987, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kaidah fikih, dan qaul ulama. Semua sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dinyatakan benar dan tepat oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan wali ‘ad}al sebanyak 12 perkara. Dari jumlah sampel 14 perkara dengan pertimbangan bahwa calon mempelai suami memiliki perbedaan budaya dari calon mempelai istri, tidak mempunyai pekerjaan, berperilaku buruk, dan berlatar belakang keluarga klenik tidak dapat dijadikan alasan wali untuk menolak mengawinkan anak perempuannya. Perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan Pengadilan Agama sudah tepat menerapkan hukum. Dua perkara lainnya 1



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/AG/2005. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/1995. 3 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/AG/2006. 4 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1995. 5 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2005. 2
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ditolak oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan bahwa wali berhak untuk menolak menjadi wali perkawinan karena calon mempelai laki-laki cacat fisik dan mengidap penyakit degeneratif, sehingga permohonan pihak mempelai perempuan untuk menyatakan wali berlaku ‘ad}al harus ditolak. Kedua putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa cacat fisik dan mengidap penyakit degeneratif tidak dapat dijadikan alasan wali untuk menolak mengawinkan anak perempuannya, sehingga permohonan mempelai perempuan untuk menyatakan wali berlaku ‘ad}al harus dikabulkan. Peran wali perkawinan dalam sebuah perkawinan menjadi perdebatan para ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang sekufu perkawinannya dianggap sah. Sedangkan mazhab Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa wali perkawinan merupakan rukun dalam perkawinan, oleh karena itu akibat hukum perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri atau mengawinkan perempuan lain perkawinannya tidak sah. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan antara mazhab Malikiyah dengan Shafi’iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah dalam hal perempuan janda dengan perempuan yang masih perawan. Menurut mazhab Zahiriyah, perempuan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri dan perkawinannya sah, sedangkan perempuan yang masih perawan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri – perempuan perawan yang mengawinkan dirinya sendiri perkawinannya tidak sah. Pendapat keempat tentang wali perkawinan diriwayatkan oleh Ibn Ish}aq> dari Imam Anas ibn Ma>lik, yakni bahwa wali perkawinan hukumnya sunah dan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan melainkan hanya syarat untuk kesempurnaan perkawinan.6 Setiap mazhab memiliki dalil dan metode istidla>l masing-masing untuk memperkuat pendapatnya.7



6



Lihat ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah (Kairo: alMaktabah al-Tija>ri>yah al-Kubra>, 1969), vol. 4, 11, 12 dan 51; Ibn Rushd, Bida>yat alMujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 399; Ibn H{ajar al-Haita>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 7, 236; Ibn H}azm, al-Muh}alla> fi Sharh} al-Muh}alla> bi al-H{ujaj wa al-Atsar, 1600. 7 Ulama yang berpendapat wali perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan mendasarkan diri pada Q.S. Al-Baqarah [2] : 232:
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                                      “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Menurut mereka, khit}a>b dalam kata    ditujukan kepada wali. Jika wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan yang di bawah perwaliannya dan perempuan dapat mengawinkan dirinya sendiri tidak mungkin wali dilarang bersikap ‘ad}al. Dalil lainnya adalah Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari ‘Aisyah:



“Setiap perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil (tidak sah), pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” Menurut al-Tirmidhi>, derajat Hadis tersebut h}asan s}ah}i>h}. Ulama yang berpendapat wali perkawinan bukan syarat sahnya suatu perkawinan berargumentasi berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2] : 234:                              “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteriisteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” Kalimat    dalam ayat tersebut menunjukan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya termasuk dalam melakukan akad perkawinan. Di samping itu masih terdapat beberapa kata kerja ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa pelaku akad perkawinan bukan wali perkawinan, dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 230 dan melainkan perempuan, seperti kata
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Perdebatan seputar wali perkawinan pada saat ini menjadi tidak relevan dalam konteks arus pengutamaan gender. Pertama, ayat Al-Qur’an yang dijadikan dalil dilihat dari segi dila>lah-nya bersifat z}anni>, karena kata kerja “



” dalam Al-Qur’an pelakunya (



) senantiasa bergantian antara



laki-laki dan perempuan. Kedua, Hadis yang dijadikan dalil wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan dilihat dari segi wuru>d-nya bersifat z}anni>, karena menurut Imam al-Tirmidhi>, derajat Hadis tersebut hanya setingkat h}asan s}ah}i>h}, tidak setingkat mutawa>tir. Ketiga, argumen ulama yang menetapkan wali sebagai syarat sahnya suatu perkawinan karena perempuan dianggap lebih banyak mengedepankan perasaan dari pada rasionya ( ) dalam memilih calon suaminya sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sudah tidak relevan.8 Argumen ini mungkin tepat diterapkan pada masa awal pertumbuhan hukum Islam karena pada saat itu peran perempuan pada umumnya hanya terbatas pada peran domestik sebagi ibu rumah tangga. Kondisi tersebut berbeda dengan saat ini, di mana pada umumnya perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki berkat pendidikan sehingga perannya tidak sebatas peran domestik, bahkan punya peran penting di tengah masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Harus diakui walaupun hukum Islam menganut peran wali dalam perkawinan, namun demikian kekuasaan wali bukan kekuasaan tanpa batas. Ketentuan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 232 secara gamblang menegaskan tentang larangan bagi wali untuk bersikap ‘ad}al. Demikian pula Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aishah ra. – yang menyatakan apabila wali enggan mengawinkan anak perempuannya, maka fungsi wali digantikan oleh wali hakim – merupakan rambu-rambu terhadap wali agar tidak menggunakan kekuasaan wali tanpa batas. Dalam konteks ini, hal menjadi persoalan adalah faktor-faktor apa yang ditolelir oleh hukum yang dapat dijadikan kata



dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 232. Dalil lainnya adalah Hadis yang



diriwayatkan dari Abu> Hurairah: “Janda lebih berhak bagi dirinya daripada walinya. Gadis harus dimintakan izin padanya, dan izinnya (persetujuannya) adalah diamnya.” Perdebatan antara para ulama yang menegaskan wali sebagai syarat perkawinan dan yang menolak secara ekstensif diuraikan oleh Ibn Rushd dan Ibn H{azm. Lihat Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 399-401; dan Ibn Ḥazm, al-Muh}alla>, 1595-1599. 8 Sayyid Sa>biq, Fiqh} al-Sunnah, vol. 2, 113.
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alasan hukum oleh wali untuk menolak mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sehingga ia tidak termasuk ke dalam kategori wali ‘ad}al. Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan kriteria wali ‘ad}al. Namun demikian, mereka sepakat bahwa jika wali menolak permohonan perempuan dewasa yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki yang sekufu, maka wali tersebut sudah termasuk wali ‘ad}al.9 Sebaliknya, jika wali perkawinan menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan bahwa mempelai laki-laki tidak sekufu, maka tidak dapat dikategorikan wali ‘ad}al. Perbedaan pendapat tentang kriteria wali ‘ad}al berkaitan erat dengan perbedaan pendapat tentang kriteria kufu. Kufu adalah kesetaraan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Kriteria kufu menurut mazhab Hanafiyah adalah keturunan, agama, pekerjaan, merdeka, dan kekayaan. Mazhab Malikiyah menentukan kriteria kufu atas dasar agama dan tidak cacat jasmani dan cacat mental. Mazhab Shafi’iyah menetapkan kufu atas dasar keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan. Mazhab Hanabilah menetapkan kriteria kufu berdasarkan agama, pekerjaan, kekayaan, merdeka, keturunan.10 Hukum perkawinan di Indonesia memberlakukan hukum perkawinan Islam bagi orang yang beragama Islam, termasuk lembaga wali perkawinan. Jika akad perkawinan tidak dilakukan oleh wali mempelai perempuan, maka perkawinan tidak sah. Wali perkawinan, dalam KHI, terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Perkawinan harus dilaksanakan oleh wali nasab sesuai urutan wali nasab. Hak perwalian perkawinan dapat berpindah dari wali nasab kepada wali hakim jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau wali nasab ‘ad}al. KHI tidak menjelaskan kriteria wali ‘ad}al. Penentuan kriteria wali ‘ad}al diserahkan kepada ijtihad hakim dalam memutus perkara. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan penetapan wali ‘ad}al atas dasar alasan wali menolak mengawinkan mempelai perempuan karena mempelai laki-laki berbeda budaya, tidak mempunyai pekerjaan, berperilaku buruk, dan keturunan keluarga klenik. Keempat kriteria tersebut tidak termasuk batasan kufu yang dapat dijadikan alasan oleh wali untuk menolak mengawinkan mempelai perempuan. Sebaliknya, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan penetapan wali ‘ad}al, dengan pertimbangan bahwa permohonan wali mengawinkan anak perempuannya tidak melanggar hukum, karena calon mempelai laki-laki 9



Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 404. ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, 54-61.
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tidak sekufu, yaitu cacat fisik dan keturunan dari keluarga yang memiliki penyakit degeneratif sehingga wali perkawinan dapat dibenarkan menolak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya. Mahkamah Agung dalam perkara wali ‘ad}al berpendapat bahwa kufu yang dapat dijadikan alasan wali menolak mengawinkan anaknya hanya karena perbedaan agama. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpegang pada kufu yang disepakati para ulama, yaitu perbedaan agama 11 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KHI. Sedangkan kriteria kufu lainnya tidak dipegangi oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, Mahkamah Agung tidak menjelaskan dasar hukum dalam menetapkan perbedaan agama sebagai kriteria kufu. Oleh karena Mahkamah Agung menetapkan perbedaan agama sebagai kriteria kufu sebagaimana yang dipegangi ulama mazhab empat dan KHI, maka ijtihad Mahkamah Agung tersebut termasuk dalam ijtihad intiqa>’i>. Pendapat yang dipegangi Mahkamah Agung tersebut sangat moderat jika diukur dengan kriteria kufu lainnya yang masih diperdebatkan para mujtahid, seperti keturunan, pekerjaan, dan cacat fisik. Putusan Mahkamah Agung tersebut menggambarkan pergeseran pemikiran hukum di kalangan Hakim Agung dari norma fikih yang ada, bahkan mungkin dari Hadis Nabi.12 Di sisi lain, putusan-putusan Mahkamah Agung belum sejalan dengan semangat Article 16 Declation of Human Right, di mana laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk memilih pasangan hidup melalui perkawinan tanpa melihat perbedaan kebangsaan, kewarganegaraan dan agama.13 Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung tersebut masih sesuai dengan HAM versi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “wanita yang telah dewasa dan/atau telah kawin berhak untuk melakukan 11 12



Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 404. Redaksi Hadis Nabi dimaksud adalah sebagai berikut:



“Perempuan itu dinikahi karena empat hal; hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakanlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” Hadis tersebut menganjurkan bahwa perkawinan sebaiknya mempertimbangkan empat faktor, yakni harta, keturunan, kecantikan, dan agama – faktor agama lebih penting dari faktor lainnya. Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 475; al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 500; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 687; dan al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1312 13 Teks aslinya berbunyi: Article 16: (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to mary and found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. Lihat Bryan A Garner, ed. Blakck’s Law Dictionary (USA: West Publishing, 1999), 1719.
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perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh agamanya.”14 UU Hak Asasi Manusia versi Indonesia masih memberikan peran hukum agama dalam mengatur perempuan dewasa dan/atau telah kawin dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak serta merta mengadopsi Article 16 Declaration of Human Right dalam merumuskan undang-undang tentang hak-hak asasi manusia, akan tetapi masih mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang memegang teguh hukum perkawinan Islam. Bila dilihat dari perspektif UU Hak Asasi Manusia, maka putusan Mahkamah Agung yang menetapkan perbedaan agama sebagai indikator tidak kufu tersebut masih dalam koridor penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



B. Isbat Perkawinan Perkara permohonan isbat perkawinan yang sampai ke tingkat kasasi sejak tahun 1991-2007 berjumlah 40 perkara, dengan perincian sebagai berikut: 15 perkara diputus oleh Mahkamah Agung dengan diktum menolak permohonan kasasi, 8 perkara diputus dengan diktum mengabulkan permohonan kasasi, 2 perkara diputus dengan diktum menolak permohonan kasasi dengan perbaikan diktum putusan Pengadilan Agama, 13 perkara diputus dengan diktum permohonan kasasi tidak dapat diterima, 1 perkara permohonan kasasi dicabut oleh pihak pemohon kasasi, dan 1 perkara belum diputus. Dari 40 perkara tersebut, hanya 16 perkara yang dijadikan sebagai sampel, yang terdiri dari 13 perkara (81,25%) diajukan oleh istri, 2 perkara (12,50%) diajukan oleh suami, 1 perkara (6,25%) diajukan oleh anak. Dilihat dari berapa lama rumah tangga suami istri yang mengajukan permohonan pernyataan sah perkawinan, pasangan yang kehidupan rumah tangganya sudah berusia 1-5 tahun sebanyak 8 perkara (50%), 6-10 tahun 3 perkara (18,75%) dan lebih dari 10 tahun 5 perkara (31,25%). Pada saat diajukan permohonan pernyataan sah perkawinan, suami istri masih hidup 8 perkara (50%), suami telah meninggal 4 perkara (25%), suami istri sudah meninggal 1 perkara (6,25%), istri telah meninggal 1 perkara (6,25%), dan 2 perkara (12,50%) tidak jelas apakah salah seorang/keduanya masih hidup atau sudah meninggal. Rumah tangga yang dimohonkan pernyataan sah perkawinan, sudah memiliki anak 12 perkara (75%), tidak punya anak 1 perkara (6,25%), dan tidak jelas 3 perkara (18,75%). Dilihat dari tahun 14



Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 1917.
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perkawinan dilangsungkan, 3 perkara (18,75%) dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan, dan 13 perkara (81,25%) dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan. Dari 16 sampel perkara permohonan isbat perkawinan tersebut, 8 perkara menunjukkan bahwa suami saat melangsungkan perkawinan masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan kedelapan perkara tersebut dilakukan setelah UU Perkawinan berlaku. Faktor penyebab dibutuhkannya lembaga isbat perkawinan antara lain: Pertama, perkawinan yang tidak dicatatkan karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk pencatatan perkawinan seperti kondisi daerah Aceh pada saat berlarut-larutnya peristiwa kontak senjata antara Pasukan Militer dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka; Kedua, perkawinan sudah dicatatkan akan tetapi data pencatatan perkawinan yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah – selanjunya disebut PPN – telah hilang atau musnah karena bencana alam atau akibat kelalaian pengarsipan; Ketiga, perkawinan tidak dicatatkan karena prosedur perkawinan dirasakan oleh sebagian masyarakat sangat berbelit-belit dan biaya mahal;15 Keempat, perkawinan tidak dicatatkan karena PPN dan Catatan Sipil menolak mencatatkan perkawinan mempelai yang berbeda agama atau perkawinan orang yang menganut kepercayaan tidak termasuk ajaran agama yang diakui negara;16 dan Kelima, perkawinan tidak tercatat karena para pihak yang melangsungkan perkawinan berkeyakinan bahwa perkawinan sudah sah jika dilakukan sesuai syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam sehingga mereka beranggapan perkawinannya tidak perlu dicatatkan.17 Apapun faktor penyebab tidak dicatatkan suatu perkawinan pada akhirnya pihak yang melakukan perkawinan akan membutuhkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan yang diterbitkan oleh PPN bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam atau yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil bagi penduduk Indonesia yang beragama selain Islam. Bukti perkawinan ini dibutuhkan pada saat pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta waris jika terjadi sengketa waris dan kepentingan keperdataan lainnya. Didorong oleh kebutuhan tersebut banyak perkara isbat perkawinan yang diajukan ke pengadilan khususnya Pengadilan Agama, bahkan tidak sedikit yang berlanjut sampai ke tingkat kasasi. 15



Marcus Lange, Hilangnya Identitas di Metropolitan (Jakarta: Gramedia, 2006), 36. Lihat pula Surat Kabar Harian Republika, Sabtu 17 April 2010, 11. 16 Marcus Lange, ed., 30 Perkara Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta: GTZ, 2006), 36-52. 17 Hasil observasi penulis tahun 2007 di desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.
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Dari data perkara isbat perkawinan terdapat beberapa hal menarik. Pertama, jumlah perkara perkawinan yang tidak dicatatkan mencapai 81,25% dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan, lebih banyak dibandingkan 18,75% yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Hal ini patut dicermati, apa yang menjadi faktor besarnya persentase perkara perkawinan tidak tercatat yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan. Kedua, istri lebih proaktif melakukan upaya permohonan isbat perkawinan dengan persentase sebesar 81,25% dibandingkan dengan yang dilakukan oleh suami yang hanya mencapai 12,50%. Hal ini menunjukkan bahwa istri merasa tidak aman dan tidak dilindungi hukum jika perkawinannya tidak tercatat, sementara suami merasa aman walaupun tidak ada perlindungan hukum. Hal ini pun menunjukkan bahwa istri masih tersubordinasi oleh suami dengan indikasi mereka merasa tidak nyaman jika status perkawinannya tidak legal, karena akan berakibat kehilangan hak-hak keperdataan dari suami. Ketiga, 50% permohonan isbat perkawinan merupakan upaya melegalkan perkawinan poligami liar yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan. Keempat, secara substansif permohonan isbat perkawinan yang dikabulkan hanya 12,50%. Di satu sisi, kecilnya persentase permohonan yang dikabulkan merupakan langkah positif lembaga peradilan dalam menegakkan undangundang sebagai tools of social engineering, namun di sisi lain merupakan suatu keprihatinan karena di balik itu terdapat anak terlantar yang tidak memiliki ayah, sebab 75% perkara permohonan isbat perkawinan, suami istri sudah memiliki anak. Pada umumnya Mahkamah Agung dalam memutus perkara isbat perkawinan menggunakan dasar hukum yang digunakan oleh judex factie, jika putusan Mahkamah Agung membenarkan substansi putusan judex factie.18 Tidak ditemukan Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan hukum judex factie dalam hal pertimbangan hukum judex factie kurang 18



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/AG/1996 tanggal 27 Nopember 1998. Putusan ini formalitasnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, substansinya membenarkan putusan judex factie – dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 12/Pdt.G/PTA.Plg. tanggal 28 Mei 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 283/Pdt.G/1995/PA.plg. tanggal 16 Januari 1996. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini berbunyi “bahwa keberatan-keberatan ini (keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi – penj.) tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan hukum.” Sedangkan pertimbangan judex factie yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung berbunyi, “bahwa perkawinan pemohon (perempuan) dengan termohon (laki-laki) yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain bertentangan dengan Pasal 3, 4, 5 UU No. 1 Tahun 1974, di samping itu perkawinan tersebut melanggar Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang.”
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sempurna.19 Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sendiri.20 Demikian pula, jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding sedangkan putusan pengadilan tingkat pertama dibenarkan, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung. Dasar hukum yang diterapkan dalam putusan perkara isbat perkawinan bersumber dari Al-Qur’an, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Mahkamah Agung, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam, dan qaul ulama. Sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut pada umumnya merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dinyatakan benar dan tepat oleh Mahkamah Agung, kecuali dasar hukum yang bersumber dari UU Mahkamah Agung murni pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Jumlah perkara permohonan isbat perkawinan yang secara substantif dikabulkan sebanyak 12,50%, sedangkan yang secara substantif ditolak berjumlah 87,50%. Pemikiran hukum Mahkamah Agung mengenai kriteria sahnya sebuah perkawinan dapat dilihat dari beberapa putusan di bawah ini: 19



Putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/AG/1998 tanggal 29 Juni 1998 membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 175/Pdt.G/1997/PTA.Sby. tanggal 7 Oktober 1997. Substansi pertimbangan hukum PTA Jawa Timur dalam perkara tersebut sebagai berikut, “bahwa nama mempelai perempuan yang dimohonkan isbat perkawinan yang tercantum dalam surat permohonan adalah Nganten Aseni binti Hani’an Sumarto, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti tertulis lainnya Nganten Aseni anak perempuan Djuki bukan anak perempuan Hani’an Sumarto, oleh karenanya permohonan tersebut tidak jelas (obscuur libel), sehingga permohonan isbat perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.” PTA Jawa Timur tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan atau hukum yang menyatakan apabila permohonan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, pertimbangan PTA Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanpa ada perbaikan. Seharusnya Mahkamah Agung memperbaiki Pertimbangan PTA Jawa Timur yang tidak mencantumkan dasar hukumnya, berdasarkan Pasal 184 HIR dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 20 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 483K/AG/2006 tanggal 30 Mei 2007. Putusan ini membatalkan putusan judex factie, yaitu Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 04/Pdt.P/2006/PA.GM. tanggal 23 Februari 2006. Substansi pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah: 1. Pengadilan Agama Giri Menang salah menerapkan hukum karena permohonan isbat perkawinan yang diajukan pemohon didasarkan atas alasan ingin memiliki buku akta perkawinan, sedangkan alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan isbat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI; 2. Permohonan tersebut bersifat voluntary tidak melibatkan pihak suami, yang seharusnya dalam permohonan isbat perkawinan harus melibatkan suami sebagai pihak termohon.
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Seorang perempuan usia 22 tahun dalam keadaan hamil dikawinkan dengan seorang laki-laki usia 25 tahun yang menghamilinya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan hukum Islam, yaitu wali perkawinan ayah kandung disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin sebuah Al-Qur’an. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang dan laki-laki yang menjadi suaminya pada saat perkawinan dilangsungkan masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain sedangkan ia tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Setelah rumah tangga tersebut berusia 5 tahun 7 bulan dengan memperoleh seorang anak laki-laki, rumah tangga tidak harmonis dan sang istri berkehendak untuk bercerai, akan tetapi dibutuhkan surat perkawinan untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya istri mengajukan isbat perkawinan. Tetapi Pengadilan Agama dalam putusannya menolak permohonan isbat perkawinan tersebut dengan pertimbangan: (1) perkawinan tersebut tidak dicatat oleh PPN; (2) suaminya pada saat perkawinan dilangsungkan masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan tidak mendapat persetujuan poligami dari istri pertama. Dasar hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut adalah Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan serta Pasal 40 dan 41 PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Putusan Pengadilan Agama tersebut dianggap tepat dan benar serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung.21 Seorang perempuan melangsungkan perkawinan dengan seorang lakilaki duda beranak tiga. Perkawinan tersebut dilakukan oleh wali kakak kandung, ijab qabulnya diwakilkan kepada tokoh agama setempat, disaksikan oleh dua orang saksi dan oleh masyarakat sekitar, akan tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Setelah berlangsung 3 tahun 6 bulan, suami istri belum dikaruniai anak dan rumah tangga mulai tidak harmonis. Untuk kepentingan perceraian, istri mengajukan permohonan isbat perkawinan. Dalam persidangan terbukti bahwa perempuan tersebut pada saat perkawinan terikat dengan perkawinan yang tidak tercatat pula dengan laki-laki lain. Pengadilan Agama, dalam putusannya, menolak permohonan isbat perkawinan tersebut dengan pertimbangan perkawinan tersebut tidak dicatatakan oleh PPN, karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang dianggap berlaku kumulatif, serta bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Dasar hukum yang diterapkan Pasal 2 21



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/AG/1994 tanggal 26 September 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 01/Pdt.P/1994/PA.AGM tanggal 26 Februari 1994.



90



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



3.



4.



ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Pasal 10 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 5, 6 dan 7 ayat (3) huruf d KHI. Putusan Pengadilan Agama tersebut dinyatakan tepat dan benar serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung.22 Seorang perempuan usia 22 tahun melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki usia 44 tahun yang mengaku duda berdasarkan surat keterangan duda mati dari kepala desa. Perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam dengan wali perkawinan ayah kandung, disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan Pembantu PPN. Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh PPN, akan tetapi PPN belum menerbitkan akta perkawinan karena surat-surat yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dipinjam oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak dikembalikan kepada PPN. Rumah tangga sudah berjalan satu tahun dua bulan dan istri sudah melahirkan seorang anak. Pihak istri mengajukan permohonan isbat perkawinan ke Pengadilan Agama agar mendapatkan surat perkawinan dan untuk kejelasan status anak. Pengadilan Agama menolak permohonan isbat perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena: (1) perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang; (2) pihak suami pada saat dilangsungkan perkawinan masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan suami tersebut tidak pernah mendapat persetujuan poligami dari istri pertamanya. Dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 2, 3, 4, 5 UU Perkawinan, Pasal 40, 41, 42, 43, 44 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI. Putusan tersebut dinyatakan tepat dan benar serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung.23 Seorang perempuan perawan usia 19 tahun melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki jejaka usia 19 tahun pada bulan Februari 1979 di Semarang. Perkawinan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam dengan wali ayah kandung, disaksikan dua orang saksi, dengan maskawin Rp 1.000,-. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan tanggal 13 Maret 1979. Setelah rumah tangga berlangsung lima belas tahun, suami 22



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 439K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1988 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 01/Pdt.P/96/PA.JB tanggal 13 Juni 1996. 23 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 477K/AG/1996 tanggal 27 Nopember 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 283/Pdt.G/1995/PA.Plg. serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 12/Pdt.G/1996 tanggal 28 Mei 1996.
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melangsungkan perkawinan lagi dengan perempuan lain. Istri bermaksud membatalkan perkawinan suaminya dengan perempuan lain, akan tetapi tidak mempunyai akta perkawinan sebagai bukti perkawinannya. Atas dasar itu ia mengajukan permohonan isbat perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Agama Semarang mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan perkawinan Pemohon dengan suaminya bulan Februari 1979 sah, dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah membuktikan peristiwa perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 7 KHI, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, serta qaul ulama yang terdapat dalam kitab Mughni> al-Muh}ta>j (2) : 140 yang berbunyi: “Pengakuan perempuan yang sudah balig dapat diterima, menurut qaul jadid al-Sha>fi‘i>.” dan qaul ulama yang tercantum dalam kitab Bughyat al-Mustarshidi>n : 297 yang berbunyi:



5.



“Apabila ia dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perkawinannya dinyatakan sah.” Putusan tersebut dinyatakan tepat dan benar serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung.24 Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 September 1989, wali perkawinannya orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah sedangkan ayah kandung masih hidup, dan calon mempelai perempuan pada saat akad perkawinan masih dalam masa idah dengan suami Pemohon yang lain yang baru saja bercerai dengan Pemohon pada tanggal 24 Agustus 1989, yaitu seminggu sebelum perkawinan dengan Termohon tanggal 1 September 1989 tersebut, oleh karena itu permohonan isbat nikah tersebut harus ditolak.”25 Selanjutnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan 24



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 444K/AG/1995 tanggal 29 Nopember 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 22/Pdt.P/1994/PA.SM tanggal 30 Nopember 1994. 25 Lihat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P/1995/PA.JS. tanggal 31 Oktober 1995.
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hukum sebagai berikut: “Bahwa dalam hal seorang calon istri masih dalam idah waktu perkawinan dan tidak sahnya wali yang mengawinkan hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (fa>sid) bukan batal demi hukum (ba>t}il) sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan sampai perkawinan yang kedua tidak ada proses pembatalan perkawinan tersebut dan karena itu perkawinan yang kedua menjadikan perkawinan pertama itu sah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”26 Lima putusan tersebut menggambarkan bahwa sikap Mahkamah Agung mengenai sahnya sebuah perkawinan belum konsisten. Dalam putusan nomor 1, 2, dan 3 mengandung dua kaidah hukum: (1) Kaidah hukum pertama, “setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan”; (2) Kaidah hukum kedua, “setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan dan pihak suami masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain walaupun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak dapat disahkan.” Sementara dalam putusan nomor 4 dan 5 mengadung dua kaidah hukum: (3) Kaidah hukum ketiga, “setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun hukum Islam walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwewenang perkawinan tersebut sah”; (4) Kaidah hukum keempat, “perkawinan seorang perempuan yang menjalani masa idah dari suami lain dan tidak dicatat sah selama tidak ada yang mengajukan pembatalan.” Kaidah hukum pertama dan kedua bertentangan dengan kaidah hukum ketiga dan keempat; kaidah hukum pertama dan kedua menolak permohonan isbat perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan, sedangkan kaidah hukum ketiga dan keempat mengabulkan pemohonan isbat perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan semuanya mengacu pada Pasal 2 UU Perkawinan. Putusan yang menolak isbat perkawinan memberikan argumentasi bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara syarat hukum agama dan pencatatan. Sedangkan putusan yang mengabulkan isbat perkawinan memberikan argumentasi bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan merupakan satu kesatuan melainkan terpisah, maka perkawinan sah jika sudah memenuhi syarat dan 26



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/AG/1996 tanggal 8 Januari
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rukun yang ditetapkan hukum Islam, sedangkan pencatatan merupakan pemenuhan peristiwa kehidupan seseorang dalam catatan sipil. Walaupun kedua penafsiran Mahkamah Agung atas Pasal 2 UU Perkawinan tersebut berbeda, namun keduanya tetap menerapkan pasal undang-undang yang sama tanpa ada pertimbangan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung dalam perkara isbat perkawinan mengikuti mazhab legisme yang dalam istilah usul fikih disebut ijtihad intiqa>’i>, di mana hakim berfungsi sebagai penegak undang-undang, tanpa melihat apakah penerapan pasal undang-undang tersebut memenuhi rasa keadilan atau tidak.27 Sahnya suatu perkawinan setelah berlakunya UU Perkawinan menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Kalangan ulama NU berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan dianggap sah, walaupun dalam Pasal UU Perkawinan secara tegas dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.28 Secara implisit, walaupun ulama NU tidak mengeluarkan fatwa hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat dipahami secara mafhu>m muwa>faqah bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN pun sah, karena pasal mengenai pencatatan perkawinan tidak secara tegas menyatakan tidak sah perkawinan yang tidak dicatat. Almarhum Satria Efendi, pakar hukum Islam dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, mengutip secara panjang lebar pendapat Syaikh al-Azhar saat itu, 27



Menurut Montesquieu, salah seorang penganut aliran legisme, putusan hakim itu harus dibatasi oleh teks undang-undang, tidak boleh menyimpang dari undang-undang agar hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pendapat pihak luar. Lihat Montequieu, The Spirit of the Laws, translated and edited by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and Harold Samuel Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 158. 28 Lihat Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren AlMunawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 Nopember 1989 M, dalam Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU Jawa Timur, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Surabaya: Diantama, 2004), 439. Salah satu fatwanya menyatakan talak yang dilakukan di luar Pengadilan sah. Bahkan jika terjadi talak di pengadilan sedangkan si istri saat itu sedang menjalani masa idah talak bain kubra dari suaminya, talak yang diucapkan di pengadilan tidak diperhitungkan talak. Dari fatwa ini penulis menarik kesimpulan secara analogi bahwa Nahdlatul Ulama menganggap sah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, dengan argumentasi bahwa talak yang diatur secara jelas dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dianulir, apalagi pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, karena syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan dalam penjelasan UU Perkawinan angka 4 huruf b dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian.
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Dr. Ja‘ad al-H{aqq ‘Ali> Ja‘ad al-H{aqq dan Syaikh Universitas Damshiq, Wahbah al-Zuhayli>, bahwa perkawinan yang telah memenuhi shart} shar‘i> sah walaupun tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, karena syarat yang ditentukan undang-undang hanya merupakan shart} tauthi>qi> yang berfungsi sebagai alat bukti dan tertib administrasi. Namun demikian, kedua ulama tersebut menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga menganjurkan untuk mengindahkan aturan tentang pencatatan perkawinan yang diundangkan oleh pemerintah.29 Majlis Ulama Indonesia, dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada tanggal 30 Zulkaidah 1416 H bertepatan dengan tanggal 19 April 1988 M, tidak secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan. Namun dalam poin 2 disebutkan bahwa syahnya perkawinan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar. Selanjutnya dalam poin 3 disebutkan bahwa ketentuan perkawinan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam) harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat. Kemudian dalam poin 5 menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan perkawinan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut.30 Pernyataan Majlis Ulama Indonesia ini sama dengan pernyataan dua ulama Mesir dan Damshiq yang telah disebut sebelumnya, bahwa perkawinan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan hukum Islam, namun demikian tidak boleh mengabaikan pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Aliran yang berpendapat bahwa perkawinan sah jika dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan hukum Islam, berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan yang harus diberlakukan secara kumulatif, melainkan dipahami secara terpisah. Perkawinan sudah sah jika dilaksanakan sesuai hukum agama mempelai, sedangkan pencatatan merupakan tindakan administrasi untuk tertib data kependudukan. Manan31 berpendapat Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bukan merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan, melainkan kewajiban administrtif sebagai warga negara. Menurut beliau, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memperjelas fungsi pencatatan perkawinan, 29



Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-35. 30 Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 163-164. 31 Nama lengkapnya Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung RI.
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yaitu menjamin ketertiban umum sebagaimana halnya pencatatan kelahiran dan kematian.32 Sebagai perbandingan, dalam beberapa perundang-undangan hukum keluarga di negara muslim, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi, jika laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan maka dianggap melakukan tindak pidana yang diancam hukuman kurungan atau hukuman denda. Namun demikian, perkawinan tersebut dapat dimohonkan untuk disahkan. Hukum personal Tunisia yang dikenal dengan Majallat al-Ah}wa>l alShakhs}i>yah ayat 4 menyebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta resmi yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan sahnya perkawinan yang tidak tercatat dapat dibuktikan dengan cara-cara pembuktian menurut hukum yang berlaku. Hukum personal Syria yang dikenal dengan The Law of Personal Status No. 34 of 1975 Article 40 (2) menyatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan diberikan akta walaupun memenuhi persyaratan. Namun demikian, jika dari perkawinan tersebut nyata-nyata melahirkan anak, maka walaupun perkawinan tersebut tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh undangundang dapat diberikan akta. Akan tetapi, pemberian akta tersebut tidak menghapuskan hukuman tindak pidana pelanggaran.33 Demikian halnya hukum perkawinan Kwait yang dikenal dengan The Law of Personal Status No. 51 of 1984 membolehkan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat jika pengesahan perkawinan tersebut bertujuan untuk menetapkan status anak.34 Berbeda dengan aliran pertama, aliran kedua berpendapat perkawinan sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya dan dicatat oleh pejabat pencatat yang berwenang. Kelompok ini memberikan argumen yuridis, teologis dan sosiologis. Argumen yuridisnya, bahwa ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 UU Perkawinan tersebut merupakan syarat kumulatif sahnya suatu perkawinan.35 Bahkan menurut Abdul Manan,36 32



Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Makalah disampaikan pada acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat tanggal 1 Agustus 2009 di Jakarta. 33 Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World (London: Kluwer Law International, 1996), 222 dan 240. 34 Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Mariage and Divorce Laws of The Arab World, 131. 35 Sulistiyowati Sugondo, “Konsep Pencatatan Sipil”, dalam Marcus Lange (ed.), 30 Perkara Catatan Sipil di Indonesia, 8. 36 Beliau Guru besar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mendapat gelar Doktor dari Universitas Sumatera Utara di bidang hukum Islam, saat ini menjabat Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.
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Mahkamah Agung cenderung menganut sahnya perkawinan jika dilaksanakan sesuai agama mempelai dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Lebih lanjut beliau menghimbau agar Hakim Pengadilan Agama mengikuti pendapat Mahkamah Agung tersebut dalam rangka mewujudkan standar hukum yang bersifat united legal frame work dan united legal opinion.37 Sedangkan argumentasi teologisnya, bahwa perjanjian jual beli diperintahkan untuk dicatat berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2] : 282, dengan pendekatan mafhu>m aulawi> yang menganalogikan perkawinan sebagai perjanjian yang sakral dan agung



(



) sehingga



lebih penting untuk dicatat dibanding perjanjian biasa seperti utang piutang.38 Alasan teologis kedua dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 59, Allah memerintahkan orang mukmin untuk mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. UU Perkawinan produk ulil amri, yaitu badan legislatif, oleh karenanya harus diikuti. Argumen lainnya adalah argumen sosiologis, perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang menimbulkan dampak sosial yang sangat luas. Pertama, mengenai status anak yang dilahirkan apakah termasuk anak sah dari ayah dan ibunya atau hanya anak sah dari ibunya. Kedua, menyangkut persoalan hukum waris, apakah anak yang lahir dari perkwinan yang tidak tercatat berhak mendapat warisan dari ayahnya atau tidak, terlebih bila bapaknya mempunyai anak dari perkawinan sah dengan perempuan lain. Ketiga, terjadinya penyelundupan hukum, melakukan poligami liar. Keempat, menimbulkan ketidaktertiban data kependudukan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan.39 Problem sah tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatat bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Negara Mesir juga terjadi hal serupa. UndangUndang hukum keluarga Mesir yang mulai diundangkan pada tahun 1929 mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian, di lapangan tetap banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal dalam salah satu pasalnya memuat ancaman bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapat perlindungan 37



Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 49. 38 Fathurrahman Djamil, Konsekwensi Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Anak dan Harta dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah disampaikan dalam diskusi berkala yang diprakarsai oleh Deutsche Gesellschaft fur Technische Zuzammenarbeit (GTZ) tanggal 28 Maret 2006. 39 Muchsin, Problematika Hukum Perkawinan Sirri di Indonesia, Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 4-7 Agustus 2008 di Jakarta.
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hukum. Maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan mejadikan perdebatan seputar sahnya perkawinan yang tidak dicatatkan. Keluarnya fatwa dari Syaikh al-Azhar, Ja‘ad al-H{aqq ‘Ali> Ja‘ad al-H{aqq dan Syaikh Universitas Damshiq, Wahbah al-Zuhayli> tentang sahnya perkawinan yang memenuhi syarat shar‘i> dan pencatatan hanya merupakan syarat tauthi>qi> merupakan jawaban atas persoalan seputar sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang karena banyaknya pertanyaan seputar masalah itu. Namun demikian, undang-undang di Mesir membuka secara lebar perkawinan yang tidak dicatat untuk disahkan oleh pengadilan sepanjang memenuhi syarat shar‘i>.40 Problematika ini merupakan warisan sejarah negara-negara muslim setelah menerima sistem perundang-undangan negara Barat yang setengah hati, kecuali Turki yang mengadopsi hukum Barat secara penuh sehingga tidak ada dualisme dalam pelaksanaan hukum termasuk hukum keluarga. Negara-negara Arab Muslim bekas jajahan Perancis pada umumnya mengadopsi hukum keluarga Perancis dengan tidak meninggalkan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat selama beberapa abad. Di Perancis sendiri, sebelum berlakunya Code Napoleon, berlaku tiga sistem hukum: hukum adat, hukum tertulis dari kerajaan Romawi Kuno dan hukum gereja (canonik). Setelah berlakunya Code Napoleon, gereja tidak diberi kekuasaan lagi dalam bidang hukum, hukum dipisahkan dari gereja. Demikian halnya Negara Jerman dan Belanda.41 Berbeda dengan tiga negara Barat tersebut, negara-negara muslim dalam melakukan modernisasi hukum perkawinan mengadopsi hukum Barat hanya dari segi legislasi formal, sedangkan substansinya tetap bermuatan hukum Islam yang dianut masyarakatnya dengan perubahan-perubahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang bersifat qat}‘i> 42 sehingga dualisme hukum masih tetap berlaku. Kenyataan ini tidak terlepas dari hukum Islam yang mengandung sifat diya>ni> dan qad}a>’i>. Hukum yang bersifat diya>ni> berisi pertanggung jawaban manusia dengan Tuhannya di hari akhir, sedangkan hukum qad}a>’i> memuat pertanggung jawaban manusia dengan manusia mengenai hak dan kewajibannya secara timbal balik di dunia.43 Atas dasar itu, dalam hal 40



Mahkamah Agung RI, Laporan Studi Banding Hakim Pengadilan Agama di Mesir, Tahun 2002. 41 Ursula Lewenton, Code Napoleon: Asal, Pengaruhnya, Sistim dan Isinya, Materi Kuliah Umum Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 7 Desember 2005. 42 Misalkan masalah pencatatan perkawinan, batas usia boleh kawin, talak yang harus di depan sidang pengadilan, pembatasan atau pelarangan poligami. 43 Lihat Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r (Kairo: Da>r al-Fikr, 1973), vol. 6, 414; Must}afa> Ah}mad al-Zarqa>, al-Madkhal al-Fiqhi> al-‘A ila> Huqu>q al-Madani>yah
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perkawinan para ulama lebih memilih pendekatan pertanggung jawaban akhirat di mana sahnya sebuah perkawinan jika perkawinan tersebut dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun hukum Islam, sehingga suami istri sudah halal berhubungan biologis. Sikap dan keyakinan para ulama seperti ini berakibat secara tidak langsung pada pengabaian hukum qad}a>’i>, karena tanpa melakukan hukum qad}a>’i> pun suami istri sudah halal berhubungan biologis. Pemaksaan pencatatan perkawinan dijadikan unsur sahnya sebuah perkawinan menjadikan kaidah hukum Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak memenuhi kriteria hukum ideal, di mana kehendak pemerintah melalui pembuat undang-undang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesadaran hukum masyarakat, yang seharusnya merupakan sumber hukum utama dalam membuat suatu undang-undang agar undang-undang tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ditaati masyarakatnya.44 Terlepas dari perdebatan tentang konsep sahnya sebuah perkawinan, keberadaan Pengadilan Agama yang substansi tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, maka menjadi suatu keniscayaan lembaga tersebut dalam menyelesaikan perkara isbat perkawinan tidak hanya sekedar mengedepankan penegakkan hukum (dibaca: undang-undang) melainkan juga harus memberikan rasa keadilan yang bersemayam dalam jiwa (Damaskus: 1957) cet. 5, juz I, 28-29; Rifyal Ka’bah, Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama Sebagai Keputusan Ijtihad Jama’i di Indonesia, Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonsesia (sudah diterbitkan). 44 Abdul Gani Abdullah, Anatomi Norma Ideal dalam Tafsir Historik UndangUndang Peradilan Agama, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tanggal 11 Maret 2000. Dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum ideal yang harus bermuatan ideologi dan realita. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa ideologi harus dibaca sebagai pertanggung jawaban terhadap Sang Pencipta, sedangkan realitas sebagai pertanggung jawaban antar manusia. Dalam perkara isbat perkawinan, sahnya suatu perkawinan yang berdasarkan hukum Islam merupakan ideologi, sebuah pertanggung jawaban terhadap Sang Pencipta, sedangkan pencatatan merupakan respon terhadap realitas di mana untuk melindungi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, diperlukan alat bukti. Alat bukti tersebut sebetulnya sudah eksis dalam wujud persaksian perkawinan dan wali>mat al-‘ursh, sehingga bukti produk pencatatan perkawinan berupa surat perkawinan merupakan bukti assesoir (bukti tambahan). Sehingga yang lebih relevan pencatatan perkawinan tidak mesti merupakan bagian dari syarat sahnya sebuah perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban mempelai sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi tertib administrasi catatan sipil yang sangat urgen dalam sebuah negara modern. Sehingga penekanan sanksi pidana yang diperberat bagi pelanggarnya sebagaimana yang diberlakukan di Negara Iran akan sangat membantu ketaatan warga negara dalam tertib catatan sipil.
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masyarakat yang diimplementasikan dalam kesadaran dan kepatuhannya kepada hukum perkawinan Islam. Kepatuhan masyarakat muslim akan hukum perkawinan Islam sudah teruji beberapa abad lamanya. Bahkan pada umumnya negara-negara muslim yang melakukan modernisasi hukum mengadopsi hukum Barat dalam bidang hukum pidana dan hukum dagang kecuali yang menyangkut hukum keluarga tetap mempertahankan hukum Islam dengan pilihan dari empat mazhab.45 Oleh karena itu, memfungsikan institusi Pengadilan Agama, yang berbeda dari Pengadilan Negeri, dalam penegakkan hukum Islam yang berlaku di tengah masyarakat sangatlah penting, agar Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat perkawinan tidak terjebak sebagai penegak hukum saja, akan tetapi juga sebagai penegak keadilan dengan mempertimbangkan faktor lain semisal itikad baik suami istri yang berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya dan menetapkan status anak yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya. Dalam perkara isbat perkawinan, 75 % pasangan suami istri sudah memiliki anak. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih berisiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,46 yang bersumber dari Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 tentang Hak-Hak Anak.47 45



Lihat N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 161 dan 218. 46 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 56 ayat (1) berbunyi; “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Dalam Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 1898 dan 1918. 47 Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 20 Nopember 1989 tentang Hak-hak Asasi Anak Pasal 8 ayat (1) menyatakan: “Negara anggota wajib melaksanakan upaya menghormati dan mematuhi hak-hak asasi anak berupa perlindungan atas hak mendapat
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Di samping itu, dari sisi materi anak akan terabaikan oleh ayah biologisnya yang merasa tidak punya kewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup si anak karena si anak secara hukum bukan keturunannya, lebih dari itu si anak pun tidak berhak mewaris dari bapaknya. Hal ini sangat bertentangan dengan kedudukan anak angkat yang lebih dihormati dari pada anak biologis. Seorang anak angkat dilindungi hukum dapat mewaris dari bapak angkatnya sementara anak hasil perkawinan yang tidak tercatat (jika tidak dapat dianggap anak sah) tidak berhak mewaris. Hal ini menggambarkan putusan pengadilan yang tidak bermuatan rasa keadilan karena putusan tersebut mengabaikan sisi filosofis dan sosiologis. Jalan keluar untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutus perkara permohonan isbat perkawinan dapat menerapkan teori mas}lah}ah atau istih}sa>n. Teori mas}lah}ah dapat diterapkan pada perkara isbat perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya pada saat melangsungkan perkawinan tidak terikat perkawinan sah dengan perempuan atau laki-laki lain. Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun hukum Islam yang tidak tercatat antara pasangan laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan sah dengan orang lain jika dikabulkan akan memberikan dampak positif karena keduanya memiliki niat baik untuk melegalkan perkawinannya yang tidak tercatat untuk membina rumah tangga. Penerapan teori mas}lah}ah dalam perkara isbat perkawinan tersebut lebih baik dibanding dengan mengabulkan permohonan isbat perkawinan dengan alasan untuk perceraian yang dibenarkan oleh Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI. Teori istih}sa>n dapat diterapkan dalam kasus: (1) Permohonan isbat perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam yang tidak dicatat antara seorang perempuan dengan laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain walaupun tidak ada izin poligami dari pengadilan jika perkawinan tersebut telah melahirkan anak. Dalam perkara ini perlindungan anak harus lebih diutamakan dari perlindungan terhadap istri pertama. Oleh karenanya permohonan isbat perkawinan jenis perkara tersebut harus dikabulkan, dengan mengabaikan peraturan hukum yang ada beralih kepada hukum lain karena dipandang lebih baik (istih}sa>n); (2) Permohonan isbat perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam yang tidak dicatat antara seorang perempuan dengan laki-laki yang masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain walaupun tidak ada izin poligami dari pengadilan identitas, nama dan hubungan keluarga anak sebagaimana diakui undang-undang.” Pasal 9 menyatakan: “anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali undang-undang menghendaki untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak.”
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jika perkawinan tersebut pihak perempuan mempunyai itikad baik (niyyah s}a>lih}ah) tidak mengetahui bahwa calon mempelai laki-laki tidak terikat perkawinan sah dengan perempuan lain karena calon suami memberikan bukti surat yang sah bahwa ia tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 48 Dalam perkara ini, akan dirasakan tidak adil jika pengadilan menolak permohonan isbat perkawinan yang diajukan istri yang mempunyai itikad baik tersebut. Oleh karenanya, pengadilan dapat mengabaikan peraturan yang ada beralih kepada kaidah hukum lain dengan menerapkan teori istih}sa>n. Namun demikian, dalam perkara pertama, jika pihak mempelai perempuan mengetahui mempelai laki-laki terikat perkawinan sah dengan perempuan lain, pengadilan harus menetapkan bahwa perkawinan mereka tidak menimbulkan hak harta bersama untuk melindungi hak harta bersama istri pertama. Kaidah hukum kedua, “Setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan dan pihak suami masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan tidak ada persetujuan dari istri pertamanya walaupun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak dapat disahkan.” Al-Qur’an, Hadis, dan fikih mazhab empat tidak mensyaratkan syahnya poligami harus dengan persetujuan istri pertama. Persetujuan istri pertama untuk berpoligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Perkawinan, Pasal 41 huruf (b) PP tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan Pasal 58 ayat (1) huruf (a) KHI. Kaidah hukum tersebut sangat responsif terhadap isu gender dengan memberikan hak kepada istri pertama secara mutlak untuk memberikan persetujuan terhadap suami yang akan melakukan poligami. Ijtihad yang digunakan adalah ijtihad intiqa>’i> karena kaidah hukum tersebut sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku – Mahkamah Agung hanya menerapkan hukum yang telah ada, tidak menciptakan hukum yang baru.



48



Misalkan perkara seorang perempuan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang mengaku duda dengan memperlihatkan surat kematian istrinya, setelah perkawinan berlangsung satu tahun lebih dia mengajukan permohonan isbat perkawinan kepada Pengadilan Agama karena suami tidak mencatatkan perkawinannya. Pengadilan Agama menolak permohonan isbat perkawinan tersebut dengan pertimbangan: 1. Perkawinan di atas tahun 1974 tidak dicatatkan; 2. Pihak suami pada saat perkawinan masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 477K/AG/1996 tanggal 27 Nopember 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 283/Pdt.G/1995/PA.Plg. serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 12/Pdt.G/1996 tanggal 28 Mei 1996.
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Kaidah hukum keempat, “Perkawinan seorang perempuan yang menjalani masa idah dari suami lain sah selama tidak ada yang mengajukan pembatalan.” Kaidah hukum tersebut muncul dari peristiwa seorang perempuan yang bercerai pada tanggal 24 Agustus 1989. Dalam keadaan masih menjalani masa idah, ia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilangsungkan oleh wali hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ayah kandung calon mempelai perempuan yang memiliki hak wali bertempat tinggal satu kota dengan mempelai perempuan, dalam arti tidak terdapat keadaan yang mengharuskan hak perwalian ayah berpindah kepada wali hakim. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang, padahal perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan, tepatnya tanggal 1 September 1989. Tidak diketahui motif dari perkawinan tersebut mengapa dilakukan oleh wali hakim, dalam keadaan calon mempelai perempuan masih dalam masa idah dan tidak dicatatkan oleh PPN yang berwenang. Selanjutnya perkawinan tersebut diperbaharui pada tanggal 11 Januari 1990. Sedangkan perkawinan yang dimohonkan isbat adalah perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 1989. Pada saat permohonan isbat perkawinan ini diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama pada tanggal 21 Desember 1994, pihak suami istri tersebut telah bercerai pada tahun 1994. Patut diduga bahwa permohonan isbat perkawinan ini dalam rangka pembagian harta bersama, hal ini dapat dilihat dari rangkaian lebih lanjut dalam perkara lain di mana pihak istri mengajukan gugatan harta bersama.49 Mahkamah Agung merumuskan kaidah hukum keempat ini berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 26 UU Perkawinan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian Pasal 26 UU Perkawinan berbunyi: 1. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang 49



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/AG/1998 tanggal 30 Nopember 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 49/Pdt.G/1996/PTA.JK tanggal 19 Nopember 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1089/Pdt.G/1995/PA.JS tanggal 15 Nopember 1995.
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dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Kaidah hukum keempat tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Semua mazhab Sunni (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah) sepakat bahwa perempuan yang dalam masa idah dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.50 Bahkan mazhab Zahiriyah juga mengemukakan pandangan yang sama.51 Hukum keluarga di negara-negara Arab Muslim menetapkan perempuan yang dalam masa idah dilarang untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, dan jika ia tetap melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya harus dibatalkan.52 Demikian halnya negara-negara muslim non Arab, hukum keluarga mereka melarang perempuan yang dalam masa idah untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.53 Pengaturan larangan untuk mengawini perempuan yang sedang menjalani masa idah dari laki-laki lain dalam undang-undang perkawinan di negara-negara muslim sangat rasional, karena larangan tersebut setidaknya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 235.54 Hal yang sangat menarik 50



Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh (Damaskus: Da>r alFikr, 2004), vol. 9, 6535; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 431; ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 20-23; Abu> Bakar ibn Muh}ammad Shat}t}a>, I’a>nat al-T{a>libi>n (Jakarta: Shirkat al-Nu>r A, t.th.), vol. 3, 280; Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>buni>, Rawa>i‘ al-Baya>n Tafsi>r Am min al-Qur’a>n (Damaskus: Maktabah al-Ghaza>li>, 1977), vol. 1, 377. 51 Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1612. 52 Dawoud El-Alami dan Doreen Hinchcliffe menghimpun hukum perkawinan di dua belas negara Arab Muslim yang semuanya mengadopsi ketentuan fikih bahwa perempuan dalam masa idah dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Lihat Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab Word, 44, 69, 86, 119, 149, 184, 203, 221, 241, dan 254. 53 Hukum keluarga di negara-negara Muslim non Arab, di antaranya Turki, India, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam dan Ceylon, mengatur tentang larangan perempuan yang dalam masa idah untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Lihat Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World (Bombay: Tripathi, 1972), 27, 212, 214 dan 218. 54 Redaksi Q.S. Al-Baqarah [2] : 235 adalah sebagai berikut:                                                     “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
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walaupun ini sebatas wacana yang dirumuskan dalam sebuah draft tentang Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, Tim ini masih merumuskan bahwa masa idah merupakan salah satu keadaan di mana suami istri yang menjalani idah dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan baru.55 Hal ini menunjukkan bahwa idah merupakan ketentuan hukum ta‘abbudi> yang tidak dapat dilanggar oleh pihak suami dan istri karena memiliki dimensi pertanggung jawaban manusia dengan Allah di hari kemudian. Jika dilihat dari latar belakang sejarah pengaturan batas masa idah, masa idah termasuk batas maksimal, karena pada masa sebelum Al-Qur’an diturunkan, perempuan Arab jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu masa idah yang relatif lama.56 Sehingga pembatasan tersebut merupakan batasan maksimal yang harus dijalani agar jangan sampai hukum adat yang mengekang kebebasan perempuan tetap dipertahankan. Dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan untuk memperpendek masa idah tersebut jika mas}lah}ah atau secara istih}sa>n diperlukan penafsiran demikian. Kaidah hukum tersebut merupakan lompatan ijtihad yang sangat kontroversial karena meninggalkan arus utama pendapat para ulama bahkan pemikir modern yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama. Akan tetapi, sangat disayangkan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak menjelaskan landasan ijtihad yang digunakan, apakah menggunakan mas}lah}ah atau istih}sa>n, melainkan berkutat dengan teori ijtihad intiqa>’i> di seputar penerapan sebuah pasal undang-undang yang berlaku. mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” Menurut al-Qurt}ubi>, para ulama sepakat bahwa pengertian         adalah dilarang mengawini perempuan yang menjalani masa idah laki-laki lain. Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n (Kairo: Da>r al-Ka>tib al‘Arabi>yah, 1967), vol. 2, 194. 55 Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, 2004 (draft tidak diterbitkan). 56 Pada masa sebelum Islam, perempuan yang yang ditalak atau ditinggal mati suaminya harus menjalani idah selama satu tahun dilarang keluar rumah, bersolek, berpakaian bagus dan membersihkan badan. Lihat al-S{a>buni>, Rawa>i‘ al-Baya>n Tafsi>r Am min al-Qur’a>n, vol. 1, 367.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM P ERKAWINAN



105



C. Pembatalan Perkawinan Perkara pembatalan perkawinan yang sampai ke tingkat kasasi sejak tahun 1991 s/d 2007 berjumlah 110 perkara. Dari jumlah tersebut, secara formal 58 permohonan perkara kasasi ditolak, 21 perkara dikabulkan, 4 perkara ditolak dengan perbaikan diktum putusan judex factie, 20 perkara dinyatakan tidak diterima, 4 perkara dicabut dan 3 perkara belum putus/tidak jelas. Sebagaimana perkara-perkara sebelumnya, perkara pembatalan perkawinan yang akan diambil sebagai sampel hanya mencakup putusan yang dikabulkan, ditolak dan ditolak dengan perbaikan yang semuanya berjumlah 83 putusan, diambil sampel sebanyak 18 putusan (22,7%). Dari sampel sebanyak 18 putusan, putusan Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang dianggap tepat dan benar berjumlah 50%, putusan Pengadilan Agama yang dianggap tepat dan benar sebanyak 16,66%, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang dianggap tepat dan benar sebanyak 16,66%, putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dibatalkan sebanyak 16,68%. Secara substantif, gugatan pembatalan perkawinan yang dikabulkan sebanyak 66,66%, yang ditolak dalam arti perkawinannya tetap sah sebanyak 27,77% dan sisanya sebanyak 5,57%, Pengadilan Agama diperintahkan untuk memeriksa ulang perkara tersebut. Dilihat dari subjek yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, istri menduduki persentase yang terbanyak, yakni 44,44%, ayah kandung istri 27,77%, suami 11,11%, anak dari istri pertama 11,11%, dan ayah kandung istri dan istri 5,57%. Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan menggunakan dasar hukum Al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih, qaul ulama, UU No. 22 Tahun 46, UU No. 32 Tahun 54, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, PMA No. 2 Tahun 1990 dan KHI. Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum sendiri jika putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum judex factie, dan jika membenarkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama menjadi pertimbangan Mahkamah Agung. Alasan gugatan pembatalan perkawinan pada umumnya didasarkan atas perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan sebanyak 53,16%, perkawinan dilakukan oleh wali hakim sedangkan wali mujbir masih ada
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sebanyak 18,98%, perkawinan poliandri sebanyak 6,33%, perkawinan karena unsur paksaan sebanyak 6,33%, perkawinan dilakukan oleh wali ab’ad sedangkan wali mujbir masih ada sebanyak 3,79%, perkawinan mengandung unsur penipuan sebanyak 2,53%, perkawinan antara suami istri yang memiliki hubungan darah sebanyak 1,77%, perkawinan suami istri yang memiliki hubungan persusuan sebanyak 1,77%, perkawinan campuran tidak memenuhi syarat administrasi sebanyak 1,77%, perkawinan mempelai wanita di bawah umur sebanyak 1,77% dan perkawinan tidak memenuhi prosedur hukum sebanyak 1,77%. Gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan pada umumnya dikabulkan dan perkawinannya dibatalkan. Dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur’an, UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, PMA No. 3 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, Kompilasi Hukum Islam, Hadis Nabi Muhammad dan qaul ulama. Sedangkan sebagian gugatan pembatalan perkawinan lainnya, yang didasarkan alasan poligami tanpa izin istri dan dispensasi dari pengadilan, ditolak sehingga secara otomatis perkawinan tersebut sah. Dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 27 UU Perkawinan. C.1. Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Dalam perkara pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan ditemukan putusan Mahkamah Agung yang terlibat dalam problem tarik menarik antara keharusan menegakkan hukum dan keadilan, di antaranya: 1. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Laki-laki tersebut mengaku masih jejaka. Selanjutnya dilakukan proses perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pada kenyataannya laki-laki tersebut masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Setelah berlangsung beberapa lama diketahui oleh istri pertama bahwa suaminya melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain sedangkan ia tidak mendapat izin poligami dari pengadilan. Istri pertama mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Perkawinan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.57 57



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/AG/1994 tanggal 28 Februari 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 01/1993/PTA.JK dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1135/Pdt.G/91/PA.JS; Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/AG/1995 tanggal 29 September 1997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 138/Pdt.G/1994/PTA.SBY dan Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 155/Pdt.G/1994/PA.TA; Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
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2. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Laki-laki tersebut mengaku duda cerai mati dengan memperlihatkan bukti surat kematian istri pertama. Selanjutnya dilakukan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Di kemudian hari perkawinan tersebut digugat agar dibatalkan oleh perempuan lain berstatus istri kedua laki-laki tersebut. Dalam persidangan ia menjelaskan bahwa akta kematian yang diajukan oleh laki-laki adalah surat kematian istri pertama. Dan selama ini laki-laki tersebut masih terikat perkawinan dengan istri kedua, sehingga perkawinan dengan istri ketiga (terakhir) adalah poligami yang tidak dilengkapi izin dari pengadilan. Perkawinan ketiga dibatalkan oleh Pengadilan Agama Pati dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung.58 3. Seorang laki-laki mengaku duda, dengan bukti akta cerai, melamar seorang perempuan. Selanjutnya dilangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Di kemudian hari perkawinan tersebut digugat oleh perempuan yang mengaku istri pertama laki-laki tersebut, dengan alasan perkawinan poligami tidak dilengkapi izin Pengadilan. Perkawinan kedua tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.59 4. Seorang laki-laki bernama Lr. mengaku jejaka, yang sebetulnya ia terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ms., melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama St. setelah berlakunya UU Perkawinan, tepatnya pada tanggal 22 Desember Nomor 19/Pdt.G/1995/PTA.SMG dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1062/Pdt.G/94/PA.CLP; Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/AG/1997 tanggal 28 Oktober 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 39/Pdt.G/1996/PTA.BDG dan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 285/Pdt.G/1995/PA.Bgr. 58 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/AG/2006 tanggal 21 Februari 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 02/Pdt.G/2006/PTA.Smg tanggal 22 Februari 2006 dan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 418/Pdt.G/2005/PA.Pt. tanggal 12 Oktober 2005. 59 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 411 K/AG/1998 tanggal 17 Februari 2000 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 15/Pdt.G/1998/Pta.Plg tanggal 6 Mei 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 286/Pdt.G/1997/PA.Plg tanggal 27 Januari 1998; Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/AG/2005 tanggal 30 Nopember 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 78/Pdt.G/2004/PTA.Smg. tanggal 23 September 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Surakarta 334/Pdt.G/2003/PA.Ska. tanggal 27 April 2004; Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/AG/2005 tanggal 28 Juni 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2004/PTA.Yk tanggal 22 Juni 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 160/Pdt.G/2003/PA.Smn. tanggal 12 Januari 2004.
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1979 dicatat oleh PPN yang berwenang. Perkawinan tersebut pada awalnya tidak dipermasalahkan oleh Ms., istri pertama. Bahkan Ms., istri pertama, berkehendak untuk merawat anak dari St., istri kedua. Akan tetapi setelah Lr. meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003, dalam hal ini rumah tangga Lr. dengan St., istri kedua, sudah berusia 23 tahun, Ms., istri pertama, mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Lr. suaminya dengan St., istri kedua, dengan alasan perkawinan tersebut tidak dilengkapi izin perkawinan dari pengadilan. Gugatan tersebut di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dikabulkan dan perkawinan Lr. dengan St. dibatalkan. Akan tetapi dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dengan menolak gugatan penggugat dan menyatakan sah perkawinan Lr. dengan St. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa judex factie salah menerapkan hukum, karena perkawinan St. dengan Lr. bin Sn. telah berlangsung 24 tahun dan telah memperoleh seorang anak bernama ES. berusia 22 tahun. Perkawinan tersebut semasa hidup Lr. bin Sn. tidak pernah ada yang mengganggu gugat. Hal tersebut menunjukkan perkawinan yang dilakukan Lr. bin Sn. adalah sah, yang mana perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tendes Kota Surabaya pada tanggal 22 Desember 1979, telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 662/32/XII/1979 tanggal 24 Desember 1979 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Bahwa Penggugat (istri pertama - penj.) sama sekali tidak pernah membantah kebenaran adanya perkawinan St. dengan Lr. Bin Sn., kenyataannya selama Lr. bin Sn. masih hidup tidak diajukan pembatalan.”60



60



Perkara ini terjadi di mana Lr. bin Sn. melangsungkan perkawinan poligami dengan St. tanpa izin pengadilan setelah berlakuknya UU Perkawinan dicatat resmi oleh PPN yang berwenang. Istri pertama Lr. bin Sn. tidak melakukan pembatalan perkawinan kedua suaminya tersebut kendati perkawinan tersebut tidak ada izin dari pengadilan. Setelah Lr. bin Sn. meninggal dunia dan perkawinan Lr. bin Sn. dengan St. berjalan 22 tahun dan telah memperoleh anak satu yang telah berusia 22 tahun, istri pertama Lr. bin Sn. mengajukan gugatan pembatalan perkawian kedua Lr. bin Sn. dengan St. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dan perkawinan Lr. bin Sn dengan St. dibatalkan dengan Putusan Nomor 834/Pdt.G/2003/PA.Sby. tanggal 1 April 2004 dan dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2004/PTA.Sby tanggal 26 Agustus 2004. Kedua putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 177 K/AG/2005 tanggal 10 Mei 2006 dengan pertimbangan seperti tersebut di atas.
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5. Seorang laki-laki bernama Sun, mengaku duda cerai dengan bukti akta cerai, melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Entri setelah berlakunya UU Perkawinan, tepatnya tanggal 24 Agustus 1998, dicatat oleh PPN yang berwenang. Dari perkawinan tersebut telah diperoleh tiga orang anak. Di kemudian hari diketahui bahwa pada saat Sun melangsungkan perkawinan dengan Entri masih terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama Sub, sedangkan akta cerai yang digunakan bukti duda oleh Sun adalah akta cerai Sun dengan istri pertama yang bernama Caeci. Setelah Sun meninggal dunia tanggal 18 Juli 2002, istri pertama Sun mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Sun dengan Entri dengan alasan perkawinan tersebut tidak dilengkapi izin poligami dari Pengadilan Agama. Gugatan tersebut oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dikabulkan dan perkawinan Sun dengan Entri dibatalkan. Akan tetapi dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat serta menyatakan perkawinan Sun dengan Entri sah dengan pertimbangan: “Bahwa judex factie salah menerapkan hukum karena menurut Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan seorang suami/istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila terjadi salah sangka. Bahwa tergugat I maupun Kantor Urusan Agama atas dasar almarhum menunjukkan bukti perceraiannya dengan Caeci maka tidak ada hambatan untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam surat keterangan asal-usul status almarhum adalah duda. Bahwa menurut Pasal 27 ayat (3) tersebut di atas ternyata sudah tidak ada hak lagi bagi penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan.”61 6. Seorang lelaki bernama Ton mengaku jejaka melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Masti pada tanggal 21 September 1983 dicatat oleh PPN yang berwenang. Dari perkawinan tersebut belum diperoleh anak. Pada tanggal 25 April 1991 seorang perempuan bernama Karti mengajukan pembatalan perkawinan Ton dengan Masti karena tidak dilengkapi izin poligami dari pengadilan, sedangkan pada waktu mereka melangsungkan perkawinan Ton masih terikat perkawinan sah dengan Karti. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena melanggar peraturan perundang-undang yang 61



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/AG/2005 tanggal 28 Juli 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2004/PTA.YK tanggal 22 Juni 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 160/Pdt.G/2003/PA.Smn. tanggal 12 Januari 2004.
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berlaku. Dalam tingkat banding putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi dengan pertimbangan: “Bahwa gugatan pembatalan perkawinan seperti yang telah diajukan penggugat adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang kedua dari suami. Namun menurut kepatutan serta rasa keadilan penggunaan hak tersebut bukanlah tidak dibatasi waktu berlakunya. Sebab apabila hak tersebut merupakan hak yang tidak dibatasi oleh waktu maka berarti walaupun istri menyadari telah terjadi perkawinan suami tanpa izin pengadilan akan bisa digunakan kapan saja walaupun perkawinan itu telah diketahui puluhan tahun yang lalu dan sudah mempunyai anak cucu dan ini berarti pula bukan akan menimbulkan manfaat bagi keluarga, akan tetapi akan menimbulkan mafsadat bagi keluarga. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta rasa keadilan akan terpenuhi baik terhadap hak penggugat maupun tergugat I/tergugat II apabila terhadap gugatan pembatalan perkawinan a quo dilakukan kias (analog) dengan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, demikian pula dengan Pasal 72 KHI di mana harus diajukan paling lambat 6 bulan sejak yang bersangkutan menyadari dan/atau mengetahui perkawinan dimaksud. Dalam hal ini penggugat telah mengetahui adanya perkawinan tergugat I dengan tergugat II sejak tahun 1986 dan selama penggugat tetap hidup sebagai suami-istri dengan tergugat I dan masingmasing tetap melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat hak penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan telah gugur. Kaidah fikih menyebutkan mencegah terjadinya kerusakan harus diutamakan dari mengambil manfaat.”62 Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan: “Bahwa Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya berlaku bagi suami/istri yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dirinya sendiri dan bukan permohonan untuk pembatalan perkawinan orang lain.”63 Enam bentuk perkara tersebut mengandung dua kaidah hukum yang saling bertentangan. Kaidah hukum pertama, “perkawinan poligami yang 62



Lihat Putusan PengadilanTinggi Agama Jakarta Nomor 01/1993/PTA.JK tanggal 14 Juli 1993. 63 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/AG/1994 tanggal 28 Februari 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 01/1993/PTA.JK. tanggal 14 Juli 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 1135/Pdt.G/91/PA.JS. tanggal 30 April 1992.
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tidak mendapat izin poligami dari pengadilan dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak.” Kaidah hukum kedua, “perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan karena sudah berlangsung lama dan sudah melahirkan anak tidak dapat dibatalkan.” Dalam enam perkara tersebut poligami dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan cara memberikan keterangan palsu baik dengan cara mengaku bujangan, mengaku duda dengan menggunakan surat keterangan kematian istri pertama dan menggunakan akta cerai palsu. Pihak mempelai perempuan tidak mengetahui tindakan mempelai laki-laki yang memberikan keterangan palsu, surat kematian dan surat cerai palsu. Dalam perkara tersebut terdapat dua pihak yang perlu dilindungi. Pertama, pihak istri pertama yang mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan kedua suaminya yang dilakukan tanpa izin pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Kedua, pihak istri kedua untuk mendapat perlindungan hukum karena ia tidak mengetahui bahwa perkawinannya tersebut adalah perkawinan dengan seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Ia tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan kaidah hukum orang yang beritikad baik atau orang yang tidak dengan unsur sengaja melakukan tindakan melawan hukum harus dilindungi.64 64



Hukum Islam menganut asas seseorang yang beritikad baik tidak bisa dibebani atas kesalahan orang lain. Dalam enam perkara di atas, kesalahan dilakukan oleh suami yang melakukan penipuan. Oleh karenanya istri yang diperkawinkan dengan cara penipuan tidak dapat dibebani keasalahan suami sehingga perkawinannya harus dibatalkan. Lihat Q.S. Al-An‘a>m [6] : 164:                                   “Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." Q.S. Al-Isra>’ [17] : 15:                          “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa
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Mahkamah Agung, dalam perkara ke 1, 2, 3 dan 6, membatalkan perkawinan poligami yang dilangsungkan setelah berlakunya UU Perkawinan yang tidak dilengkapi izin dari pengadilan. Sehingga menciptakan kaidah hukum “perkawinan poligami yang tidak mendapat izin poligami dari pengadilan dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak.” Dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut melanggar Pasal 9 UU Perkawinan yang berbunyi: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin berpoligami dari pengadilan.” Mahkamah Agung dalam memutus perkara ke 1, 2, 3 dan 6 tersebut berfungsi sebagai penegak hukum karena tidak mempertimbangkan faktor itikad baik dari istri pertama. Dalam hal ini Mahkamah Agung menganut mazhab legisme, dengan kata lain menerapkan ijtihad intiqa>’i>. tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” Q.S. Fa>t}ir [35] : 18:                                        “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).” Q.S. Al-Zumar [39] : 7:                                      “Jika kamu kafir Maka Sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.” Q.S. Al-Najm [53] : 38:       “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,”
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Sedangkan dalam perkara ke 4 dan 5 sikap Mahkamah Agung berbeda dengan perkara lainnya, yaitu menolak gugatan pembatalan perkawinan tersebut. Sehingga menciptakan kaidah hukum “perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan karena sudah berlangsung lama dan sudah melahirkan anak tidak dapat dibatalkan.” Dalam perkara ke 4, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung 24 tahun, sudah memiliki anak dan selama rentang waktu tersebut istri pertama tidak mengajukan pembatalan perkawinan poligami suaminya dengan perempuan lain. Walaupun Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan unsur itikad baik istri kedua, pertimbangan tersebut menggambarkan Mahkamah Agung tidak berfungsi sebagai penegak hukum belaka, melainkan juga berfungsi sebagi penegak keadilan dengan mengabaikan peraturan yang berlaku di mana seorang tidak boleh melakukan perkawinan baru jika ia masih terikat dengan perkawinan sah kecuali jika ada izin poligami dari pengadilan. Dalam perkara ke 5, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum daluarsa dianalogikan dengan perkawinan yang mengandung unsur salah sangka atau ancaman di mana hak pembatalannya hanya diberikan dalam jangka waktu enam bulan dari sejak hari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan. Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan itikad baik istri kedua dan faktor psikologis bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh anak, melainkan hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam perkara ini Mahkamah Agung masih menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan mengabaikan fungsi penegak keadilan. Dalam enam perkara poligami tersebut, Mahkamah Agung menghadapi problematika tarik menarik antara tugas menegakkan hukum dengan tugas menegakkan keadilan. Menegakkan hukum dengan bentuk mempertahankan pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan poligami yang tidak dilengkapi izin pengadilan untuk melindungi kepentingan istri pertama, menegakkan keadilan dengan menyimpangi pasal tersebut untuk melindungi kepentingan istri kedua yang memiliki itikad baik saat melangsungkan perkawinan. Menghadapi penyelesaian bentuk-bentuk perkara di atas Mahkamah Agung dapat menerapkan asas hukum Islam di mana kesalahan orang lain tidak bisa dibebankan kepada orang lain.65 Dalam hal ini, istri kedua beritikad baik, sehingga kesalahan suami yang



65



Asas kesalahan seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain tercantum dalam Q.S. Al-An‘a>m [6] : 164, Q.S. Al-Isra>’ [17] : 15, Q.S. Fa>t}ir [35] : 18, Q.S. Al-Zumar [39] : 7, dan Q.S. Al-Najm [53] : 38.
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memanipulasi status dirinya tidak dapat dibebankan kepada istri kedua. Di samping itu, dapat pula diterapkan kaidah fikih: 66



“Kemadaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadaratan yang lain.” Perkawinan kedua dari suami menimbulkan d}arar bagi istri pertama, namun demikian menghilangkan d}arar dari istri pertama dengan pembatalan perkawinan kedua menimbulkan d}arar bagi istri kedua dan anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua yang patut mendapat perlindungan. Dalam perkara tersebut, istri kedua melangsungkan perkawinan atas dasar itikad baik, karena ia yakin bahwa calon suaminya masih bujangan dan/atau sudah duda dengan bukti surat keterangan jejaka, surat keterangan kematian istri pertama dan akta cerai yang diperlihatkan oleh calon suami. Perlindungan atas pihak yang beritikad baik merupakan asas universal. Asas tersebut bukan hanya terdapat dalam sistem hukum Islam, melainkan juga terdapat dalam sistem civil law dan common law.67 Dalam perkara keempat dan kelima, Mahkamah Agung tidak menjelaskan metode ijtihad yang digunakan dalam menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi dapat dikategorikan menggunakan metode istih}sa>n, yaitu menyimpang dari aturan yang ada dengan memilih kaidah hukum yang lain dengan pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan. C.2. Pembatalan Perkawinan yang Dilangsungkan oleh Wali Hakim Pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan oleh wali hakim sedangkan wali mujbir masih ada berjumlah 16 perkara. Dari jumlah tersebut, yang dikabulkan gugatannya dan perkawinan dibatalkan berjumlah 10 perkara, ditolak 2 perkara, gugatan tidak memenuhi syarat 3 perkara, dan 1 perkara Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang karena dalam pemeriksaan awal Pengadilan Agama melakukan kekeliruan pemeriksaan. Usia perkawinan yang
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Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, al-As}ba>h} wa al-Naz}a>’ir (Kairo: Da>r alSala>m, 2004), vol. I, 214. Bandingkan dengan Hadis Nabi yang melarang seorang perempuan untuk meminta suaminya menceraikan istri yang lainnya untuk kepentingan perempuan tersebut. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 556 dan 1326; Muslim, S{ah}i>h} alMuslim, 654; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 505; al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 501; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 704. 67 Dalam KHUPerdata Pasal 95, Pasal 96, walaupun perkawinan telah dibatalkan pihak yang beritikad baik harus dilindungi hak-hak keperdataannya, misalnya hak untuk mendapat harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
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dibatalkan pada umumnya di bawah satu tahun sebanyak 9 perkara, 4 perkara tidak jelas, di atas satu tahun 3 perkara. Perkara perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim pada umumnya diawali oleh anak perempuan yang berkehendak melakukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya, akan tetapi orang tua atau keluarganya yang berhak menjadi wali tidak setuju atas perkawinan tersebut. Motif tidak setujunya disebabkan anaknya belum cukup dewasa, anaknya masih sekolah, tidak setuju dengan calon laki-laki pilihan anak perempuannya dan lain-lain. Oleh karena orang tuanya tidak mengizinkan, akhirnya anak perempuan tersebut melarikan diri dengan laki-laki pilihannya dan melakukan perkawinan dengan cara wali hakim. Dasar hukum yang diterapkan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan disebabkan wali perkawinan tidak sah adalah Al-Qur’an, Hadis, UU Perkawinan, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, PMA No. 3 Tahun 1975, PMA No. 2 Tahun 1987, PMA No. 2 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan qaul ulama. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam sebuah perkawinan. Mazhab Malikiyah dan mazhab Shafi’iyah berpendapat bahwa wali merupakan rukun perkawinan, sedangkan mazhab Zahiriyah membedakan antara perempuan yang perawan dan janda, jika mempelai perempuan masih perawan maka wali menjadi rukun perkawinan, sedangkan jika mempelai perempuan sudah janda maka wali bukan menjadi rukun perkawinan, ia boleh kawin tanpa wali. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukan menjadi rukun perkawinan, kecuali bagi anak perempuan yang belum dewasa atau sakit ingatan.68 Namun demikian, walaupun mazhab Hanafiyah berpendapat wali perkawinan bukan sebagai rukun perkawinan, mazhab ini berpendapat bahwa jika akad pekawinan dilakukan oleh wali perkawinan, maka wali perkawinan tersebut harus mengindahkan tingkat kedekatan hubungan darah wali dengan mempelai perempuan sebagaimana juga dianut oleh mazhab fikih lainnya.69 Para ulama fikih bersepakat bahwa urutan tingkat kedekatan wali perkawinan dengan mempelai perempuan adalah sesuai urutan hubungan darah ‘as}abah dalam hukum waris, yaitu ayah, kakek dan asal usul terus ke atas dari pihak ayah dari garis laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, keturunan dari saudara laki-laki sekandung terus ke bawah dari garis laki-laki, keturunan saudara seayah ke bawah dari garis laki-laki, paman sekandung, paman seayah, keturunan dari paman 68 69
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Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> Durr al-Mukhta>r, vol. 4, 115. Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> Durr al-Mukhta>r, vol. 4, 138.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



sekandung terus ke bawah dari garis laki-laki, keturunan paman seayah terus ke bawah dari garis laki-laki dan wali hakim.70 Perpindahan hak wali dari wali yang terdekat kepada wali yang lebih jauh atau kepada wali hakim harus memenuhi keadaan tertentu yang menjadi syarat sahnya perpindahan wali perkawinan. Perpindahan hak wali perkawinan dari yang lebih dekat hubungannya dengan mempelai perempuan kepada wali yang lebih jauh hanya dibolehkan jika wali yang lebih dekat tersebut dalam keadaan sebagai berikut: (1) tidak memenuhi syarat sebagai wali karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum; (2) wali yang lebih dekat telah melakukan penyerahan hak wali dengan perwakilan/pemberian kuasa; (3) wali dekat ‘ad}al; dan (4) karena kendala tempat tinggal wali dekat yang mengakibatkan sulit dihadirkan ke tempat dilaksanakannya perkawinan.71 Persoalan tempat tinggal wali nasab yang berjarak dua marh}alah pada masa kini sudah tidak relevan lagi mengingat moda transportasi sangat mudah dan beragam, di samping alat komunikasi yang sangat mudah sehingga menghilangkan sekat-sekat pembatas yang pada masa dahulu sulit dilalui atau dihubungi. Sedangkan ‘ad}al wali nasab harus didasarkaan atas 70



Urutan tersebut adalah yang ditetapkan oleh mazhab Shafi’iyah, sedangkan menurut mazhab Hanafiah sebelum ayah adalah anak laki-laki dan keturunannya ke bawah dari garis laki-laki walaupun anak dari hasil zina, sebelum wali hakim dimasukkan kerabat dhawi> al-arh}a>m. Menurut mazhab Malikiyah, yang pertama ayah, orang yang diberi wasiyat sebagai wali dari ayah, kepala pemerintahan, kemudian anak laki- laki, walaupun hasil perzinahan, selanjutnya sebagaimana urutan ‘as}abah kecuali kakek ditempatkan setelah keturunan saudara laki-laki seayah sebelum paman sekandung dan yang terakhir hakim (qa>d}i>). Menurut mazhab Hanabilah, tertib urutan wali adalah ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menjadi wali, pejabat pemerintahan, kakek dari pihak ayah dan asal usulnya tersus ke atas dari garis laki-laki, anak laki-laki dan keturunannya dari garis laki-laki, kemudiaan ‘as}abah lainnya seperti tersebut di atas. Lihat ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 26-28. 71 Menurut mazhab Shafi’iyah, perpindahan hak wali dari wali yang lebih dekat kepada wali yang lebih jauh disebabkan beberapa hal: 1. Wali dekat belum dewasa, 2. Sakit ingatan, 3. Fasik, 4. dalam pengampuan, 5. Lemah ingatan, 6. Berbeda agama dengan mempelai perempuan. Sedangkan perpindahan wali nasab kepada kepala pemerintahan (sult}a>n) disebabkan: 1. Wali nasab sedang ihram umrah atau haji, 2. Wali sedang berada di tempat lain yang berjarak perjalanan yang membolehkan salat qasar, 3. Wali nasab ‘ad}al, 4. Wali nasab dipenjara yang tidak mungkin untuk melaksanakan akad perkawinan. Menurut mazhab Hanafiyah, perpindahan wali dekat kepada wali jauh: 1. Wali dekat bertempat tinggal yang sulit untuk dihadirkan, 2. Wali dekat ‘ad}al, 3. Wali dekat tidak memenuhi syarat sebagai wali, belum dewasa, tidak sehat akal, bukan orang Islam dan hamba sahaya. Menurut mazhab Hanabilah perpindahan hak wali dekat kepada wali jauh disebabkan: 1. Tidak memenuhi syarat wali karena belum dewasa, bukan Islam, hamba sahaya. Menurut mazhab Malikiyah: 1. Wali bertempat tinggal yang sulit untuk di hubungi, 2. Sakit ingatan, 3. Dalam penjara, 4. Belum dewasa, 5. Lemah ingatan, 6. Hamba sahaya. Lihat ‘Abd alRah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 27-41.
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putusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengadopsi susunan kedekatan wali berdasarkan mazhab Shafi’iyah sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 19 s/d 23. Para ulama mazhab empat berbeda pendapat mengenai problem hukum yang muncul jika perpindahan wali tersebut tidak ada faktor-faktor yang membolehkan beralihnya hak perwalian. Menurut mazhab Malikiyah, jika wali jauh mengawinkan mempelai perempuan sedangkan wali dekat masih ada, perkawinan tersebut sah, kecuali jika wali dekat tersebut wali mujbir.72 Mazhab Shafi’iyah dan mazhab Hanabilah berpendapat urutan wali merupakan syarat mutlak sahnya sebuah perkawinan. Jika wali jauh mengawinkan mempelai perempuan sedangkan wali dekat masih ada dan tidak ada faktor yang menghalanginya menjadi wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.73 Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa urutan wali bukan merupakan syarat mutlak sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi, jika wali jauh mengawinkan mempelai perempuan sedangkan wali dekat masih ada dan tidak ada faktor yang menyebabkan ia tidak berhak menjadi wali, perkawinan tersebut tetap sah, tetapi untuk sementara ditangguhkan menunggu persetujuan wali dekat, jika disetujui perkawinan tersebut sah, jika tidak disetujui perkawinan tersebut tidak sah.74 Perkara pembatalan perkawinan atas dasar alasan wali perkawinan tidak sah karena dilakukan oleh wali hakim sedangkan wali dekat masih ada dan tidak ada faktor yang menjadi hilangnya hak wali dekat untuk menjadi wali dapat di klasifikasikan dalam tiga kelompok: 1. Perkawinan dilangsungkan oleh wali hakim, sedangkan wali dekat (ayah kandung mempelai perempuan) berada di wilayah yang sama dengan tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut. Latar belakangnya wali dekat (ayah kandung) tidak mau menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki atau karena tidak sepakat mengenai jumlah mahar atau uang hantaran antara wali dekat dengan keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih di bawah usia 21 tahun. Selanjutnya mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki melangsungkan perkawinan dengan wali hakim dan dicatat oleh PPN yang berwenang. 2. Perkawinan dilangsungkan oleh wali hakim karena wali dekat (ayah kandung mempelai perempuan) berada di luar kota yang jaraknya melebihi jarak yang membolehkan salat dilakukan qas}ar. Latar 72



Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 403. Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 9, 199; Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, dalam ‘Abd al-H{ami>d al-Sharwa>ni> dan Ah}mad ibn Qa>sim al-‘Aba>di>, Hawa>shay ‘ala> Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 7, 247. 74 Muh}ammad Ami>n ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z ‘An, H{a>shiyat Ibn ‘An, (Beirut: t.th.), vol. 4, 144. 73
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belakangnya wali dekat (ayah kandung) tidak mau menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki atau karena tidak sepakat mengenai jumlah mahar atau uang hantaran antara wali dekat dengan keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan masih di bawah usia 21 tahun. Selanjutnya mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki pergi keluar dari daerah tempat tinggal wali dekat dan melangsungkan perkawinan dengan wali hakim dan dicatat oleh PPN yang berwenang. Pada saat pembatalan perkawinan mempelai perempuan belum hamil. 3. Perkawinan dilangsungkan oleh wali hakim karena wali dekat (ayah kandung mempelai perempuan) berada di luar kota yang jaraknya melebihi jarak yang membolehkan salat dilakukan qas}ar. Latar belakangnya wali dekat (ayah kandung mempelai perempuan) tidak menerima lamaran atau tidak sepakat mengenai jumlah mahar atau uang hantaran akan tetapi mempelai perempuan sudah dewasa (21 tahun). Selanjutnya mempelai perempuan dan mempelai laki-laki pergi keluar dari daerah tempat tinggal wali dekat dan melangsungkan perkawinan dengan wali hakim dan dicatatkan oleh PPN yang berwenang. Pada saat pembatalan mempelai perempuan sudah hamil. Untuk memahami kriteria sah dan tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim yang ditetapkan Mahkamah Agung diperlukan penelaahan beberapa pertimbangan putusan yang satu sama lain saling melengkapi, baik dari putusan yang membatalkan maupun yang mengesahkan perkawinan sehingga dapat dipahami secara utuh. Untuk itu di bawah ini dikutip beberapa pertimbangan hukum dari berbagai putusan:75 1. Bahwa meskipun semula perkawinan Tergugat II (mempelai perempuan) dan Tergugat III (mempelai laki-laki) dengan berwalikan hakim (Tergugat I), berlangsung secara sah, namun demikian ternyata terbukti bahwa wali nasabnya (Penggugat) selaku ayah kandung tergugat II berada dalam wilayah hukum tempat berlangsungnya perkawinan, dengan digugatnya perkawinan dimaksud oleh Penggugat, maka berakibat hukum aqad perkawinan itu menjadi terurai, tidak mengikat lagi serta batal demi hukum berdasarkan ketentuan hukum Islam, antara lain:76 75



Mengigat panjangnya setiap pertimbangan hukum maka kutipan ini bukan kutipan langsung akan tetapi keutuhan substansinya tetap dijaga. 76 Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/AG/1991 tanggal 31 Oktober 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 40/Pts/1989/1990/PTA-Mdn. tanggal 20 Nopember 1990 dan Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 233/Pts/1988/1989/PA-PST.
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77



“Jika mempelai laki-laki mengawinkan mempelai perempuan tanpa kehadiran wali (nasab), namun kemudian terbukti bahwa wali (nasab) tersebut berada di wilayah hukum tempat dilaksanakannya perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mengikat (tidak sah).” 2. Bahwa terbukti perkawinan Terbanding I (mempelai laki-laki – penj.) dan Terbanding II (mempelai perempuan – penj.) dilakukan dengan wali hakim yang tidak berwenang. Sebab perkara ini tidak dapat dipindahkan wali nasab ke wali hakim karena terbukti Terbanding (mempelai perempuan dan mempelai laki-laki – penj.) dengan sengaja keluar daerah meninggalkan tempat kediaman wali nasab (dari Nusa Tenggara Barat ke Bali – penj.) sebagai helah untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Di samping itu, walaupun wali dekat dalam musyawarah saat terjadi peminangan mensyaratkan perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II dengan mahar Rp 1.500.000,00, akan tetapi jika Terbanding I tidak sanggup wali dekat akan mengawinkan tanpa mahar, akan tetapi tawaran dari wali dekat tidak ditanggapi oleh Terbanding I. Oleh karenanya perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut majlis berpendapat permohonan pembatalan atas perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II dapat dikabulkan.78 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Bahwa Termohon II (mempelai perempuan belum berusia 21 tahun – penj.) ternyata tidak mendapat izin dari orang tuanya. Bahwa Pasal 6 ayat (5) UU Perkawinan telah memberikan jalan keluar bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tua untuk memohon izin kepada pengadilan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon II, sehingga perkawinan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Bahwa wali hakim yang menjadi wali perkawinan Termohon II tidak berwenang karena wilayah kerjanya hanya meliputi 77



Abu> Bakar ibn Muh}ammad Shat}t}a>, I‘a>nat al-T{a>libi>n, vol. 3, 316. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/AG/1991 tanggal 23 Maret 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 55/P/PTA.MTR/XII/1990 tanggal 12 Januari 1991 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 333/G/1990 tanggal 22 September 1990. 78
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wilayah Kecamatan Sukakarya Sabang sedangkan mempelai perempuan dan laki-laki penduduk Kecamatan Bate Kabupaten Pidie dan wali nasab (ayah kandung – penj.) masih ada tidak gaib. Sehingga perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 PMA No. 2 Tahun 1987. Oleh karenanya harus dibatalkan sesuai Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:



79



“Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil (tidak sah), pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Termohon I (mempelai lakilaki – penj.) dan Termohon II melanggar hukum syar’i dan undangundang yang berlaku sehingga permohonan (pembatalan perkawinan – penj.) dapat dikabulkan.80 4. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing dan harus dicatatkan, dengan demikian wali sebagai salah satu rukun perkawinan dalam agama Islam tidak dapat diabaikan sebagaimana Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:



81
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Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 483. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan Pengadilan Agama Sabang yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/AG/1994 tanggal 24 Oktober 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 50 /Pdt.P/1993/PTA-BNA tanggal 30 Oktober 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Sabang Nomor 24/Pdt.G/1993/PA-SAB tanggal 27 Mei 1993. 81 Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 483. 80
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“Perempuan manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil (tidak sah), pernikahannya batil, pernikahannya batil. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” Bahwa jika tergugat II (mempelai perempuan – penj.) beralasan bahwa orang tuanya tidak mau mengawinkan dengan Tergugat I (mempelai laki-laki – penj.), Hadis tersebut di atas dan Pasal 2 ayat (2) PMA No. 2/1987 dan Pasal 23 ayat (2) KHI telah memberi jalan keluar, yaitu mengajukan wali ‘ad}al kepada Pengadilan Agama, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat I, sehingga perkawinan tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan hukum. Bahwa keberadaan hamil tergugat I dari hasil perkawinan tersebut tidak dapat mempengaruhi pertimbangan majlis hakim dalam menetapkan sah atau tidaknya perkawinan tergugat I dengan tergugat II. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majlis hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan tergugat I dengan tergugat II.82 5. Bahwa tolok ukur yuridis sahnya sebuah perkawinan, jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, adalah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 4 KHI. Wali perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak dapat dibatalkan, bukan batal dengan sendirinya. Berdasarkan tafsir a contrario, frasa “dapat dibatalkan” (frasa ini tercantum dalam Pasal 22 UU Perkawinan dan Pasal 71 KHI – penj.) dapat berarti juga “dapat tidak batal”. Berdasarkan interpretasi tersebut, memberikan pemahaman bahwa wali perkawinan dalam perkawinan meskipun merupakan keharusan akan tetapi tidak mutlak. Atas dasar itu hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan yang dilangsungkan oleh wali hakim tidak semata menggunakan pendekatan yuridis normatif, akan tetapi juga memperhatikan manfaat hukum (legal utility) dan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat agar memenuhi rasa keadilan. 82



Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banda Aceh yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/AG/1994 tanggal 28 Nopember 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 29/Pdt.G/1994/PTA.BNA tanggal 26 Juli 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 68/Pdt.G/1993 tanggal 4 Desember 1993.
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Bahwa dalam perkara ini, perkawinan Tergugat I dan Tergugat II (yang dilakukan oleh wali hakim – penj.) tidak secara langsung dapat dibatalkan, melainkan sangat erat berkaitan dengan beberapa persoalan yang melatar belakangi perkawinan tersebut, yaitu: (1) motivasi (niat) Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan, (2) rangkaian peristiwa perkawinan, (3) dampak putusan setelah dijatuhkan. Bahwa motivasi perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilandasi itikad baik yang didahului oleh lamaran Tergugat II kepada Penggugat (ayah kandung Tergugat I) dan lamaran tersebut telah diterima oleh Penggugat. Penerimaan lamaran tersebut merupakan wujud kesediaan Penggugat menjadi wali. Bahwa sebab akibat perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan oleh wali hakim dan dilangsungkan di kota lain disebabkan: (1) tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II (calon mempelai laki-laki) mengenai jumlah uang belanja perkawinan sehingga Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I (calon mempelai perempuan) enggan melangsungkan perkawinan, (2) Tergugat I mengikuti saran ibu kandungnya yang selama ini merawatnya sejak usia kecil sebagai single parent akibat perceraian dengan Penggugat (ayah kandung Tergugat I) untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II di daerah lain, (3) ada institusi resmi yang bersedia melangsungkan perkawinan dengan wali hakim. Bahwa dampak putusan setelah dijatuhkan akan lebih banyak manfaat dan maslahatnya jika perkawinan tidak dibatalkan, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majlis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak.83 Dari beberapa pertimbangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Agung menetapkan kriteria batal dan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim sebagai berikut: 1. Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim tidak sah jika wali dekat berada dalam satu wilayah dengan tempat pelaksanaan perkawinan, dan wali hakim tidak diberi kuasa (tawki>l) oleh wali dekat. 83



Pertimbangan tersebut pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/AG/2005 tanggal 24 Mei 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/2002/PTA.MKS. tanggal 23 September 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 14/Pdt.G/2002/PA.Sgm. tanggal 11 Maret 2002.
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2. Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim tidak sah walaupun wali dekat bertempat tinggal di wilayah yang jauh bahkan berbeda provinsi dengan tempat dilaksanakannya perkawinan, jika ada unsur kesengajaan dari mempelai perempuan melarikan diri dari tempat tinggal wali dekat dan wali hakim tidak diberi kuasa (tawki>l) oleh wali dekat. 3. Perpindahan hak wali dari wali dekat kepada wali hakim karena ‘ad}al harus berdasarkan keputusan dari Pengadilan Agama. Jika tidak ada keputusan Pengadilan Agama maka perkawinan oleh wali hakim dengan alasan wali dekat ‘ad}al tidak sah walaupun pihak mempelai perempuan sedang hamil. 4. Perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim dengan tidak didukung putusan Pengadilan Agama mengenai wali dekat ‘ad}al, walaupun pihak mempelai perempuan memiliki unsur kesengajaan untuk menjauhkan diri dari tempat tinggal wali dekat dengan berpindah ke daerah lain agar dapat melangsungkan perkawinan dengan mempelai laki-laki kekasihnya, jika dilandasi itikad baik setelah mempelai laki-laki melamar dan lamaran diterima dan kepergiannya atas restu ibu kandungnya tidak dapat dibatalkan dan tetap dianggap sah. Pandangan hukum Mahkamah Agung mengenai sah dan tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tersebut menarik untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Dari sisi normatif, kriteria nomor 1, 2 dan 3 merupakan bentuk pandangan hukum Mahkamah Agung yang legalistik, di mana penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan tersebut diukur dengan ketentuan undang-undang belaka tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perkawinan oleh wali hakim dan tidak mempertimbangkan faktor sosiologis maupun psikologis para pihak pasca pembatalan perkawinan – sebagaimana contoh kasus nomor 3 di mana mempelai perempuan sedang hamil. Sedangkan kriteria nomor 4 menggambarkan pandangan hukum Mahkamah Agung yang mengedepankan faktor sosiologis dan maslahat sebuah putusan. Kriteria nomor 1, 2 dan 3 mengenai batalnya perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim merupakan implementasi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jis. Pasal 4, 19, 23 dan 71 huruf c KHI dan Hadis Nabi Muhammad riwayat ‘Aishah istri Nabi Muhammad, yakni perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama, wali perkawinan merupakan rukun perkawinan, urutan wali harus mendahulukan wali yang paling dekat dengan mempelai perempuan dan ayah merupakan urutan pertama dan memiliki hak mujbir, perpindahan hak perwalian dari wali dekat kepada wali hakim sah jika ada putusan Pengadilan Agama bahwa wali dekat ‘ad}al.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/AG/2005 yang membenarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa berlainan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya sekedar menerapkan pasal undang-undang, melainkan mempertimbangkan faktor itikad baik para pihak yang melangsungkan perkawinan dan manfaat putusan bagi para pihak. Sebetulnya dalam setiap perkara perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim, pada awalnya, selalu didasarkan atas itikad baik dengan dilakukan peminangan akan tetapi terdapat faktor lain yang menyebabkan ayah calon mempelai perempuan sebagai wali dekat enggan untuk melangsungkan perkawinan, di antaranya: anak perempuannya belum dewasa dan masih sedang menempuh pendidikan formal,84 faktor hubungan keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang sebelumnya kurang harmonis,85 faktor biaya pelaksanaan perkawinan.86 Di samping asas itikad baik perkawinan yang dimohonkan pembatalnya pada umumnya mengandung faktor-faktor psikologis yang patut dipertimbangkan, seperti mempelai laki-laki dan perempuan sudah hidup bersama sebagai suami istri87 dan mempelai istri sudah mengandung akibat perkawinan terbut.88 Dari persentase perkawinan yang dibatalkan sebanyak 62,50% dibanding dengan yang tetap dinyatakan sah sebanyak 84



Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 391K/AG/1998 calon mempelai perempuan baru berusia 15 tahun dan sedang menempuh pendidikan SMU, hubungan percintaan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sangat intim bahkan calon mempelai perempuan sudah tiga kali minggat dari rumah orang tuanya mengikuti calon mempelai laki-laki. 85 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29K/AG/1994 calon mempelai lakilaki sebelumnya pernah menjalin cinta dengan kakak calon mempelai perempuan bahkan sampai ke tingkat peminangan, akan tetapi perkawinan tidak berlanjut. Setelah berselang beberapa tahun calon mempelai laki-laki menjalin hubungan cinta dengan calon mempelai perempuan dan saat meminang ditolak oleh ayah calon mempelai perempuan, kemungkinan faktor ketidak harmonisan kedua keluarga akibat luka lama. 86 Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65K/AG/1991 calon mempelai lakilaki melamar kepada ayah calon mempelai perempuan sebanyak empat kali, ayah mempelai perempuan mau menerima lamaran dengan menentukan uang mahar dalam jumlah tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sementara hubungan percintaan mempelai laki-laki dan perempuan sudah sangat intim. 87 Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 378K/AG/1994 suami istri telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan lebih; dalam Putusan 467/K/AG/1998 suami istri sudah hidup bersama sebagai suami istri 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; dalam Putusan Nomor 391K/AG/1998 suami istri telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) bulan lebih. 88 Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 391K/AG/1998 mempelai perempuan sudah mengandung sekitar dua bulan; dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 378K/AG/1994 mempelai perempuan sudah hamil dua bulan.
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12,50% menggambarkan bahwa Mahkamah Agung cenderung beraliran legistik dalam perkara pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim, tanpa mempertimbangkan itikad baik dan kondisi mempelai perempuan sudah mengandung. Bahkan dalam putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 68/Pdt.G/1993 yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 378K/AG/1994 dalam pertimbangan hukumnya secara eksplisit menyatakan “bukti tertulis dari rumah bersalin Kasih Mama yang menyatakan mempelai Tergugat II (mempelai perempuan – penj.) telah hamil delapan minggu tidak dapat mempengaruhi penilaian dan pertimbangan majlis dalam menetapkan sah atau tidaknya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, karena masalah sah tidaknya perkawinan merupakan pokok untuk menghalalkan hubungan suami istri.” Beberapa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim yang tidak sah menggambarkan bahwa Mahkamah Agung masih mendudukan peran wali perkawinan yang dominan dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana dianut mazhabmazhab fikih yang ada, kecuali mazhab Hanafiyah. Pendapat mazhab Hanafiyah yang memberikan peran sama antara perempuan dan laki-laki dalam bidang hukum kontrak, khususnya dalam bidang perkawinan, di mana perempuan dapat melakukan sendiri akad perkawinan, merupakan pendapat yang patut dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan dengan wali tidak sah. Bahkan Ibn ‘An berpendapat wali perkawinan hilang haknya untuk membatalkan perkawinan perempuan yang di bawah perwaliannya walaupun perkawinan tersebut dengan laki-laki tidak sekufu, jika perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil demi perkembangan dan pendidikan anak.89 Metode istih}sa>n dengan cara memilih salah satu pendapat ulama yang dianggap lebih baik dalam penyelasaian perkara pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim merupakan jalan keluar yang dapat memenuhi rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, 90 di mana hakim mempunyai kewajiban untuk menggali dan menerapkan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam era modern, hukum sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Hak-hak perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidup dijamin dalam Declaration of Human Right. Dalam Article 16 (1) 89



Ibn ‘An, H{a>shiyat Ibn ‘An, 116. Teks Pasal 28 (1) UU No. 4 Tahun 2004 (sekarang harus dibaca Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009): “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. I, h. 269. 90
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dikatakan “Laki-laki dan perempuan dewasa memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk rumah tangga dengan tidak membedakan ras, agama, kewarganegaraan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama mengenai perkawinan baik dalam membina rumah tangga maupun dalam menentukan perceraian.” Lebih tegas lagi dikatakan dalam Article 16 (2) “Perkawinan harus didasarkan atas kehendak bebas dari para pihak.”91 Asas-asas persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menentukan pasangan hidup dalam Declaration of Human Right tersebut di Negara Republik Indonesia telah dikukuhkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.92 Upaya untuk mengurangi peran wali dalam perkawinan atas dasar kesadaran untuk memperjuangkan pengarusutamaan gender di Indonesia dapat dilihat dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang ditawarkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang dimotori Siti Musda Mulia, bahwa wali perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, perempuan dan laki-laki yang sudah dewasa dapat melakukan akad perkawinan, kecuali dalam hal perempuan dan laki-laki tersebut belum dewasa atau dalam keadaan tidak cakap berbuat hukum, wali nasab atau wali hakim berperan untuk melakukan akad perkawinan.93 Draft tersebut ditawarkan sebagai konsep alternatif dari Draft UU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diadopsi dari Kompilasi Hukum Islam yang masih memberikan peran dominan kepada wali perkawinan. Namun demikian, beberapa negara muslim yang melakukan pembaharuan hukum perkawinan masih tetap memfungsikan wali perkawinan sebagai rukun perkawinan, kecuali Tunisia yang secara eksplisit, dalam Pasal 9 Majallat al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah No. 40 Tahun 1957, menyatakan bahwa 91



Teks asli Declaration of Human Right Article 16. (1): “Man and Women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.” Lihat Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary (ST. Paul-USA: West Group, 1999), 1719. 92 Teks Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sedangkan teks Pasal 10 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 20 dan 1915. 93 Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama, Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, 2004 (tidak diterbitkan).
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laki-laki dan perempuan dapat melakukan sendiri akad perkawinan mereka atau menunjuk orang yang mewakilinya.94 C.3. Pembatalan Perkawinan Karena Mempelai Perempuan Terikat Perkawinan/dalam Masa Idah dengan Laki-laki Lain Perkara gugatan pembatalan perkawinan atas dasar mempelai perempuan masih terikat perkawinan sah/dalam masa idah dengan laki-laki lain, jenis putusannya ada tiga macam: Pertama, gugatan dikabulkan dan perkawinannya dibatalkan; Kedua, gugatan ditolak dan perkawinannya tetap sah; Ketiga, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan berarti perkawinannya tetap sah. Gugatan yang ditolak disebabkan tidak terbukti bahwa mempelai perempuan masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain, akan tetapi mempelai perempuan tersebut waktu melangsungkan perkawinan sudah dicerai oleh suami pertama dan telah habis masa idahnya.95 Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formal.96 Sedangkan gugatan yang dikabulkan terbukti bahwa mempelai istri masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain. Dasar hukum yang diterapkan dalam perkara yang dikabulkan tersebut adalah Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 24; UU Perkawinan Pasal 9, Pasal 23 huruf a, Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pasal 42, Pasal 51 ayat (2) dan (3); PP Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 39 ayat (3); KHI Pasal 40 huruf a, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 71 huruf b, Pasal 105 huruf a. Gugatan pembatalan perkawinan dengan alasan mempelai perempuan masih menjalani idah dengan laki-laki lain satu perkara. Gugatannya dikabulkan dan perkawinannya dibatalkan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 39 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Persoalan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan karena mempelai perempuan masih terikat perkawinan laki-laki lain; dan 94



Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, 240. Lihat pula D.F. Mulla’s, Principles of Mohamedan Law (Lahore: Nadeem Law Book House, t.th.), 233. 95 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/AG/1998 tanggal 5 Februari 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 20/Pdt.G/1998/PTA.MTR. tanggal 6 Juni 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 283/Pdt.G/1997/PA.PRA. tanggal 23 Desember 1997. 96 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/AG/1999 tanggal 29 Nopember 2000 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pdt.G/1997/PTA.JK. tanggal 24 Nopember 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 670/Pdt.G/1996/PA.JKS. tanggal 5 September 1996.
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pembatalan perkawinan karena masih dalam masa idah adalah, apakah termasuk perkawinan yang batal demi hukum (bat}al/nieteg) atau perkawinan yang dapat dibatalkan (fasad/vernieteg). Diktum putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan mempelai perempuan masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain berbunyi “Menetapkan perkawinan HAN dengan ADI yang dilakukan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan KTS adalah batal.”97 Diktum putusan Mahkamah Agung tersebut menggambarkan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain adalah batal demi hukum. Demikian halnya perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang dalam masa idah dari suami lain adalah batal demi hukum.98 Akan tetapi, jika dilihat dari efek perkawinan yang dibatalkan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan, yang dibatalkan karena mempelai perempuan masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain, adalah anak dari suami istri yang bersangkutan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, batalnya perkawinan berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap kecuali terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ayat ini dimaksudkan agar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan karena pertalian darah baik dengan ayah maupun ibunya. 99 Pendapat hukum



97



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2006 tanggal 24 Januari 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 134/Pdt.G/2005/PTA.Smg. tanggal 10 Oktober 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 26/Pdt.G/2005/PA.Skh. tanggal 6 Juli 2005. 98 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/AG/2006 tanggal 30 Mei 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 131/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2085/Pdt.G/2004/PA.Tsm tanggal 9 Juni 2005. 99 Dalam perkara tersebut, seorang perempuan mengaku perawan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak berusia lima tahun. Belakangan rumah tangga mereka tidak harmonis akhirnya pihak istri mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sementara proses perceraian berlangsung pihak istri dan kakak perempuan pihak istri mengajukan pembatalan perkawinan sedangkan pihak suami mengajukan gugat balik agar anak diserahkan kepada suami. Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut, akan tetapi gugatan balik dari pihak suami ditolak dengan pertimbangan anak tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah dengan pihak suami berdasarkan Hadis Nabi;



. Putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2 huruf a) UU Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak menghapuskan hubungan keluarga karena hubungan darah dengan ayah
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Mahkamah Agung tersebut secara formal tergambar pula dalam putusan terdahulu dalam uraian mengenai pengesahan perkawinan di mana seorang yang melakukan perkawinan sedangkan ia masih menjalani idah perceraian dengan laki-laki lain dinyatakan sah karena perkawinan tersebut sejak dilangsungkan hingga saat dimohonkan pengesahan tidak ada pihak yang melakukan pembatalan, karena perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam undang-undang perkawinan berstatus dapat dibatalkan sehingga selama tidak ada pihak yang membatalkan perkawinan tersebut tetap sah.100 Undang-undang perkawinan memandang perkawinan seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain atau masih menjalani masa idah dari laki-laki lain dapat dibatalkan (fasad/verniteg),101 demikian halnya KHI, yang menganut perkawinan batal demi hukum dan perkawinan dapat dibatalkan, mengelompokkan perkawinan perempuan yang menjalani idah termasuk dalam perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b dan c, walaupun Pasal 71 huruf b KHI tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perkawinan mempelai perempuan yang masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain, karena Pasal 71 huruf b tersebut secara tekstual mengatur perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang mafqu>d.102 Jika perkawinan laki-laki dengan perempuan yang masih terikat dan ibunya. Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. 100 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998. 101 Pasal 24 UU Perkawinan berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.” Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Repuplik Indonesia, vol. 1, 837. 102 Pasal 70 KHI mengatur tentang perkawinan yang batal demi hukum, yaitu: 1. Perkawinan kelima seorang laki-laki yang memiliki 4 istri, 2. Perkawinan seorang laki-laki dengan matan istrinya yang telah dili‘an. 3. Perkawinan seorang laki-laki yang dengan mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga kali dan istrinya tersebut belum pernah kawin dengan laki-laki lain, 4. Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang mempunyai hubungan darah, semenda dan persusuan. 5. Perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang perempuan tersebut adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istrinya. Pasal 71 KHI mengatur perkawinan yang dapat dibatalkan, di antaranya dalam Pasal 71 huruf b; Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat perkawinan sah dengan laki-laki yang mafqu>d. Lihat Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Peersada, 2004), 389-390.
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perkawinan dengan laki-laki mafqu>d ini diperluas termasuk terikat perkawinan dengan laki-laki yang tidak mafqu>d, maka menurut KHI perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan, sehingga selama tidak ada orang yang mengajukan permohonan pembatalan, perkawinan tersebut tetap sah. Hukum Islam melarang perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 24.103 Sedangkan larangan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang menjalani masa idah dari laki-laki lain tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 235.104 Para ulama mazhab empat



103



Redaksi Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 24 adalah sebagai berikut:



                                                 “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budakbudak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 3, 120; Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r alMana>r, vol. 5, 3. 104 Redaksi Q.S. Al-Baqarah [2] : 235 adalah sebagai berikut:                                                     “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”
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bersepakat bahwa mengawini perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain atau perempuan dalam masa idah hukumnya haram dan perkawinan tersebut wajib dibatalkan, dan konsekuensinya tidak menimbulkan efek hukum seperti hubungan darah, hubungan perkawinan, nafkah, idah, dan hak saling mewaris.105 Demikian pula mazhab Zahiriyah berpendapat sama dengan mazhab empat.106 Hukum keluarga di Syria membedakan antara perkawinan batal dan fasid. Perkawinan batal tidak mempunyai efek hukum seperti mahar, nafkah, saling mewaris antara suami istri, kekeluargaan karena pertalian darah, dan kekeluargaan karena pertalian perkawinan. Perkawinan batal demi hukum secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 48 ayat (2), yaitu perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki bukan muslim. Sedangkan perkawinan fasid jika suami istri belum melakukan hubungan biologis sama dengan perkawinan batal. Akan tetapi jika sudah terjadi hubungan biologis antara suami istri menimbulkan efek hukum wajib mahar, hubungan kekeluargaan karena pertalian darah, kekeluargaan karena pertalian perkawinan dan hak nafkah bagi istri. Selain perkawinan batal dan fasid, hukum keluarga Syria mengenal juga perkawinan yang mawqu>f – perkawinan yang sah akan tetapi pihak orang tua atau mempelai dapat mengajukan pembatalan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa perempuan dewasa yang melangsungkan perkawinan oleh dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka walinya dapat mengajukan pembatalan jika ia tidak setuju.107 Kuwait dalam Personal Status Law No. 51 Tahun 1984 secara lebih detail mengkategorikan perkawinan dalam dua jenis. Pertama, perkawinan sah, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Personal Status Law dan menimbulkan efek hukum hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan karena pertalian darah, Pengertian         adalah mengawini perempuan dalam masa idah. Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 2, 193; Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 2, 427; al-S{a>bu>ni>, Rawa>i‘ al-Baya>n Tafsi>r Am min al-Qur’a>n, vol. 1, 377. 105 Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 6605-6615; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 431; ‘Abd al-‘Azi>z ‘Ami>r, alAh}wa>l al-Shakhs}i>yah fi> al-Shari>‘at al-Isla>mi>yah Fiqhan wa Qada>’an “al-Zawwa>j” (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1984), 74 dan 127; dan al-S{a>bu>ni>, Rawa>i‘ al-Baya>n Tafsi>r Am min al-Qur’a>n, vol. 1, 377. 106 Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1612. 107 Pasal 47-52 Qa>nu>n al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah No. 59/1953 yang telah diamandemen dengan Qa>nu>n No. 24/1975. Lihat Adi>b Istanbu>li>, al-Murshid fi> Qa>nu>n alAh}wa>l al-Shakhs}i>yah (Damaskus: al-Maktabah al-Qa>nu>ni>yah, 1997), 36 dan 41.
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hubungan kekeluargaan karena pertalian perkawinan dan hubungan waris mewaris. Perkawinan sah ini dikelompokkan lagi ke dalam tiga bentuk: (1) perkawinan yang berlaku efektif dan mengikat, yaitu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Personal Status Law; (2) perkawinan yang berlaku efektif tapi belum mengikat, yaitu perkawinan yang masih memungkinkan untuk dibatalkan menurut aturan Personal Status Law seperti perkawinan yang tidak dicatatkan; (3) perkawinan yang belum berlaku efektif dan belum mengikat, yaitu jika perkawinan tersebut masih memungkinkan bagi mempelai lakilaki/perempuan dan/atau wali untuk membatalkan perkawinan tersebut atau merestui perkawinan tersebut, seperti perkawinan yang dilakukan oleh wakil wali yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari syarat yang ditentukan oleh wali prinsipal. Kedua, perkawinan tidak sah, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan/atau persyaratan yang diatur dalam Personal Status Law. Perkawinan tidak sah ini tidak menimbulkan efek hukum. Namun jika suami istri sudah melakukan hubungan biologis, maka perkawinan tersebut menimbulkan efek hukum kewajiban mahar atas suami, kewajiban menjalani idah bagi istri setelah perkawinan dibatalkan, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya dan menimbulkan hubungan kekeluargaan karena pertalian perkawinan. Demikian halnya di beberapa negara Muslim Arab lainnya, pada umumnya mengatur tentang perkawinan yang tidak sah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai efek hukum kecuali jika suami istri sudah melakukan hubungan biologis.108 Pendapat Mahkamah Agung dalam perkara pembatalan pekawinan karena pihak perempuan masih dalam masa idah dari perceraian laki-laki lain merupakan varian hukum baru dari sekian varian hukum lainnya yang terdapat dalam berbagai mazhab fikih dan berbagai perundang-undang hukum keluarga di negara-negara muslim. Mahkamah Agung berpendapat hukum perkawinan perempuan yang dalam masa idah dari perceraian lakilaki lain tetap sah selama tidak ada yang membatalkan, sedangkan dalam fikih mazhab empat perkawinan tersebut batal demi hukum. Dilihat dari sisi fikih mazhab empat, pendapat Mahkamah Agung tersebut merupakan ijtihad insha>’i>, akan tetapi jika dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pendapat Mahkamah Agung tersebut merupakan ijtihad intiqa>’i>. Di sisi lain, walaupun ada persamaan dengan berbagai perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim, di mana perkawinan perempuan 108



Lihat Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic marriage and Divorce Laws of The Arab World, 44-45, 89, 122, 123, 124, 158, 185-186, 204-205, 223224, 243, dan 255.
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yang dalam masa idah dari perceraian laki-laki lain memiliki akibat hukum jika suami istri sudah melakukan hubungan biologis, akan tetapi perkawinan tersebut tetap harus dibatalkan, bahkan di negara muslim tertentu jika suami istri tersebut tetap hidup berumah tangga diancam hukuman pidana. Pengadilan Tinggi Lahore di Pakistan, dalam perkara perkawinan perempuan yang sedang menjalani idah dari perceraian laki-laki lain, memutuskan bahwa perkawinan tersebut bukan perkawinan batal demi hukum yang tidak mempunyai efek hukum, melainkan perkawinan irregular atau dapat dibatalkan yang mempunyai akibat hukum di mana anak dari hasil perkawinan tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya akan tetapi perkawinan tetap harus dibatalkan.109 C.4. Pembatalan Perkawinan yang Dilaksanakan Karena Ada Unsur Paksaan Pembatalan perkawinan yang didasarkan karena adanya unsur paksaan tidak ditemukan data putusan yang membatalkan, kecuali putusan yang menolak permohonan pembatalan perkawinan dan perkawinan tetap dianggap sah. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan adalah Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI. Substansi pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut: Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1990. Permohonan pembatalannya baru diajukan pada tanggal 16 Juni 1993. Dengan demikian, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan 2 (dua) hari. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) KHI, permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat diajukan oleh suami atau istri (dalam perkara ini diajukan oleh suami – penj.). Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2), jika ancaman tersebut telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ancaman berhenti suami istri masih 109



Dalam beberapa yurisprudensi peradilan di Pakistan, perkawinan dibagi dalam tiga kategori: Pertama, valid marriage (sah), yaitu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan; Kedua, void marriage (batal demi hukum), perkawinan yang melanggar larangan yang absolut, yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekeluargaan karena pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persusuan; dan Ketiga, irregular marriage (perkawinan dapat dibatalkan), perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat temporal (tidak absolut) seperti perkawinan karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi, perkawinan kelima bagi laki-laki yang sudah beristri empat, perkawinan antar pemeluk beda agama, perkawinan perempuan yang sedang menjalani masa idah. Lihat D.F. Mulla’s, Principles of Mohamedan Law, 225-229.
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hidup berumah tangga dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Bahwa Pemohon sebagai suami tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut selama 3 (tiga) tahun lebih, sedangkan ancaman tersebut telah berhenti sejak selesainya dilangsungkan perkawinan. Oleh karenanya permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon harus ditolak. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan Pengadilan Agama Banda Aceh yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung.110 Dalam literatur fikih mazhab empat, ayah boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang belum dewasa tanpa persetujuannya. Bahkan mazhab Hanafiyah membolehkan seluruh wali nasab untuk mengawinkan laki-laki yang belum dewasa tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa ia mempunyai hak khiyar untuk membatalkan atau melangsungkan perkawinan tersebut. Mazhab Shafi’iyah berpendapat, ayah dan kakek dapat mengawinkan anak perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuannya. Berbeda dengan mazhab Shafi’iyah, mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat hanya ayah yang dapat mengawinkan anak perempuan belum dewasa tanpa persetujuannya. Mazhab Hanafiyah berpendapat seluruh wali nasab dapat mengawinkan anak perempuan belum dewasa tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa ia memiliki hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan perkawinan tersebut. Mazhab empat sepakat laki-laki dewasa dan perempuan dewasa janda tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuan mereka. Dalam hal janda belum dewasa, mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat ayah dapat mengawinkan tanpa persetujuannya, akan tetapi mazhab Hanafiyah memberikan hak khiyar kepadanya setelah ia dewasa untuk melanjutkan perkawinan atau membatalkannya. Sedangkan mazhab Shafi’iyah berpendapat janda belum dewasa tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuannya. Perempuan dewasa yang masih perawan, menurut mazhab Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah, dapat dikawinkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya, sedangkan mazhab Hanafiyah berpendapat tidak boleh tanpa persetujuannya. Mazhab Zahiriyah berpendapat laki-laki dewasa atau belum dewasa, perempuan perawan dewasa dan perempuan janda tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuannya, sedangkan untuk
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Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/AG/1994 tanggal 31 Oktober 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 78/Pdt.G/1993/PTA.BNA. tanggal 16 April 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/1993/PA.BNA. tanggal 22 September 1993.
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perempuan perawan yang belum dewasa, ayah boleh mengawinkannya tanpa persetujuannya.111 Mazhab Shafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat jika wali mengawinkan perempuan atau laki-laki yang tidak diperlukan persetujuanya maka perkawinan tersebut sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, perkawinan tersebut sah akan tetapi dapat dibatalkan tergantung kepada pihak suami istri apakah ia akan membatalkan perkawinan atau melanjutkan rumah tangganya. Dalam perundang-undangan di negara-negara Muslim Arab, perkawinan mutlak harus atas kehendak para pihak, perkawinan yang mengandung unsur paksaan adalah tidak sah, jika dibatalkan sebelum suami istri melakukan hubungan biologis tidak menimbulkan efek hukum, sedangkan jika dibatalkan setelah suami istri melakukan hubungan biologis menimbulkan efek hukum.112 Mahkamah Agung berpendapat status perkawinan yang mengandung unsur paksaan selama pihak suami istri tidak mengajukan pembatalan tetap sah. Hak suami istri untuk mengajukan pembatalan dibatasi selama enam bulan setelah unsur paksaan tersebut tidak ada. Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan perkawinan disebabkan ada unsur paksaan sepenuhnya menerapkan UU Perkawinan dan KHI. Tidak ditemukan bagaimana hubunganya dengan ketentuan fikih karena yang diatur dalam fikih adalah unsur paksaan dari wali. Sedangkan dalam perkara di atas unsur paksaan bukan dari pihak wali yang bersangkutan, melainkan dari pihak keluarga perempuan terhadap pihak mempelai laki-laki dikarenakan laki-laki melakukan hubungan biologis dengan mempelai perempuan sebelum dilaksanakaan perkawinan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Perkawinan serta Pasal 72 ayat (1) dan (3) KHI. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam perkara tersebut di atas tidak menjelaskan bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, apakah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya atau hanya dengan ibunya. Tidak adanya pendapat Mahkamah Agung tentang status anak tersebut karena permohonan pembatalan dalam perkara tersebut ditolak sehingga tidak ada pendapat Mahkamah Agung tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena ada unsur paksaan. 111



Lihat Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 395-398; Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1595-1607; dan ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib alArba‘ah, vol. 4, 29-36. 112 Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Laws of The Arab World, 41, 87, 120, 155, 158, 183, 210 dan 234-243.
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C.5. Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka/Ada Unsur Penipuan Permohonan pembatalan perkawinan atas dasar alasan adanya salah sangka/ unsur penipuan, hanya ditemukan satu perkara dan putusannya berisi mengabulkan permohonan tersebut serta perkawinannya dibatalkan. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan putusan adalah Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Perkara tersebut bermula dari seorang laki-laki yang melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang disangkanya masih perawan karena dalam surat-surat persyaratan administrasi perkawinan tercantum masih perawan. Setelah dilangsungkan akad perkawinan ada informasi bahwa ia sudah pernah kawin dengan laki-laki lain akan tetapi tidak tercatat. Dua bulan setelah berlangsungnya perkawinan tersebut pihak laki-laki mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menolak permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkawinan mempelai perempuan sebelumnya tidak tercatat sehingga tidak sah. Oleh karena tidak sah, maka gugatan pembatalan yang diajukan pihak suami dengan alasan pihak istri sebelumnya pernah kawin tidak beralasan dan harus ditolak. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama, permohonan dikabulkan dan perkawinan dibatalkan dengan pertimbangan hukum bahwa walaupun perkawinan pertama pihak perempuan tidak tercatat, akan tetapi unsur salah sangka yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI tetap ada, yaitu suami menyangka istrinya perawan sedangkan kenyataannya ia sudah bukan perawan lagi karena telah melakukan hubungan biologis dengan suami yang perkawinannya tidak tercatat. Pertimbangan pengadilan tinggi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan putusannya dikuatkan.113 Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung adalah Pasal 27 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”; ayat (2) “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 113



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/AG/1997 tanggal 17 Maret 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 20/Pdt.G/1996/PTA.Bjm. tanggal 12 Desember 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 65/Pdt.G/1996 tanggal 12 Agustus 1996.
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sangka mengenai diri suami atau istri”; ayat (3) “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.” 114 Pasal 72 KHI berisi tiga ayat. Sebagaimana Pasal 27 UU Perkawinan, redaksi dan substansi ayat (1) dan (3) KHI sama dengan ayat (1) dan (3) Pasal 27 UU Perkawinan tersebut. Perbedaan kedua pasal perundang-undang tersebut terdapat dalam ayat (2). Ayat (2) KHI bunyi lengkapnya adalah “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.”115 Dalam ayat (2) Pasal 72 KHI tersebut terdapat kata “penipuan”, sementara dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan tidak ada. Kedua pasal peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan oleh suami atau istri, yaitu: (1) Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman; (2) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; (3) Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan. Perkawinan nomor 1 dan 2 diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, sedangkan perkawinan nomor 3 diatur dalam KHI. Di beberapa Negara Muslim Arab, undang-undang tentang hukum keluarganya mengatur pembatalan perkawinan disebabkan adanya unsur cacat tubuh atau penyakit menahun yang sulit disembuhkan pada diri suami atau istri. Beberapa negara tertentu, seperti Syria, Mesir, Irak, Aljazair, dan Libanon memberikan hak untuk pembatalan perkawinan tersebut hanya kepada istri dengan pertimbangan bahwa suami mempunyai hak talak. Sedangkan Jordania, Kuwait, Libya, Maroko dan Yaman memberikan hak pembatalan perkawinan kepada suami dan istri. Mengenai cacat dan penyakit yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan adalah gila, kusta, lepra, TBC, dan penyakit atau cacat kelamin yang tidak memungkinkan suami istri melakukan hubungan biologis atau yang dapat menular. Hak pembatalan tersebut disyaratkan jika sebelum dilaksanakan akad perkawinan, suami atau istri tidak mengetahui keadaan diri istri atau suaminya. Negara-negara Muslim Arab tersebut, undang-undangnya tidak
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Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 837. 115 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 390.
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mengatur tentang ketidak perawanan dapat dijadikan dasar alasan permohonan pembatalan perkawinan.116 Para fuqaha berbeda pendapat tentang hak pembatalan bagi suami istri atas perkawinan yang mengandung unsur menyembunyikan sesuatu cacat tubuh atau penyakit yang sulit disembuhkan dalam diri masing-masing suami istri. Cacat tubuh atau penyakit yang sulit disembuhkan tersebut dikelompokkan: Pertama, bisa terjadi pada suami dan istri seperti penyakit gila, penyakit kulit dan penyakit-penyakit lainnya; Kedua hanya terjadi pada pihak laki-laki saja yang berhubungan dengan kelamin laki-laki sehingga tidak bisa berhubungan seks; Ketiga, yang hanya terjadi pada perempuan saja yang berhubungan dengan penyakit kelamin perempuan sehingga tidak bisa melakukan hubungan seks.117 Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa cacat yang tersembunyi baik ada sebelum atau sesudah akad perkawinan hanya cacat yang diderita oleh suami yang berakibat tidak bisa melakukan hubungan biologis, yang memberikan hak bagi istri untuk membatalkan perkawinan. Sedangkan cacat atau penyakit lainnya yang diderita suami baik ada sebelum atau sesudah perkawinan istri tidak memiliki hak untuk membatalkan perkawinan. Laki-laki, menurut mazhab Hanafiyah, tidak diberikan hak untuk membatalkan perkawinan jika istrinya memiliki cacat atau penyakit apapun, karena suami memiliki hak talak. Mazhab Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penyakit atau cacat tubuh yang terdapat pada suami dan/atau istri menimbulkan hak untuk pembatalan perkawinan bagi suami atau istri. Menurut Wahbah al-Zuhayli>, mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa tidak ada hak bagi suami atau istri untuk membatalkan perkawinan disebabkan adanya cacat tubuh atau penyakit apapun pada diri suami atau istri118 Para fuqaha mazhab empat membatasi penyakit atau cacat tubuh berupa penyakit gila, penyakit kulit, dan cacat kelamin yang mengakibatkan tidak bisa berhubungan seksual.119 Berbeda dengan mazhab empat, Imam al-Zuhri>, Shurayh dan Abu> Thawr berpendapat bahwa setiap 116



Lihat Dawoud El Alami and Doreen Hinchliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World, 47, 54, 103-105, 139-140, 164-165, 192-193, 208-209, 232 dan 258; Adi>b Istanbu>li>, al-Murshid fi> Qa>nu>n al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah, 53; dan ‘Abd al-‘Azi>z ‘Ami>r, al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah fi> al-Shari>‘at al-Isla>mi>yah Fiqhan wa Qada>’an “alZawwa>j”, 314-320. 117 Lihat ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 189; dan Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 746. 118 Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 7048; dan Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1685. 119 Lihat ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 180-198; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 434-435.
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cacat atau penyakit menahun atau bukan, yang diderita suami atau istri, dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan.120 Para fuqaha berbeda pendapat tentang ketidak perawanan istri, apakah dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan atau tidak. Mazhab Hanafiyah berpendapat tidak boleh. Mazhab Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah berpendapat ketidak perawanan istri dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, akan tetapi masing-masing menetapkan syaratsyarat tertentu. Menurut ulama Malikiyah, jika wali perkawinan pada saat mengakadkan perkawinan menyatakan bahwa anak perempuannya perawan, namun ternyata setelah akad terbukti sudah tidak perawan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika wali tidak menyebutkan status keperawanan anaknya, maka perkawinan tidak dapat dibatalkan. Menurut mazhab Shafi’iyah dan sebagian mazhab Hanabilah, jika calon mempelai laki-laki mensyaratkan perempuan yang akan dikawininya harus perawan dan persyaratan tersebut disetujui oleh wali dan kenyataannya setelah akad perkawinan sudah tidak perawan, maka perkawinan dapat dibatalkan.121 Dalam perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung, pada saat dilaksanakan akad perkawinan wali tidak menyebutkan tentang status keperawanan calon mempelai perempuan dan tidak pula calon mempelai laki-laki mensyaratkan perempuan yang dikawininya harus berstatus perawan, sehingga unsur penipuannya tidak terbukti. Akan tetapi, alasan lain yang dikemukakan oleh suami adalah adanya salah sangka bahwa calon istrinya perawan dan terbukti sudah bukan perawan. Mahkamah Agung dalam hal ini telah menafsirkan frasa “terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri” (dalam perkara ini istri – penj.) dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI dapat diterapkan pada perkara salah sangka suami bahwa ketidak perawanan istri dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perkawinan. Pendapat Mahkamah Agung ini merupakan khazanah baru dalam hukum perkawinan, yang sebelumnya dalam literatur fikih maupun dalam undang-undang beberapa Negara Muslim Arab “salah sangka bahwa istri masih perawan ternyata sudah tidak perawan” tidak termasuk salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan. Bahkan mazhab Shafi’iyah berpendapat jika suami menyangka calon istrinya masih perawan kemudian setelah akad ternyata sudah tidak perawan maka perkawinan tidak dapat dibatalkan, karena persangkaan adalah kesalahan pihak suami ceroboh tidak menetapkan persyaratan sejak awal ketika akan dilangsungkannya 120 121
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perkawinan. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat meskipun suami mensyaratkan perempuan yang akan dikawininya harus perawan, tetapi ternyata setelah akad sudah tidak perawan, perkawinan tidak dapat dibatalkan.122 Lebih tegas lagi dapat dilihat pendapat mazhab Malikiyah, dalam dialog Imam Sah}nu>n saat bertanya kepada ‘Abd al-Rah}ma>n ibn alQa>sim; “Bagaimana pendapat anda jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan sementara ia tidak tahu status perempuan tersebut yang ternyata tuna netra atau telah melahirkan seorang anak hasil zina?” ‘Abd alRah}ma>n ibn al-Qa>sim menjawab, “Imam Ma>lik berkata: “Perkawinan tersebut tidak boleh dibatalkan, perkawinan hanya boleh dibatalkan jika perempuan tersebut menderita cacat yang telah dijelaskan kepadamu” (maksudnya yang dijelaskan dalam dialog sebelumnya, yaitu gila, kusta, belang kulit, dan penyakit kelamin – penj.).123 Akan tetapi sangat disayangkan Mahkamah Agung tidak menjelaskan argumen ijtihadnya. Sebetulnya dalam perkara tersebut dapat digunakan teori mas}lah}ah, di mana perkawinan tersebut jika dilanjutkan tidak akan harmonis dan sulit untuk dibina karena suami sudah merasa diperdaya oleh istri. Ada kelemahan dalam proses perkawinan tersebut di mana calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saat menjalin cinta kasih sebelum naik ke jenjang perkawinan tidak saling terbuka mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana yang dianjurkan oleh tuntunan ajaran Islam. Jika ada keterbukaan di antara mereka, tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Di samping itu, kadar kecintaan suami terhadap istrinya tidak semurni emas, bahkan mungkin kadar kecintaannya hanya sebatas kadar tembaga, dia lupa atau bahkan tidak tahu pada Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan perkawinan itu jika ingin kekal bahagia harus didasarkan atas kadar keimanan bukan hanya sekedar perawan atau bukan.124 C.6. Pembatalan Perkawinan Karena Mempelai Laki-laki dan Perempuan Mempunyai Hubungan Darah Pembatalan perkawinan lainnya adalah didasarkan atas alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan kekeluargaan atas pertalian darah dan hubungan persusuan. Kedua perkara tersebut putusannya berisi menolak permohonan karena pihak pemohon tidak dapat 122



Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 7059. Sah}nu>n ibn Sa‘i>d al-Tanukhi, ed. ‘Ami>r al-Jazza>r dan ‘Abd Alla>h al-Minsyawi>, al-Mudawwanah al-Kubra> (Kairo: Da>r al-Hadi>th, 2005), vol. 2, 331. 124 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1312; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 475 dan 687; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 475; dan al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 500. 123
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membuktikan kebenaran adanya hubungan pertalian darah dan persusuan. Oleh karenanya tidak dapat diketahui bagaimana pendapat Mahkamah Agung tentang hukum perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan darah dan hubungan persusuan serta bagaimana posisi pendapat Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan khazanah fikih dan perundang-undangan di berbagai negara muslim serta perspektif rasa keadilan dalam perkara tersebut. D. Izin Poligami Perkara izin poligami yang sampai ke tingkat kasasi sejak tahun 1991 s/d 2007 sebanyak 14 perkara. Dari 14 perkara tersebut, di Pengadilan Agama sebanyak 12 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, dan 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam proses di tingkat banding, 9 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak dan 2 perkara tidak melalui proses banding melainkan langsung kasasi dan 1 dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam tingkat kasasi, 3 perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan 9 perkara menguatkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan permohonan poligami, 1 perkara menguatkan putusan Pengadilan Agama yang menolak permohonan izin poligami, dan 1 perkara menguatkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan izin poligami. Secara substantif, dari 14 perkara tersebut permohonan izin poligami yang dikabulkan sebanyak 9 perkara (64,28%). Berbeda dengan perkara pengesahan perkawinan, di mana suami masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain, yang sangat ketat sehingga tidak memberikan ruang untuk pengesahan perkawinan tersebut walaupun dilihat dari sisi mas}lahah perkawinan tersebut patut disahkan misalkan perkawinan tersebut telah lama berlangsung dan telah melahirkan anak.125 Dalam perkara permohonan izin poligami, baik Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung sangat longgar mengabulkan permohonan izin poligami. Beberapa motif yang dijadikan alasan permohonan izin poligami dalam perkara-perkara tersebut antara lain adalah menginginkan keturunan dan istri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami, sementara beberapa perkara lain tidak jelas motifnya. Di kalangan muslim, isu seputar poligami selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah berujung. Perdebatan tersebut telah memunculkan dua koridor sudut pandang yang berbeda: Pertama, kelompok yang membolehkan poligami; dan Kedua, kelompok yang melarang poligami. Kelompok yang melarang poligami 125



Lihat Putusan Mahkamah Agung No.103/K/AG/1994 tanggal 26 September 1995 dan Putusan Mahkamah Agung No.400K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999.
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mengetengahkan argumen teologis di mana Islam meletakkan eksistensi perempuan dan laki-laki dalam derajat yang sama, sehingga melakukan poligami merupakan perlawanan terhadap substansi ajaran Islam tentang kesetaraan gender.126 Argumen yuridisnya bahwa kebolehan poligami yang diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 3 harus memenuhi syarat keadilan, sedangkan dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 129 disebutkan bahwa keadilan itu tidak mungkin bisa dicapai walaupun dengan upaya sungguh-sungguh, sehingga dengan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 129 tersebut poligami tertutup dan tidak boleh dilaksanakan.127 Kelompok yang berpendapat bahwa poligami boleh mengemukakan argumen teologis bahwa yang mempunyai otoritas penetapan hukum adalah Allah semata. Poligami dibolehkan Allah, maka manusia tidak memiliki otoritas untuk merubah hukum halalnya poligami. Argumen yuridisnya bahwa ketidakmungkinan suami untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya yang diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 129 adalah adil dalam rasa cinta, sedangkan persyaratan adil dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 3 adalah keadilan yang bersifat materi atau perbuatan yang terukur seperti pembagian waktu dan nafkah antara para istri.128 Hal ini didukung oleh Hadis Nabi di mana beliau tidak dapat berlaku adil dalam mencintai para istrinya karena beliau lebih mencintai ‘Aisyah dibanding dengan istri yang lainnya.129 Ulama mazhab 126



Lihat Mah}mu>d Muh}ammad T{a>ha, al-Risa>lah al-Tha>niyah min al-Isla>m, terj. Khairon Nahdiyyin (Yogyakarta: LKIS, 2003), 166; Abdullahi Ahmed al-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Libertis, Human Right, and International Law, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin al-Raniry (Yogyakarta: ELKIS, 2004), 291-295. 127 Muh}ammad Shah}ru>r mensyaratkan poligami sebagai berikut: 1. Perempuan yang dinikahi harus janda yang memiliki anak yatim; 2. Jika takut tidak berlaku adil dalam memelihara anak yatim dari janda tersebut. Lihat Muh}ammad Shahru>r, Nah}wa Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta, LKiS, 2004), 425-434. 128 Al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 5, 407 dan vol. 14, 217. 129 Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad menyampaikan keluhannya tentang upaya maksimal berbuat adil terhadap para istrinya kepada Allah:



“Dari Aishah r.a., bahwasanya Nabi SAW membagi waktu untuk para istrinya agar berlaku adil, lalu beliau mengadu kepada Allah; Ya Allah, inilah kemampuanku untuk berlaku adil dengan pembagian waktu ini, maka janganlah Engkau menuntut kemampuanku sesuai dengan kemampuan-Mu.” adalah perasaan Menurut Imam Tirmidzi> maksud kalimat cinta dan kasih sayang. Lihat Imam Tirmidzi>, Sunan Tirmidzi, 270; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 330; Imam H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn, 551; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 494; Ibn H}ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 726; dan al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1341.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM P ERKAWINAN



143



empat membolehkan poligami dengan syarat suami berlaku adil terhadap para istrinya dengan tidak perlu izin dari istri yang terdahulu. Adil menurut ulama mazhab empat adalah adil dalam membagi waktu di antara para istri kecuali istrinya rela untuk tidak diperlakukan sama dari istri lainnya. Sedangkan mengenai adil dalam arti menyamakan pembagian nafkah, kiswah dan maskan tidak wajib, akan tetapi cukup disesuaikan dengan kebutuhan dasar mereka. Demikian halnya ulama mazhab Zahiriyah, dalam hal poligami berpendapat sama dengan ulama mazhab empat.130 Pada umumnya undang-undang hukum keluarga di negara-negara Muslim Arab masih membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu dan harus ada izin dari pengadilan. Poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan diancam hukuman pidana – kecuali Tunisia yang melarang poligami secara mutlak.131 Hukum keluarga Indonesia, sebagaimana umumnya negara-negara muslim, menganut asas monogami terbuka. Dalam keadaan tertentu, poligami dibolehkan dengan izin dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU Perkawinan dan Pasal 55, 56, 57 dan 58 KHI. Pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami jika: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Permohonan izin poligami yang diajukan kepada pengadilan harus memenuhi syarat: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.132 Pendapat hukum Mahkamah Agung dalam perkara izin poligami dapat dipahami dari pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sendiri, atau pertimbangan hukum judex factie yang dianggap tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung. Beberapa pertimbangan hukum di bawah ini dapat 130



Lihat Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 438; ‘Abd alRah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 237; Sah}nu>n ibn Sa‘i>d alTanu>khi>, al-Mudawwanah al-Kubra>, vol. 2, 391; Ibn Quda>mah, al-Mughni>, vol. 9, 608 dan 620; Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, 438-439. 131 Lihat Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 274-275; Dawoud El Islami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World, 242; dan Adi>b Istanbu>li>, alMurshid fi> Qa>nu>n al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah, 35. 132 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 835; dan M. Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, 386-387.
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menggambarkan bagaimana pandangan hukum Mahkamah Agung dalam kasus-perkara poligami: 1. Seorang lelaki bernama TRIHASU (nama disamarkan – penj.) berumah tanggga dengan SUTIHA sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan. Selama berumah tangga suami istri belum dikaruniai anak. TRIHASU berusia 40 tahun dan SUTIHA berusia 53 tahun. TRIHASU mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan ingin memperoleh anak. Permohonan tersebut dilengkapi; 1. Surat pernyataan akan berlaku adil dari TRIHASU; 2. Pernyataan mampu manjamin keperluan hidup keluarga dengan melampirkan penghasilan TRIHASU dari perusahaan tempat dia bekerja sebesar Rp 1.500.000,00/bulan pada tahun 2004. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dilengkapi surat pernyataan istri menyetujui permohonan poligami kecuali secara lisan di dalam sidang menyatakan silahkan suaminya berpoligami asalkan pihak suami membayar uang Rp 25.000.000,00 sebagai pengganti uang pengobatan TRIHASU sejak perkawinan sampai ia sehat yang ditanggung oleh istri dan untuk menjamin bahwa suaminya akan berlaku adil. Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan poligami tersebut dengan pertimbangan bahwa “rumah tangga TRIHASU dan SUTIHA sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lebih tidak dikaruniai anak sedangkan SUTIHA sebagai istri sudah berusia 53 tahun sulit untuk dapat memberikan keturunan. Di samping itu suami telah membuat surat pernyataan siap berlaku adil dan surat pernyataan sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Tuntutan istri agar suami memberikan uang sebanyak Rp 25.000.000,00 untuk jaminan ia berlaku adil dan sebagai pengembalian biaya pengobatan suami yang dikeluarkan oleh istri tidak perlu dipertimbangkan karena untuk menjamin suami belaku adil telah dibuat surat pernyataan suami siap berlaku adil dan mengenai biaya pengobatan suami yang dikeluarkan istri selama ini merupakan kewajiban istri terhadap suami karena suami istri wajib saling cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lainnya sesuai Pasal 33 UU Perkawinan. Oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, 5 UU Perkawinan jis. Pasal 41, 42, 43 PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI serta Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 3.” Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan perbaikan pertimbangan dan diktum. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berbunyi “tuntutan istri tentang uang konpensasi biaya pengobatan suami yang dikeluarkan oleh istri dan sebagai jaminan agar suaminya berlaku adil harus dipertimbangkan karena: 1. Istri telah
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berkorban jiwa raga dan harta mengobati suami sejak mereka belum kawin sampai suami sembuh dari penyakitnya; 2. Sebagai jaminan bagi istri jika rumah tangga mengalami keretakan. Oleh karenanya suami wajib memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 yang dianggap sesuai dengan penghasilan suami sebanyak Rp 1.500.000,00 setiap bulan.” Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam tingkat kasasi, diperbaiki oleh Mahkamah Agung mengenai besaran jumlah uang yang diwajibkan kepada suami menjadi Rp 10.000.000,00.133 2. Seorang lelaki bernama SUNOMI berumah tangga dengan TIWANI selama 13 tahun 7 (tujuh) bulan. SUNOMI mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Tuban dengan alasan istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, karena jika melakukan hubungan biologis vagina istri sering mengeluarkan darah. Permohonan tersebut dilengkapi surat pernyataan adil dari pihak suami, surat keterangan penghasilan suami sebagai wira usahawan yang berpenghasilan Rp 300.000,00 setiap bulan sebagai bukti kesanggupan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, akan tetapi tidak dilengkapi surat pernyataan persetujuan istri untuk dimadu. Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan hukum, bahwa “bahwa suami seorang lelaki hiperseksual berdasarkan keterangan dokter spesialis Andrologi dan istri jika diajak bersenggama sering mengeluh kecapaian. Itikad baik suami untuk berpoligami, melalui proses aturan perundang-undangan serta upaya suami untuk tidak melakukan hubungan seks di luar perkawinan sah, menunjukkan kepatuhan dan penghormatan suami terhadap undang-undang yang berlaku dan norma agama, oleh karenanya patut dilindungi dan diberi jalan keluar sesuai Pasal 4, 5 UU Perkawinan jis. Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI. Sedangkan pernyataan istri yang memberikan kebebasan suaminya untuk melakukan apa saja dengan pacarnya asal tidak dikawini merupakan sikap yang bertentangan dengan norma hukum dan agama, karena memberi kesempatan pada suami untuk melakukan poligami liar atau berzinah. Oleh karenanya walaupun tidak ada izin dari istri, dengan menyimpangi Pasal 4, 5 UU Perkawinan jis. KHI Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI, akan lebih baik memberikan solusi dengan izin poligami dari pada pilihan bercerai yang dibenci Allah atau tetap
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Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/AG/2005 tanggal 1 Februari 2006 jis. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2004/PA.YK. tanggal 9 Juni 2004 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G/2004/PTA.YK. tanggal 20 Desember 2004.
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berumah tangga dengan adanya penyimpangan perilaku seks karena tidak diizinkan poligami. Hal ini sesuai dengan: a. Kaidah usul fikih: “Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat.”



b.



Q.S. Al-Ma>’idah [5] : 2:



                                                            “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”
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c. Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 3:



                               “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Putusan Pengadilan Agama Tuban tersebut, dalam tingkat banding, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Demikian halnya dalam tingkat kasasi, putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dikuatkan oleh Mahkamah Agung.134 Dalam perkara pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa poligami atas alasan tidak mempunyai anak padahal istri sudah berusia 53 tahun yang sulit untuk dapat melahirkan dapat diizinkan jika tiga persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan dipenuhi, yaitu ada persetujuan istri, suami sanggup memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam perkara ini, istri akan memberikan persetujuan dengan syarat suami membayar konpensasi uang sejumlah Rp 25.000.000,00 sebagai jaminan agar suaminya berlaku adil dan konpensasi dari biaya pengobatan suami yang dikeluarkan istri. Akan tetapi Mahkamah Agung hanya menetapkan uang yang diminta oleh istri sebesar Rp 10.000.000,00. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung beberapa persoalan hukum. Pertama, apakah syarat keharusan adanya persetujuan istri dalam permohonan izin poligami kepada pengadilan merupakan hak prerogatif istri atau bukan. Kedua, dalam perkara ini tidak jelas kemandulan ada pada pihak siapa selama berumah tangga, walaupun 134



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/AG/2002 tanggal 14 Desember 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agma Jawa Timur Nomor 366/Pdt.G/2001/PTA.SBY. tanggal 16 januari 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tanggal 26 Nopember 2001.
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benar saat diajukan perkara ini istri sudah berusia 53 tahun yang menurut pendapat umum kedokteran dalam usia monopous perempuan sulit untuk dapat melahirkan. Problem hukum pertama jika diukur dengan asas hukum perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan, yaitu perkawinan monogami dalam rangka melindungi hak-hak istri, maka persetujuan istri tersebut merupakan hak prerogatif istri sehingga siapapun atau lembaga apapun tidak boleh ikut campur mempengaruhi kehendak istri. Hal ini sejalan dengan putusanputusan Mahkamah Agung dalam perkara pengesahan perkawinan kedua, yang tidak ada persetujuan dari istri pertama, pada umumnya ditolak. Akan tetapi dalam perkara ini Mahkamah Agung menganulir hak istri untuk memberi persetujuan istri asalkan suami memberikan uang konpensasi sebesar Rp 25.000.000,00, dengan pertimbangan jumlah uang yang diminta oleh istri dianggap terlalu tinggi jumlahnya sehingga Mahkamah Agung menetapkan besaran uang tersebut sebesar 40% dari yang diminta istri. Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan mengatur tentang persetujuan dari istri, di mana persetujuan istri tidak diperlukan dalam keadaan istri: a. Tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; b. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Yang dimaksud keadaan istri tidak mungkin di minta persetujuannya adalah kondisi jiwa si istri dalam keadaan on bekwaam tidak cakap berbuat hukum misalkan dalam kondisi sakit ingatan. Sedangkan aturan huruf b sangat jelas. Dan keadaan istri dalam huruf c sangat bias sehingga hakim memiliki peran besar dalam menilai keadaan istri diperlukan atau tidak persetujuannya. Bahkan dalam KHI Pasal 59 lebih leluasa hakim diberikan kewenangan untuk memberikan izin poligami setelah mendengar istri yang bersangkutan dalam persidangan jika si istri tidak mau memberikan persetujuan. Dalam perkara ini Mahkamah Agung cenderung menerapkan Pasal 5 UU Perkawinan dan Pasal 59 KHI. Kedua pasal tersebut merupakan pasal-pasal bias gender yang banyak dikritik oleh kaum feminis dan pihak-pihak yang memperjuangkan pengarusutamaan gender.135 Problem hukum kedua dalam perkara di atas mengenai alasan tidak punya anak, Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam sidang pemeriksaan perkara pemohonan izin poligami 135



Lihat Muhammad Rezfah Omar, Fakta-fakta Poligami dalam Konteks Perubahan Hukum, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya yang dilaksanakan oleh LBH APIK Jakarta dan Kalyanamitra pada tanggal 29 April 2004 di Jakarta.
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tersebut tidak memeriksa dengan sungguh-sungguh siapa sebenarnya yang mandul, apakah pihak suami atau pihak istri. Dalam persidangan tidak ada satu buktipun berupa surat keterangan medis yang memberikan keterangan siapa yang mandul. Pengadilan hanya berdasarkan persangkaan hakim bahwa istri sudah tidak mungkin untuk dapat hamil karena sudah mencapai usia monopouse, yaitu usia 53 tahun. Pengadilan tidak menelusuri lebih jauh bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung selama tujuh tahun. Selama kurun waktu tersebut mereka berdua tidak memperoleh anak, akan tetapi siapa yang sebenarnya secara medis tidak memungkinkan untuk memberikan keturunan. Sedangkan dalam UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI secara eksplisit menyebutkan salah satu alasan untuk mengajukan poligami adalah jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam perkara ini mungkin saja istri sebelum berusia 53 tahun dapat memberikan keturunan, sebaliknya pihak suami yang tidak mungkin dapat memberikan keturunan. Kekeliruan judex factie tidak dikoreksi oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung membenarkan putusan judex factie. Dalam perkara kedua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan izin poligami atas dasar alasan istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan seks suami dapat dikabulkan, jika dipenuhi syarat-syarat: 1. Suami akan berlaku adil; 2. Suami sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga; dan 3. Ada persetujuan istri walaupun persetujuan tersebut masih mengandung makna bias (ghayr s}ari>h). Dalam perkara kedua ini terdapat problem hukum mengenai alasan yang dijadikan dasar permohonan izin poligami, yaitu apakah dalam keadaan istri yang telah memenuhi kebutuhan seks suami, akan tetapi suami merasa tidak puas karena ia mengidap hiperseksualitas, istri dapat dikategorikan tidak mampu memenuhi kebutuhan seks suami. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemohonan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan adalah: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari tiga alasan tersebut, alasan kedua dan ketiga jelas tidak dapat diterapkan dalam perkara kedua karena istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan bahkan yang menurut keterangan suami vagina istri sering mengeluarkan darah jika sedang melakukan hubungan biologis berdasarkan keterangan medis istri dinyatakan sehat, dan istri dapat melahirkan keturunan karena sudah punya anak selama berumah tangga. Yang mungkin diterapkan adalah alasan (a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apa saja kewajiban istri terhadap suami.
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Kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 s/d 84 KHI. Di antara kewajiban tersebut ada kewajiban yang bersifat timbal balik antara suami istri dan ada kewajiban sepihak, yaitu kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja. Kewajiban yang timbal balik antara suami istri adalah: a. wajib saling cinta mencintai; b. wajib saling hormat menghormati; c. setia; d. saling memberi bantuan lahir batin. Kewajiban sepihak dari suami: a. melindungi istri; b. menyediakan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban sepihak dari istri: wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. Dari sekian kewajiban yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI tersebut tidak ada aturan secara eksplisit mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan seks. Memenuhi kebutuhan seks ini hanya mungkin dimasukkan dalam kewajiban timbal balik, yaitu saling memberi bantuan lahir dan batin. Jika kita menengok kewajiban suami istri dalam literatur fikih mazhab empat, kewajiban suami kepada istri antara lain: a. suami wajib memberi nafkah; b. menjalin hubungan suami istri dengan baik; c. memberi mahar; d. berlaku adil jika suami punya istri lebih dari satu. Kewajiban istri terhadap suami: a. menjalin hubungan suami istri dengan baik; b. istri wajib taat kepada suami; c. istri wajib tinggal di rumah yang ditetapkan sebagai tempat kediaman berumah tangga.136 Dari kewajiban-kewajiban tersebut ada kewajiban istri taat kepada suami, di sini termasuk kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seks suami jika ia membutuhkan kecuali dalam keadaan sakit. Bahkan Ibn Quda>mah137 berpendapat istri dapat meminta penangguhan permintaan hubungan seks dari suaminya sehari dua hari dengan alasan keperluan mempercantik dirinya atau dengan alasan sedang berkabung karena ada kematian keluarganya. 138 Kebutuhan seks bukan monopoli hak suami melainkan juga hak istri. Mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat suami wajib memenuhi kebutuhan 136



Lihat ‘Abd al-‘Azi>z ‘Ami>r, al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah fi> al-Shari>‘at al-Isla>mi>yah Fiqhan wa Qada>’an “al-Zawwa>j”, 134-156; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat alMuqtas}id, 437-439; Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 6589-6598; ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 554; Sah}nu>n ibn Sa‘i>d al-Tanu>khi>, al-Mudawwanah al-Kubra>, 379 dan 391; Ibn Quda>mah, al-Mughni>, vol. 9, 591 dan vol. 11, 175 dan 239; dan Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} alMinha>j, vol. 7, 439 dan vol. 8, 301-320. 137



Nama Lengkapnya Abu> Muh}ammad ‘Abd Alla>h ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah ibn Miqdam ibn Nas}r al-Maqdisi>, dilahirkan di Jamail Nablus tahun 541 H dan wafat tahun 620. Ia adalah seorang ulama Hanabilah pengarang al-Mugni>. Lihat Ibn Qaymaz al-Dzahabi>, Siya>r al-Nubala>, vol. 2, 2347-2349. 138 Ibn Quda>mah, al-Mughni>, vol. 9, 592; dan Shams al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Sharh} al-Kabi>r, dalam Ibn Quda>mah, al-Mughni>, vol. 9, 595.
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seks istri. Kecuali mazhab Shafi’iyah yang berpendapat kewajiban suami memenuhi kebutuhan seks istri cukup sekali karena seks merupakan hak laki-laki.139 Dalam berbagai perundang-undangan hukum keluarga di negaranegara muslim tidak ditemukan pasal yang mengatur secara eksplisit tentang hubungan memenuhi kebutuhan seks merupakan kewajiban istri terhadap suami atau sebaliknya. Akan tetapi dalam dalam pasal tertentu secara implisit dapat dipahami ada kewajiban memenuhi kebutuhan seks, seperti undang-undang hukum keluarga Aljazair dalam Pasal 39 angka (1) mengatakan istri wajib taat kepada suami.140 Undang-undang hukum keluarga Kuwait dalam Pasal 87 huruf a mengatur secara gamblang tentang istri kehilangan hak nafkah jika ia menolak untuk berhubungan seks tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.141 Pasal ini mengindikasikan bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Akan tetapi pada umumnya undang-undang hukum keluarga di negara-negara Muslim Arab dalam bab yang mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan, tidak terpenuhinya kebutuhan seks oleh salah satu pihak suami atau istri karena mengidap penyakit kelamin dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan seks bukan hanya merupakan kewajiban istri terhadap suami, akan tetapi juga merupakan kewajiban suami terhadap istri.142 Dengan pemetaan hukum fikih dan beberapa perundang-undangan tentang hukum keluarga, putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan ketetapan hukum yang baru di mana istri yang sudah melayani kebutuhan seks suami, akan tetapi suami masih tidak puas dengan pelayanan seks tersebut, suami dapat diijinkan untuk melakukan poligami atas dasar kaidah fikih: “Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”



139



Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 6559-6560. Lihat Dawoud El-Islami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World, 46. 141 Lihat Dawoud El-Islami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World, 130. 142 Negara-negara Arab Muslim dimaksud adalah: Aljazair, Irak, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Yaman dan Syria. Lihat Dawoud El Islami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of Arab World, 47, 76, 103, 139-140, 164, 165, 192, 209, 232 dan 259; Adi>b Istanbu>li>, al-Murshid fi> Qa>nu>n al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah, 53; dan D.F. Mulla’s, Principles of Mohamedan Law, 271. 140
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Dengan demikian, perkara permohonan poligami tersebut tidak dapat dikategorikan atas dasar Pasal 4 ayat (2.a) yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, melainkan alasan baru yang ditolelir oleh Mahkamah Agung, yaitu “suami yang hiperseksual dan tidak bisa puas kebutuhan seksnya dari istri, sehingga dihawatirkan terjerumus dalam perilaku seks yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam.” Hal ini dinyatakan sendiri dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tuban yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam perkara ini ketentuan alasan alternatif dan persyaratan kumulatif untuk mengajukan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan jis. Pasal 55-59 KHI dapat disimpangi. Dalam perkara izin poligami Mahkamah Agung banyak menyimpang dari ketentuan fikih maupun perundang-undangan sebagai ijtihad insha>’i> dengan pertimbangan mas}lah}ah. E. Perceraian Jumlah perceraian yang dimohonkan kasasi sejak tahun 1991 s/d 2007 keseluruhannya sebanyak 4167 perkara, dengan perincian cerai talak sebanyak 2063 perkara dan cerai gugat sejumlah 2104 perkara. Dari jumlah 2063 perkara cerai talak yang dikabulkan berjumlah 236 perkara, yang ditolak berjumlah 545 perkara, yang ditolak dengan perbaikan berjumlah 807 perkara, yang dinyatakan tidak dapat diterima berjumlah 325 perkara, yang dicabut berjumlah 107 perkara, yang digugurkan 4 perkara dan yang belum putus sebanyak 39 perkara. Adapun jumlah perkara cerai gugat sebanyak 2104 perkara. Dari jumlah tersebut yang dikabulkan sebanyak 196 perkara, ditolak 595 perkara, ditolak dengan perbaikan 806 perkara, dinyatakan tidak dapat diterima sebanyak 359 perkara, dicabut sebanyak 113 perkara, digugurkan sebanyak 9 perkara, belum putus sebanyak 27 perkara. Dalam perkara cerai talak, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 60,90%. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama dan sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dibatalkan sebanyak 14,10%. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Pengadilan Tinggi Agama dan sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Agama sebanyak 23,10%. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 1,90%. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 74,60%. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 13%. Putusan
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Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tiggi Agama sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Agama sebanyak 10,30%. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 2,10%. Persentase perkara cerai talak yang secara substantif dikabulkan sebanyak 88,50%, ditolak 9%, dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak memenuhi syarat formal 1,25% dan putusan Pengadilan Agama dinyatakan batal demi hukum karena proses pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan tidak dilakukan upaya mendamaikan para pihak 1,25%. Perkara cerai gugat yang secara substantif dikabulkan sebanyak 99,3% dan sisanya 0,7% Pengadilan Agama diperintahkan memeriksa ulang perkara tersebut karena dalam pemeriksaan pertama kurang lengkap. Dilihat dari jenis perceraiannya, perkara cerai talak terdiri dari talak raj’i 87,80%, fasakh 12,20%. Perkara cerai gugat terdiri dari talak bain sugra 81,50%, talak khulu’ 12,40%, talak cerai 3, 40%, fasakh 2%. Alasan permohonan cerai talak yang paling dominan, dari sampel 131 perkara yang permohonannya dikabulkan adalah cekcok sebanyak 97,70%, sudah pisah tempat tinggal 62,59%, istri tidak hormat kepada suami 41,22%, suami punya WIL 19,08%, cemburu 16,03%, istri punya PIL 9,16%, istri melakukan kekerasan fisik 7,63%, istri selalu menuntut keuangan di luar kemampuan suami 6,87%, beda paham 6,10%, beda agama 6,10%, sudah pisah meja dan ranjang 6,10%, kawin sudah hamil 5,34%, orang tua ikut campur urusan rumah tangga suami istri 5,34%, istri mandul 4,58%, istri menguasai kegiatan usaha suami 2,29%, gangguan anak tiri dari pihak istri 2,29%, istri mengidap penyakit menahun 0,76%, kawin paksa 0,76%, suami tidak puas pelayanan seks istri 0,76% dan beda usia (istri lebih tua) 0,76%. Alasan permohonan cerai talak tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkumulasi satu dengan yang lainnya. Kumulasi alasan permohonan cerai talak yang terendah adalah beda usia hanya berkumulasi dengan alasan percekcokan. Sedangkan kumulasi alasan permohonan cerai talak yang tertinggi adalah percekcokan berkumulasi dengan setiap alasan lainnya kecuali dengan alasan sakit menahun. Akan tetapi alasan yang paling dominan adalah percekcokan. Demikian halnya seperti dalam perkara cerai gugat, alasan cerai gugat yang paling menonjol dari jumlah sampel 145 perkara cerai gugat yang dikabulkan adalah percekcokan berjumlah 92,50%, sudah pisah rumah 82,87%, suami tidak memberi nafkah 38,35%, suami melakukan kekerasan fisik 33,56%, suami tidak menghormati istri 23,97%, suami punya WIL 23,28%, suami cemburu 9,58%, pisah ranjang 8,21% dan beda agama 3,42%. Alasan perceraian tersebut masing-masing tidak berdiri sendiri,
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melainkan selalu berkumulasi dengan alasan lainnya. Akan tetapi alasan yang paling menentukan adalah percekcokan. Pada umumnya gugatan cerai talak dan cerai gugat tidak berdiri sendiri akan tetapi digabungkan dengan tuntutan nafkah lampau, nafkah idah, mut’ah, hadanah dan pembagian harta bersama. Hal tersebut dimungkinkan karena Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama menyebutkan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.” Walaupun dalam pasal tersebut hanya mengatur penggabungan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dalam perkara cerai gugat, akan tetapi yurisprudensi Mahkamah Agung membolehkan penggabungan keempat gugatan tersebut dalam perkara cerai talak. Di samping itu, yurisprudensi Mahkamah Agung membolehkan pula pihak lawan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dalam perkara permohonan cerai talak dan/atau perkara cerai gugat, jika pihak pemohon dan/atau penggugat tidak melakukan penggabungan gugatan. Ketentuan mengenai gabungan tuntuan merupakan upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perceraian dan proses hukum lainnya yang timbul akibat perceraian. Sebelum diundangkan UU Peradilan Agama gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan pembagian harta bersama dan pemeliharaan anak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata143 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Akan tetapi sangat disayangkan ketentuan Pasal 86 (1) UU Peradilan Agama tersebut berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Peradilan pada bulan September tahun 2007 di Ujungpandang, khususnya tuntutan pembagian harta bersama, dianjurkan agar tidak digabungkan dengan tuntutan cerai gugat dan cerai talak, dengan alasan penggabungan tersebut menghambat percepatan proses perceraian karena dengan penggabungan perceraian dan harta bersama para pihak terdorong untuk melakukan kasasi. Alasan tersebut tidak didasarkan atas penelitian ilmiah. Karena berdasarkan data-data yang ada tidak menunjukkan demikian. Dari jumlah sampel 156 permohonan cerai talak sebanyak 134 (85,89%) tidak digabung dengan tuntutan harta bersama. Demikian halnya 143



Pasal 126 KUHPerdata mengatur tentang pembagian harta bersama setelah perceraian, sedangkan Pasal 229 KUHPerdata mengatur tentang penetapan pemeliharaan setelah perceraian. Lihat Van Hoeve, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 499 dan 508.
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dalam perkara cerai gugat, dari jumlah sampel 146 cerai gugat sebanyak 126 (86,30%) tidak digabung dengan tuntutan pembagian harta bersama. Bahkan dalam perkara cerai gugat yang digabung dengan tuntutan pembagian harta bersama jangka penyelesaiannya tidak ada yang melebihi dari 4,5 tahun, sedangkan perkara perceraian yang tidak digabung dengan tuntutan harta bersama jangka waktu penyelesaiannya ada yang melebihi 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian perkara dan banyaknya upaya kasasi bukan disebabkan oleh penggabungan tuntutan harta bersama dengan tuntutan perceraian. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara cerai talak dan perkara cerai gugat adalah Al-Qur’an, Hadis, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, KHI, kaidah fikih, qaul ulama, dan yurisprudensi. Frekuensi penggunaan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara cerai talak secara berurutan dari yang paling sering digunakan adalah PP Pelaksanaan UU Perkawinan, KHI, UU Perkawinan, Al-Qur’an, UU Peradilan Agama, kaidah fikih, yurisprudensi, PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Hadis dan qaul ulama memiliki frekuensi yang sama. Adapun penggunaan dasar hukum dalam perkara cerai gugat secara berurutan dari yang paling sering digunakan sampai yang terkecil adalah PP Pelaksanaan UU Perkawinan, KHI, UU Perkawinan, qaul ulama, Al-Qur’an, UU Peradilan Agama, yurisprudensi, Hadis, PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan kaidah fikih. Agama Islam membolehkan perceraian walaupun tidak dikehendaki. Setidaknya ada dua Hadis Nabi Muhammad yang mengindikasikan perceraian merupakan perbuatan yang tidak baik: 1. Hadis yang ditujukan kepada laki-laki berbunyi: 144



“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” Menurut Muh}ammad Ashraf ibn ‘Ami>r al-‘Az}i>m Abadi>, frasa “ ” dalam Hadis tersebut bermakna bahwa talak bisa mengakibatkan seseorang terperosok pada perbuatan maksiat.145 2. Hadis yang ditujukan kepada perempuan berbunyi: 144



Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d, Ibn Ma>jah dan Imam H{a>kim melalui sanad masing-masing dari Ibn ‘Umar, salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Menurut Imam H{a>kim, Hadis tersebut s}ah}i>h}. Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 505; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 337; dan Imam H{a>kim, al-Musatdrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn, 557. 145 Lihat Muh}ammad Ashraf ibn ‘Ami>r al-‘Adzi>m Adi>, ‘Awn al-Ma‘bu>d ‘ala> Sunan Abi> Da>wu>d (Jordan: Bayt al-Afka>r al-Dawli>yah, t.th), 968.
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“Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga.” Dua Hadis tersebut bermuatan kaidah hukum di mana suami yang mentalak istri dan istri yang menuntut perceraian dari suami harus didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan hukum. Oleh karena itu, perceraian merupakan pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga. Shariah Islam sangat menganjurkan suami istri agar mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun rasa cinta kasih sayang di antara mereka sudah memudar, karena di balik itu terdapat hikmah tersembunyi bagi suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sungguhpun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, shariah Islam membolehkan perceraian jika ada sebab atau alasan tertentu di mana kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.147 Ulama fikih mazhab empat pada umumnya menguraikan hukum perceraian secara normatif, tanpa menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Kitab-kitab fikih konvensional hanya membahas tentang formalitas pelaksanaan perceraian yang meliputi: a. Persyaratan subjek yang menjatuhkan talak harus orang yang memiliki ahli>yah ada>’ alka>milah (cakap berbuat hukum); b. Kalimat yang dapat digunakan dalam 146



Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn H{ibba>n, al-Tirmidhi> dan Ah}mad melalui sanadnya masing-masing dari Thawba>n salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Menurut Ibn H{ibba>n, hadis tersebut s}ah}i>h}. Lihat Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 721; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 282; Imam Ah}mad, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 1639. 147 Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 19:                                        “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” Menurut al-Qurt}ubi>, d}ami>r mukha>tab (kata ganti orang kedua) dalam kalimat              adalah para suami. Lihat al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 5, 97.
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menjatuhkan talak; c. Talak yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan; d. jenis-jenis talak; e. akibat-akibat talak seperti idah; f. nafkah idah. Dalam kondisi rumah tangga tidak harmonis dan sulit untuk dibina, shariah Islam memberikan petunjuk agar suami istri melakukan tindakan preventif untuk saling mengoreksi kekurangan-kekurangan masing-masing yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 24 dan 128. Selanjutnya apabila suami istri telah melakukan langkah-langkah menyatukan persepsi secara internal tidak berhasil bahkan keretakan rumah tangga semakin memuncak, maka dianjurkan menunjuk mediator untuk menjembatani penyelesaian rumah tangga melalui mediasi. Mediator yang dianjurkan adalah keluarga suami dan keluarga istri sebagai perwakilan mereka berdua melakukan tindakan-tindakan positif demi menyelamatkan bahtera rumah tangga sebagaimana diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 35. Perceraian merupakan langkah akhir setelah mediasi tidak dapat menyelesaikan kemelut suami istri dan rumah tangga sulit dipertahankan. Perceraian seperti ini tidak termasuk perceraian yang dibenci Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. AlBaqarah [2] : 237. Beberapa alasan perceraian yang dipaparkan dalam Al-Qur’an antara lain salah satu suami atau istri berbuat zina,148 suami melakukan z}iha>r,149 148



Alasan perceraian karena zina tercantum dalam Q.S. Al-Nu>r [24] : 6 yang



berbunyi:                    “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.” Substansi ayat ini tentang tindak pidana menuduh istri yang berprilaku baik melakukan zina tanpa didukung oleh empat orang saksi. Ayat sebelumnya, yaitu Q.S. AlNu>r [24] : 5, orang melakukan tindak tindak pidana menuduh perempuan berperilaku baik berbuat zina dan tidak mengajukan bukti empat orang saksi maka orang yang menuduh tersebut diancam hukuman cambuk 80 kali. Akan tetapi dalam ayat ini pihak suami jika tidak dapat mengajukan empat orang saksi ia terbebas dari hukuman cambuk 80 kali jika ia sanggup bersumpah sebanyak empat kali. Lebih lanjut akibat dari sumpah li’an hubungan suami istri harus diceraikan dengan talak ba’in kubra dan suami istri tersebut tidak dapat kawin lagi sebagai suami istri. 149 Z{iha>r adalah bentuk lembaga hukum adat masyarakat Arab. Jika seorang suami marah kepada istrinya, suami biasanya mengeluarkan ucapan “kamu seperti punggung ibuku”, maksudnya kamu haram bagiku. Kebiasaan buruk ini sangat menyakiti perasaan kaum perempuan, karena setelah mengucapkan perkataan tersebut suami dengan sesuka
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suami melakukan i>la>’,150 – dua alasan yang terakhir merupakan budaya masyarakat Arab pada waktu itu yang memiliki kesamaan dengan lembaga



hati menggauli lagi istrinya yang sudah ia sakiti. Kebiasaan ini dipersempit perkembangannya dengan cara pemberian hukum bagi suami, yang telah bersumpah menyerupakan istri dengan ibu kandung suami, dengan memerdekakan hamba sahaya, jika tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Muja>dilah [58] : 2 yang berbunyi:                            “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” Dan Q.S. Al-Muja>dilah [58] : 3 yang berbunyi:                         “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Perkara z}iha>r pernah diadukan kepada Nabi Muhammad oleh Khawlah (Khuwaylah) binti Tha‘labah di mana suaminya bernama ‘Aws ibn S{amat men-z}iha>r-nya. Atas pengaduan tersebut Nabi Muhammad memutuskan suami yang melakukan z}iha>r untuk memerdekakan hamba sahaya, karena tidak mampu disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena tidak mampu juga disuruh memberi makan 60 orang miskin, dan karena masih tidak mampu juga Nabi Muhammad membantunya dengan memberi makan orang miskin. Lihat Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 741; Imam Ah}mad, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 2025; alQurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 17, 269-272; Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah}mad alWa>h}idi> al-Naysabu>ri>, Asba>b al-Nuzu>l (Beirut: Da>r al-Fikr, 1991), 273-274. 150 Demikian halnya seperti z}iha>r, i>la> juga merupakan kebiasaan masyarakat Arab di mana suami kalau marah kepada istrinya melakukan sumpah untuk tidak menggauli istrinya setahun, dua tahun atau selama-lamanya, sehingga menyengsarakan kaum perempuan, oleh karenanya Islam mengatur jangka waktu i>la> hanya selama empat bulan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 226:                “Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
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scheiding van tafel en bed (pisah meja dan ranjang) yang diatur dalam KUHPerdata di mana suami istri tidak tidur satu ranjang lagi. Perbedaannya adalah lembaga i>la>’ dan z}iha>r dilakukan suami di luar pengadilan dengan maksud bahwa ia tidak akan melakukan hubungan seks dengan istrinya, sedangkan lembaga scheiding van tafel en bed dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan disertai alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, selanjutnya pengadilan yang menentukan dapat tidaknya suami istri melakukan scheiding van tafel en bed.151 Pada masa Nabi Muhammad, ada dua bentuk perceraian. Pertama, talak, yaitu memutuskan ikatan perkawinan sah, baik talak yang diprakarsai suami dan diucapkan oleh suami152 atau atas kehendak istri dan diucapkan oleh suami.153 Kedua, perceraian yang dilakukan oleh qa>di> dengan bentuk pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan/atau rukun perkawinan. Pada masa itu, perceraian bentuk kedua dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai qa>di>.154 Dalam perkembangan lebih lanjut, para ulama mazhab empat membagi perceraian dalam tiga bentuk: Pertama, talak yang diucapkan oleh suami; Kedua, talak atas permintaan istri yang diucapkan suami dengan pembayaran benda Nabi Muhammad sendiri pernah meng-i>la> istri-istrinya disebabkan mereka menuntut nafkah yang tidak sesuai dengan kemampuan Nabi Muhammad. Lihat alNaysabu>ri>, Asba>b al-Nuzu>l, 49; dan al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 3, 103. 151 Lihat van Hoeve, De Wetboeken, Wetten En Verordeningen, De Wetboeken, Wetten En Verordingen, Benevens De Grondwet van De Republiek Indonesie (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), 178-179; dan Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 509. 152 Contohnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama ‘Abd Alla>h Ibn ‘Umar menceraikan istrinya pada saat ia menjalani masa haid, kemudian ditegur Nabi Muhammad agar dia merujuk istrinya dan mentalaknya pada saat istrinya suci dan tidak disenggama. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1349 dan 1367; Imam Ma>lik, al-Muwat}t{a>, 359-360; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 737. 153 Contohnya Habi>bah binti Sahl ingin bercerai dari suaminya, Tha>bit ibn Qays ibn Shamma>sh, lalu Habi>bah mengadukannya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyuruh Tha>bit ibn Qays untuk mentalaknya. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} alBukha>ri>, 1355: Imam Ma>lik, al-Muwat}t{a>, 352-353; Imam Ah}mad, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 2037; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 741. 154 Contohnya Khunsa> binti Khidam al-Anḥari>, seorang janda yang dikawinkan oleh bapaknya sedangkan ia sendiri tidak setuju atas perkawinan tersebut, kemudian ia mengadu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu membatalkan perkawinan tersebut. Karena menurut ketetapan Nabi Muhammad, wali saat mengawinkan anaknya yang sudah dewasa harus ada persetujuan dari anaknya. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 323; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 487; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 315; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 1873; dan al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 506.
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tertentu dari pihak istri atau wali istri (khulu‘);155 Ketiga, perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan yang didasarkan atas beberapa sebab: a. karena suami tidak memberi nafkah; b. karena istri dan/atau suami mengidap penyakit tertentu; c. karena shiqa>q (pertengkaran yang sulit diselesaikan oleh internal suami istri); d. karena suami meninggalkan istri; d. karena dipenjara; e. karena suami meng-i>la>’ istri; f. karena telah terjadi li‘a>n antara suami istri; g. sebab suami telah men-z}iha>r istri; h. sebab suami atau istri keluar dari agama Islam.156 Dalam undang-undang hukum keluarga di beberapa negara muslim, perceraian dikelompokkan dalam dua bentuk. Pertama, perceraian atas kehendak pihak suami dan/atau istri, yaitu: a. talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan; b talak yang diucapkan oleh suami atas permintaaan istri dengan pembayaran sejumlah uang tertentu atau benda tententu dari istri kepada suami (khulu‘). Kedua, perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan, terdiri dari: a. Pembatalan perkawinan karena perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, pemutusan perkawinan ini tidak dihitung talak; b. Perceraian yang dijatuhkan hakim karena ada alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, perceraian ini dihitung talak. Pada umumnya perceraian yang dijatuhkan oleh pihak istri melalui pengadilan harus didasarkan alasan tertentu, yaitu suami tidak memberi nafkah, suami mengidap sakit ingatan, mengidap penyakit lepra, penyakit kelamin yang mengakibatkan tidak bisa berhubungan seks, suami meninggalkan istri, suami dihukum penjara, shiqa>q, poligami, beda agama, suami meng-i>la>’ istri, suami me-z}iha>r istri, suami me-li‘a>n istri.157 155



Menurut mazhab Hanafiyah, jika suami yang nushu>z (melakukan kesalahan dalam rumah tangga) yang mendorong istri mengajukan khulu‘, maka hukumnya makruh suami mengambil pembayaran dari istri, sedangkan jika istri yang nushu>z, maka suami boleh mengambil pembayaran dari istri tetapi tidak boleh melebihi nilai mahar yang diberikan suami saat melangsungkan perkawinan. Menurut mazhab Hanabilah, jika suami yang nushu>z, cerai secara khulu‘ batal dan pemberian dari istri harus dikembalikan karena siistri diperlakukan tidak baik ternista dengan nushu>z suami dan ternista pula harus membayar sesuatu atas imbalan talak yang dijatuhkan istri ini bertentangan dengan Q.S. AlBaqarah [2] : 232. Menurut mazhab Malikiyah, jika nushu>z dari pihak istri suami boleh mengambil pembayaran dari istri, sedangkan jika nushu>z dari pihak suami maka suami tidak boleh mengambil pembayaran dari istri. Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 9, 7011; dan Sah}nu>n ibn Sa‘i>d al-Tanu>khi>, al-Mudawwanah al-Qubra>, 464. 156 Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, 6861-7163. 157 Setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dengan negara lainnya dalam alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian tersebut. Sebagai contoh, Syria tidak memasukkan poligami alasan perceraian oleh istri, sedangkan Mesir dan Irak menetapkan poligami dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian oleh istri. Contoh lainnya Jordan, Yaman, dan Irak menetapkan suami dihukum penjara 3 tahun atau lebih merupakan
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UU Perkawinan Pasal 38 mengatur putusnya perkawinan disebabkan: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan. Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan adalah perkawinan yang dibatalkan atas permohonan salah satu pihak suami atau istri atau pihak ketiga karena perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 12 UU Perkawinan, yaitu: a. Perkawinan mengandung unsur paksaan, b. Mempelai pria dan wanita tidak mendapat izin orang tua sedangkan mereka belum mencapai usia 21 tahun, c. Tidak ada dispensasi dari pengadilan sedangkan mempelai pria belum mencapai usia 19 tahun dan/atau mempelai wanita belum mencapai usia 16 tahun, d. Mempelai pria dan wanita mempunyai larangan perkawinan karena memiliki hubungan darah atau persusuan, e. Istri pertama dan wanita yang akan dikawini mempunyai hubungan darah atau persusuan dalam hal perkawinan poligami, f. Suami tidak memiliki izin dari pengadilan untuk melakukan poligami, g. Mempelai wanita masih terikat perkawinan sah dengan pria lain atau ia sedang dalam masa idah talak dari suami lain, h. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pejabat perkawinan yang tidak berwenang, i. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, j. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, k. Perkawinan mengandung unsur salah sangka mengenai diri suami atau istri, l. Mempelai pria dan/ atau wanita tidak melengkapi surat keterangan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang negara masing-masing mempelai, dalam hal perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57.158 UU Perkawinan tidak membedakan antara perceraian yang dijatuhkan oleh suami (talak) dengan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena undang-undang perkawinan tersebut berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia yang beragam hukum agama dan hukum adatnya. Perceraian untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama dan KHI, yang membedakan antara perceraian atas inisiatif suami dengan perceraian atas inisiatif istri. 159



salah satu alasan untuk mengajukan perceraian bagi istri. Sedangkan Aljazair mensyaratkan hanya 1 tahun lebih. Untuk lebih mendalamnya tentang perbedaan-perbedaan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antar negara dapat dilihat dalam Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World, 55-271. 158 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 835-840. 159 Cerai talak diatur dalam Pasal 66-72 UU Peradilan Agama dan Pasal 114 KHI, sedangkan cerai gugat diatur dalam pasal 73-80 UU Peradilan Agama dan Pasal 114 KHI. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,
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Perceraian atas inisiatif suami disebut cerai talak yang produknya adalah talak yang diucapkan oleh suami dan istri dapat dirujuk oleh suami selama masa idah sepanjang talak tersebut bukan talak yang ketiga. Perceraian atas inisiatif istri disebut cerai gugat yang produknya talak bain sugra yang dijatuhkan oleh pengadilan dan suami istri tidak dapat rujuk walaupun dalam masa idah kecuali dengan perkawinan baru.160 Gugatan perceraian yang diajukan suami atau istri kepada pengadilan harus berdasarkan alasan. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah: a. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan, b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemauannya, c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.161 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu: a. suami istri melanggar ta’lik talak, dan b. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Perceraian karena alasan zina dalam proses percerainnya di pengadilan dapat menerapkan lembaga li‘a>n, sedangkan lembaga perceraian khulu‘ dapat diajukan atas dasar alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI.162 Ada beberapa persoalan hukum dalam putusan cerai talak yang menarik dianalisa. Pertama, dari beberapa alasan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI, alasan yang sangat menonjol dan yang vol. 1, 323-325 dan Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 399. 160 Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa perceraian yang diajukan oleh istri selain alasan pelanggaran ta’lik talak yang dilakukan oleh suami produk putusannya berupa talak bain sugra di mana suami istri tidak dapat melakukan ruju pada masa idah. Lihat Putusan Nomor 53 K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008. 161 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 842 dan vol. 4, 55. 162 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 400-401.
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paling banyak digunakan sebagai alasan dalam perkara cerai talak adalah percekcokan suami istri. Rumusan percekcokan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”163 Rumusan tersebut setidaknya mengandung tiga unsur: a. perselisihan dan pertengkaran suami istri, b. bersifat terus menerus, c. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketiga unsur tersebut sangat abstrak tidak dapat diukur, bagaimana yang dimaksud “perselisihan dan pertengkaran”, apakah pertengkaran tersebut harus berupa pertengkaran fisik atau pertengkaran mulut, atau perselisihan dan pertengkaran diekspresikan dalam bentuk suami istri tidak melakukan komunikasi verbal atau nonverbal berupa pisah tempat tidur atau pisah tempat tinggal. Demikian halnya pengertian “terus menerus”, apakah frekuensi pertengkaran tersebut terjadi setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “terus menerus” adalah tidak berkeputusan atau tiada hentinya, 164 frekuensinya bisa setiap saat, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Demikian pula unsur ketiga, yaitu “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diukur apa indikasi sebuah rumah tangga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penafsiran ketiga unsur tersebut akan bergantung pada pandangan subjektif para hakim dalam penerapannya terhadap perkara konkret yang diselesaikan di pengadilan. Penafsiran berdasarkan subjektifitas hakim tersebut dapat dilihat dalam beberapa perkara di bawah ini: 1. Seorang lelaki A melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan B pada tanggal 25 Maret 1994 dan telah memperoleh satu anak lahir pada bulan Desember 1994. Rumah tangga baru berlangsung 1 (satu) tahun. Pada tanggal 10 Februari 1995 terjadi petengkaran antara suami istri karena masalah belanja rumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut istri pulang ke rumah orang tua. Setelah satu minggu istri tinggal di rumah orang tuanya; Ia kembali ke tempat tinggal suami akan tetapi suami membiarkan istri tanpa menyapanya; Akhirnya istri pulang lagi ke rumah orang tuanya. Pada tanggal 15 Maret 1995 suami mengajukan permohonan izin talak kepada pengadilan. Pengadilan Agama dalam putusannya Nomor 81/Pdt.G/1995/PA.Srg. tanggal 8 Juni 163



Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, 351 dan 400. 164 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi III, cet. II, 1186.
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1995 mengabulkan permohonan suami dengan pertimbangan “antara suami istri telah terjadi pertengkaran dan suami istri sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lebih bahkan keluarga suami maupun keluarga istri sudah menasihati untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga permohonan suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya sudah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI.” Putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan putusannya Nomor 131/Pdt.G/1995/PTA. Bdg. tanggal 12 April 1996 dengan pertimbangan bahwa “pertengkaran suami istri tersebut belum memenuhi kriteria perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, karena pertengkaran rumah tangga tersebut terjadi baru beberapa bulan terakhir setelah lahirnya anak bulan Februari 1995.” Selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang. Mahkamah Agung memberi pertimbangan, bahwa telah terjadi pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena suami istri sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih.165 2. Dalam perkara lainnya, lelaki A dan perempuan B telah berumah tangga selama dua tahun dan telah memperoleh satu anak. Di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga suami sudah menasihati keduanya akan tetapi tidak berhasil bahkan suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan. Pihak suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Surabaya, permohonannya dikabulkan dengan pertimbangan suami istri berselisih dan bertengkar serta telah pisah rumah selama satu bulan. Walaupun pihak orang tua suami telah menasihati agar mereka rukun kembali akan tetapi suami tetap pada pendiriannya, sehingga permohonan cerai talak dari suaminya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Putusan Pengadilan Agama, dalam perkara ini, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya tidak terungkap apa penyebab 165



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 267K/AG/1996 tanggal 27 Februari 1998 jis. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 81/Pdt.G/1995/PA.Srg tanggal 8 Juni 1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 131/Pdt.G/1995/PTA.Bdg. tanggal 12 April 1996.
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perselisihan dan persengketaan antara suami istri, sehingga permohonan cerai talak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Mahkamah Agung, dalam tingkat kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya telah terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan suami istri sudah pisah tempat tinggal, sehingga walaupun dalam persidangan tidak terungkap sebabsebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat dikabulkan.166 Dari dua perkara tersebut, secara konstan Mahkamah Agung berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan untuk menceraikan suami istri, telah dianggap cukup jika memenuhi tiga kriteria; a. terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, b. kedua suami istri telah berpisah ranjang atau tempat tinggal, c. Suami atau istri tetap dalam pendiriannya untuk bercerai walaupun pihak keluarga atau pihak ketiga sudah menasihati suami istri untuk rukun dalam rumah tangga. Mahkamah Agung tidak mensyaratkan seberapa sering frekuensi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, demikian halnya tidak mensyaratkan bentuk pertengkaran fisik atau bukan, dan berapa lama suami istri pisah tempat tinggal, serta tidak diperlukan pembuktian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri. Untuk mengukur pengertian percekcokan dan pertengkaran antara suami istri yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf f PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf KHI dapat dibandingkan dengan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 35. Ayat tersebut menjelaskan secara eksplisit tentang shiqa>q antara suami istri. Menurut alQurt}ubi>, pengertian shiqa>q dalam ayat tersebut adalah pertengkaran suami istri karena masing-masing berpegang teguh pada pendirian sehingga tidak terjadi titik temu.167 Menurut Ibn Manz}u>r, pengertian shiqa>q adalah



166



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 172K/AG/1998 tanggal 14 Januari 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 187/Pdt.G/1997/PTA.SBY tanggal 2 November 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 169/Pdt.G/1977/PA.SBY tanggal 3 Juli 1997. 167 Al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. III, 173.
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pertengkaran yang sangat memuncak



.168 Dalam ayat tersebut



tidak dijelaskan indikator pertengkaran dimaksud apakah pertengkaran mulut atau sampai petengkaran fisik, apakah suami istri masih satu rumah atau sudah pisah rumah. Namun demikian, pertengkaran suami istri dalam ayat tersebut bisa berakhir dengan perceraian atau berakhir dengan rukun kembali tergantung bagaimana upaya keluarga kedua belah pihak mendamaikan suami istri dan sejauh mana kemauan suami istri untuk membina kembali rumah tangganya. Demikian halnya untuk mengukur berapa lama pisah suami istri yang dapat dijadikan indikator rumah tangga sudah tidak mungkin dirukunkan dapat menganalogikan pada lembaga i>la>’ yang diatur dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 226-227. Lembaga i>la>’ merupakan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Arab di mana suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya jika suami marah terhadap istri. Kebiasaan tersebut sangat membuat istri menderita, oleh karenanya shariah Islam dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 226-227 mengatur tentang penyelesaian i>la>’ agar pihak istri tidak menderita berkepanjangan dengan cara membatasi waktu suami tidak menggauli istrinya selama empat bulan, setelah masa empat bulan suami diberikan pilihan apakah ia akan melanjutkan perkawinannya atau mentalak istrinya.169 Jika suami tidak menentukan sikap, hakim dapat menceraikan perkawinan tersebut atas permintaan istri.170 Kedua ayat tersebut menyiratkan batas maksimum suami istri pisah ranjang atau pisah rumah adalah empat bulan, jika masa empat bulan sudah terlewati, suami istri harus menentukan sikap apakah akan melanjutkan atau mengakhiri rumah tangganya dengan sebuah perceraian. Perkara lain yang terjadi pada masa Nabi Muhammad adalah seorang perempuan hanya karena tidak memiliki rasa cinta terhadap suaminya dapat mengajukan permohonan perceraian walaupun istri tersebut 168



Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (CD ROOM Maktabah Sha>milah: 1999), vol. 1,



169



Q.S. Al-Baqarah [2] : 226-227:



181.                        “Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 170 Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m (CD ROOM Maktabah Sha>milah, 1999), vol. 1, 604.
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dikenai kewajiban untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya pada saat perkawinan.171 Perkara ini dapat dijadikan preseden bahwa substansi alasan perceraian terletak pada pihak suami dan istri apakah mereka masih bisa melanjutkan atau harus mengakhiri rumah tangganya. Oleh karena dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad tidak ada ketentuan secara qat}‘i> mengenai bentuk pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian, maka penentuan kriteria pertengkaran merupakan wilayah ijtihad bagi hakim. Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang perceraian walaupun tidak secara spesifik menyebutkan bentuk ijtihad yang digunakannya, akan tetapi secara gamblang dapat dikategorikan ijtihad dengan menggunakan mafhu>m muwa>faqah dari dua ayat Q.S. Al-Baqarah [2] : 226 dan sebagai mafhu>m awlawi> dari hadis Ibn ‘Abba>s dan ‘Ikrimah tentang perkara perceraian H{abi>bah binti Sahl. Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga, tidak perlu mempertimbangkan pihak mana yang melakukan tindakan yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Asas ini pertama muncul dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat perceraian yang diajukan atas dasar alasan cekcok terus menerus tidak perlu dicari siapa yang menimbulkan penyebab percekcokkan rumah tangga, yang harus dicari oleh hakim adalah benar tidaknya terjadi percekcokkan dan menggali apa penyebab percekcokkan tersebut. Jika dua unsur tersebut telah terpenuhi perceraian dapat dikabulkan. Dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis harus didukung oleh adanya cinta dan kasih sayang. Jika suami istri atau salah seorang sudah tidak memiliki rasa kasih sayang yang berakibat rumah tangga selalu terjadi percekcokkan dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi. Dalam hal rumah tangga sudah sedemikian rupa, jalan keluarnya adalah perceraian dalam rangka memenuhi asas



171



Perkara ini menyangkut H{abi>bah binti Sahl yang memohon kepada Nabi Muhammad agar ia diceraikan dari Tha>bit ibn Qays karena ia tidak mencintai suaminya. Nabi Muhammad memerintahkan Tha>bit ibn Qays untuk menceraikan H{abi>bah binti Sahl, dan H{abi>bah diperintahkan untuk menyerahkan mahar yang telah diterimanya kepada Tha>bit. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}ih> } al-Bukha>ri>, 1355; Imam Ma>lik, al-Muwat}t}a>, 352-353; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 741; dan Ah}mad ibn H{anbal, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 2037.
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“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Alasannya adalah karena suatu hal yang tidak mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lantaran salah satu pihak sudah tidak memiliki kemauan untuk membina rumah tangga. Pembinaan rumah tangga memerlukan rasa cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak suami istri. Jika salah satu pihak suami atau istri sudah tidak memiliki rasa cinta kasih sayang terhadap pasangan hidupnya, keutuhan rumah tangga akan sulit dipertahankan.172 Oleh karena itulah Nabi Muhammad memberikan peluang untuk bercerai kepada H{abi>bah binti Sahl karena ia tidak memiliki rasa cinta kasih sayang terhadap suaminya, walaupun H{abi>bah binti Sahl sendiri mengakui bahwa suaminya memiliki perilaku yang baik terhadap dirinya. Akan tetapi asas yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya sangat tidak mendukung kesetaraan gender. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. A dan B suami istri berumah tangga selama 22 tahun, belum dikaruniai anak. Rumah tangga mengalami pertengkaran salah satu penyebabnya suami selingkuh dengan wanita lain. Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Semarang. Permohonan cerai talak dari suami tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang bahkan dalam tingkat banding dan kasasi putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung.173 2. A dan B suami istri berumah tangga selama 18 tahun, belum dikaruniai anak. Rumah tangga mengalami pertangkaran disebabkan suami kawin lagi tanpa sepengetahuan istri. Pengadilan Agama Tangerang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, dan putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Mahkamah Agung.174



172



Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung yang memutus perkara perdata agama tanggal 27 Mei 2010. 173 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 440 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 61/Pdt.G/1995/PTA.SMG dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 581/Pdt.G/1994/PA.SMG. tanggal 28 Februari 1995 174 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/AG/1997 tanggal 12 Februari 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 30/Pdt.G/1996/PTA.Bdg. dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 70/Pdt.G/1995/PA.Tng. tanggal 27 Juli 1995.
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3. A dan B suami istri berumah tangga selama 39 tahun, telah memperoleh tujuh orang anak. Rumah tangga mengalami keretakan karena sering bertengkar, penyebab pertengkaran suami kawin lagi dengan perempuan lain. Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Bandung dan pemohonan cerai talak dari suami tersebut dikabulkan tanpa nafkah idah maupun mut‘ah. Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Mahkamah Agung.175 4. A dan B suami istri berumah tangga selama 41 tahun, telah memperoleh tiga orang anak. Rumah tangga sudah retak, suami istri sering bertengkar, penyebabnya suami telah kawin lagi dengan perempuan lain. Suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Rangkas Bitung dan permohonan cerai talak dari suami tersebut dikabulkan. Putusan Pengadilan Agama Rangkas Bitung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Mahkamah Agung. Dalam perkara ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan cerai talak dari suami dengan kewajiban nafkah idah dan mut’ah untuk istri .176 Dari empat putusan Mahkamah Agung tersebut suami mengajukan perceraian dengan alasan suami istri sering bertengkar, sedangkan penyebab pertengkaran itu sendiri adalah suami berselingkuh dengan perempuan lain. Perkara tersebut sangat merugikan kaum perempuan; di satu sisi suami yang melakukan perbuatan yang menimbulkan pertengkaran rumah tangga, namun di sisi lain si istri harus menanggung risiko perceraian akibat perbuatan suami. Menanggapi putusan tersebut pada umumnya Hakim Agung berpendapat bahwa memang dalam perkara tersebut ada ketidakadilan di mana suami mengajukan perceraian atas alasan percekcokkan sedangkan percekcokkan tersebut disebabkan suami selingkuh dengan perempuan lain. Untuk menutupi ketidak adilan tersebut suami dibebani untuk membayar nafkah idah dan mut‘ah karena bagaimanapun suami istri tersebut sulit untuk dipersatukan, maka untuk kemaslahatan kedua belah pihak perkawinan diceraikan dengan kewajiban 175



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/1996 tanggal 30 Oktober 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 56/Pdt.G/1995/PTA.Bdg. tanggal 9 Oktober 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 371/Pdt.G/1994/PA.Bdg tanggal 4 Oktober 1994. 176 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/AG/1996 tanggal 29 Agustus 19997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 123/K.Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 13 Februari 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Rangkas Bitung Nomor 01/Pdt.G/1995/PA.Rks. tanggal 1995.
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suami untuk memberikan nafkah idah dan mut’ah. Hal ini sejalan dengan putusan Nabi Muhammad ketika memutus perkara permohonan cerai dari H{abi>bah binti Sahl yang menuntut perceraian sedangkan suami tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun moral dalam rumah tangga, akan tetapi H{abi>bah binti Sahl diwajibkan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya.177 F. Hadanah/Pemeliharaan Anak Lembaga hadanah merupakan implikasi langsung dari sebuah perceraian. Dengan berakhirnya rumah tangga akibat perceraian, suami dan istri berusaha untuk saling menguasai anak – meskipun tidak sedikit suami istri yang bercerai tanpa mempersengketakan pemeliharaan anak, melainkan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mengenai siapa yang akan memelihara anak. Kesepakatan suami istri untuk menentukan siapa yang melaksanakan pemeliharaan anak didasarkan atas kepentingan anak dan harus didasarkan penilaian siapa di antara suami istri yang lebih maslahat untuk melakukan pemeliharaan anak. Sengketa pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian menjadi problem yang harus diselesaikan. Tuntutan pemeliharaan anak oleh suami atau istri yang bercerai dapat diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan, agar dapat menentukan siapa di antara suami istri yang berhak untuk memelihara anak. Tuntutan pemeliharaan anak, dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama, dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan cerai talak yang diajukan oleh suami atau dengan tuntutan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Di samping itu, tuntutan pemeliharaan anak dapat diajukan dalam rekonvensi oleh pihak istri jika ada tuntutan cerai talak dari suami, atau oleh suami jika ada tuntutun cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.178 Perkara pemeliharaan anak pada umumnya digabung dengan perkara perceraian. Adapun perkara pemeliharaan anak yang tidak digabung dengan tuntutan perceraian sejak tahun 1991 s/d 2007 hanya sebanyak 12 perkara. Dari jumlah tersebut 10 perkara diajukan oleh istri (83,33%), sedangkan sisanya diajukan oleh suami sebanyak 2 perkara (6,37%). Dilihat dari usia anak yang disengketakan pemeliharaannya, semuanya di bawah usia 12 tahun. Putusan yang menetapkan anak diserahkan pemeliharaannya kepada istri sebanyak 8 perkara (66,6%), sedangkan yang diserahkan hak pemeliharaannya kepada suami 2 perkara (16,7%), dinyatakan tidak dapat 177



Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung yang memutus perkara perdata agama, tanggal 27 Mei 2010. 178 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 322 dan 324.
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diterima 1 perkara (8,35%) dan yang ditolak 1 perkara (8,35%). Perkara pemeliharaan anak yang digabung dengan tuntutan perceraian dari sampel perkara perceraian sebanyak 302 terdapat sebanyak 62 perkara (21,19%). Dari jumlah tersebut, putusan yang menetapkan suami sebagai pemelihara anak sebanyak 1,32% dan selebihnya 19,87% ditetapkan pemeliharaannya oleh istri. Dilihat dari usia anak, 6 perkara di bawah usia 5 tahun dan 35 perkara berusia antara 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara pemeliharaan anak adalah Al-Qur’an, Hadis Nabi Muhammad, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, KHI, kaidah fikih, qaul ulama, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Kalangan jumhur ulama menentukan pemeliharaan anak yang belum mumayiz179 diserahkan kepada pihak ibunya, jika anak sudah mumayiz diserahkan kepada orang tua yang dipilih oleh anak antara ibu atau ayah.180 Demikian halnya mazhab Zahiriyah berpendapat ibu lebih berhak untuk memelihara anak yang belum mumayiz, bahkan walaupun ibu tersebut kafir, ia tetap berhak untuk memelihara anak yang sedang menyusui sampai berusia mumayiz.181 UU Perkawinan tidak menentukan secara jelas siapa yang berhak memelihara anak. Aturan pemeliharaan anak dalam KHI sama dengan pendapat jumhur ulama, yakni anak yang belum mumayiz dipelihara oleh ibu si anak, sedangkan anak yang sudah mumayiz diberikan kebebasan untuk menentukan apakah tinggal bersama ayah atau bersama ibunya.182 Sebagai perbandingan, KUHPerdata tidak menentukan siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak yang masih di bawah umur, akan tetapi pengadilan memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang lebih layak memelihara anak yang masih di bawah umur setelah mendengar keterangan kedua orang tua anak tersebut, keluarga dekat, dan wali pengawas.183 Demikian halnya di negara yang menganut civil law, seperti Hukum Perdata Jepang, menentukan bahwa jika perceraian suami istri atas 179



Usia mumayyiz menurut Pasal 105 huruf a KHI 12 tahun. Menurut ‘Abd alWahha>b Khalla>f dan Sayyid Sa>biq, awal usia mumayiz adalah 7 tahun. Lihat ‘Abd alWahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, 161; dan Sayyid Sa>biq, Fiqh} al-Sunnah, vol. II, 297. 180 Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 8, 353 dan 360; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 439; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 5, 203-204. 181 Ibn H}azm, al-Muh}alla>, 1857. 182 Pasal 105 KHI. Lihat Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peratuan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 397. 183 Aturan mengenai pemeliharaan anak dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 206 ayat (2) (3), Pasal 209 ayat (1), Pasal 229, Pasal 230 ayat (1), Pasal 246 ayat (2), dan Pasal 246a. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 505-510.
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persetujuan mereka maka pemeliharaan anak yang belum dewasa ditetapkan atas dasar kesepakatan suami istri. Sedangkan jika perceraian atas dasar putusan pengadilan maka pengadilan yang berwenang menentukan siapa di antara suami atau istri yang berhak memelihara anak yang belum dewasa. Jika perceraian terjadi saat istri sedang mengandung, maka setelah anak lahir pemeliharaannya diserahkan kepada ibu si anak.184 Dalam perundangundangan di beberapa negara Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayiz diserahkan kepada ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada ayah atau ibunya yang dipilih oleh si anak.185 Sengketa pemeliharaan anak berdasarkan data Putusan Mahkamah Agung yang diperoleh sejak tahun 1991-2007 terdiri dari: Pertama sengketa antara suami dan istri karena bercerai, perkara ini merupakan perkara yang pada umumnya banyak terjadi; Kedua, sengketa antara ibu si anak yang berlawanan dengan kakek-nenek si anak dari pihak ayah; dan Ketiga sengketa antara ibu si anak dengan paman dan bibi si anak dari pihak ayah (saudara kandung dari ayah si anak). Sengketa anak kelompok kedua dan ketiga terjadi karena ayah si anak telah meninggal dunia. Untuk mengetahui pemikiran hukum Mahkamah Agung mengenai pemeliharaan anak dapat dilihat dalam uraian di bawah ini: Pertama, putusan pemeliharaan anak yang diserahkan kepada ibu. Putusan ini pada umumnya jika anak berusia di bawah 12 tahun, dan sebagian kecil di antaranya anak berusia di atas 12 tahun. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa anak penggugat dan tergugat baru berusia 11 tahun 5 bulan dan ternyata penggugat sebagai ibunya selama ini melalaikan pemeliharaan anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 KHI anak tersebut ditetapkan dipelihara oleh penggugat selaku ibu kandungnya.”186



184



Article 819 The Code Civil of Japan, dalam Eibun Horei Sha, Law Bulletin Series Japan, 137. 185 Adi>b Istanbu>li>, al-Murshid fi> Qa>nu>n al-Ah}wa>l al-Shakhs}i>yah, 551. 186 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/AG/1995 tanggal 27 Maret 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 36/Pdt.G/1994/PTA.JK tanggal 7 Februari 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 272/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 12 Januari 1994; Lihat pula Putusan MA No. 256K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan PTA Banda Aceh No. 99/Pdt.G/1994 tanggal 17 Maret 1995 dan Putusan PA Calang No. 59/Pdt.G/1994 tanggal 11 Oktober 1994.
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2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) kedua orang tua wajib memelihara anak kandung mereka. Jika terjadi perceraian anak yang di bawah usia 12 tahun, ibu lebih diutamakan untuk memelihara anak sesuai Pasal 105 KHI.”187 Putusan Mahkamah Agung yang menyerahkan pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun kepada ibu menerapkan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Islam baik yang terkandung dalam Hadis Nabi Muhammad maupun yang terkandung dalam fikih mazhab empat. Demikian pula dilihat dari sisi mas}lah}ah, yakni kepentingan anak di mana anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya masih membutuhkan perawatan dari ibu. Hal ini merupakan implementasi filosofi pemeliharaan anak harus didasarkan atas kepentingan kehidupan anak. Kedua, putusan pemeliharaan anak yang diserahkan kepada ayah. Putusan ini pada umumnya anak berusia di bawah 12 tahun, sebagian kecil anak berusia di atas 12 tahun. Ada tiga alasan yang dijadikan dasar menetapkan pemeliharaan anak kepada ayah: 1. ibu memeluk agama selain Islam, 2. ibu berkelakuan buruk, 3. ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, dan 4. ibu si anak sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, karena anak tidak dipelihara oleh ibunya melainkan dipelihara oleh nenek dari pihak ibu. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pemeliharaan anak kepada ayah karena alasan ibu memeluk agama selain Islam adalah sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut; “bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut sejak tahun 2000 telah memeluk agama Hindu, oleh karena itu gugatan penggugat untuk memelihata anak tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam nas} shar‘i> dalam kitab Kifa>yat al-Akhya>r Jilid II hal. 94 yang terjemahannya sebagai berikut, “syarat-syarat orang yang akan melaksanakan tugas hadanah adalah berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal yang tetap, dan tidak bersuami.”188 187



Lihat Putusan MA No. 191K/AG/1995 tanggal 15 Desember 1995 jo. Putusan PTA Semarang No. 25/Pdt.G/1993 tanggal 31 Desember 1993. 188 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/K/AG/2003 tanggal 21 Juni 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 109/Pdt.G/2002/PTA.MTR tanggal 13 Nopember 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 5/Pdt.G/2002/PA.DPS. tangggal 31 Juli 2002.
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2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berbunyi sebagai berikut; “bahwa ayah dan ibu si anak dapat diberi wewenang untuk memelihara anak jika memenuhi syarat baligh, berakal sehat, mempunyai kemampuan dan waktu untuk memelihara anak, berkelakuan baik, beragama Islam. Dalam hal ini tergugat sebagai ibu yang saat ini memelihara anak kedua yang berusia 3 tahun beragama Kristen sehingga ia tidak memenuhi syarat untuk diberi wewenang memelihara anak. Di samping itu, walaupun dalam Pasal 105 KHI tidak mensyaratkan untuk memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi dalam Pasal 40 huruf e dan Pasal 44 KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Oleh karenanya Pasal 105 harus dipahami ibu yang beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 105 KHI dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10K/AG/1988, kedua anak tersebut pemeliharaannya harus diserahkan kepada penggugat sebagai ayahnya.”189 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa penggugat sebagai ayah empat orang anak semuanya berusia kurang dari 12 tahun. Keempat orang anak tersebut pada saat ini dipelihara oleh kakek dan nenek dari pihak ibu kandung mereka yang beragama Katolik dan Budha setelah ibu si anak meninggal dunia. Seluruh keluarga dari pihak ibu kandung beragama selain Islam. Pada saat ini anak pertama dan anak kedua dimasukkan di sekolah Kristen. Bahwa Q.S. Al-Ma>’idah [5] : 51 melarang orang muslim mengangkat orang yang tidak beragama Islam menjadi wali. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Ma>’idah [5] : 51 tersebut yang berwenang memelihara keempat orang anak tersebut adalah penggugat sebagai ayah kandungnya.” Pertimbangan Pengadilan Agama tersebut ditambah oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut, “bahwa ibu kandung keempat anak tersebut telah meninggal dunia, maka dengan demikian hak hadanah (pemeliharaan anak) dan tanggung jawab terhadap keempat anak tersebut adalah ayah kandungnya sesuai Pasal 41 huruf b UU Perkawinan jis. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf a, c dan e KHI.”190 189



Lihat Putusan MA No. 180K/AG/2004 tanggal 22 Desember 2005 jis. Putusan PTA Bandung No. 108/Pdt.G/2003/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 1173/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 3 April 2003. 190 Lihat Putusan MA No. 275K/AG/2004 tanggal 29 Juni 2005 jis. Putusan PTA Bandung No. 212/Pdt.G/2003 tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan PA Tangerang No. 460/Pdt.G/2002 tanggal 15 September 2003.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM P ERKAWINAN



175



4. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa penggugat sebagai ayah kandung menuntut agar anak berusia balita diserahkan oleh tergugat ibu kandung anak kepada penggugat ayah kandung anak tersebut karena tergugat bergama Kristen. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a KHI dan Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ah}mad dan Abu> Da>wu>d yang intinya bahwa ibu kandung lebih berhak untuk memelihara anak balita sepanjang ibu kandung si anak belum menikah lagi serta Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d dan al-Nasa>’i> yang intinya Nabi Muhammad memutus sengketa anak antara ayah yang beragama Islam dan ibu yang beragama selain Islam tidak didasarkan atas agama tetapi didasarkan atas pilihan anak. Oleh kerena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan penggugat ayah kandung tergugat untuk memelihara anak tersebut harus ditolak.” Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut, “bahwa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama salah menerapkan Pasal 156 huruf a dan dua Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d, al-Nasa>’i> dan Ah}mad tersebut pemeliharaan anak harus diutamakan. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk kepentingan pemeliharaan anak dan pendidikan anak penggugat dan tergugat sudah sepantasnya anak tersebut dipelihara oleh penggugat.”191 Mahkamah Agung memberikan hak pemeliharaan anak kepada ayah karena ibu berkelakuan buruk. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut: “Penggugat ibu kandung empat orang anak menuntut pemeliharaan anak tersebut yang selama ini dipelihara oleh tergugat ayah kandung dari empat anak tersebut. Bahwa penggugat mempunyai perilaku buruk karena sering berselingkuh dengan laki-laki lain di depan anak-anak. Dan setelah penggugat bercerai dari tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki selingkuhannya setidaknya perkawinan sirri. Sedangkan laki-laki selingkuhannya sering mabuk-mabuk maka jika keempat anak tersebut diserahkan kepada penggugat akan berpengaruh kepada kepribadian anak. Sebaliknya tergugat sangat perhatian terhadap pendidikan agama maupun pendidikan pengetahuan lainnya demi kepentingan anak masa depan. Sehingga 191



Lihat Putusan MA No. 302K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jis. Putusan PTA Bandung No. 34/Pdt.G/1995/PTA.Bdg. tanggal 11 April 1995 dan Putusan PA Bekasi No. 99/Pdt.G/1994/PA.Bks. tanggal 11 Oktober 1944.
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berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan penggugat untuk memelihara anak tersebut harus ditolak sesuai Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bayhaqi> dan H{ak> im serta qaul ulama yang tercantum dalam kitab Qalyu>bi> wa Umayrah juz III hal. 91 yang intinya ibu lebih berhak memelihara anak selama ia belum kawin dengan laki-laki lain.”192 Mahkamah Agung memberikan pemeliharaan anak kepada ayah karena ibu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Dalam hal ini Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa pemohon sebagai ibu kandung menuntut pemeliharaan anak yang berusia 7 tahun yang selama ini dipelihara oleh termohon ayah kandung si anak. Bahwa pemohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain setelah bercerai dengan termohon. Di samping itu termohon selalu membuka kesempatan kepada pemohon untuk menjenguk anak setiap saat. Bahwa dalam hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Kifa>yat al-Akhya>r juz II hal. 93 yang intinya menyatakan “Istri lebih berhak untuk memelihara anak selama belum kawin lagi dengan laki-laki lain.” Demikian halnya dalil shar’i yang tercantum dalam kitab Mi>za>n al-Shaybani> Juz II hal. 140 yang intinya menyatakan “semua ulama sepakat bahwa hak hadanah pada ibu selama ia belum kawin lagi dengan laki-laki lain.”193 Mahkamah Agung memberikan pemeliharaan anak kepada ayah karena ibu lalai dalam memelihara anak. Dalam hal ini Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa penggugat sebagai ibu kandung memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk memelihara anak yang berusia 6 tahun yang selama ini dipelihara oleh penggugat akan tetapi belum ada penetapan pemeliharaan dari pengadilan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak selama ini tidak dipelihara oleh penggugat melainkan diserahkan kepada ibu penggugat (nenek si anak). Atas dasar itu tergugat sebagai ayah kandung lebih berhak untuk 192



Lihat Putusan MA No. 456K/AG/2002 tanggal 26 Januari 2004 jis. Putusan PTA Jakarta No. 96/Pdt.G/2001/PTA.JK tanggal 20 November 2001 dan Putusan PA Jakata Selatan No. 1167/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 12 April 2001. 193 Lihat Putusan MA No. 200K/AG/2004 jis. Putusan PTA Surabaya No. 232/Pdt.G/2003/PTA.Sby tanggal 29 Desember 2003 dan Putusan PA Tulung Agung No. 754/Pdt.G/2003/PA.TA tanggal 30 September 2003.
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memelihara anak tersebut dari pada penggugat karena penggugat selama ini lalai dalam memelihara anak bahkan diserahkan kepada neneknya.”194 Penyerahan pengasuhan kepada ayah dengan pertimbangan karena ibu dari anak beragama selain Islam menggambarkan Mahkamah Agung dalam menerapkan hukum memilih pendapat mazhab Shafi’iyah dan Hanafiyah. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan orang yang akan memelihara anak harus beragama Islam.195 Demikian halnya Nabi Muhammad ketika memutus sengketa anak antara ibunya yang beragama selain Islam dengan ayahnya yang beragama Islam tidak didasarkan atas pertimbangan agama. Nabi Muhammad memutus sengketa anak yang salah satu orang tuanya beragama selain Islam didasarkan atas pilihan si anak untuk menentukan sikap apakah akan tinggal dengan ibunya atau ayahnya.196 KHI tidak menetapkan secara eksplisit tentang syarat orang tua dapat diberi tanggung jawab hadanah. Akan tetapi dalam Pasal 156 huruf c KHI mengatakan bahwa “apabila pemegang hadanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak… maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak pula.” Dalam Pasal 109 KHI yang menyangkut perwalian anak berbunyi “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian… atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.” Dilihat dari sudut pandang lainnya, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan asas keadilan dan asas kesetaraan di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Declaration of Human Right Article 7 bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.197 Asas ini sangat dipertahankan oleh Nabi



194



Lihat Putusan MA No. 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan PTA Bandung No. 236/Pdt.G/2001/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2002 dan Putusan PA Bandung No. 602/Pdt.G/2001/PA.Bdg. tanggal 8 Oktober 2001. 195 ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 568600. 196 Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 520; al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 542; Imam H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn, 564; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 329. Dalam Sunan al-Nasa>’i> dan Sunan Ibn Ma>jah, anak yang diperebutkan pemeliharaannya adalah anak laki-laki, sedangkan dalam al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn dan Sunan Abu> Da>wu>d, anak tersebut anak perempuan. 197 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 1718.
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Muhammad, dalam hal ayah dan ibu berbeda agama Nabi Muhammad lebih mengutamakan kepentingan anak bukan mengutamakan agama orang tua. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak pemeliharaan anak usia di bawah 12 tahun kepada ayah dengan pertimbangan ibu kandung si anak berkelakuan buruk menerapkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan di mana yang diutamakan dalam pemeliharaan anak adalah kepentingan anak, bukan didasarkan semata-mata usia anak yang menentukan siapa yang lebih layak untuk melakukan pemeliharaan anak di antara ayah dan ibu. Hal ini sesuai dengan asas hukum Islam, UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia. Kepentingan anak bukan semata terpenuhinya kebutuhan jasmani, akan tetapi tidak kalah penting adalah kebutuhan rohani yang baik, oleh kerenannya orang tua yang berperilaku buruk demi kemaslahatan anak tidak layak untuk diberi kewenangan memelihara anak karena akan menghambat kebutuhan perkembangan rohani si anak ke arah yang lebih baik secara moral dan spiritual. Pertimbangan Mahkamah Agung menyerahkan anak kepada ayah disebabkan ibu sudah kawin lagi dengan laki-laki lain secara formal sesuai dengan teks Hadis Nabi Muhammad dan pendapat mazhab Shafi’iyah dan Hanafiyah, akan tetapi pertimbangan tersebut sangat sumir karena kurang memperhatikan aspek lain. Asas hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku menetapkan kepentingan terbaik untuk kehidupan rohani, jasmani, dan sosial si anak harus diutamakan. Dalam perkara tersebut, seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan sejauhmana kepentingan rohani, jasmani, dan sosial si anak terpenuhi selama dipelihara oleh ayahnya, bukan hanya semata-mata atas pertimbangan ibunya sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Hadis Nabi Muhammad yang dikutip oleh Pengadilan Agama dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung harus dibaca berdasarkan konteks peran perempuan dalam rumah tangga pada saat Hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kehidupan rumah tangga saat itu menempatkan istri dalam rumah tangga sebagai subordinat suami di mana istri harus taat kepada suami, bahkan sampai ibadah sunnahpun jika tanpa izin suami tidak boleh. Di samping itu, ada hadis riwayat lain di mana Nabi Muhammad menyerahkan anak perempuan Hamzah kepada bibinya yang saat itu terikat perkawinan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sendiri ketika mengawini Ummu Sala>mah yang membawa anak dari mantan suaminya hidup bersama Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad tersebut
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dipegangi oleh beberapa ulama diantanya Ibn H{azm.198 Oleh karena itu, Hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Mahkamah Agung tersebut harus dipahami bahwa pada saat itu perempuan yang sudah kawin lagi dengan laki-laki lain kemungkinan dapat menelantarkan pemeliharaan anak dari suami pertama karena ia terikat dengan kewajiban terhadap suami barunya. Pertimbangan Mahkamah Agung memberikan kewenangan pemeliharaan anak kepada ayah dengan alasan ibu lalai memelihara anak karena anak tersebut diserahkan pemeliharaannya kepada nenek dari pihak ibu juga kurang mempertimbangkan faktor-faktor lain. Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bagaimana kehidupan anak tersebut selama dipelihara oleh nenek dari pihak ibunya. Anak tersebut sejak perceraian ibunya dan ayahnya ikut dengan ibunya dan neneknya selama dua tahun dan anak pada saat diputus oleh Pengadilan Agama sudah berusia enam tahun. Jika selama anak tersebut dipelihara neneknya terpenuhi kebutuhan kehidupan rohani, jasmani, dan sosialnya serta lingkungannya sangat mendukung terhadap perkembangan anak ke arah yang lebih baik, hal ini tidak menjadi halangan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada ibunya dan dipelihara bersama neneknya, karena asas pemeliharaan anak adalah melindungi kepentingan anak yang sebaik-baiknya. Ketiga, putusan Mahkamah Agung memberikan hak pemeliharaan anak kepada kakek dan nenek dari pihak ayah, alasan yang dijadikan dasar pertimbangan bahwa anak tersebut sejak suami penggugat meninggal dunia diserahkan oleh penggugat kepada nenek dan kakek.199 Kasus posisinya pada tanggal 25 Januari 2003 suami penggugat meninggal dunia. Setelah itu, kakek dan nenek pihak suami penggugat menginginkan anak penggugat yang saat itu baru berusia 2 tahun 9 bulan agar dipelihara oleh kakek dan nenek dari pihak suami penggugat. Atas dasar hasil musyawarah keluarga penggugat dan nenek, anak diserahkan kepada nenek dan kakek dari pihak suami penggugat. Setelah anak berada pada nenek dan kakeknya setiap kali penggugat berkunjung menemui anak pihak kakek dan nenek menghalanghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya. Atas dasar itu penggugat pada tanggal 26 Februari 2003 (satu bulan setelah kematian suami penggugat) mengajukan gugatan terhadap kakek dan nenek pihak suami penggugat melalui Pengadilan Agama Bantaeng agar pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya. Pengadilan Agama Bantaeng dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2003/PA.BTG. tanggal 18 Juni 2003 menetapkan anak dipelihara oleh penggugat (ibu kandung anak), 198



Lihat Muh}ammad al-S{an‘a>ni>, Subul al-Sala>m Sharh} Bulu>gh al-Mara>m (Jeddah: H{aramayn, t.th.), vol. 3, 430; dan Ibn H}azm, al-Muh}alla>, 1857. 199 Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/AG/2004 tanggal 8 Maret 2006.
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dan kakek serta nenek pihak suami penggugat diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat (ibu kandung anak). Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Bantaeng adalah Pasal 105 huruf a KHI, Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan, dan qaul ulama yang dikutip dari kitab I’a>nat al-T{a>libi>n juz 4 hal. 3 yang berbunyi: 200



“Pihak yang paling berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah ibu, selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.” Putusan Pengadilan Agama Bantaeng tersebut dinyatakan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor 99/Pdt.G/2003/PTA.MKS. tanggal 1 Desember 2003. Akan tetapi, dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Agama Bantaeng dan menolak gugatan penggugat yang berarti anak tetap dipelihara oleh kakek dan neneknya dengan pertimbangan bahwa anak tersebut sejak ayahnya meninggal dunia deserahkan kepada kakek dan neneknya. Mahkamah Agung tidak menyebutkan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut. Mahkamah Agung hanya memberikan alasan bahwa “anak tersebut sejak ayahnya meninggal dunia diserahkan oleh penggugat kepada kakek dan neneknya.” Dasar pertimbangan tersebut mengandung dua kemungkinan: Pertama melindungi kepentingan kakek dan nenek; Kedua, melindungi kepentingan anak. Jika yang dimaksud oleh Mahkamah Agung adalah kepentingan kakek dan nenek, maka pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menyimpang dari asas hukum yang berlaku, baik dari sisi hukum positif maupun dari sisi hukum Islam – karena hukum positif maupun hukum Islam menetapkan asas pemeliharaan anak untuk melindungi kepentingan anak.201 Jika pertimbangan Mahkamah Agung menyerahkan pemeliharaan anak kepada kakek dan nenek untuk kepentingan anak, maka ada beberapa persoalan yang perlu dikaji. Pertama, anak baru berusia 2 tahun 9 bulan, secara psikologis, masih membutuhkan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibunya. Kedua, secara yuridis maupun hukum Islam, anak yang berusia 12 tahun pemeliharaannya merupakan hak sekaligus kewajiban ibu, kecuali ibunya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan anak baik disebabkan 200



Teks tersebut sebetulnya bukan teks dari kitab I‘a>nat al-T{a>libi>n, akan tetapi teks dari kitab Fath} al-Mu‘i>n bi Sharh} Qurrat al-‘Ayn yang disusun oleh Zayn al-Di>n alMalabari>. Teks tersebut tercantum dalam kitab I‘a>nat al-T{a>libi>n, juz 4, 101. 201 ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 597. Lihat pula Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 UU Perkawinan; Pasal 56 UU.No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
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ketidak mampuan fisik ataupun ketidak layakan moral.202 Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat tidak terbukti bahwa penggugat sebagai ibu kandung memiliki cacat tubuh atau mengidap penyakit yang tidak memungkinkan ia untuk memelihara anak, dan pula tidak terbukti bahwa ia berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan sebelum suaminya meninggal dunia penggugat yang memelihara anak tersebut secara baik. Ketiga, anak tersebut tinggal bersama kakek dan neneknya baru satu bulan sehingga dapat dipastikan hubungan psikologis anak tersebut dengan kakek dan neneknya belum begitu mendalam. Keempat, dalam perkara ini pihak tergugat (kakek dan nenek) menghalang-halangi penggugat (ibu kandung anak) untuk bertemu dengan anaknya. Sikap tergugat (kakek dan nenek) tersebut telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, di mana anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, bahkan jika pun karena alasan hukum si anak harus dipisahkan dari orang tua, hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya dijamin undang-undang.203 Dilihat dari empat aspek tersebut, pertimbangan Mahkamah Agung menetapkan pemeliharaan anak kepada nenek dan kakeknya dengan pertimbangan bahwa anak selama ini sudah hidup bersama nenek dan kakeknya kurang tepat, karena menghilangkan hak dasar anak untuk dipelihara dan bertemu dengan ibunya yang dijamin oleh undang-undang maupun hukum Islam. Keempat, putusan Mahkamah Agung menetapkan hak Pemeliharaan anak kepada saudara perempuan dari almarhum ayah si anak (bibi si anak) dengan pertimbangan: Pertama, putusan Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah menerapkan Pasal 105 KHI, karena tidak dihubungkan dengan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Kedua, dalam menetapkan pemeliharaan anak harus didasarkan atas kepentingan anak; Ketiga, penggugat sudah menelantarkan anak sejak usia 1,5 bulan; Keempat, anak tersebut selama 7 tahun dipelihara oleh nenek dan bibinya; Kelima, mengalihkan pemeliharaan anak dari tergugat (bibinya) kepada penggugat (sebagai ibunya) dapat menimbulkan beban psikologis terhadap anak.



202



Lihat Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 56 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaannya di Negara Hukum Indonesia, 339; dan Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 2, 1918. Lihat pula ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 594-595. 203 Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 2, 1918.
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Perkara ini berawal dari seorang ibu mengajukan gugatan pemeliharaan anak yang dikuasai oleh bibi si anak dari pihak ayah (suami penggugat). Anak tersebut sejak usia 1,5 bulan dipelihara oleh neneknya, setelah neneknya meninggal dunia dilanjutkan oleh bibinya. Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya Nomor 519/Pdt.G/2006/PA.MKS. tanggal 25 januari 2007 mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan anak diserahkan pemeliharaannya kepada ibu didasarkan pada Pasal 105 huruf a KHI, di mana anak yang berusia kurang dari 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibu. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya Nomor 40/Pdt.G/2007/PTA.MKS. tanggal 25 Juni 2007 menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar karena sudah tepat dan benar. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan putusannya Nomor 458/K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat. Sehingga dengan ditolaknya gugatan penggugat berarti anak tetap di bawah pemeliharaan bibinya. Perkara ini hampir sama dengan perkara ketiga di mana Mahkamah Agung menyerahkan pemeliharaan anak yang belum mumayiz bukan kepada orang tuanya (dalam perkara ini kepada bibi dan neneknya). Perbedaan dengan perkara ketiga, dalam perkara ini anak sudah sejak usia 1,5 bulan sampai usia tujuh tahun (saat gugatan diajukan oleh penggugat) diasuh oleh neneknya dan anak tersebut sekaligus bergaul dengan bibinya yang satu rumah dengan neneknya. Sehingga dapat dipastikan anak tersebut sudah mempunyai hubungan psikologis yang sangat mendalam dengan nenek dan bibinya. Setelah neneknya meninggal dunia, anak tersebut tetap tinggal dipelihara oleh bibinya. Anak tersebut dirawat oleh bibinya dan disekolahkan di lembaga pendidikan yang baik. Sehingga dalam perkara ini, argumentasi hukum Mahkamah Agung yang menyatakan demi kepentingan anak pemeliharaannya harus dilanjutkan oleh bibinya merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan atas mas}lah}ah. G. Nafkah Istri Tuntutan nafkah dari pihak istri, sama halnya dengan tuntutan pemeliharan anak, pada umumnya digabungkan dengan tuntutan perceraian baik berupa penggabungan tuntutan atau tuntutan balik (rekonvensi), hanya sebagian kecil tuntutan yang diajukan secara tersendiri. Tuntutan nafkah yang tidak digabung dengan perceraian sejak tahun 1991 s/d 2007 sebanyak 14 perkara, sedangkan yang digabung dengan perkara perceraian dari sampel perkara perceraian yang diambil dari perkara tahun 1991 s/d 2007 berjumlah 21 (6,95%).
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Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara nafkah istri pada umumnya menggunakan Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, qaul ulama, UU Perkawinan, dan PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri merupakan kewajiban yang timbul dari sahnya akad perkawinan. Hukum Islam menetapkan suami dibebani kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istri. Kewajiban ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 233204 di mana suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya berupa rizqun dan kiswah sesuai dengan kemampuannya. Demikian halnya Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya menetapkan kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya: 205



“Dan bagi mereka (isteri) ada kewajiban atas kamu (suami) untuk memenuhi rizki dan kiswah mereka dengan cara yang baik.” Al-Qur’an secara global hanya menjelaskan nafkah rizqun dan kiswah, tidak menjelaskan rincian nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Jenis dan perincian nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri diuraikan oleh para imam mazhab. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Shafi’iyah sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah 204



Q.S. Al-Baqarah [2] : 233:



                                                                           “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” 205 Lihat Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 566.
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berupa pangan, sandang, papan, dan pembantu rumah tangga.206 Di samping itu, sebagian mazhab Malikiyah berpendapat suami wajib memberikan biaya kesehatan untuk istrinya.207 Ibn Rushd menjelaskan bahwa menurut Imam Ma>lik, kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri jika suami telah dewasa, istri telah dewasa yang memungkinkan keduanya melakukan hubungan biologis. Sedangkan menurut Imam Abu> H{ani>fah dan Imam Sha>fi‘i>, walaupun suami belum dewasa sementara istri sudah dewasa, suami tetap wajib memberi nafkah terhadap istrinya. Lain halnya jika suami sudah dewasa akan tetapi istri belum dewasa, dalam mazhab Shafi’i terdapat dua pendapat; pertama tidak wajib memberi nafkah dan yang kedua wajib memberi nafkah. Perbedaaan ini terletak pada apakah kewajiban nafkah itu didasarkan atas kemungkinan sudah dapat berhubungan biologis atau atas dasar karena ikatan perkawinan. Bagi yang berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah tersebut atas dasar karena ikatan perkawinan, maka walaupun suami atau istri belum dewasa, suami tetap wajib memberi nafkah terhadap istrinya. Sebaliknya, bagi yang berpendapat kewajiban nafkah terhadap istri didasarkan atas kemungkinan melakukan hubungan biologis antara suami dengan istri, maka nafkah tidak wajib atas suami jika salah satu pihak belum dewasa karena belum memungkinkan melakukan hubungan biologis.208 Mengenai perincian jumlah nafkah, mazhab Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan istri serta disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan sesuai zamannya. Sedang sebagian mazhab Shafi’iyah berpendapat bahwa nafkah terhadap istri ditentukan dengan ukuran tertentu. Suami yang ekonominya mampu wajib memberi nafkah makan setiap hari dua mud, yang kemampuan ekonominya termasuk golongan menengah satu setengah mud dan bagi yang kemampuan ekonomi termasuk golongan lemah satu mud.209 Dalam perundang-undangan di beberapa negara muslim, perincian jenis nafkah tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab 206



Lihat Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 5, 223 dan 241; Abu> Bakar Muh}ammad Shatta>, I‘a>nat al-T{a>libi>n, vol. 4, 60-74; Ibn Quda>mah, alMughni>, vol. 11, 175 dan 183. 207 Lihat ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh} ‘ala> al-Madha>hib al-Arba‘ah, vol. 4, 558. 208 Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 437. 209 Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id , 437. Lihat pula Muh}ammad al-S{an‘a>ni>, Subul al-Sala>m, vol. 3, 1161 dan Muh}ammad ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad al-Shawka>ni>, Nayl al-Awt}a>r Sharh} Muntaqa> al-Akhba>r (Mesir: Must}afa> alBa>b al-H{alabi>, 1347), vol. 6, 274.
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empat, yaitu meliputi pangan, sandang, papan, biaya kesehatan dan pembantu rumah tangga. Namun demikian, kemampuan ekonomi suami dipertimbangkan dalam memenuhi jenis-jenis nafkah tersebut, hal ini pun sepanjang istri menerima keadaan suaminya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkahnya, jika istri tidak menerima kekurangan nafkah dari suami, ia dapat mengajukan tuntutan perceraian.210 Hukum keluarga di Indonesia tidak mengatur tentang rincian jenis nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan suami wajib memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.211 Berbeda dengan UU Perkawinan, KHI mengatur secara rinci kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri meliputi: a. nafkah, b. kiswah, c. tempat tinggal, d. biaya rumah tangga, e. biaya perawatan dan pengobatan istri.212 Sebagai perbandingan Pasal 107 KUH Perdata merumuskan suami wajib melindungi dan memberi segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya,213 tanpa merinci satu persatu kebutuhan istri tersebut sebagaimana halnya yang diatur dalam UU Perkawinan. Penentuan mengenai jenis kewajiban suami terhadap istri dengan rumusan yang umum lebih simpel dan fleksibel untuk disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Aturan tentang kewajiban nafkah suami yang simpel dan fleksibel sebagaimana dalam Al-Qur’an dan beberapa undang-undang yang telah diuraikan di atas lebih memudahkan untuk ditafsirkan dalam perkara konkrit dengan perkembangan kultur masyarakat setempat. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban suami, sehingga jika suami tidak melaksanakan kewajibannya istri dapat mengajukan gugatan kepada
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Undang-undang beberapa negara Arab Muslim seperti Aljazair, Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Libya, Syria, Yaman merinci jenis-jenis nafkah, sedangkan undangundang Libanon, Maroko, Tunisia tidak merinci jenis-jenis kewajiban nafkah. Lihat Dawoud El-Alami and Doren Hinchclief, Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World, 50, 52, 72, 94, 129, 187, 227 dan 271. 211 Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 838. 212 Uraian mengenai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut tercantum dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (1). Lihat Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 393. 213 Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 498.
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pengadilan.214 Hak untuk mengajukan gugatan nafkah lalai untuk istri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dibatasi oleh lampaunya waktu (daluwarsa). Di beberapa Negara Arab Muslim, tuntutan nafkah lampau istri berlaku daluwarsa. Aljazair dan Mesir misalkan hanya membolehkan gugatan nafkah lampau satu tahun sebelum gugatan diajukan, gugatan yang lebih dari satu tahun hanya akan diterima sebatas satu tahun, selebihnya dianggap daluwarsa. Kuwait selama dua tahun, Jordan enam bulan dan Syria empat bulan. Sedangkan Tunisia dan Yaman tidak menetapkan daluwarsa atas gugatan nafkah, walaupun menuntut beberapa tahun nafkah yang tidak dibayar oleh suami selama dapat dibuktikan di depan pengadilan dikabulkan.215 Pada umumnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan nafkah untuk istri. Dari jumlah 14 perkara gugatan nafkah istri, 13 perkara dikabulkan dan 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama. Terdapat tiga permasalahan hukum yang berhubungan dengan nafkah istri; Pertama, mengenai persoalan daluwarsa nafkah lampau istri; Kedua, mengenai jenis dan besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri; Ketiga mengenai nushu>z istri yang mengakibatkan hilangnya hak nafkah istri. Mengenai persoalan hukum pertama, yakni daluwarsa tuntutan nafkah lampau istri, pendapat Mahkamah Agung dalam hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi: “bahwa tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah kepada penggugat sebagai istri dari tahun 1975 sampai dengan 1994. Kepergian istri dari tempat tinggal orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat tanpa izin tergugat tidak dapat dikategorikan nushu>z, karena rumah orang tua bukan tempat tinggal yang disepakati kedua belah pihak di mana menurut Pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan tempat tinggal bersama harus berdasarkan kesepakatan bersama. Di samping itu, keberadaan penggugat di rumah orang tua tergugat hanya dititipkan oleh tergugat bukan untuk tinggal secara permanen dan saat itu penggugat tidak memberi nafkah kepada 214



Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dalam Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 336 dan 392. 215 Lihat Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Law Divorce Laws of the Arab World, 50, 60, 95, 129, 247, dan 272.
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penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 dan Pasal 81 KHI, penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau dan tergugat wajib membayar nafkah lampau kepada penggugat. Bahwa untuk menentukan besaran nafkah majlis mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat. Bahwa tergugat sejak tahun 1995 s/d 1997 tidak mempunyai pekerjaan dan setelah tahun 1997 diangkat sebagai pegawai negeri sipil (guru agama), oleh karena itu antara tahun 1975 s/d 1977 tergugat tidak dapat dibebani kewajiban nafkah terhadap penggugat. Pertimbangan kedua kebutuhan dasar hidup saat itu. Dengan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan untuk nafkah antara tahun 1997 s/d 1988 = 12 x 12 x Rp 20.000,-/bulan = Rp 2.880.000,- dan untuk masa masa tahun 1989 s/d 1994 (63 bulan) = 63 x Rp 50.000,-/bulan = Rp 3.150.000,-. Jumlah seluruhnya Rp 6.480.000,-.”216 Mahkamah Agung tidak mengenal lembaga daluwarsa mengenai tuntutan nafkah lampau istri. Dalam perkara tersebut, nafkah yang dituntut adalah sepanjang tahun 1975 s/d 1994 atau hampir 19 tahun. Walaupun yang dihitung hanya sekitar 17 tahun, akan tetapi bukan atas dasar batasan daluwarsa, melainkan atas dasar kemampuan ekonomi tergugat yang hanya baru dapat dibebani kewajiban nafkah sejak tahun 1977. Dari data yang diperoleh, gugatan yang terendah masa tuntutannya 5 bulan.217 Putusan Mahkakamah Agung tersebut berarti menerapkan ketentuan mazhab Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah, karena menurut mazhab Hanafiyah nafkah lampau untuk istri gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, kecuali nafkah istri yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.218 Mengenai persoalan hukum kedua, yakni jenis nafkah dan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri, pendapat Mahkamah Agung dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa menurut fakta tergugat/pembanding 216



Lihat Putusan MA No. 95K/AG/1995 tanggal 27 Juni 1996 jis Putusan PTA Ujung Pandang No. 44/1994 tanggal 19 Sptember 1994 dan Putusan PA Paloppo No. 205/Pdt.G/1993/PA.Plp tanggal 10 Maret 1994. 217 Lihat Putusan MA No. 90K/AG/1991 jis. Putusan PTA Pekanbaru No. 19/1990 tanggal 14 Maret 1991. 218 Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 10, 7363; dan Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Law Divorce Laws of the Arab World, 20-21.
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bekerja sebagai pegawai negeri golongan menengah dengan beban keluarga istri kedua dan lima orang anak. Oleh karenanya untuk membayar sejumlah tuntutan penggugat/terbanding sekaligus akan memberatkan tergugat. Sehingga putusan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan gugatan nafkah sebanyak Rp 6.480.000,00 untuk penggugat perlu disederhanakan sesuai kemampuan tergugat menjadi Rp 4.000.000,00.”219 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada penggugat (istri) sejak Januari 1990 (gugatan diajukan pada bulan Mei 1990 – penj.). Oleh karenanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang tercantum dalam Kitab Subul al-Sala>m nomor 1071, yang berbunyi: “Dan bagi mereka (isteri) ada kewajiban atas kamu (suami) untuk memenuhi rizki dan kiswah mereka dengan cara yang baik.” dan qaul ulama yang tercantum dalam kitab I‘a>nat al-T{a>libi>n juz IV hal. 85 yang berbunyi:



“Nafkah atau kiswah yang tidak dipenuhi oleh suami selama beberapa kurun waktu (nafkah lampau) menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri, karena nafkah lampau tersebut merupakan hak istri yang berada di bawah jaminan suami.” serta Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU Perkawinan, penggugat berhak mendapat nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00/bulan dengan perincian: a. biaya nafkah sehari-hari Rp 150.000,00, b. sewa rumah Rp 35.000,00, dan c. biaya pengobatan dan pakaian Rp 15.000,00.”220 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa tuntutan penggugat agar tergugat dihukum membayar nafkah lalai selama 31 bulan setiap bulan Rp 50.000,00 dan tergugat menolak dengan alasan tergugat tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, majlis berpendapat alasan tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak berkumpul tersebut 219



Lihat Putusan MA No. 95K/AG/1995 tanggal 27 Juni 1996 jis Putusan PTA Ujung Pandang No. 44/1994 tanggal 19 September 1994. 220 Lihat Putusan MA No. 90K/AG/1991 tanggal 29 September 1992 jo. Putusan PTA Pekanbaru No. 19/1990 tanggal 14 Maret 1991.
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bukan kesalahan penggugat, akan tetapi tergugat sendiri yang tidak mau hidup bersama, oleh karenanya tergugat tidak termasuk nushu>z. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut tergugat wajib membayar nafkah kepada penggugat selama 31 bulan setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan (dalam amar ditetapkan sebanyak Rp 930,000.00,- untuk 31 bulan).”221 Pada umumnya putusan Mahkamah Agung tidak menentukan jenis nafkah dalam putusannya, kecuali beberapa putusan menetapkan secara rinci jenis nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya sebagaimana dalam perkara angka 2 di atas yang menjelaskan rincian nafkah terdiri dari, 1. nafkah sehari-hari, 2. tempat tinggal, dan 3. biaya kesehatan. Mengenai biaya kesehatan ini, Mahkamah Agung menerapkan KHI dan pendapat mazhab Malikiyah. Sedangkan mengenai jumlah besaran nafkah, Mahkamah Agung tidak menentukan secara pasti, akan tetapi mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi suami saat itu. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an, Hadis dan pendapat mazhab Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Mengenai masalah hukum ketiga, yakni nushu>z istri yang mengakibatkan hilangnya hak nafkah istri, pandangan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa penggugat (istri) tidak berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh tergugat (suami) karena penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat pergi ke Singapura.”222 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa tuntutan penggugat (istri) mengenai nafkah lampau yang tidak dibayar oleh tergugat (suami) sejak tahun 1975 s/d 1992 tidak dapat dikabulkan karena penggugat telah mengusir tergugat dari tempat tinggal bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (7) KHI dan qaul ulama yang tercantum dalam kitab Tuh}fat al-Muh}ta>j vol. VIII hal. 323 yang berbunyi: 221



Lihat Putusan MA No. 221K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan PTA Pontianak No. 11/Pdt.G/1992/PTA.PTK. tanggal 12 Juli 1994 dan Putusan PA Pontianak No. 139/Pdt.G/1992/PA.PTK. tanggal 2 September 1992. 222 Lihat Putusan MA No. 190K/AG/1991 tanggal 22 Juni 1994 jis Putusan PTA Surabaya No. 25/1991/PTA.SBY tanggal 4 Juni 1991 dan Putusan PA Surabaya No. 969/Pdt.G/1990/PA.Sby tanggal 13 November 1990.
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“Kewajiban (suami) memberi nafkah gugur secara keseluruhan akibat nushu>z dari pihak istri berdasarkan ijma ulama; atau karena istri melanggar kewajiban taat kepada suami.” 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi, “Bahwa tuntutan nafkah penggugat (istri) yang tidak dapat dibayar oleh tergugat (suami) harus ditolak, karena penggugat telah nushu>z keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) KHI.”224 4. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi: “bahwa tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah kepada penggugat sebagai istri dari tahun 1975 sampai dengan 1994. Kepergian istri dari tempat tinggal orang tua tergugat ke rumah orang tua penggugat tanpa izin tergugat tidak dapat dikategorikan nushu>z, karena rumah orang tua bukan tempat tinggal yang disepakati kedua belah pihak di mana menurut Pasal 32 ayat (2) UU Perkawinan tempat tinggal bersama harus berdasarkan kesepakatan bersama. Di samping itu, keberadaan penggugat di rumah orang tua tergugat hanya dititipkan oleh tergugat bukan untuk tinggal secara permanen dan saat itu penggugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 dan Pasal 81 KHI, penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau dan tergugat wajib membayar nafkah lampau kepada penggugat. Bahwa untuk menentukan besaran nafkah majlis mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat. Bahwa tergugat sejak tahun 1995 s/d 1997 tidak mempunyai pekerjaan dan setelah tahun 1997 diangkat sebagai pegawai negeri sipil (guru agama). Oleh karena itu, antara tahun 1975 s/d 1977 tergugat tidak dapat dibebani kewajiban nafkah terhadap penggugat. Pertimbangan kedua kebutuhan dasar hidup saat itu. Dengan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan untuk nafkah antara tahun 1997 s/d 1988 = 12 x 12 x Rp 20.000,00/bulan = Rp 2.880.000,00 dan untuk masa-masa tahun
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Lihat Putusan MA No. 164K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 jis. Putusan PTA Manado No. 34/Pdt.G/1993/PTA.Mdo. tanggal 15 Desember 1993 dan Putusan PA Limboto No. 174/Pdt.G/1992/PA.Lbt. tanggal 20 Rabiulawal 1414 H. 224 Lihat Putusan MA No. 580K/AG/2003 tanggal 31 Agustus 2004 jis. Putusan PTA Yogyakarta No. 03/Pdt.G/2003/PTA.YK. tanggal 28 April 2003 dan Putusan PA Yogyakarta No. 87/Pdt.G/2002/PA.Yk tanggal 25 Nopember 2002.
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1989 s/d 1994 (63 bulan) = 63 x Rp 50.000,00/bulan = Rp 3.150.000,00. Jumlah seluruhnya Rp 6.480.000,00.”225 5. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa tuntutan penggugat agar tergugat dihukum membayar nafkah lalai selama 31 bulan setiap bulan Rp 50.000,00 dan tergugat menolak dengan alasan tergugat tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, majlis berpendapat alasan tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak berkumpul tersebut bukan kesalahan penggugat akan tetapi tergugat sendiri yang tidak mau hidup bersama, oleh karenanya tergugat tidak termasuk nushu>z. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut tergugat wajib membayar nafkah kepada penggugat selama 31 bulan setiap bulannya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan (dalam amar ditetapkan sebanyak Rp 930.000,00 untuk 31 bulan).”226 Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dalam angka 1, 2, dan 3, istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari suami dianggap nushu>z tanpa menjelaskan kepergian istri tersebut apakah ada alasan hukum atau tidak. Berkenaan dengan kepergian istri dari tempat tinggal, mazhab Hanabilah berpendapat bahwa nafkah sangat erat kaitannya dengan hak suami untuk berhubungan biologis, oleh karenanya jika istri keluar dari rumah bepergian untuk keperluan si istri walaupun atas izin suami, istri tidak berhak mendapat nafkah karena saat istri pergi hak suami untuk melakukan hubungan biologis tidak dapat terpenuhi.227 Demikian halnya mazhab Shafi’iyah bahwa kewajiban nafkah adalah sebagai implikasi dapat terpenuhinya kebutuhan biologis suami, akan tetapi istri tidak dapat dikategorikan nushu>z jika ia keluar rumah mempunyai alasan hukum, misalkan menghindari tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami.228 Mazhab Hanafiyah menetapkan kepergian istri dari tempat tinggal bersama tanpa ada alasan hukum tidak dapat dikategorikan nushu>z kecuali jika tidak
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Lihat Putusan MA No. 95K/AG/1995 tanggal 27 Juni 1996 jis Putusan PTA Ujung Pandang No. 44/1994 tanggal 19 September 1994 dan Putusan PA Paloppo No. 205/Pdt.G/1993/PA.Plp tanggal 10 Maret 1994. 226 Lihat Putusan MA No. 221K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan PTA Pontianak No. 11/Pdt.G/1992/PTA.PTK. tanggal 12 Juli 1994 dan Putusan PA Pontianak No. 139/Pdt.G/1992/PA.PTK. tanggal 2 September 1992. 227 Ibn Quda>mah, al-Mughni>, vol. 11, 206. 228 Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 8, 327.
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ada alasan hukum baru istri dapat dikategorikan nushu>z.229 Berbeda dengan tiga mazhab sebelumnya, mazhab Zahiriyah berpendapat nafkah istri wajib sebagai akibat akad perkawinan, walaupun istri berbuat nushu>z. Selama perkawinan tersebut sah, suami wajib memberi nafkah.230 KHI tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan nushu>z. Pasal 84 ayat (1) KHI berbunyi “Istri dapat dianggap nushu>z jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 81 ayat (1) dimaksud berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Dalam tiga perkara di atas, Mahkamah Agung cenderung berpegang pada mazhab Hanabilah yang menetapkan kepergian istri tanpa izin suami walaupun ada alasan hukum diketegorikan nushu>z. Dalam contoh nomor 4, Mahkamah Agung menetapkan istri mengusir suami dari tempat tinggal bersama merupakan nushu>z. Dalam perkara ini hampir sama dengan tiga perkara sebelumnya, di mana Mahkamah Agung tidak menjelaskan penyebab istri mengusir suami, apakah mempunyai alasan hukum atau tidak. Sedangkan dalam contoh nomor 5 Mahkamah Agung tidak menetapkan nushu>z terhadap istri yang meninggalkan tempat tinggal yang diinginkan suami jika ada alasan hukum. Dalam perkara kelima, Mahkamah Agung cenderung menerapkan pendapat mazhab Hanafiyah dan Shafi’iyah. Putusan Mahkamah Agung mengenai nafkah istri menarik jika dihubungkan dengan kesetaraan gender. Menetapkan istri keluar rumah tanpa izin suami dengan tidak mempertimbangkan latar belakang alasan istri keluar rumah tanpa izin, menggambarkan bahwa Mahkamah Agung masih mendudukkan istri sebagai subordinat dari suami dalam keluarga. Karena tidak sedikit perkara di mana suami melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap istri sehingga istri tidak mampu untuk tinggal bertahan dengan suaminya.231 Seharusnya dalam perkara istri meninggalkan



229



Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika istri keluar rumah untuk menengok orang tua tidak dapat dikategorikan nushu>z. Lihat Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> alDurr al-Mukhta>r, vol. 5, 227. 230 Ibn H}azm, al-Muh}alla>, 1705. 231 LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dalam siaran pers dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2009 memaparkan perkara kekerasan terhadap perempuan sebanyak 160 perkara melalui pengaduan langsung (90 kasus) dan melalui telepon (70 kasus). Dari 160 perkara itu, 77,8% atau 130 perkara merupakan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian merupakan pilihan tertinggi bagi perempuan korban untuk menyelesaikan
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tempat tinggal bersama atau istri mengusir suami dari tempat tinggal bersama, Mahakamah Agung khususnya pengadilan judex factie lebih teliti mengungkap latar belakang istri bertindak meninggalkan tempat tinggal bersama atau mengusir suami dari tempat tinggal bersama. H. Nafkah Anak Dari seluruh perkara perdata agama di bidang hukum keluarga sejak 1991 s/d 2007 tidak ditemukan tuntutan nafkah anak yang berdiri sendiri. Tuntutan nafkah anak senantiasa digabung dengan tuntutan perceraian. Dari jumlah sampel 302 perkara, perceraian yang digabung dengan nafkah anak sebanyak 84 perkara (27,81%). Tuntutan nafkah anak tersebut diajukan oleh istri baik yang digabungkan dengan tuntutan cerai atau dalam tuntutan balik atas tuntutan cerai talak yang diajukan oleh suami. Tuntutan nafkah anak meliputi tuntutan nafkah lampau maupun nafkah anak pasca perceraian jika anak ditetapkan di bawah pemeliharan istri (ibu dari si anak). Hukum Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah anak kepada ayah jika ayah masih ada dan mampu, jika ayah sudah tidak ada atau tidak mampu maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyah berpendapat jika ayah tidak ada atau tidak mampu, maka kewajiban nafkah anak berpindah kepada kakek atau ibu. Kakek dan ibu dapat menuntut penggantian nafkah yang sudah dikeluarkan olehnya kepada ayah si anak jika ia sudah mampu untuk membayar nafkah kembali. Mazhab Malikiyah berpendapat, jika ayah tidak mampu atau sudah meninggal dunia, kewajiban nafkah untuk anak beralih ke kakek, tidak kepada ibu. Berbeda dengan mazhab Malikiyah, mazhab Shafi’iyah berpendapat bahwa jika ayah sudah meninggal dunia atau tidak mampu, maka kewajiban nafkah untuk anak berpindah kepada ibu, tidak kepada kakek. Lain halnya mazhab Hanabilah, mazhab ini berpendapat jika ayah sudah tidak ada, maka kewajiban nafkah anak wajib ditanggung oleh ahli waris dari ayah si anak, masing-masing dibebani sesuai tingkat perbandingan dalam bagian warisnya. Jika ayah mengabaikan kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya, menurut mazhab Hanafiyah tidak menjadi hutang yang dapat ditagih oleh anaknya. Menurut mazhab Shafi’iyah, jika kewajiban nafkah tersebut telah ditetapkan oleh hakim, maka menjadi hutang terhadap ayah, dan anaknya dapat menuntut nafkah yang dilalaikan ayahnya.232 Kewajiban memenuhi kebutuhan anak dalam peraturan perundangundangan Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat (1) jis. Pasal 41 huruf b, ataupun memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Lihat http://www.langit perempuan.com/2009/03, diakses pada tanggal 13 Juni 2010. 232 Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. X, 7415-7419.
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Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan serta Pasal 80 ayat (2), (4) huruf b dan c, Pasal 81 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105 huruf c KHI.233 Terdapat perbedaan kewajiban ayah terhadap anak dalam UU Perkawinan dengan KHI. Pasal 34 UU Perkawinan menetapkan segala keperluan hidup rumah tangga merupakan kewajiban suami. Dalam pasal tersebut secara inklusif termasuk kebutuhan hidup anak menjadi kewajiban suami. Seperti halnya Pasal 34, Pasal 41 huruf b, menetapkan walaupun suami istri sudah bercerai, kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban suami, kecuali suami tidak mampu atas penetapan pengadilan istri dapat diwajibkan untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Akan tetapi berbeda dengan kedua pasal tersebut, Pasal 49 ayat (2) menetapkan bahwa orang tua (ayah dan ibu – penj.) tetap berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaannya dicabut. Pasal ini menunjukkan bahwa ayah dan ibu kewajibannya sama dalam menanggung biaya pemeliharaan anak jika mereka dicabut kekuasaannya terhadap anak. Perbedaan muatan dalam tiga pasal UU Perkawinan tersebut merupakan wilayah ijtihad hakim untuk menentukan apakah UU Perkawinan menganut persamaan kewajiban ayah dan ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. KHI secara tegas menetapkan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada ayah. UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis nafkah untuk anak. Perincian jenis kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh ayahnya diatur dalam KHI, meliputi biaya penghidupan (sandang, pangan dan papan), biaya pendidikan dan biaya perawatan serta pengobatan anak. Baik dalam UU Perkawinan dan KHI, kewajiban ayah memenuhi kebutuhan anak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah. Pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban universal, bukan hanya melekat pada bangsa, etnik atau agama tertentu. Dalam Universal Declaration of Human Rights Article 25 (2), dikatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.234 Dalam beberapa perundang-undangan negara yang menganut civil law, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 233



Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 838-839; dan Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, 392 dan 398. 234 Teks aslinya berbunyi: “Motherhood and Childhood are entiteld to special care and assistance. All Children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same sosial protection.” Lihat Bryan A. Garner, Black’s law Dictionary, 1720.
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anak dibebankan kepada ayah dan ibu baik sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.235 Pada umumnya dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara nafkah anak adalah Al-Qur’an, Hadis, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PP Pelaksanaan UU Perkawinan, dan PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam perkara nafkah anak, putusan Mahkamah Agung yang menarik untuk dikaji adalah mengenai putusan nafkah anak yang sudah lampau. Suami tidak memberi nafkah terhadap istri sekaligus juga terhadap anak yang tinggal bersama istri yang selama itu anak dinafkahi oleh istri. Pendapat Mahkamah Agung tentang dapat tidaknya nafkah lampau anak digugat istri atau anak dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa penggugat (istri) menuntut tergugat (suami) untuk membayar nafkah lampau untuk anak yang tidak dibayar selama 8 bulan oleh tergugat sejumlah Rp 90.000,00/bulan seluruhnya berjumlah Rp 720.000,00. Bahwa tergugat terbukti selama masa 8 bulan tidak memberikan nafkah kepada anak sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan, akan tetapi mengenai besaran perbulannya majlis hakim menetapkan sebesar Rp 40.000,00 disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan kelaziman.”236 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa penggugat (istri) menuntut tergugat (suami) untuk membayar nafkah dua orang anak yang tidak dibayar selama 4 tahun dan nafkah selanjutnya sampai dua anak tersebut usia dewasa dengan jumlah 34.760.000,00 dan selama empat tahun kebutuhan dua anak tersebut ditanggung oleh penggugat. Bahwa tergugat mengakui tidak memberi nafkah dua orang anak selama masa itu, oleh karenanya berdasarkan Q.S. Al-T{ala>q [65] : 7 jis. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 98 ayat (1) KHI, gugatan penggugat dapat dikabulkan. Mengenai besaran jumlahnya majlis hakim mempertimbangkan juga kewajiban penggugat untuk turut serta membiayai nafkah anak berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU 235



Lihat Pasal 298 ayat (1) KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 515; dan Article 820 of The Civil Code of Japan, dalam Eibun Horei Sha, Law Bulletin Series Japan, 137. 236 Lihat Putusan MA No. 514K/AG/1996 tanggal 23 April 1998 jis. Putusan PTA Semarang No. 135/Pdt.G/1995/PTA.Smg. tanggal 17 Juni 1996 dan Putusan PA Tegal No. 185/Pdt.G/1995/PA. tanggal 24 Oktober 1995.
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perkawinan, sehingga dengan pertimbangan tersebut majlis hakim menetapkan jumlah nafkah lampau dan nafkah yang akan datang yang wajib dibayar oleh tergugat adalah 19.000.000,00.”237 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa penggugat (istri) menuntut tergugat (suami) untuk membayar nafkah anak yang selama 6 bulan terakhir tidak dibayar oleh tergugat sebesar Rp 200.000,00 setiap bulan untuk kedua anak tersebut. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terbukti tergugat tidak memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut dan selama itu biaya kebutuhan hidup anak ditanggung oleh penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan jis. Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Peradilan Agama dan Hadis Nabi Muhammad yang tercantum dalam kitab al-Muhadhdhab vol. 2 hal. 177:



238



“Ya Rasulullah, aku mempunyai uang. Maka Rasulullah bersabda: nafkahkanlah untuk dirimu. Ia berkata: Aku masih mempunyai uang yang lain. Maka Rasulullah bersabda: nafkahkanlah untuk anakmu. Ia berkata: Aku masih mempunyai uang yang lain. Maka Rasulullah bersabda: nafkahkanlah untuk keluargamu. Ia berkata: Aku masih mempunyai uang yang lain. Maka Rasulullah bersabda: nafkahkanlah untuk pembantumu. Ia berkata: Aku masih mempunyai uang yang lain. Maka Rasulullah bersabda: kamu lebih mengetahuinya.” 4. Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagai berikut “Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan mengenai nafkah anak bukan merupakan utang karena nafkah anak bersifat li al-intifa>’ bukan li al-tamli>k.” Pertimbangan Pengadilan Agama yang diperbaiki Mahkamah Agung berbunyi “bahwa penggugat 237



Lihat Putusan MA No 220K/AG/1994 tanggal 31 Oktober 1995 dan Putusan PTA Surbaya No. 65/Pdt.G/1993/PTA.SBY. tanggal 28 Oktober 1993 dan Putusan PA Kediri No. 1231/Pdt.G/1992/PA.Kab.Kediri tanggal 23 Januari 1993. 238 Lihat Putusan MA No. 190K/AG/1991 tanggal 22 Juni 1994 jis. Putusan PTA Surabaya No. 25/1991/PTA.SBY. tanggal 4 Juni 1991 dan Putusan PA Surabaya No. 969/Pdt.G/1990/PA.SBY. tanggal 13 November 1990.
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menuntut nafkah tiga orang anak dari tergugat (suami) yang tidak memberi nafkah terhadap anak selama tahun 1989 s/d 2005 sejumlah Rp 126.000.000,00 dan selama masa itu biaya kebutuhan tiga orang anak ditanggung oleh penggugat. Bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan terbukti tergugat tidak memberi nafkah tiga orang anak selama masa tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 105 huruf e, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d KHI, gugatan penggugat dapat dikabulkan. Bahwa mengenai besaran jumlahnya majlis dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami sesuai Q.S. Al-T{ala>q [65] : 7:



                             “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”



dan kewenangan hakim yang diberikan oleh Pasal 156 huruf f KHI sehingga ditetapkan sejumlah Rp 19.500.000,00.”239 Pertimbangan Mahkamah Agung, dalam beberapa contoh tersebut di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda. Tiga contoh pertama, Mahkamah Agung berpendapat nafkah anak yang tidak diberikan oleh ayahnya dan selama itu nafkah tersebut ditanggung oleh ibunya; ibunya dapat menuntut nafkah anak yang dilalaikan oleh ayah si anak. Pertimbangan dalam contoh nomor 4, Mahkamah Agung berpendapat nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dan selama itu nafkah anak tersebut ditanggulangi oleh ibunya tidak dapat dituntut oleh ibunya dengan alasan nafkah anak bukan li altamli>k melainkan li al-intifa>’. Dalam tiga contoh pertama, Mahkamah Agung menerapkan ketentuan Al-Qur’an, Hadis, qaul ulama dan peraturan perundang-undangan di mana nafkah anak merupakan kewajiban ayah. Sedang dalam contoh nomor 4, Mahkamah Agung tidak menerapkan ketentuan Al-Qur’an, Hadis, qaul ulama dan peraturan perundangundangan. Contoh nomor 4 menggambarkan Mahkamah Agung tidak 239



Lihat Putusan MA No. 472K/AG/2006 tanggal 29 Maret 2007 jo. Putusan PA Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/2005 /PA. Psp tanggal 19 Desember 2005. Lihat pula putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/2000.
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responsip terhadap rasa keadilan, karena di samping menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ayah mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak walaupun dalam keadaan tertentu istri punya kewajiban juga untuk memenuhi kebutuhan anak.240 Sangat tidak adil pada saat ayah mampu untuk membiayai nafkah anak akan tetapi pada saat suami lalai memberi nafkah terhadap anak, ibu dibebani membayar nafkah anak dengan tidak diberi hak untuk menuntut suami agar membayar nafkah lampau anak. I. Nafkah Idah Gugatan nafkah idah pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan digabung dengan perkara perceraian baik perceraian yang diajukan oleh suami maupun yang diajukan oleh istri. Dari jumlah sampel cerai talak yang berjumlah 156 perkara, terdapat gabungan gugatan nafkah idah sebanyak 81 perkara, setara dengan 51,92%. Sedangkan yang digabung dengan cerai gugat sebanyak 45 dari jumlah 146, setara dengan 30,84 %. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara nafkah idah adalah KHI, UU Perkawinan, Hadis, dan Al-Qur’an. Pasca perceraian mantan suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri selama ia menjalani masa idah. Kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri tercantum dalam Q.S. Al-T{ala>q [65] : 6 dan 7. Para fuqaha mazhab empat menetapkan beberapa syarat terhadap mantan istri untuk mendapat nafkah selama masa idah dari mantan suami: Pertama, istri ditalak raj’i;241 dan Kedua, mantan istri tidak nushu>z.242 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 240



Mazhab Shafi’iyah berpendapat jika ayah tidak mampu, maka ibu wajib memenuhi nafkah anak. Mazhab Hanafiyah berpendapat jika ayah tidak mampu, ibu bersama kekek berkewajiban memenuhi nafkah anak. Mazhab Hanabilah berpendapat jika ayah tidak mampu ibu dan kerabat dekat lainnya berkewajiban memenuhi kebutuhan anak. Kecuali mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa kewajiban nafkah terhadap anak hanya ayah jika ayah tidak mampu yang lain tidak punya kewajiban. Lihat Wahbah al-Zuhayli>, alFiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, 7416-7417. 241 Menurut mazhab Hanafiyah, istri yang ditalak bain pun berhak untuk mendapat nafkah selama menjalani masa idah. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, istri yang ditalak bain tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal selama masa idah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, mazhab Shafi’iyah dan Malikiyah berpendapat istri yang ditalak bain berhak mendapat tempat tinggal dari mantan suaminya selama menjalani masa idah, akan tetapi tidak berhak mendapat nafkah. Lihat Wahbah alZuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, juz 10, 7405. 242 Istri dianggap melakukan nushu>z jika ia melalaikan kewajiban sebagai istri atau sebagai mantan istri. Lihat Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, juz 10, 7364.
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Indonesia, baik dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, istri yang ditalak oleh suaminya berhak memperoleh nafkah selama idah. Dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, hakim dapat menentukan biaya hidup untuk istri yang dijatuhi talak oleh suaminya. Demikian halnya dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, mantan istri yang dicerai suaminya berhak memperoleh nafkah selama masa idah selama mantan istri tersebut tidak nushu>z. Dalam doktrin fikih mazhab Shafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah, nafkah idah hanya diberikan kepada istri yang ditalak raj’i dan jika istri tidak berbuat nushu>z, sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, istri yang ditalak raj’i maupun talak ba’in tetap berhak untuk mendapat nafkah idah dari mantan suaminya.243 Dalam putusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung, yang termasuk talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami setelah suami diizinkan untuk menjatuhkan talak. Lain halnya talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak ba’in sughra, suami tidak boleh melakukan rujuk. Akibat hukum dari talak yang dijatuhkan oleh pengadilan menurut Shafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mantan istri tidak berhak untuk mendapat nafkah idah. Mahkamah Agung memutuskan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah idah tidak hanya kepada istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi juga terhadap mantan istri yang dijatuhi talak oleh pengadilan dalam bentuk talak ba’in sughra. Dari jumlah data cerai gugat sebanyak 146 perkara, Mahkamah Agung memberi nafkah idah kepada pihak istri sebanyak 45 perkara, setara dengan 30,84%. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah idah dengan pertimbangan bahwa walaupun dalam perkara ini istri yang mengajukan gugat carai, namun penggugat setelah dijatuhi talak (oleh pengadilan – penj.) harus menjalani masa idah, dan salah satu tujuan menjalani masa ‘idah adalah untuk istibra>’, di mana istibra>’ tersebut menyangkut kepentingan suami. Maka berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan Pasal 49 KHI, tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan, dan



243



Ah}mad Ghundu>r, al-T{ala>k fi> al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yah wa al-Qa>nu>ni> (Mesir: Da>r al-Ma‘a>rif, 1967), 298. Lihat pula Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 10, 7404; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 470.
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kiswah selama masa idah kepada penggugat yang jumlah dan nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan.”244 Mahkamah Agung dalam hal menetapkan kewajiban suami untuk memberi nafkah idah kepada istri yang dijatuhi talak oleh pengadilan tidak secara eksplisit menyatakan mengambil dasar hukum dari mazhab Hanafiyah, akan tetapi didasarkan atas qiya>s dan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Qiya>s yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara nafkah idah bagi istri yang dijatuhi talak oleh pengadilan adalah “salah satu tujuan istri yang ditalak menjalani masa idah adalah untuk meyakinkan mantan istri tersebut sedang mengandung atau tidak dari mantan suaminya (istibra>’), agar kemurnian keturunan dari suami terjaga. Dilihat dari sisi tersebut, istibra>’ merupakan kepentingan suami untuk menjaga keturunannya, sehingga suami wajib memberi nafkah selama mantan istrinya menjalani masa idah. Dalam perkara istri diceraikan oleh pengadilan, istri pun tetap berkewajiban untuk menjalani masa idah. Oleh karena itu, istri yang diceraikan oleh pengadilan pun berhak untuk mendapat nafkah selama masa idah. Putusan tersebut, dilihat dari perspektif kesetaraan gender, telah mengakomodir arus pengutamaan gender. Dalam hal ini, perempuan yang mengajukan cerai dapat memperoleh nafkah idah jika penyebab retaknya rumah tangga adalah suami. Dalam literatur fikih, jika perempuan yang mengajukan cerai, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah idah karena istri yang mengajukan cerai dianggap nushu>z. Sangat tidak adil jika suami berperilaku negatif sehingga menimbulkan rumah tangga tidak harmonis, istri harus diam dalam tekanan psikologis untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jalan keluarnya istri mengajukan perceraian. Dengan terjadinya perceraian istri kehilangan jaminan hidup dari suaminya. Oleh karena itu, sangat memenuhi rasa keadilan jika dalam keadaan seperti itu istri mendapat jaminan hidup selama masa idah apalagi jika diberikan nafkah selama istri tersebut belum kawin lagi. Dari hasil wawancara dengan Hakim Agung, bahwa pemberian nafkah terhadap istri yang mengajukan gugatan cerai hanya diberikan kepada istri jika mengajukan cerai dengan alasan rumah tangga sudah tidak harmonis, di mana ketidak harmonisan tersebut diakibatkan oleh ulah suami, misalkan suami melakukan kekerasan 244



Dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1129/Pdt.G/2005/PA.NGJ. tanggal 3 Agustus 2006 dan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 249/Pdt.G/2006/PTA.Sby tanggal 28 November 2006, istri tidak diberi nafkah idah. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki kedua putusan tersebut. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 134K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 53K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.
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dalam rumah tangga, suami selingkuh dengan perempuan lain, suami membiarkan istri tidak diberi nafkah dalam rangka memenuhi rasa keadilan.245 J. Mut’ah Perkara mut’ah hampir tidak ada yang berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa digabungkan dengan perkara cerai talak, baik diputuskan oleh Pengadilan Agama secara ex officio dalam keadaan istri tidak mengajukan tuntutan mut’ah, atau diputus oleh pengadilan atas tuntutan istri. Tidak ditemukan putusan Mahkamah Agung yang memberikan mut’ah kepada janda jika dalam perkara tersebut pihak istri yang berinisiatif mengajukan gugatan cerai. Dari data putusan cerai talak yang berjumlah 156, Mahkamah Agung menetapkan kewajiban atas suami memberi mut’ah kepada istri yang ditalak sebanyak 83 (53,20%). Dasar hukum yang diterapkan adalah AlQur’an, UU Perkawinan , KHI, dan qaul ulama. Kewajiban suami untuk memberi mut’ah terhadap istrinya yang ditalak diatur dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 236, 240, 241 dan Q.S. Al-Ah}za>b [33] : 49. Para sahabat Nabi Muhammad berbeda pendapat mengenai hukum memberi mut’ah kepada istri yang ditalak. ‘Abd Alla>h ibn ‘Umar dan ‘Ali> ibn Abi> T{al> ib berpendapat bahwa mut’ah hukumnya wajib atas suami terhadap istri yang ditalak, karena dalam ayat tersebut kalimatnya berbentuk perintah, yakni



nadb karena dalam



. Shurayh246 berpendapat bahwa mut’ah hukumnya ayat tersebut diembeli kata . menurut



Abu> ‘Ubayd, seandainya maksud dari ayat tersebut bermakna wajib, maka kalimat tersebut tidak akan diembeli dengan kata



.247



Perbedaan pendapat para sahabat tentang hukum mut’ah berlanjut kepada para mujtahid empat. Imam Ma>lik berpendapat bahwa mut’ah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Abu> H{ani>fah mut’ah wajib dengan syarat istri yang ditalak belum disenggama dan belum diberi mahar. Berbeda dengan Imam Ma>lik dan Abu> H{ani>fah, Imam Sha>fi‘i> berpendapat bahwa mut’ah wajib diberikan kepada istri dengan syarat talak dijatuhkan 245



Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung yang memutus perkara hukum perdata Islam, tanggal 27 Mei 2010. 246 Shurayh ibn al-Ha>rith ibn Qays al-Kindi> diangkat sebagai qa>di> di Kufah oleh ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, jabatan tersebut berlangsung selama 60 tahun, kemudian di Basrah satu tahun, dan pada masa Mu’awiyah diangkat di Damsyiq. Beliau wafat pada tahun 78 atau 80 H. Lihat Ibn Qayma>z al-Dhahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala>, vol. 2, 1972-1973. 247 Al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 2, 200.
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oleh suami, dan istrinya belum disenggama. Pendapat yang lebih luas adalah yang dikemukakan oleh mazhab Zahiriyah. Mazhab ini berpendapat bahwa mut’ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak jenis apapun talaknya.248 KHI Pasal 158 menetapkan mut’ah wajib dengan syarat: 1. Talak dijatuhkan oleh suami, 2. Istri sudah disenggama tetapi belum diberi mahar. Ada beberapa hal yang menarik dalam perkara mut’ah yang diputus oleh Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah Agung tidak memberikan mut’ah bagi perempuan yang dicerai yang perceraiannya diajukan oleh istri. Dasar pemikiran Mahkamah Agung karena perkara perceraian yang diajukan oleh istri berakibat istri tidak berhak atas mut’ah.249 Dalam perkara ini, Mahkamah Agung berpegang pada qaul ulama dan KHI yang menetapkan bahwa perempuan yang berhak mendapat mut’ah adalah perempuan yang ditalak oleh suami. Sedangkan perceraian atas permohonan istri talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan, sehingga istri tidak berhak untuk mendapat mut’ah. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menerapkan hukum yang sudah ada (ijtiha>d tat}bi>qi>) tanpa melakukan pembaharuan. Sebagaimana dalam perkara nafkah idah di mana Mahkamah Agung menyimpangi qaul ulama dengan menetapkan istri yang mengajukan perceraian jika dikabulkan permohonnya istri memperoleh nafkah idah. Pembaharuan hukum seperti itu dimungkinkan secara yuridis jika mut’ah dipahami sebagai imbalan istri lantaran menderita tekanan psikologis dalam rumah tangga. Metode ijtihadnya dapat menerapkan metode qiya>s terhadap putusan Nabi Muhammad dalam perkara istri Qays yang diceraikan dengan keharusan mengembalikan semua benda yang diberikan suami pada saat perkawinan. Pengembalian benda pemberian suami tersebut patut diduga sebagai imbalan terhadap suami yang kehilangan istri sedangkan suami tidak berperilaku negatif yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, jika istri mengajukan perceraian disebabkan rumah tangga tidak harmonis akibat perilaku negatif suami yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dapat dianalogikan terhadap perkara istri Qays tersebut. Demikian halnya dalam hukum perikatan jika salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah akad perikatan melakukan cidera janji/wanprestasi maka dia bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi terhadap pihak lainnya. Dalam perkara perceraian, perilaku buruk suami 248



Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 473. Lihat pula Ibn H}azm, al-Muh}alla>, 1807. 249 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 295K/AG/2000 tanggal 25 Oktober 2002 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 75/Pdt.G/1999/PTA.JKT tanggal 25 Juli 1999 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/1998/PA.Jak.Sel tanggal 11 November 1998.
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dalam rumah tangga yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga dan dilanjutkan dengan perceraian merupakan tindakan cidera janji dari pihak suami yang seharusnya pihak suami dibebani membayar ganti rugi terhadap istri, karena dengan perceraian istri dirugikan oleh suami berupa kehilangan jaminan hidup yang jika perkawinan bertahan dengan harmonis jaminan hidup akan dinikmati oleh istri. Kedua, Mahkamah Agung dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberi mut’ah tidak melihat apakah istri pada saat dijatuhi talak berbuat nushu>z atau tidak dan tidak mempertimbangkan apakah istri sudah diberi mahar atau tidak. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Agung mewajibkan suami memberikan mut’ah walaupun istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.250 Demikian halnya Mahkamah Agung tidak mempermasalahan ketika istri yang ditalak beragama selain Islam tetap diberi mut’ah.251 Pendapat Mahkamah Agung tersebut tidak memenuhi rasa keadilan jika diukur dengan teori wanprestasi. Dalam hal istri berbuat nushu>z atau berbuat serong dengan laki-laki lain, istri telah melakukan wanprestasi terhadap akad perkawinan. Berdasarkan teori wanprestasi, pihak yang harus dibebani membayar ganti rugi adalah pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang nushu>z dan/atau berbuat serong dengan laki-laki lain seharusnya istri yang dibebani pembayaran ganti rugi karena ia telah berbuat wanprestasi. Ketiga, penentuan besaran mut’ah. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 236, yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya jumlah mut’ah adalah kemampuan suami dan ma‘ru>f. 252 Demikian para mazhab empat 250



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 295/K/AG/2000 tanggal 11 Juli 2002; Nomor 436K/AG/2003 tanggal 15 Agustus 2004; dan Nomor 700 K/AG/2003 tanggal 25 November 2004. 251 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/AG/2000 tanggal 25 Februari 2001; Nomor 360 K/AG/2006 tanggal 19 Juni 2007; Nomor 473 K/AG/2006 tanggal 24 Mei 2007. 252 Q.S. Al-Baqarah [2] : 236:                             “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”
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tidak menentukan batas minimal maupun maksimal jumlah mut’ah.253 Nabi Muhammad menceraikan istrinya yang bernama Umaymah binti al-Nu‘ma>n ibn Bashir dengan memberi mut’ah sebanyak dua uwqiyah sedangkan H{asan ibn ‘Ali> menceraikan istrinya yang bernama ‘Aishah binti Fu‘lamiyyah dengan memberi mut’ah sebanyak sepuluh ribu dirham.254 Mahkamah Agung cenderung menetapkan mut’ah lebih mengedepankan perlindungan terhadap istri, relatif kurang mempertimbangkan kemampuan suami sehingga menetapkan mut’ah dengan jumlah yang sangat besar. 255 K. Harta Bersama Perkara gugatan harta bersama sebagian digabung dengan perkara perceraian, sebagian lainnya gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah terjadi perceraian. Perkara gugatan harta bersama yang tidak digabung dengan gugatan perceraian yang masuk ke Mahkamah Agung dari sejak tahun 1991 sampai dengan 2007 berjumlah 568 perkara dengan perincian 289 ditolak, 67 dikabulkan, 88 ditolak perbaikan, 98 tidak dapat diterima, 14 dicabut, 1 gugur, 11 belum putus. Dari jumlah tersebut diambil sampel 58 perkara (10 %). Dari 58 sampel gugatan harta bersama, yang secara substantif dikabulkan sebanyak 53 (91,35%), ditolak sebanyak 2 (3,50%), dan dinyatakan tidak dapat diterima sebanyak 3 (5,15%). Sumber hukum yang diterapkan dalam putusan harta bersama adalah Al-Qur’an, Hadis, UU Perkawinan, KHI, KUHPerdata, yuriprudensi, qaul ulama. Namun demikian, tidak semua putusan mengenai harta bersama mencantumkan dasarkan hukum. Dari sampel sebanyak 58 perkara, yang tidak mencantumkan dasar hukum sebanyak 11 perkara (18,96%).256 Frekuensi penggunaan dasar hukum paling tinggi adalah UU Perkawinan sebanyak 25, disusul secara berurutan KHI 17, Al-Qur’an 6, qaul ulama dan yurisprudensi 3, Hadis 1. Hukum Islam tidak mengenal lembaga harta bersama. Harta yang diperoleh oleh suami istri merupakan milik mereka masing-masing. Suami istri mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai transaksi atas harta kekayaan masing-masing. Ketentuan demikian diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 32.257 Tidak adanya lembaga harta bersama secara implisit dapat 253



Ah}mad Ghundu>r, al-T{ala>k fi> al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yah wa al-Qa>nu>ni>, 76. Ah}mad Ghundu>r, al-T{ala>k fi> al-Shari>‘ah al-Isla>mi>yah wa al-Qa>nu>ni>, 76. 255 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 244K/AG/2005 tanggal 14 Mei 2006. 256 Lihat Putusan Maahkamah Agung Nomor 215K/AG/1993 tanggal 17 September 1995; Nomor 368K/AG/1998 tanggal 28 April 1999; Nomor 49K/AG/1999 tanggal 27 Desember 2001; Nomor 356K/AG/2006 tanggal 22 Oktober 2007. 257 Redaksi Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 32 adalah sebagai berikut: 254
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dipahami dari beberapa peristiwa di masa Nabi Muhammad, di mana istri Ka‘ab ibn Ma>lik menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad. Hibah tersebut diterima Nabi Muhammad setelah diketahui suaminya (Ka‘ab ibn Ma>lik) mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya.258 Demikian halnya ketika Hindun binti ‘Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad di mana Abu> Sufya>n (suaminya) tidak memberi nafkah, apakah ia (Hindun) dapat mengambil nafkah dari harta kekayaan suaminya, Nabi Muhammad menjawab: “ambillah sekedar cukup untuk nafkah dirimu dan anak-anakmu.”259 Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa dalam rumah tangga suami istri di masa Nabi Muhammad tidak mengenal harta bersama karena masing-masing harta suami istri terpisah. Lembaga harta bersama dikenal dalam sistem civil law dan common 260 law. Lembaga harta bersama ini diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 85-97 KHI. Terdapat perbedaan pengertian harta bersama dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KUHPerdata menganut segala harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri sebelum perkawinan dan yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama selama tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta suami istri, sedangkan dalam peraturan perundangundangan di Indonesia yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama perkawinan dengan pengecualian



                                “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 258 Lihat Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 401; Imam Ah}mad, Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 508; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 394; al-Nasa>’i>, Sunan al-Nasa>’i>, 396; Imam H{a>kim, 47/2; al-Bayhaqi>, 60/6; dan Muh}ammad ibn Ah}mad Isma>‘i>l al-Muqaddim, alMar’ah Bayn al-Takri>m al-Isla>mi> wa Iha>nat al-Ja>hili>yah (Kairo: Da>r Ibn al-Jawzi>, 2005), 489. 259 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, h. 1375 dan 1741; al-Nasa>’i>, Sunan alNasa>’i>, h. 817; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, h. 843; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, h. 818; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, h. 735. 260 Lihat Pasal 119 KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 499.
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harta warisan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah bagi masing-masing suami atau istri. Rumusan harta bersama dalam UU Perkawinan sangat jelas, yaitu harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama dalam perkawinan kecuali yang diperoleh oleh suami atau istri dari warisan dan hadiah. Dalam KHI terdapat beberapa pasal yang bisa menimbulkan bias pengertian. Dalam Pasal 86 KHI dikatakan “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.” Pasal ini dapat mengandung pengertian segala harta yang diperoleh suami atau istri baik sebelum dan sesudah perkawinan tidak dengan sendirinya menjadi harta bersama. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, segala harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali yang diperoleh dari warisan atau hadiah bagi masing-masing suami istri. Akan tetapi jika terjadi perceraian atau cerai mati, KHI lebih konkrit mengatur cara pembagian harta bersama di mana suami istri yang bercerai mendapat bagian yang sama masing-masing memperoleh ½ (satu perdua) bagian (Pasal 96 dan 97 KHI). Sedangkan UU Perkawinan tidak mengatur demikian, melainkan jika terjadi perceraian atau cerai mati, pembagian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Pasal 37 dan Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan ). Rumusan pembagian harta bersama dalam Pasal 37 UU Perkawinan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah tiga sitem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum yang termuat dalam KUHPerdata. Hukum Islam tidak mengenal harta bersama, hukum adat mengenal harta bersama akan tetapi pembagiannya tidak sama di mana suami lebih banyak dari bagian istri, dan KUHPerdata menetapkan bagian suami dan istri sama masing-masing ½ bagian. Penetapan bagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat setengah bagian sangat memperhatikan pengarusutamaan gender yang sebelumnya istri dalam hukum Islam tidak mempunyai hak dari harta yang diperoleh suami selama berumah tangga, walaupun istri yang berfungsi sebagai ibu rumah tangga ikut peran serta melakukan pekerjaanpekerjaan yang secara tidak langsung menciptakan rumah tangga yang saki>nah mawaddah wa rah}mah. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan istri di rumah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ‘Aishah H{arb Zurayqa>
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terhadap ibu rumah tangga di Libanon, jika diuangkan hampir setara dengan penghasilan suami.261 Mahkamah Agung dalam memutus sengketa harta bersama senantiasa membagi dua, untuk suami setengah bagian dan untuk istri setengah bagian. Sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tidak selalu memutus harta besama dibagi dua antara suami istri dengan bagian masing-masing setengah bagian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama memutus perkara harta bersama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah, serta utang kepada Bank Pembangunan Daerah. Bahwa dengan demikian gugatan mengenai harta bersama dari penggugat dapat dikabulkan. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI, harta bersama harus dibagi dua antara suami istri masing-masing memiliki ½ bagian. Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama tidak menerapkan Pasal 97 KHI tersebut karena jika Pasal 97 KHI tersebut diterapkan dalam perkara ini tidak akan memenuhi rasa keadilan. Pengadilan Agama memahami substansi Pasal 97 KHI sebagai pasal yang melindungi kaum perempuan, maksudnya laki-laki yang bekerja di luar yang menghasilkan harta; bersamaan dengan kegiatan suami di luar rumah, istri bekerja di dalam rumah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak, sehingga dengan demikian istri harus dijamin mendapat bagian dari harta yang diperoleh oleh suami karena pekerjaan di rumah pun tidak seringan pekerjaan di luar rumah. Dalam perkara ini istri berusaha di luar rumah dengan usaha dagang dan mengerjakan urusan rumah tangga sedangkan suami berleha-leha bahkan berjudi, bukan berusaha memperoleh harta kekayaan untuk keutuhan rumah tangga. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama menentukan bagian harta bersama untuk penggugat (suami) sebesar ¼ bagian dan untuk tergugat (istri) sebesar ¾ bagian.262 Putusan pengadilan agama tersebut dalam tingkat banding diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan tergugat (istri) lebih aktif berusaha untuk mendapat harta 261



‘Aishah H{arb Zurayqa>, al-‘Alaqah al-Ma>liyah bayna al-Zaujayn (Beirut: al-Da>r al-’Arabi>yah li al-‘Ulu>m, 2007), 89. 262 Lihat Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt. tanggal 27 Maret 2006.
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kekayaan sedangkan penggugat (suami) hanya bersifat membantu bahkan sebagian waktunya habis dipergunakan judi dan kegiatan lain, maka untuk melindungi hak tergugat (istri) dengan tidak mengabaikan bagian penggugat (suami) dari harta bersama tersebut Pengadilan Agama menentukan sendiri bagian masing-masing sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan menyimpangi Pasal 97 KHI, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama meninjau kembali pembagian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan menetapkan untuk penggugat (suami) sebanyak 1/3 bagian dan untuk tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian.”263 Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “bahwa putusan judex factie (dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Agama – penj.) sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.”264 2. Pengadilan Agama memutus perkara harta bersama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah sebagai harta bersama karena diperoleh semasa pengugat dan tergugat berumah tangga. Bahwa berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama harus diputus menurut hukumnya masing-masing yang bagi orang Islam berpedoman kepada Pasal 97 KHI di mana masingmasing suami istri mendapat ½ bagian. Namun demikian, dalam perkara ini tergugat (istri) yang paling dominan/lebih aktif dalam berusaha dengan dibantu anak-anak; Di samping itu, istri/tergugat menanggung beban pembiayaan anak-anak sedangkan penggugat dengan keterbatasan kemampuan hanya bekerja di rumah tanpa menanggung beban sebagaimana yang dialami tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan jiwa Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman (sekarang harus dibaca Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman) jis. Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Agama serta Q.S. AlNisa>’ [4] : 32:



263



Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agma Padang Nomor 27/Pdt.G/2006/PTA.Pdg. tanggal 7 September 2006. 264 Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.
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                                “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” dan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 105:



                  “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” Pengadilan Agama menetapkan bagian penggugat (suami) 4/10 bagian dan tergugat (istri) 6/10 bagian.”265 Putusan Pengadilan Agama tersebut dalam tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “Majlis hakim tingkat pertama salah menerapkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Agama dalam membagi harta bersama menjadi 4/10 bagian untuk penggugat sedangkan tergugat mendapat 6/10 bagian. Karena peraturan perundang-undangannya sudah ada dan sudah jelas, yaitu: 265



Lihat Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 70/Pdt.G/2002/PA.Mrk. tanggal 15 Januari 2003.
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a. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa harus mempersoalkan apakah hasil pencaharian suami atau istri, dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri karena pada dasarnya mereka telah bersyirkah. Pemahaman tersebut didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 985K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1976 (semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan dianggap harta pendapat bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami atau hasil pencaharian istri) dan putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/Sip/1956 tanggal 7 Nopember 1956 (tidak ada peraturan yang menentukan bahwa seorang istri yang lari dari suaminya tidak berhak lagi atas gono-gini dari suaminya, hal ini berlaku pula sebaliknya. b. Pasal 97 KHI menyatakan dengan tegas bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Substansi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut jauh sebelum KHI lahir telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 1448K/Sip/1974, bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami dan istri. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harta bersama yang disengketakan harus dibagi untuk penggugat ½ bagian dan untuk tergugat ½ bagian”.266 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam tingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “Bahwa judex factie (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”267 3. Pengadilan Agama memutus perkara harta bersama untuk istri 80% untuk suami 20% dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “bahwa dalam persidangan terbukti tanah dan rumah yang disengketakan oleh penggugat (istri) dan tergugat (suami) adalah merupakan fasilitas kredit 266



Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 4/Pdt.G/2003/PTA.JPR. tanggal 24 Februari 2004. 267 Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345K/AG/2004 tanggal 18 Mei 2005.
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penggugat sebagai karyawan City Bank. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepatutan dan keadilan, majlis menetapkan bagian penggugat (istri) 80% dan tergugat (suami) 20%.”268 Putusan Pengadilan Agama tersebut dalam tingkat banding dibatalkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “bahwa selama dalam perkawinan penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah memperoleh sebidang tanah dan bangunan rumah di atas tanah tersebut. Sungguhpun tanah dan rumah tersebut diperoleh karena fasilitas kredit City Bank bagi penggugat yang memiliki jabatan pada City Bank, akan tetapi tidak dapat menghilangkan hak tergugat (suami) yang secara hukum ikut bertanggung jawab atas kelancaran pemberian fasilitas kredit tanah dan rumah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI, putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan (dalam diktum putusannya Pengadilan Tinggi Agama memberikan bagian penggugat dan tergugat masing-masing ½ bagian penj.).”269 Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut dalam tingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, “bahwa judex factie (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama) tidak salah menerapkan hukum, sehingga alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dipertimbangakan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi.”270 Dari tiga contoh pertimbangan hukum Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menggambarkan dinamika pemikiran hukum mengenai bagian harta bersama yang dapat diperoleh suami atau istri antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama relatif lebih responsif terhadap isu keadilan dibandingkan dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Bahkan Mahkamah Agung lebih legalistik dalam memutus perkara pembagian harta bersama. Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan tahun 1991 s/d 2007, Mahkamah Agung pada umumnya membagi harta bersama antara suami istri masing-masing ½ bagian. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam perkara pembagian harta besama lebih mengedepankan undang-undang 268



Lihat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 330/Pdt.G/2004/PA.Tgrs. tanggal 28 Agustus 2004. 269 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 11/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2006. 270 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 381K/AG/2007 tanggal 26 Maret 2008.
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dibandingkan keadilan. Pertimbangan Pengadilan Agama dalam contoh angka 1 sangat menarik, di mana Pasal 97 KHI tidak harus dipahami secara tekstual, melainkan harus dipahami secara kontekstual. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, adapun istri berperan dalam wilayah domestik. Dalam kondisi peran suami dan istri seperti itu, KHI menetapkan harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama yang harus dibagi sama. Lain halnya jika kewajiban suami untuk memberi nafkah dipikul oleh istri, di samping suami tidak berperan baik dalam mencari nafkah maupun dalam urusan dalam rumah tangga, bahkan peran di luar rumah tangga dan peran domestik dipikul oleh istri, maka dalam kondisi seperti itu, pembagian harta bersama dibagi dua dengan bagian sama antara suami dan istri mencerminkan putusan yang tidak responsif terhadap keadilan. Uraian Bab IV di atas menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan sejak tahun 1991 s/d 2007 berisi 34 kaidah hukum, yaitu: PK.1. Kriteria kufu adalah beda agama antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, sehingga wali tidak dapat dinyatakan ‘ad}al jika menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan karena calon mempelai laki-laki beragama selain Islam. PK.2. Setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan tidak sah jika tidak dicatatkan oleh pejabat yang bewenang, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. PK.3. Setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan dan pihak suami masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain dan tidak ada persetujuan dari istri walaupun perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak dapat disahkan. PK.4. Setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun hukum Islam walaupun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang perkawinan tersebut sah. PK.5. Perkawinan seorang perempuan yang menjalani masa idah dari suami lain sah selama tidak ada yang mengajukan pembatalan. PK.6. Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin poligami dari pengadilan dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak. PK.7. Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan karena sudah berlangsung lama dan sudah melahirkan anak tidak dapat dibatalkan.
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PK.8. Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa tauliyah dari wali mujbir tidak sah, jika wali mujbir bertempat tinggal dalam satu kota dengan mempelai perempuan. PK.9. Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali hakim tanpa tauliyah dari wali mujbir tidak sah walaupun tempat tinggal wali mujbir berbeda kota dengan mempelai perempuan, jika mempelai perempuan dengan sengaja pergi keluar kota menghindari wali mujbir. PK.10. Perkawinan seorang perempuan yang masih terikat dengan perkawinan laki-laki lain atau dalam masa idah dengan suami lain dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. PK.11. Seorang laki-laki yang dipaksa kawin oleh keluarga mempelai perempuan tidak dapat mengajukan pembatalan jika sudah lampau masa enam bulan dan unsur paksaan sudah tidak ada. PK.12. Perkawinan yang mengandung salah sangka bahwa istrinya masih perawan ternyata janda dapat dibatalkan, walaupun keperawanan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad perkawinan. PK.13. Pengadilan dapat memberi izin untuk poligami jika istri tidak memberi persetujuan kepada suami untuk melakukan poligami, jika ada alasan poligami yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Atau, persetujuan istri dalam poligami bukan merupakan syarat yang mengikat jika suami mempunyai alasan untuk berpoligami. PK.14. Suami yang tidak puas hubungan seksual dengan istrinya dapat diberikan izin poligami walaupun istri tidak memberikan persetujuan, untuk menghindari mafsadat. PK.15. Suami istri yang sudah pisah rumah disebabkan ada pertengkaran dan sudah diupayakan damai oleh keluarganya tetapi salah satu pihak tetap pada pendiriannya untuk bercerai dapat dikategorikan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.” PK.16. Perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dapat dikabulkan walaupun penyebab percekcokkan rumah tangga timbul dari pihak pemohon perceraian. PK.17. Anak yang berusia kurang dari 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya. PK.18. Anak yang berusia di bawah 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ayah karena ibu memeluk agama selain Islam. PK.19. Anak yang berusia di bawah 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ayah karena ibu berkelakuan buruk selingkuh dengan lakilaki lain.
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PK.20. Anak yang berusia di bawah 12 tahun pemeliharannya diserahkan kepada ayah karena ibu lalai/kurang perhatian terhadap anak (anak selama ini dititipkan kepada neneknya). PK.21. Anak yang berusia di bawah 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ayah karena ibu sudah kawin lagi. PK.22. Anak yang berusia di bawah 3 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada kakek dan nenek pihak suami karena sejak kematian ayahnya dua bulan sebelumnya anak sudah dipelihara oleh kakek dan nenek pihak suami. PK.23. Anak yang berusia di bawah 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada adik perempuan ayahnya karena anak tersebut sejak usia 1,5 bulan sampai saat ini selama tujuh tahun dipelihara oleh nenek dan bibi si anak. PK.24. Tuntutan nafkah lampau istri tidak daluwarsa walaupun melebihi 19 tahun. PK.25. Nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri adalah 1. nafkah sehari-hari, 2. tempat tinggal, dan 3. biaya kesehatan. PK.26. Jumlah besaran nafkah yang harus ditanggung suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan kondisi ekonomi saat itu. PK.27. Istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari suami walaupun mempunyai alasan termasuk nushu>z, oleh karenanya istri tidak berhak atas nafkah. PK.28. Istri dapat menuntut nafkah anak yang selama ini dipikul oleh istri. PK.29. Istri tidak dapat menuntut nafkah anak yang selama ini dipikul oleh istri. PK.30. Istri yang mengajukan perceraian dapat diberi nafkah idah selama suami yang menimbulkan retaknya rumah tangga. PK.31. Istri tidak berhak mendapat mut’ah jika perceraian atas inisiatif dari pihak istri. PK.32. Jika suami mentalak istri, istri berhak mendapat mut’ah walaupun istri berbuat nushu>z, atau sudah keluar dari Islam. PK.33. Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan selain harta yang diperoleh sebagai hadiah, hibah, wasiat, dan waris untuk salah satu pihak suami istri merupakan harta bersama. PK.34. Harta bersama pada saat pembagian karena perceraian atau cerai mati harus dibagi dua, masing-masing suami istri mendapat 1/2 bagian. Dari 34 kaidah hukum tersebut, 5 di antaranya adalah kaidah hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab
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empat dan peraturan perundang-undangan, dan sisanya 29 kaidah hukum sudah diatur dalam seluruh atau sebagian sumber hukum yang ada – AlQur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan. Kedua, frekwensi dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan sangat tinggi jika dilihat dari sudut pandang pergeseran dalam aspek sumber hukum yang dijadikan rujukan penemuan hukum. Dari 34 kaidah hukum, 22 (64,70%) kaidah hukum mengalami pergeseran sumber hukum, dan 12 (35,30%) kaidah hukum tidak mengalami pergeseran sumber hukum. Dinamika putusan Mahkamah Agung dalam aspek sumber hukum memperlihatkan dua pola: (1) Pola pergeseran sumber hukum; dan (2) Pola stagnasi sumber hukum (tidak mengalami pergeseran hukum). Pola pertama memiliki sub pola sebagai berikut: (1) Meninggalkan sumber hukum Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (5,8%); (2) Meninggalkan sumber hukum Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (5,8%) – Al-Qur’an tidak mengatur; (3) Meninggalkan sumber hukum fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (2,9%) – Al-Qur’an dan Hadis tidak mengatur; (4) Meninggalkan Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan berpegang pada peraturan perundangan-undangan (14,5%); (5) Meninggalkan fikih mazhab empat dan berpegang pada peraturan perundang-undangan (2,9%) – Al-Qur’an dan Hadis tidak mengatur; (6) Meninggalkan sebagian fikih mazhab empat dan berpegang pada Al-Qur’an, Hadis, sebagian fikih mazhab empat lainnya serta peraturan perundangundangan (5,8%); (7) Meninggalkan Hadis dan sebagian fikih mazhab empat, berpegang pada sebagian fikih mazhab empat lainnya (2,9%) – AlQur’an dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (8) Meninggalkan sebagian fikih mazhab empat dan berpegang pada fikih mazhab empat lainnya serta peraturan perundang-undangan (8,7%) – AlQur’an dan Hadis tidak mengatur; (9) Meninggalkan sebagian fikih mazhab empat dan berpegang pada sebagian fikih mazhab empat (2,9%) – AlQur’an, Hadis dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur; (10) Meninggalkan sebagian mazhab empat dan peraturan perundang-undangan, berpegang pada sebagian fikih mazhab empat (5,8%) – Al-Qur’an dan Hadis tidak mengatur. Pola kedua memiliki sub pola sebagai berikut: (1) Berpegang kepada Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (14,5%); (2) Berpegang pada Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (5,8%) – Al-Qur’an tidak mengatur; (3) Berpegang pada fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan (8,7%) – AlQur’an dan Hadis tidak mengatur; (4) Berpegang pada Al-Qur’an, Hadis dan fikih mazhab empat, akan tetapi bergeser dari kaidah hukum yang
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terdapat dalam peraturan perundang-undangan (5,8%); (5) Berpegang pada peraturan perundang-undangan (5,8%). Untuk lebih mudahnya dapat dilihat dalam tabel 4.1: Tabel 4.1 Pola Pergeseran dalam Aspek Sumber Hukum Al-Qur’an, Hadis, Fikih Mazhab Empat dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Hukum Pola-pola Pergeseran



Kode Kaidah Hukum
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PK.2, PK.5
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BG



BG
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-



SS



KHL



5,8



0



0



SS



-



SS



KHL



8,7



PK.15, PK.28,



Pola 12



PK.17, PK.21



Pola 13



PK.19, PK.31



Pola 14



PK.7, PK.14



SS



SS



SS



-



BG



KHL



5,8



Pola 15



PK.11, PK.13



0



0



0



0



SS



KHL



5,8



Jumlah kaidah hukum BG/KHB



7



10



11



20



10



5



Jumlah kaidah hukum SS/KHL



9



11



12



12



24



29



Keterangan:



PK.



20,



0 = Sumber hukum tersebut tidak mengatur; AQ = AlQur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; SFME =
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Sebagian Fikih Mazhab Empat; PPu = Peraturan Perundangundangan; KHB = Kaidah Hukum Baru; KHL = Kaidah Hukum Lama; BG = Bergeser; SS = Sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Di samping itu, tabel tersebut menggambarkan pergeseran sumber hukum tertinggi adalah pergeseran dari fikih mazhab ke fikih mazhab lainnya dalam mazhab empat dengan frekwensi 20 (58,80%), selanjutnya pergeseran dari seluruh mazhab empat dengan frekwensi 11 (32,30%), pergeseran dari Hadis dengan frekwensi 10 (29,40%), pergeseran dari peraturan perundang-undangan dengan frekwensi 10 (29,40%), dan pergeseran dari Al-Qur’an dengan frekwensi 7 (20,50 %). Ketiga, dinamika putusan Mahkamah Agung dilihat dari aspek substansi hukum tidak menunjukkan pergeseran yang signifikan. Dari 34 kaidah hukum bidang perkawinan, 22 kaidah hukum mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut pada umumnya terjadi dalam formalitas hukum, yakni berjumlah 17 kaidah hukum. Sedangkan yang bergeser dari segi substansi hukum hanya 5 kaidah hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2: Tabel 4.2 Pergeseran Hukum Dilihat dari Sudut Pandang Substansi Hukum Pergeseran Sumber dan Substansi Hukum No.
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AQ



HD



FME



SFME



PPu



KHB/ KHL



SUB



FOR



Kaidah Hukum



1



PK.2, PK.5



BG



BG



BG



BG



BG



KHB



1



1



2



PK.22, PK.23



0



BG



BG



BG



BG



KHB



-



2



3



PK.32



0



0



BG



BG



BG



KHB



-



1



4



PK.3, PK.10, PK.34



BG



BG



BG



BG



SS



KHL



3



2



5



PK.12



0



0



BG



-



SS



KHL



-



1



6.



PK.1, PK.26



SS



SS



-



BG



SS



KHL



-



2



PK.6, PK.33,
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7.



PK.18



0



BG



-



BG



0



KHL



-



1



8.



PK.8, PK.9, PK.25



0



0



-



BG



SS



KHL



-



3



9.



PK.24



0



0



-



BG



0



KHL



-



1



10.



PK.27, PK.30



0



0



-



BG



BG



KHL



1



1



11.



PK.7, PK.14



SS



SS



SS



-



BG



KHL



Jumlah



Keterangan:



2 5



17



0 = Sumber hukum tersebut tidak mengatur; AQ = AlQur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; SFME = Sebagian Fikih Mazhab Empat; PPu = Peraturan Perundangundangan; KHB = Kaidah Hukum Baru; KHL = Kaidah Hukum Lama; BG = Bergeser; SS = Sesuai dengan kaidah hukum yang ada; SUB = Substansi Hukum; FOR = Formalitas Hukum.



Keempat, korelasi pergeseran aspek sumber hukum dan substansi hukum dalam bidang perkawinan tidak menunjukkan tingkat respons yang tinggi terhadap isu keadilan. Secara teoretis, pergeseran putusan dalam aspek sumber hukum dan substansi hukum adalah untuk merespon isu keadilan. Sebaliknya, jika putusan tidak bergeser dari kaidah hukum yang ada, kaidah hukum tersebut masih responsif terhadap isu keadilan. Korelasi pergeseran aspek sumber hukum dan substansi hukum dalam bidang perkawinan dengan isu keadilan tergambar dari jumlah 22 kaidah hukum yang mengalami pergeseran hanya 12 (54%) kaidah hukum yang responsif terhadap isu keadilan, sedangkan 10 (46%) kaidah hukum lainnya tidak responsif terhadap isu keadilan. Demikian halnya putusan Mahkamah Agung yang tidak bergeser dari kaidah hukum yang ada, terdapat kaidah hukum yang tidak bermuatan rasa keadilan. Untuk lebih jelasnya korelasi pergeseran hukum dengan isu keadilan dapat dilihat dalam tabel 4.3:
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Tabel 4.3 Korelasi Pergeseran Kaidah Hukum dengan Tingkat Respons Terhadap Isu Keadilan Korelasi Pergeseran Kaidah Hukum No.



AQ



HD



FME



SFME



PPu



ADL



%



TDK ADL



%



Kaidah Hukum



1



PK.2, PK.5



BG



BG



BG



BG



BG



1



2,9



1



2,9



2



PK.22, PK.23



0



BG



BG



BG



BG



1



2,9



1



2,9



3



PK.32



0



0



BG



BG



BG



1



2,9



-



2,9



4



PK.3, PK.6, PK.33, PK.34



BG



BG



BG



BG



SS



4



11,7



1



2,9



5



PK.12



0



0



BG



-



SS



-



-



1



2,9



6



PK.1, PK.26



SS



SS



-



BG



SS



1



2,9



1



2,9



7



PK.7, PK.14



SS



SS



SS



-



BG



1



2,9



1



2,9



8



PK.18



0



BG



-



BG



0



-



-



1



2,9



9



PK.8, PK.9, PK.25



0



0



-



BG



SS



1



2,9



2



2,9



10



PK.24



0



0



-



BG



0



1



2,9



-



-



11



PK.27, PK.30



0



0



-



BG



BG



1



2,9



1



2,9



12



PK.4, PK.15, PK.28, PK.29



SS



SS



SS



-



SS



3



8,7



2



5,8



13



PK.17, PK.21



0



SS



SS



-



SS



1



2,9



1



2,9



14



PK.19, PK. 20, PK.31



0



0



SS



-



SS



2



5,8



1



2,9



15



PK.7, PK.14



SS



SS



SS



-



BG



1



2,9



1



2,9



16



PK.11, PK.13



0



0



0



0



SS



1



2,9



1



2,9



Keterangan:
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PK.10,



PK.16,



0 = Sumber hukum tersebut tidak mengatur; AQ = AlQur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; SFME = Sebagian Fikih Mazhab Empat; PPu = Peraturan Perundangundangan; BG = Bergeser; SS = Sesuai dengan kaidah hukum yang ada; ADL = Memenuhi rasa keadilan; TDK.ADL = Tidak memenuhi rasa keadilan.
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Rendahnya pergeseran baik dalam aspek sumber hukum dan substansi hukum dan tingkat respons terhadap isu keadilan menimbulkan pertanyaan mengenai penyebabnya. Dalam tradisi fuqaha, keberanjakan hukum tidak boleh dilakukan dalam hal yang telah diatur Al-Qur’an dan Hadis yang teksnya bersifat qat}‘i> al-dila>lah dan qat}‘i> al-wuru>d. Akan tetapi faktor teks Al-Qur’an dan Hadis yang bersifat qat}‘i> al-dila>lah dan qat}‘i> alwuru>d bukan satu-satunya faktor penyebab tidak beranjaknya Mahkamah Agung dari kaidah hukum yang tidak responsif terhadap isu keadilan. Hal ini dapat dilihat dari kaidah hukum PK.8, PK.9, PK.12, PK.13, PK.27 merupakan kaidah hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis. Keempat kaidah hukum tersebut hanya diatur dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, dalam arti kaidah hukum tersebut tidak didasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadis yang qat}‘i>, akan tetapi Mahkamah Agung tidak berupaya meninggalkan teks hukum yang bersifat zanni> al-dila>lah tersebut dengan membentuk hukum yang baru untuk merespon isu keadilan. Kelima, dilihat dari aspek jenis ijtihad (penemuan hukum) pola pergeseran putusan Mahkamah Agung menggambarkan empat jenis ijtihad: (1) Tidak melakukan ijtihad akan tetapi hanya menerapkan hukum yang sudah ada tanpa melakukan tarjih (tat}bi>qi>); (2) Intiqa>’i> tarji>h}i> (memilih hukum yang lebih kuat di antara hukum yang ada karena dianggap lebih tepat untuk diterapkan); (3) Intiqa>’i> ‘udu>li> (meninggalkan hukum yang ada dan membentuk hukum yang baru karena hukum yang ada dianggap tidak tepat untuk diterapkan); dan (4) Insha>’i> (membentuk hukum yang baru karena tidak ditemukan hukum dalam sumber yang ada). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.4:
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat jenis ijtihad yang digunakan oleh Mahkamah Agung: (1) Tat}bi>qi>, tidak melakukan ijtihad akan tetapi menggunakan kaidah hukum yang sudah ada sebanyak 11 (32,30%); (2) Intiqa>’i> tarji>h}i>, memilih kaidah hukum yang lebih kuat di antara kaidah hukum yang ada 17 (50%); (3) Intiqa>’i> ‘udu>li>, meninggalkan kaidah hukum yang ada dan membentuk kaidah hukum yang baru 5 (14,70%); dan (4) Insha>’i>, membentuk hukum baru karena sebelumnya tidak ditemukan hukum dalam sumber Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan 1 (3%). Keenam, terdapat kaidah hukum yang tidak konsisten: (1) Perkawinan yang dilangsungkan secara hukum agama yang tidak dicatatkan. Terdapat dua kaidah hukum yang bertentangan, yakni kaidah hukum “Setelah berlakunya UU perkawinan, perkawinan tidak sah jika tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam” dengan kaidah hukum “Setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun hukum Islam walaupun tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang adalah sah”; (2) Perkawinan poligami. Terdapat dua kaidah hukum yang bertentangan, yakni kaidah hukum “Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin poligami dari pengadilan dapat dibatalkan walaupun perkawinan sudah berlangsung lama dan sudah mempunyai anak” dengan kaidah hukum “Perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan karena sudah berlangsung lama dan sudah melahirkan anak tidak dapat dibatalkan”; (3) Nafkah anak. Terdapat dua kaidah hukum yang bertentangan, yakni kaidah hukum “Istri tidak dapat menuntut nafkah anak yang selama ini dipikul oleh istri” dengan kaidah hukum “Istri dapat menuntut nafkah anak yang selama ini dipikul oleh istri.” Putusan Mahkamah Agung pun tidak konsisten dalam merespons isu keadilan. Sebagian putusan merespons dan sebagian lainnya tidak merespons isu keadilan. Penegakkan keadilan merupakan tugas pokok lembaga kekuasaan kehakiman (dalam hal ini lembaga pengadilan) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang organiknya, yakni Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung baik dalam aspek kaidah hukum maupun dalam aspek respons terhadap isu keadilan berpengaruh terhadap disparitas putusan yang seharusnya dihindari karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
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B AB V D INAMIKA P UTUSAN M AHKAMAH A GUNG DALAM P ERKARA H UKUM K EWARISAN



Bab ini akan membahas dinamika pemikiran Mahkamah Agung dalam bidang hukum kewarisan. Tujuan dari pembahasan ini adalah berupaya menelisik pola-pola pergeseran hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dari berbagai sumber hukum yang ada – yakni AlQur’an, Hadis, fikih, dan peraturan perundang-undangan – dan pola-pola pergeseran dari aspek substansi hukum. Pembahasan ini juga akan mengidentifikasi bentuk ijtihad dan kaidah usul fikih yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara kewarisan. Di samping itu, pembahasan ini juga berupaya menggambarkan tingkat responsif Mahkamah Agung terhadap isu-isu keadilan, terutama hak asasi manusia, hak asasi anak, kesetaraan gender dan pluralisme serta menelisik sejauh mana pengaruhnya terhadap dinamika pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam bidang kewarisan. Dari data yang diperoleh sejak tahun 1991 s/d 2007, perkara kewarisan di Mahkamah Agung meliputi 7 jenis perkara, yakni: ahli waris pengganti, ahli waris ayah dan ibu, ahli waris saudara, ahli waris paman, ahli waris pengganti, anak angkat, ahli waris beda agama. A. Ahli Waris Anak Pada umumnya, dalam putusan Mahkamah Agung, ahli waris anak berhimpun dengan ahli waris lainnya pada saat pewaris meninggal dunia. Dari data yang ada, diperoleh ahli waris anak berhimpun dengan ahli waris lain terdiri dari: (1) Anak dengan anak; (2) Anak, ayah, ibu dan janda/duda; (3) Anak, cucu sebagai ahli waris pengganti dan janda; (4) Anak dengan anak angkat; dan (5) Anak perempuan dengan saudara. Putusan perkara waris yang hanya terdiri dari beberapa anak pewaris tidak mengandung persoalan hukum yang pelik. Ketentuan hukum mengenai ahli waris anak
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diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11,1 yang mengatur ketentuan hukum sebagai berikut: (1) Ahli waris anak yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ahli waris lain maka seluruh harta warisan dibagi kepada semua anak dengan ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki dengan perempuan 2 : 1; (2) Ahli waris hanya satu anak perempuan bagiannya 1/2 dari harta warisan; (3) Ahli waris terdiri dari dua orang perempuan maka mereka mendapat 2/3 berbagi sama;2 dan (4) Jika pewaris



1



Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11:



                                                                                  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 2 Para sahabat berbeda pendapat jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang anak perempuan. Ibn ‘Abba>s berpendapat jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang perempuan bagiannya adalah 1/2 warisan. Sedangkan menurut sebagian sahabat lainnya mendapat 2/3 dengan argumen: (1) Analogi terhadap bagian dua saudara perempuan dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 mendapat 2/3; (2) Bagian seorang anak perempuan jika bersama seorang anak laki-laki mendapat 1/3 bagian, berarti bagian terkecil anak perempuan adalah 1/3 sehingga dalam ayat tersebut adalah jika dua orang perempuan mendapat 2/3 bagian; (3) Kata kata tambahan yang tidak memiliki makna sehingga kata adalah dua bukan lebih dari dua. Al-Qurt}ubi> berpendapat bahwa makna yang lebih kuat adalah dua orang perempuan atau lebih karena sebab turun ayat tersebut adalah peristiwa dua orang anak perempuan, ibu si anak dan paman si anak. Lihat al- Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, juz. 5, 63; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 472; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462; dan Imam H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn, 1515.
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meninggalkan anak dan orang tua (ayah dan ibu) maka bagian ayah dan ibu masing-masing 1/6 bagian dan sisanya untuk anak. Di samping berdasarkan Al-Qur’an, ahli waris anak diatur dalam Hadis Nabi, yaitu: (1) Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, pembagiannya untuk anak perempuan 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, sisanya 1/3 untuk saudara perempuan;3 (2) Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, masing-masing mendapat 1/2 bagian.4 Para ulama fikih mazhab empat sepakat bahwa jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta warisan dibagi kepada mereka dengan ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2 : 1. Jika hanya ada seorang ahli waris perempuan mendapat 1/2 bagian, sedangkan jika ada dua orang anak perempuan atau lebih mereka mendapat 2/3 bagian berbagi sama. Anak laki-laki menghijab cucu, saudara dan keturunannya, paman dan keturunannya. Dua orang anak perempuan menghijab cucu perempuan dari anak laki-laki. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki mewaris bersama seorang anak perempuan dan saudara perempuan sekandung atau seayah.5 Dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris anak diatur dalam Pasal 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, dan 182. Pasal-pasal KHI tersebut mengadung beberapa norma hukum sebagai berikut: (1) Ahli waris yang hanya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi semua harta warisan dengan ketentuan perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan 2 : 1; (2) Ahli waris yang hanya terdiri dari seorang anak perempuan, ia mendapat 1/2 bagian ditambah sisa sebagai radd; (3) Ahli waris yang hanya terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan, mereka mendapat 2/3 ditambah sisa sebagai radd berbagi sama di antara mereka; (4) 3



Peristiwa dalam Hadis ini, Huzail ibn Shurah}bi>l bertanya kepada Abu> Mu>sa> alAsh‘ari> tentang pembagian warisan jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu> Mu>sa> menjawab untuk anak perempuan 1/2 dan saudara perempuan 1/2. Akan tetapi Abu> Mu>sa> menyuruh menanyakan lebih lanjut kepada ‘Abd Alla>h ibn Mas‘u>d. Ketika ditanyakan kepada ‘Abd Alla>h ibn Mas‘u>d, beliau menjawab: “Nabi Muhammad memutuskan dalam kasus seperti itu untuk anak perempuan 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6 dan untuk saudara perempuan sisanya yakni 1/3. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1645; dan Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462. 4 Ketentuan ini bukan diatur dalam Hadis Nabi Muhammad, melainkan keputusan Mu‘a>dh ibn Jabal. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644 dan 1646; dan Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 674. 5 Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 4, 388390.
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Anak tidak menghijab ayah, ibu, janda atau duda dari pewaris; (5) Anak menghijab saudara; (6) Keturunan dari anak mendapat bagian waris pengganti dari ahli waris yang digantikannya; (7) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti. Pendapat hukum Mahkamah Agung mengenai ahli waris yang terdiri dari anak dan ahli waris lainnya dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan telah terbukti lelaki X telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris terdiri dari satu orang laki-laki A (penggugat), dua orang perempuan B, C (para tergugat) dan meninggalkan harta warisan beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh B dan C. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 176 KHI serta Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.” gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris X adalah A (anak laki-laki), B dan C dua orang anak perempuan dengan bagian masing-masing sebagaimana akan didicantumkan dalam amar putusan” – dalam amar putusan anak laki-laki mendapat 2/4, dua anak perempuan masing-masing ¼ bagian.6 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki A (penggugat) dan seorang suami X (tergugat) dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah dan rumah di atasnya sebagai harta warisan yang dikuasai oleh X. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12: 6



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 316K/AG/1998 tanggal 28 September 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 58/Pdt.G/1997/PTA.UP tanggal 20 April 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 58/Pdt.G/1996/PA.BLK tanggal 22 Oktober 1996. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/1995 tanggal 31 Desenber 1997; Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/AG/2000 tanggal 24 Oktober 2003; Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/2003 tanggal 25 Januari 2006; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 100K/AG/2007 tanggal 4 Januari 2008.



230



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



“Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.” dan Hadis Nabi Muhammad SAW: 7



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” gugatan penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan ahli waris Y adalah A (anak laki-laki) dan X (suami) dengan pembagian sebagaimana akan disebut dalam amar putusan” – dalam amar putusan bagian X (suami) mendapat 1/4 dan bagian dan A (anak laki-laki ) sisa (‘as}abah) harta peninggalan setelah dikurangi bagian X.8 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan seorang istri Y (penggugat), seorang anak laki-laki A (anak laki-laki dari istri pertama yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari X) sebagai tergugat 1, dua orang anak perempuan B dan C (anak perempuan dari Y istri kedua X) sebagai tergugat 3 dan 4, dan seorang ibu D (tergugat 5). Di samping itu meninggalkan harta warisan beberapa bidang tanah dan satu bangunan rumah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 KHI serta Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.” dan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12:



7



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 8 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 145K/AG/1993 tanggal 30 Maret 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 37/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe Nomor 75/G/92/PA.Lsm tanggal 1 Juni 1992.
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“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.” gugatan penggugat dapat dikabul dan menetapkan ahli waris X adalah A anak laki-laki, B dan C anak perempuan, D ibu, dengan bagian masingmasing A (istri) mendapat 1/8, D (ibu) mendapat 1/6, sisanya dibagi untuk tiga orang anak A, B, C dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.”9 4. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris Y istri (penggugat) dan lima orang anak dari istri pertama yang meninggal lebih dahulu dari almarhum X. Kelima orang anak tersebut terdiri dari 4 orang laki-laki A, B, C, D dan satu orang perempuan E (para tergugat). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan sebidang tanah. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan ahli waris X adalah Y (istri), A, B, C, D, dan E. Berdasarkan Pasal 180 KHI penggugat Y sebagai istri mendapat 12,50%, 5 orang anak mendapat 87,50% dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.”10 5. Mahkamah Agung menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “dalam persidangan terbukti bahwa almarhumah X meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan A (tergugat), tiga orang saudara laki-laki B, C, D, dan 6 orang keponakan dari saudara X yang lebih dahulu meninggal dunia dari X yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6 (para penggugat). Di samping itu almarhumah meninggalkan warisan berupa dua bidang tanah yang dikuasai oleh tergugat (anak perempuan X). Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11: “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.” 9



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/AG/2000 tanggal 16 Februari 2005 jis. Putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1999/PA.Mtr tanggal 28 Juni 1999 dan Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 38/Pdt.G/1998/PA.Singaraja tanggal 16 Maret 1999. 10 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/AG/1999 tanggal 22 Juni 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 192/Pdt.G/1988/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 28/Pdt.G/1988/PA.Cmi. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/AG/1998 tanggal 13 September 1999; Putusan Mahkamah Agung Nomor 146K/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153K/AG/1998 tanggal 31 Agustus 1998.
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dan Hadis Nabi Muhammad SAW: 11



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” gugatan para penggugat dapat dikabulkan dengan bagian masing untuk anak perempuan 1/2 bagian, dan 1/2 bagian lagi untuk para penggugat (saudara laki-laki almarhumah X dan keponakan almarhumah X).”12 6. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan putusan Pengadilan Agama yang menetapkan saudara mendapat bagian waris jika bergabung dengan anak perempuan dengan pertimbangan, “bahwa dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176:



“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.” Dalam ayat tersebut, saudara baru dapat mewaris bila tidak ada . Menurut Ibn ‘Abba>s, kata memiliki arti anak laki-laki dan perempuan. Oleh kerena itu, berdasarkan ayat tersebut saudara tidak dapat mewaris bersama anak perempuan.13



11



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 12



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1995 tangal 30 Oktober 1996 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/Pdt.G/PTA.Mtr tanggal 29 Agustus 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 434/Pdt.G/1993/PA.Selong tanggal 30 Desember 1993. 13 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 64/Pdt.G/1994.PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 316/Pdt.G/1993/PA.Cibadak tanggal 17 Januari 1994. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/AG/1993, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1996.
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Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut mengandung beberapa kaidah hukum. Kaidah hukum pertama, “bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan” – pertimbangan nomor 1, 3, 4. Kaidah ini menggambarkan Mahkamah Agung masih tetap menerapkan ketentuan AlQur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan KHI, di mana bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 masih tetap dianggap qat}‘i> al-dila>lah yang tidak mungkin mengalami perubahan sepanjang masa walaupun dalam konteks masyarakat Indonesia berbeda dengan konteks masyarakat Arab saat Al-Qur’an diturunkan. Pemahaman terhadap Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 tersebut tetap dipertahankan karena kalimat sangat jelas pengertiannya, yaitu jika anak laki-laki mewaris bergabung dengan anak perempuan maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dalam ketentuan usul fikih, kalimat yang mengandung pengertian jelas merupakan qat}‘i> al-dila>lah, tidak mengandung tafsir lain.14 Kaidah qat}‘i> al-dila>lah mengenai ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan tersebut merupakan masalah yang disoroti oleh pemikir-pemikir muslim moderat karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat masa kini, di mana perempuan bukan hanya memiliki peran domestik saja, akan tetapi sebagaimana halnya kaum laki-laki, memiliki peran yang lebih luas di luar peran domestik. Upaya untuk memahami kembali ayat tersebut dilakukan oleh para pemikir muslim, di antaranya Muh}ammad Shah}ru>r yang merumuskan teori batas, salah satunya adalah ketentuan bagian anak perempuan dan saudara perempuan mendapat seperdua bagian dari anak laki-laki dan saudara lakilaki. Menurut Shah}ru>r, ketentuan tersebut merupakan batas minimal, dalam arti bagian anak perempuan dan saudara perempuan tidak boleh kurang dari setengah bagian anak laki-laki dan setengah bagian saudara laki-laki, sehingga mereka memungkinkan untuk mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki dan saudara laki-laki.15 Di Indonesia, wacana pembagian waris yang sama untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan pernah dilontarkan oleh Munawir Sjadzali.16 Dalam konteks peraturan perundangundangan, Pasal 183 KHI pada dasarnya menyediakan peluang untuk memberikan bagian anak laki-laki dan perempuan serta saudara laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama atas dasar kesepakatan. 14



‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, 37-39 dan 47. Muh}ammad Shah}ru>r, Nah>wa> Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>, 240. 16 Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, dalam Muhammad Wahyu Nafis, ed. Kontektualisasi Ajaran Islam (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), 87-95. 15
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Mahkamah Agung, dalam hal bagian waris perempuan, tetap berpegang pada fikih konvensional. Sebaliknya, berbeda dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ujung Pandang memutus perkara waris bagian anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan dengan pertimbangan bahwa pada umumnya pembagian waris pada masyarakat Sulawesi Selatan berlaku bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, di samping itu para penggugat dan tergugat pernah membuat kesepakatan yang isinya pembagian warisan tidak akan membedakan bagian perempuan dan bagian laki-laki.17 Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang tersebut dengan demikian bergeser dari ketentuan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 yang selama ini dianggap qat}‘i> dila>lah, dengan mempertimbangkan kesadaran hukum yang berlaku di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Hanya saja, putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan sisi kesetaraan gender yang tertuang dalam piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.18 Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menerapkan hukum yang telah ada dengan menggunakan ijtihad intiqa>’i>. Kaidah hukum kedua, “suami mendapat 1/4 jika mewaris bersama anak” – pertimbangan nomor 2. Kaidah hukum ketiga, “istri mendapat 1/8 jika mewaris bersama anak” – pertimbangan nomor 3. Kaidah hukum keempat, “ibu mendapat 1/6 jika mewaris bersama anak”. Kaidah hukum kelima, “anak laki-laki mendapat asabah.” Kaidah kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan kaidah hukum yang terkandung dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 dan 12 dan yang dianut oleh mazhab empat serta KHI. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menerapkan hukum yang telah ada dengan cara ijtihaad intiqa>’i>.



17



Lihat Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 230/Pdt.G/2000/PA.Mks. tanggal 14 November 2000. Lihat pula Putusan Pengaddilan Agama Ujung Pandang Nomor 338/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 9 November 1999. 18 Dalam Universal Declaration of Human Rights Article 1 dikatakan “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and consciense and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” Lihat Bryan A. Garner, (ed.), Black’s Law Dictionary, 1717. Kesamaan hak perempuan dan laki-laki ini wajib dilindungi oleh negara yang meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan – negara kita ikut meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Di antara salah satu kewajiban negara yang meratifikasi konvensi tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf b: “membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.” Lihat Rocky Gerung, ed. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006), 496.
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Kaidah hukum keenam, “anak perempuan menghijab saudara” – pertimbangan nomor 6. Kaidah ini tidak konsisten karena beberapa putusan Mahkamah Agung terdapat kaidah hukum “anak perempuan tidak menghijab saudara.”19 Dalam fikih mazhab empat maupun mazhab Shi’ah, anak perempuan tidak menghijab saudara baik saudara perempuan dan saudara laki-laki. Mereka dapat mewaris bersama-sama, jika satu orang anak perempuan bersama saudara maka anak perempuan mendapat setengah bagian dan sisanya untuk saudara, sedangkan jika anak perempuan dua orang atau lebih mereka mendapat 2/3 bagian sisanya untuk saudara.20 Pendapat tersebut didasarkan pada Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 dan 176 serta Hadis riwayat Ibn ‘Abba>s: 21



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” Para sahabat Nabi Muhammad berbeda pendapat dalam hal pewaris meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan. ‘Umar ibn Khat}t}a>b dan Mu‘a>dh ibn Jabal berpendapat anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara perempuan mendapat 1/2 bagian. Sedangkan Ibn ‘Abba>s berpendapat seorang anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara perempuan tidak mendapat bagian. Bahkan Ibn ‘Abba>s menyatakan bahwa pendapat ‘Umar ibn Khat}t}a>b tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad.22 Bagi jumhur ulama, saudara perempuan lebih utama kedudukannya dibanding dengan cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan tidak dapat mewaris karena termasuk dhawi> al-arh}a>m. Bahkan dalam suatu riwayat, Abu> Mu>sa> al-Ash‘ari> berpendapat cucu perempuan dari anak lakilaki tidak mendapat waris jika ia bersama anak perempuan dan saudara 19



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1995 tangal 30 Oktober 1996 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/Pdt.G/PTA.Mtr tanggal 29 Agustus 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 434/Pdt.G/1993/PA.Selong tanggal 30-12-1993. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/AG/1993 tangggal 26 Juli 1996, Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K/AG/1992; Putusan Mahkamah Agung Nomor 183K/AG/2001; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/AG/2004. 20 Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 325. 21 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 22 Imam H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> al-S{ah}i>h}ayn, 1517-1518.
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perempuan, harta warisan dibagikan untuk anak perempuan 1/2 bagian dan untuk saudara perempuan mendapat 1/2 bagian.23 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menetapkan anak perempuan menghijab saudara berdasarkan pendapat Ibn ‘Abba>s yang menafsirkan kata dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 mencakup anak laki-laki 24 dan perempuan sehingga ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan dan saudara baik laki-laki maupun perempuan maka saudara terhijab oleh anak perempuan karena dalam ayat tersebut saudara baru mewaris jika pewaris tidak meninggalkan anak



( ).



Pendapat Mahkamah Agung tersebut



mengambil pendapat golongan kecil dari para sahabat sebagaimana diakui oleh Ibn ‘Abba>s.25 Akan tetapi, walaupun merupakan pendapat golongan terkecil, untuk masyarakat Indonesia khususnya yang menganut sistem kewarisan bilateral, lebih tepat diterapkan, sebagaimana teori hukum kewarisan Islam bilateral yang dikemukakan Hazairin, di mana anak baik laki-laki maupun perempuan merupakan kelompok keutamaan pertama yang menghijab kelompok keutamaan kedua, yaitu saudara, dengan memahami Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 di mana kata adalah mencakup anak laki-laki dan perempuan.26 Pengutamaan anak (termasuk anak perempuan) dari ahli waris



23



Dalam suatu riwayat, Abu> Mu>sa> al-Ash‘ari> berpendapat tentang pembagian harta warisan. Menurutnya, jika ahli waris terdiri dari seorang perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan – dalam riwayat Abu> Da>wu>d dan alditambah dengan kata anak perempuan mendapat 1/2 Tirmidhi>, kata bagian, saudara mendapat 1/2 bagian, cucu perempuan dari anak lagi-laki tidak mendapat bagian. Sedangkan menurut Ibn Mas‘u>d, anak perempuan mendapat 1/2 bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6, sisanya untuk saudara perempuan. Lihat alBukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673; al-Tirmi>dzi>, Sunan Tirmi>dzi, 472; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462; dan Ibn H}ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H}ibba>n, 1033 dan 1515. 24 Lihat al-Qurt}ubi>, al-Jami‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 4, 29; dan Ibn Kathi>r, Tafsi>r Ibn Kathi>r (Riyad: Maktabah al-Riya>d} al-Hadi>thah, t.th.), 594. 25 Dalam riwayat Ibn Abi> Mulaykah, Ibn ‘Abba>s pernah berkata: “Aku tidak menemukan dalam Al-Qur’an dan keputusan Nabi Muhammad kecuali aku temukan semua orang berpendapat jika anak perempuan dan saudara perempuan bergabung sebagai ahli waris maka masing-masing mendapat 1/2 bagian.” Menurut Abu> Sala>mah (w. 94 H) dan Ibn T{a>wu>s, Ibn ‘Abba>s sendiri berpendapat saudara perempuan tidak mendapat warisan jika ada anak perempuan. Al-Aswad ibn Yazi>d (w. 75 H) dan Ibn Zubayr (w. 73 H) berpendapat bahwa dalam kasus ahli waris terdiri dari anak perempuan dan saudara perempuan, harta warisan untuk anak perempuan. Lihat Imam H{a>kim, al-Musatdrak ‘ala> alS{ah}i>h}ayn, 1517-1518; Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 318. 26 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: Tintamas, 1981), 37.
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saudara merupakan asas umum yang dianut oleh negara yang menganut sistem civil law maupun common law.27 Kaidah hukum anak perempuan menghijab saudara merupakan ijtihad insha>’i>, karena kaidah tersebut bergeser dari Hadis Nabi, fikih mazhab empat dan KHI. Kaidah hukum tersebut responsif terhadap rasa keadilan yang dianut masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut kaidah hukum anak perempuan menghijab saudara. B. Ahli Waris Ayah dan Ibu Ayah dan ibu sebagai ahli waris dapat bergabung dengan anak dan janda/duda yang ditinggal mati oleh pewaris. Keempat ahli waris tersebut merupakan ahli waris golongan pertama yang tidak dapat saling menghijab (menghalangi) satu sama lain. Jika ahli waris terdiri dari janda/duda, ayah, ibu dan anak, maka janda mendapat 1/8 (duda mendapat 1/4), ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 dan anak jika terdiri dari anak laki-laki atau anak perempuan yang bergabung dengan anak laki-laki mendapat ‘as}abah (sisa), sedangkan jika hanya ada anak perempuan ayah mendapat ‘as}abah. Para ulama sepakat tentang pembagian harta waris di antara para ahli waris tersebut.28 Jumlah perkara waris yang ahli warisnya terdiri dari ayah dan ibu sangat sedikit dibandingkan dengan perkara waris anak dan saudara. Dari sample 186 perkara waris, perkara yang ahli warisnya terdapat ayah dan/ibu hanya berjumlah 10 perkara, dengan perincian sebagai berikut: (1) Ibu dan 27



Di Amerika Serikat yang menganut sistem common law, saudara baru dapat mewaris jika pewaris tidak meninggalkan janda atau duda, anak dan orang tua. Lihat Joseph T. Arenson, “Intestacy”, dalam Encyclopedia Americana (Danbury: Connecticut, Glorier, 2002), vol. 15, 322. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek Nederland) Pasal 903, saudara baru mewaris jika Pewaris tidak meninggalkan janda atau duda, keturunan dan orang tua. Lihat H.F.A. Vollmar, Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht, terj. I.S. Adiwimarta (Jakarta: Rajawali, 1983), 389-390. Sama halnya dengan Pasal 903 NBW, dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wet Boek) yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Indonesia dan sampai sekarang masih dijadikan rujukan hukum di Pengadilan Negeri, untuk golongan Eropa dan Cina, saudara dapat mewaris jika pewaris tidak meninggalkan anak, janda/duda dan orang tua. Lihat Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, vol. 1, 325. Dalam Pasal 900 Code Civil Jepang, saudara mewaris jika pewaris tidak meninggalkan suami/janda, keturunan dan keluarga hubungan darah dalam garis keturunan ke atas. Lihat The Civil Code of Japan, dalam Eibun Horei Sha, Law Bulletin Series Japan, 152. 28 Dasar hukum ahli waris ayah, ibu, anak, janda atau duda yang ditinggal mati tidak saling menghijab/menghalangi satu sama lain dalam mewaris adalah Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11. Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, 389; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 672-675.
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anak 1; (2) Ibu, anak dan janda 1; (3) Ibu, ayah, anak dan janda 2; (4) Ibu, ayah, saudara dan janda 2; (5) Ibu, saudara, duda 1; (6) Ibu, saudara, janda 2; (7) Ibu, keturunan saudara dan janda 1. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara waris yang ahli waris ayah dan ibu beserta ahli waris lainnya adalah Al-Qur’an, Hadis, qaul sahabat, KHI, qaul ulama Dasar hukum yang digunakan dalam kasus ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu bergabung dengan ahli waris lainnya frekuensi penggunaan dasar hukum yang paling banyak adalah Al-Qur’an sebanyak 9, Kompilasi Hukum Islam sebanyak 7, Hadis Nabi Muhammad sebanyak 4, qaul sahabat sebanyak 2 dan qaul ulama sebanyak 1. Untuk mengetahui pendapat hukum Mahkamah Agung mengenai ahli waris ayah dan ibu dapat dilihat dalam pertimbangan hukum di bawah ini: “Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris A ayah, B ibu, Y istri, dan beberapa saudara kandung C, D, dan E. Oleh karena itu gugatan penggugat A (ayah) dapat dikabulkan dan pengadilan menentukan ahli waris almarhum X adalah A (ayah kandung), B (ibu kandung), dan Y (istri). Ahli waris C, D, dan E (saudara kandung) tidak berhak untuk mendapat warisan dari pewaris karena terhijab oleh ayah. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 dan 12, Pasal 177, 178, 180, 182 KHI, Hadis Nabi Muhammad: 29



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” dan qaul ulama yang tercantum dalam kitab I‘a>nat al-T{a>libi>n juz. 3, hal. 233: 30



“Saudara terhijab oleh bapak.”



29



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 30



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/AG/1996.
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Pertimbangan hukum tersebut mengandung beberapa kaidah hukum sebagai berikut: 1. Kaidah hukum pertama, “ahli waris anak, istri/suami, ayah dan ibu tidak saling menghijab.” Kaidah hukum ini sejalan dengan Q.S. Al-Nisa>’ [4]: 11:



                                                                                   “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
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Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12:



                                                                                                      “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteriisterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
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menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” fikih mazhab empat dan KHI. Ijtihad yang digunakan adalah ijtihad intiqa>’i>. 2. Kaidah hukum kedua, “ayah mendapat 1/6 bagian jika mewaris bersama anak, jika mewaris tidak bersama anak ayah mendapat asabah.” Kaidah hukum ini menerapkan kaidah hukum yang terkandung dalam Q.S. AlNisa>’ [4] : 11:



“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.” Hadis Nabi Muhammad: 31



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” fikih mazhab empat dan KHI. Ijtihad yang diterapkan adalah ijtihad intiqa>’i>. 3. Kaidah hukum ketiga, “ayah menghijab saudara.” Dalam kasus ahli waris ayah bergabung dengan saudara, Mahkamah Agung berpegang pada pendapat para ulama mazhab empat, tidak berpegang pada pendapat Ibn ‘Abba>s.32 Berbeda dalam kasus anak perempuan, Mahkamah Agung berpegang pada pendapat Ibn ‘Abba>s, di mana anak perempuan menghijab saudara, dengan argumentasi bahwa kata dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 meliputi anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dipegangi oleh Ibn ‘Abba>s. Menurut Ibn Abba>s, jika ayah bergabung dengan saudara, ayah tidak menghijab saudara 31



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 32 Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fah al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 404; Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 315-316; Ibn H}azm, al-Muh}alla>, 1465; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 675.
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berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176, karena dalam ayat tersebut yang disebut kala>lah adalah pewaris tidak meninggalkan anak, sehingga ayah tidak menghijab saudara.33 Pendapat ini tidak diikuti oleh Mahkamah Agung. Persoalan bergabungnya ayah dengan saudara sebagai ahli waris merupakan persoalan waris kala>lah. Persoalan kala>lah ini muncul pada saat Ja>bir ibn ‘Abd Alla>h ibn ‘Amr34 sakit keras, kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad, yang saat itu menjenguk Jabir, tentang bagaimana membagikan harta kekayaannya padahal Ja>bir hanya memiliki beberapa saudara perempuan di mana ia tidak mempunyai anak sedangkan ayahnya telah meninggal lebih dahulu darinya, maka turunlah Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176.35 Oleh karena itu, sebahagian besar sahabat Nabi berpendapat bahwa kala>lah adalah jika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan ayah.36 Pengertian kala>lah yang dipegangi oleh para fuqaha adalah pendapat sebagian besar sahabat Nabi, bukan pendapat Nabi, karena Nabi sendiri ketika ditanya tentang kala>lah oleh ‘Umar ibn Khat}t}a>b beliau menjawab kala>lah adalah apa yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an yang turun dalam



33



Lihat Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1516; dan Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-



Mughni>, vol. 8, 318. 34



Ja>bir ibn ‘Abd Alla>h ibn ‘Amr adalah sahabat Nabi Muhammad. Ayahnya ‘Abd Alla>h ibn ‘Amr meninggal dunia pada saat Perang Uhud. Ayahnya mewasiatkan agar Ja>bir menjaga dan merawat sembilan saudara perempuannya. Pada saat sakit keras dan dikunjungi Nabi Muhammad, Ja>bir bertanya tentang harta kekayaannya karena ia tidak memiliki keturunan dan ahli warisnya hanya sembilan saudara perempuan. Lihat Ibn Qaymaz al-Dzahabi>, Siya>r A‘la>m al-Nubala>, vol. 1, 1276-1277. 35 Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, 1967, vol. 6, 28; dan Muh}ammad Rasyi>d Ridha>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 6, 108. 36 Pengertian kala>lah hanya didasarkan pada penjelasan sahabat Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh al-Barra>:



. “Dari Barra>’ ibn ‘Alah, Rasulullah menjawab, “Cukup jelas bagimu ayat al-S}ayf (Q.S alNisa>’ [4] : 176).” Barra>’ ibn ‘Aq, “Kala>lah itu adalah seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan bapak. Demikianlah orang-orang saat itu memahami kala>lah.” Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673.
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musim panas.37 Maksudnya adalah Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kala>lah adalah seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Hal ini berarti bahwa saudara hanya terhijab oleh anak, tidak terhijab oleh ayah, sehingga saudara dapat mewaris bersama ayah karena ayat tersebut tidak menjelaskan saudara tidak bisa mewaris bersama dengan ayah. Pendapat Ibn ‘Abba>s mengenai kala>lah tersebut tersirat pula dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” Potongan ayat ini mengandung dua makna. Pertama, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ahli warisnya terdiri dari ibu dan ayah, ibu mendapat 1/3 dan ayah mendapat sisa yakni 2/3, sedangkan jika ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah dan beberapa orang saudara maka ibu mendapat 1/6, beberapa orang saudara 1/3 bagian, ayah mendapat ‘as}abah dari harta warisan pewaris. Tafsir yang pertama ini dipegang oleh Ibn ‘Abba>s38 dan di Indonesia dikembangkan oleh Hazairin dalam teori hukum waris Islam bilateral.39 Kedua, pewaris tidak meninggalkan anak dan ahli warisnya terdiri dari ibu dan ayah, ibu mendapat 1/3 dan ayah mendapat ‘as}abah dan jika pewaris tidak meninggalkan anak ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah dan beberapa saudara maka saudara tidak mendapat bagian, ibu mendapat 1/6, sisanya untuk ayah karena ayah bertanggung jawab menafkahi dan menikahkan saudara pewaris (karena saudara pewaris adalah anak dari ayah). Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama.40 Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 181 dan 182 menetapkan saudara baik sekandung, seayah, atau seibu tidak dapat mewaris bersama ayah karena saudara terhijab oleh ayah. KHI merupakan pendapat jumhur ulama. Menurut pendapat beberapa hakim agung mengenai ayah menghijab



37



Ayat al-Qur’an mengenai kala>lah terdapat dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12 dan 176. Ayat 12 diturunkan pada saat musim dingin, sedangkan ayat 176 diturunkan pada saat musim panas. Lihat Muh}ammad Rasyi>d Ridha>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 6, 104. 38 Lihat al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l An, vol. 3, 338; dan Ibn Kathi>r, Tafsi>r Ibn Kathi>r, vol. 2, 227. 39 Hazairin, Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis, 37. 40 Lihat al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l An, vol. 3, 338; dan Ibn Kathi>r, Tafsi>r Ibn Kathi>r, vol. 2, 228.
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saudara merupakan ijma ulama sehingga putusan Mahkamah Agung tidak menyimpangi ijma ulama.41 C. Ahli Waris Saudara Ahli waris saudara diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12, 176, dan dalam fikih mazhab empat. Ahli waris saudara dan keturunannya dalam fikih mazhab empat terdiri dari: Pertama, kelompok laki-laki, yaitu saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki seibu, keturunan saudara laki-laki sekandung jenis kelamin laki-laki dari pancang laki-laki, keturunan saudara laki-laki seayah jenis kelamin laki-laki dari pancang laki; dan Kedua, kelompok perempuan, yaitu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. 42 Saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara seayah, keturunan saudara lakilaki sekandung, keturunan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah menghijab keturunan saudara laki-laki sekandung dan keturunan saudara laki-laki seayah, sedangkan saudara laki-laki dan perempuan seibu tidak dapat dihalangi baik oleh saudara laki-laki sekandung maupun oleh saudara laki-laki seayah. Demikian halnya saudara perempuan sekandung jika mewaris bersama anak perempuan dan/atau cucu perempuan dari anak lakilaki menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seayah, keturunan saudara laki-laki sekandung dan keturunan saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan seayah jika bersama anak perempuan dan/atau cucu perempuan dari anak laki-laki menghijab keturunan saudara laki-laki sekandung dan keturunan saudara laki-laki seayah.43 Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, mazhab Zahiriyah berpendapat saudara perempuan terhijab oleh anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan pemahaman kata dalam Q.S. Al-Nisa> [4] : 12 dan 176 adalah meliputi anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana pemahaman Ibn ‘Abba>s, saudara perempuan baru mendapat bagian waris bersama anak perempuan atau cucu perempuan jika ada ahli waris ‘as}abah (saudara laki-laki).44 41



Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung Tim E yang menangani perkara perdata agama tanggal 27 Mei 2010. 42 Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 675-676; Jala>l al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} al-Mah}alli> ‘ala> Minha>j al-T{a>libi>n, dalam Shiha>b al-Di>n Ah}mad ibn Ah}mad ibn Sala>mah al-Qalyu>bi> dan Shiha>b al-Di>n Ah}mad al-Burlu>si> alMulaqqab bi ‘Umayrah, Ha>shiyata>ni ‘ala> Sharh} al-Mah}alli> ‘ala Minha>j al-T{a>libi>n (Da>r alFikr, t.th.), vol. 3, 136-137; Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 315-343; dan Ibn Ah}mad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Sharh} al-Kabi>r (Kairo: Da>r al-Hadi>th, 2004), vol. 8, 318. 43 Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 10, 7801-7802. 44 Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1476-1475.
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Perkara ahli waris saudara yang masuk ke Mahkamah Agung berjumlah 41 dari jumlah sample 198. Dari 41 perkara waris saudara tersebut terdiri dari saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu dengan perbandingan jumlah antara tiga jenis saudara tersebut sebagai berikut: (1) ahli waris saudara kandung 62%, (2) gabungan ahli waris saudara kandung dengan saudara seayah 15%, (3) saudara seayah 10%, (4) saudara seibu 8%, dan (5) gabungan sudara kandung dengan saudara seibu 5%. Perkara saudara seayah sebanyak 25% jumlah dari perkara saudara seayah murni dan perkara saudara seayah yang bergabung dengan saudara sekandung. Perkara saudara seibu 13% jika dijumlahkan perkara saudara seibu murni dengan perkara saudara seibu yang bergabung dengan saudara sekandung. Jumlah perkara waris saudara yang dikabulkan sebanyak 65% dengan frekuensi 26. Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara ahli waris saudara adalah Al-Qur’an, Hadis, KHI, qaul sahabat, qaul ulama, dan yurisprudensi, dengan frekuensi penggunaan sebagai berikut: (1) Al-Qur’an dengan frekuensi 16; (2) Hadis dengan frekuensi 5; (3) Kompilasi Hukum Islam dengan frekuensi 18; (4) qaul sahabat dengan frekuensi 1; (5) Yurisprudensi dengan frekuensi 1; (6) qaul ulama dengan frekuensi 1; dan (7) tanpa dasar hukum dengan frekuensi 5. Mahkamah Agung dalam menggunakan dasar hukum tersebut sewaktu-waktu hanya menggunakan satu sumber hukum, dua sumber hukum, atau tiga sumber hukum dalam satu kasus. Perinciannya sebagai berikut: (1) Gabungan dalil Al-Qur’an dan KHI mencapai jumlah 27%; (2) Perkara yang tidak ada sumber hukumnya sebanyak 19%; (3) Gabungan AlQur’an, Hadis, dan KHI sebanyak 15%; (4) KHI saja sebanyak 12%; (5) AlQur’an saja sebanyak 11%; (6) Gabungan KHI dan yurisprudensi sebanyak 4%; (5) Gabungan Al-Qur’an, KHI dan qaul sahabat sebanyak 4%; (7) Gabungan Al-Qur’an, KHI, dan qaul ulama sebanyak 4%; dan (8) Gabungan Hadis dan KHI sebanyak 4%. Pada umumnya putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris saudara berpegang pada pendapat mazhab empat yang membedakan saudara sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Untuk mengetahui pendapat hukum Mahkamah Agung dalam hal ahli waris saudara dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti bahwa almarhumah X meninggalkan ahli waris enam orang saudara kandung, terdiri dari satu orang saudara perempuan dan lima orang saudara laki-laki sebagai penggugat. Di samping itu almarhumah X meninggalkan sebidang tanah
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yang dikuasai oleh tergugat yang tidak memiliki hubungan ahli waris dengan alasan hibah dari almarhumah X. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan pembagian saudara laki-laki masing-masing mendapat 2/11 bagian dan saudara perempuan mendapat 1/11 bagian.”45 2. Mahkamah Agung menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “dalam persidangan telah terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris A (seorang saudara laki-laki) dan Y (istri) dan meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Y (istri) dan anak-anak Y dari suami pertama sebelum menikah dengan X. Oleh karena itu gugatan para penggugat (anak dari A) dapat dikabulkan dan berdasarkan Q.S. Al-Nisa> [4] : 12: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.” dan Hadis Nabi Muhammad: 46



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” dengan pembagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: A (saudara laki-laki diwarisi oleh anak-anaknya) mendapat 3/4 sebagai as}abah dan Y (istri) mendapat 1/4 bagian.”47



45



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/AG/1997 tanggal 24 Juni 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 81/Pdt.G/1996 tanggal 27 Februari 1997 dan Putusan Pengaadilan Agama Cibadak Nomor 313/Pdt.G/1995/PA.CBD tanggal 18 Januari 1996. 46 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 47 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 155K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.G/1993/PTA.SBY tanggal 4 Agustus 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 504/Pdt.G/1992/PA.GS; Lihat pula Putusan MA No. 124K/Ag/1999 jis. Putusan PTA Banda Aceh No. 01/Pdt.G/1988/PTA.BNA dan Putusan PA Bireuen No. 66/Pdt.G/1997/PA.BIR; Putusan MA No. 1995K/AG/1995 Jis Putusan PTA Medan No. 04/Pdt.G/1995/PTA.Mdn. dan Putusan PA Tebing Tinggi No. 069/Pdt.G/1994/PA.TTD; Putusan MA No. 182K/AG/1998 jis. Putusan PTA Jambi No. 09/Pdt.G/1997/PTA.JB dan Putusan PA Jambi No.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM K EWARISAN



247



3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris seorang Y (istri, tergugat), A (seorang ibu), dan tiga orang saudara kandung (para penggugat); B (saudara laki-laki), C dan D (saudara perempuan). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Y (tergugat). Oleh karena itu gugatan para penggugat (A, B, C dan D) dapat dikabulkan. Mengenai besarnya bagian masing masing berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11, 12, dan 58 sebagai berikut: Y (istri, tergugat) mendapat 1/4, A (ibu) mendapat 1/6, dan B, C, D (saudara) mendapat sisa dengan ketentuan bagian laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.”48 4. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan telah terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris penggugat (Y suami), para tergugat (A ibu, B seorang saudara perempuan seibu, C, D dua orang saudara perempuan sekandung, E seorang saudara laki-laki sekandung, F seorang saudara seayah). Di samping meninggalkan ahli waris almarhumah juga meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh para tergugat (A, B, C, D, E dan F). Oleh karena itu gugatan tergugat dapat dikabulkan. Mengenai bagian masingmasing ahli waris berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” suami mendapat 1/2 bagian, dan berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” ibu mendapat 1/6, berdasarkan pendapat qaul sahabat (‘Umar ibn Khat}t}a>b) mengenai ‘umariyah saudara sekandung dan saudara seibu



221/Pdt.G/1996/PA.JB; Putusan MA No. 313K/AG/2000 jis. Putusan PTA Ujung Pandang No. 120/Pdt.G/1977/PTA.UP dan Putusan PA Ujung Pandung No. 495/Pdt.G/1996/PA.UP. 48 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/1993 tanggal 29 September 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 61/1992 tanggal 29 April 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 21/1988 tanggal 13 Februari 1992.
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mendapat sisa berbagi sama, sedangkan berdasarkan Pasal 182 KHI dan Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi>: 49



“Saudara sekandung laki-laki itu saling mewaris dan menghijab saudara seayah.” Maka saudara seayah terhijab oleh saudara laki-laki sekandung sehingga tidak mendapat bagian warisan.50 5. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dengan perbaikan pertimbangan hukum mengenai anak angkat. Pertimbangan Pengadilan Agama tersebut berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu kandung (A), istri (Y), tiga orang saudara kandung (B, C, D; para penggugat), seorang anak angkat (E; tergugat) dan seorang anak perempuan di luar perkawinan (F). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh tergugat E (anak angkat). Oleh karena itu gugatan para penggugat dapat dikabulkan. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Pasal 186 KHI anak di luar perkawinan (F) tidak dapat warisan, berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI anak angkat (E) mendapat 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah, akan tetapi karena ia sudah mendapat hibah dari almarhum X maka ia tidak dapat bagian lagi dari harta warisan, dan istri (Y) mendapat 1/4, ibu (A) mendapat 1/6, tiga saudara kandung (B, C, D) mendapat sisa (as}abah) berbagi sama.” Perbaikan pertimbangan dari Mahkamah Agung berbunyi, “Bahwa tergugat sebagai anak angkat (E) berhak menerima wasiat wajibah dari peninggalan orang tua angkatnya dan karena ia telah menerima hibah, maka bagiannya ditetapkan sebesar 1/4 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.”51 6. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris terdiri dari istri (Y; penggugat) tiga orang saudara perempuan sekandung (A, B, C), dan satu orang saudara seibu (D; para tergugat). Di samping itu 49



Al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 483. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 241K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 14/Pdt.G/1996/PTA.PDG tanggal 10 Mei 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 62/Pdt.G/1995/PA.ML tanggal 23 Mei 1996. 51 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/AG/2000 tanggal 15 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 500/Pdt.G/1998/PA.Jbg. tanggal 20 November 1999. 50
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almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh para tergugat (A, B, C, D). Oleh karena itu gugatan penggugat (Y) dapat dikabulkan. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: istri (Y) mendapat 1/4, tiga orang saudara kandung (A, B, C) mendapat 2/3, dan seorang saudara seibu (D) mendapat 1/6 jumlah 26/24 diaul menjadi 26/26, sehingga masing-masing istri (Y) mendapat 6/26, tiga orang saudara kandung (A, B, C) mendapat 16/26, dan seorang saudara seibu (D) mendapat 4/26.”52 Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut secara tidak langsung merupakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Demikian halnya beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut menggambarkan bahwa dalam beberapa kasus Mahkamah Agung tidak memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Tinggi Agama yang dalam pertimbangannya tidak mencantumkan dasar hukum baik Al-Qur’an, Hadis, qaul ulama maupun KHI. Seharusnya jika Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Tinggi Agama tidak mencantumkan dasar hukum Mahkamah Agung harus memperbaiki, karena setiap putusan pengadilan harus memuat dasar hukum tertulis atau tidak tertulis.53 Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut mengandung beberapa kaidah hukum. Pertama, bagian ahli waris saudara sekandung laki-laki dua kali bagian saudara perempuan. Kedua, saudara kandung laki-laki menghijab saudara seayah. Ketiga, saudara kandung bergabung dengan saudara seibu dengan bagian yang sama jika tidak ada sisa atau sisa waris lebih kecil dari bagian saudara seibu. Keempat, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu dapat mewaris bersama janda/duda mendiang pewaris, dan ibu. Kelima, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu tidak setara kedudukannya. Kelima kaidah hukum tersebut menggambarkan bahwa pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam hal ahli waris saudara belum bergeser dari kaidah hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an, 52



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 362K/AG/2006 tanggal 24 Januaari 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 04/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 20 Februari 2006 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 30/Pdt.G/2005/PA.Pra tanggal 22 Agustus 2005. 53 Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Bunyi pasal serupa tercantum pula dalam Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Agama, Pasal 184 ayat (2) HIR, dan Pasal 195 ayat (2) RBg.
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Hadis, qaul ulama dan Kompilasi Hukum Islam. Demikian halnya dalam hal bagian saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung masih mempertahankan dua berbanding satu sebagaimana kaidah hukum yang tercantum secara tekstual dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176. Pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam ahli waris saudara masih berpegang pada keadilan formal dibanding keadilan materiil. Dalam istilah teori hukum Islam, Mahkamah Agung masih menerapkan ijtihad intiqa>’i> dibanding ijtihad insha>’i>. D. Ahli Waris Paman Para fuqaha mazhab empat menetapkan bahwa yang dimaksud paman adalah paman dari pihak ayah yang sekandung dan seayah, sedangkan paman dari pihak ayah yang seibu dan paman dari pihak ibu tidak termasuk ahli waris melainkan termasuk dhawi> al-arh}a>m. Paman pihak ayah yang sekandung dan seayah tersebut hanya dapat mewaris jika ahli waris ayah, kakek, anak, keturunan anak laki-laki dari pancang laki-laki, dan ahli waris saudara sekandung/seayah dan keturunannya dari pancang lakilaki tidak ada. Sedangkan keturunan paman yang dapat mewaris hanya yang berjenis laki-laki dari pancang laki-laki.54 Kasus ahli waris paman paling sedikit dijumpai dalam putusan Mahkamah Agung. Dari 186 sampel kasus waris, kasus ahli waris paman hanya berjumlah 3 kasus (1,6%). Perinciannya yaitu: satu kasus keturunan paman bergabung dengan anak angkat, satu kasus keturunan paman dengan saudara kandung perempuan, dan satu kasus lagi dengan orang lain yang tidak punya hubungan kewarisan. Dari tiga kasus tersebut, dua kasus dikabulkan dan satu kasus lainnya ditolak karena tidak terbukti. Pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam kasus waris paman dapat dilihat dari pertimbangan hukum di bawah ini: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti bahwa almarhumah X meninggalkan ahli waris seorang perempuan saudara sepupu (penggugat) dan harta warisan yang dikuasai oleh keluarga dari suami kedua ibu almarhumah. Oleh karena itu, berdasarkan qaul ulama dalam kitab Qalyu>bi> wa ‘Umayrah juz. 3, hal. 138:



54



Ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} al-Mah}alli> ‘ala> Minha>j al-T{a>libi>n, vol. 3, 136; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, 427-428; Ibn Rushd, Bida>yat alMujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 680; dan Shams al-Di>n Ibn Quda>mah, al-Sharh} alKabi>r, vol. 8, 318.
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“Apabila mereka tidak memiliki dhawi> al-arh}a>m, maka diberikan kepada dhawi> al-furu>d} sebagai warisan asabah, maka dia mewarisi orang per orang.” gugatan penggugat dapat dikabulkan dan penggugat mewaris seluruh harta warisan.”55 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah X meninggalkan ahli waris tiga orang saudara perempuan sekandung A, B, dan C (para turut tergugat), tujuh saudara sepupu anak laki-laki dari paman X yang bernama D yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan enam saudara sepupu anak anak laki-laki dari paman X yang bernama E yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6 (para penggugat). Di samping itu almarhumah meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh dua orang anak dari A yaitu A1 dan A2 (para tergugat). Oleh karena itu gugatan para penggugat dapat dikabulkan. Dan menetapkan ahli waris X adalah tiga orang saudara perempuan sekandung yaitu A, B, dan C serta tiga belas saudara sepupu yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176:



“Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.” tiga orang saudara perempuan mendapat 2/3 berbagi sama dan berdasarkan qaul ulama dalam kitab al-Baju>ri> juz 2 hal. 354:



55



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 12K/AG/1991 tanggal 21 Juli 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 07/Pdt.G/1990/PTA.UP dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 124/Pdt.G/1989/PA.Pol tanggal 23 November 1989.



252



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



B IDANG P ERD ATA I SLAM



“Paman si mayyit, bapak si mayyit, kakek si mayyit dan anak si mayyit sebagai ahli waris, kecuali kakek dari ibu.” sisa (as}abah) diberikan kepada 13 saudara sepupu, 1/6 bagian untuk enam saudara sepupu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 dan 1/6 bagian untuk enam saudara sepupu E1, E2, E3, E4, E5, E6.”56 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah X meninggalkan ahli waris tujuh keponakan anak dari saudara laki-laki X yang bernama A yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tiga keponakan anak dari saudara laki-laki X yang bernama B yaitu B1, B2, B3, sembilan keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama C yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, sepuluh keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama D yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, satu keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama E yaitu E1, tujuh keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama F yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, lima saudara sepupu anak dari bibi X yang bernama G yaitu G1, G2, G3, G4, G5, dan lima saudara sepupu anak dari paman X yang bernama H yaitu H1, H2, H3, H4, H5. Di samping itu almarhumah X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh G1, G2, G3, G4, G5 saudara sepupu X. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan para penggugat G1, G2, G3, G4, G5, H1, H2, H3, H4, H5 dapat dikabulkan. Dan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad: 57



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.”



56



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 402K/AG/2006 tanggal 2 Mei 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 3/Pdt.G/2004/PTA.Palangkaraya tanggal 27 Desember 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 104/Pdt.G/2003/PA. Palangkaraya tanggal 5 Agustus 2004. 57 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520.



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM K EWARISAN



253



dan Pasal 182 dan 185 KHI menetapkan ahli waris X adalah enam keponakan anak dari saudara laki-laki X yang bernama A yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tiga keponakan anak dari saudara laki-laki X yang bernama B yaitu B1, B2, B3, sembilan keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama C yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, sepuluh keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama D yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,D8, D9, D10, satu keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama E yaitu E1, tujuh keponakan anak dari saudara perempuan X yang bernama F yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, lima saudara sepupu abak dari bibi X yang bernama G yaitu G1, G2, G3, G4, G5 , dan lima saudara sepupu anak dari paman X yang bernama H yaitu H1, H2, H3, H4, H5. Menimbang pula bahwa keturunan dari paman G dan bibi H yaitu G1, G2, G3, G4, G5 dan H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 tidak mewaris karena terhijab oleh keponakan X. Berdasarkan pertimbangan tersebut harta warisan X tersebut harus diserahkan kepada keponakan X keturunan A, B, C, D, E, dan F sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut: keturunan A (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7) mendapat 2/8 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; keturunan B (B1, B2, B3) mendapat 2/8 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; keturunan C (C1, C2, C,3 C4, C5, C6, C7, C8, C9) mendapat 1/8 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; keturunan D (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10) mendapat 1/8 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; keturunan E (E1) mendapat 1/8 bagian; keturunan F (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7) mendapat 1/8 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Keturunan G dan H tidak dapat mewaris dari X karena G dan H paman X terhijab oleh keturunan saudara.”58 Tiga pertimbangan Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut secara tidak langsung merupakan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut mengandung enam kaidah hukum: Kaidah hukum pertama, anak perempuan dari paman sekandung termasuk ahli waris dhawi> al-arh}a>m. Kaidah hukum ini merupakan kaidah hukum yang dianut oleh mazhab empat.59 KHI tidak menganut ahli waris 58



Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003. 59 Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 394.
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kelompok dhawi> al-arh}a>m, anak perempuan paman merupakan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Kedudukan dhawi> alarh}am > dengan ahli waris pengganti sangat berbeda. Ahli waris dhawi> alarh}am > tidak dapat mewaris jika ahli waris dhawi> al-furu>d} atau ‘as}abah masih ada, sedangkan ahli waris pengganti dapat mewaris walaupun ada ahli waris dhawi> al-furu>d.} Misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan saudara perempuan sekandung, istri, dan anak perempuan dari paman almarhum. Jika anak perempuan paman didudukkan sebagai dhawi> al-arh}a>m maka ia tidak dapat mewaris karena sisa harta warisan di-radd kepada ahli waris dhawi> al-furu>d}, sebaliknya jika anak perempuan paman tersebut didudukkan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya maka ia akan mendapat bagian ayahnya jika ia masih hidup akan mendapat ‘as}abah. Kaidah hukum kedua, anak laki-laki dari paman sekandung termasuk golongan ahli waris ‘as}abah. Kaidah hukum ini merupakan kaidah hukum yang dianut mazhab empat.60 Akan tetapi mazhab empat tidak mendudukan laki-laki keturunan paman sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan KHI menetapkan laki-laki keturunan dari paman merupakan ahli waris pengganti menggantikan bagian ayahnya sebagai ahli waris as}abah yang tidak ditentukan bagiannya. Kaidah hukum ketiga, keturunan paman terhijab oleh keturunan saudara. Kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang dianut mazhab empat, karena dalam urutan ahli waris ‘asabah keturunan paman merupakan urutan 11 dan 12 terhijab oleh urutan 7 dan 8.61 KHI tidak menjelaskan kedudukan paman dan keturunannya. Untuk mengetahui kedudukan paman dan keturunannya dapat dikontruksikan dari kandungan Pasal 174 ayat (2), Pasal 181, Pasal 182, Pasal 192 sebagai berikut: Golongan Pertama, ayah, ibu, anak dan atau keturunanya, duda/janda dari pewaris (Pasal 174 ayat (2) dan Pasala 185); Golongan Kedua, saudara dan keturunannya (Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 183); dan Golongan Ketiga, kakek dan nenek serta keturunannya (paman dan bibi) tidak diatur dalam pasal tertentu akan tetapi dipahami (mafhu>m mukha>lafah) dari Pasal 181, 182 dan 185 di mana saudara dan keturunnya menghabisi harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. Kaidah hukum keempat, perempuan keturunan saudara laki-laki memperoleh warisan sebagai ahli waris pengganti. Kaidah ini tidak dianut dalam mazhab empat, karena dalam mazhab empat mendudukkan 60



Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 389. Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 398399; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 427; dan Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 381. 61
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perempuan keturunan saudara laki-laki termasuk dhawi> al-arh}a>m yang tidak dapat mewaris sepanjang ada ahli waris ‘as}abah atau dhawi> al-furu>d} kecuali janda/duda dari pewaris, dalam kasus angka 3 masih ada ahli waris ‘as}abah, yaitu laki-laki keturunan saudara laki-laki.62 KHI menetapkan perempuan keturunan saudara dapat mewaris sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185. Kaidah hukum kelima, laki-laki dan perempuan keturunan saudara perempuan mendapat warisan bersama ahli waris ‘as}abah. Kaidah hukum ini tidak dianut dalam fikih mazhab empat, karena mazhab empat mendudukkan laki-laki dan perempuan keturunan saudara perempuan sebagai ahli waris dhawi> al-arh}a>m yang hanya mewaris jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris ‘as}abah dan dhawi> al-furu>d} kecuali duda/janda dari pewaris, dalam kasus angka 3 masih ada ahli waris ‘as}abah yaitu laki-laki keturunan dari saudara laki-laki.63 Kaidah hukum keenam, bagian waris ahli waris pengganti memperoleh porsi bagian orang tuanya seandainya orang tuanya terssebut tidak meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam kasus angka tiga, keturunan A memperoleh 2/8 bagian karena sendainya A masih hidup sebagai saudara laki-laki X ia akan memperoleh 2/8 bagian, demikian halnya keturunan C mendapat 1/8 bagian karena seandainya ia masih hidup sebagai saudara perempuan X ia akan mendapat 1/8 bagian. Mengenai kaidah hukum ini akan dianalisa lebih detail dalam sub ahli waris pengganti. Keenam kaidah hukum tersebut menggambarkan bahwa Mahkamah Agung dalam kasus waris paman dan keturunannya terdapat kaidah hukum yang tidak bergeser dari kaidah fikih dan ada yang bergeser dari kaidah fikih. Kaidah yang tidak bergeser adalah: kaidah hukum pertama, anak perempuan dari paman sekandung termasuk ahli waris dhawi> al-arh}a>m; kaidah hukum kedua, anak laki-laki dari paman sekandung termasuk golongan ahli waris ‘as}abah; dan kaidah hukum ketiga, keturunan paman terhijab oleh keturunan saudara. Sebaliknya kaidah hukum yang bergeser dari kaidah hukum fikih adalah: kaidah hukum keempat, perempuan keturunan saudara laki-laki memperoleh warisan sebagai ahli waris pengganti; dan kaidah hukum kelima, laki-laki dan perempuan keturunan saudara perempuan mendapat warisan bersama ahli waris ‘as}abah. Kaidah 62



Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 394; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 452; dan Ibn Quda>mah alMaqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 399. 63 Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 394; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 452; dan Ibn Quda>mah alMaqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 399.
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keempat dan kelima walaupun bergeser dari kaidah hukum fikih akan tetapi masih dalam koridor kaidah hukum dalam KHI sehingga dalam kasus paman Mahkamah Agung menggunakan ijtihad intiqa>’i>. E. Ahli Waris Pengganti Jika seorang meninggal dunia meninggalkan dua orang anak dan satu orang cucu dari anaknya yang lebih dahulu meninggal dunia, maka cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia dinamakan ahli waris pengganti. Sedangkan dua orang anak yang masih hidup adalah ahli waris langsung. Demikian halnya jika seorang meninggal dunia meninggalkan saudara dan keturunan dari saudara yang lebih dahulu meninggal dari pewaris maka keturunan dari saudara yang meninggal lebih dahulu dari pewaris adalah ahli waris pengganti. Hukum waris common law maupun civil law mengenal ahli waris pengganti.64 Fikih mazhab empat tidak mengenal ahli waris pengganti. Dalam fikih mazhab empat, jika terjadi seorang meninggal dunia meninggalkan anak dan cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia, maka cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia disebut dhawi> al-arh}a>m dan tidak dapat mewaris dari kakeknya.65 Mazhab Shi’ah mengenal ahli waris pengganti, akan tetapi tidak dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris langsung.66 Di Indonesia, Hazairin memperkenalkan ahli waris pengganti berdasarkan penafsiran Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 33. Hazairin menafsirkan ayat tersebut secara berbeda dengan para ahli tafsir. Beliau menafsirkan “bagi setiap orang”,



“ahli waris pengganti”



“harta warisan”.



Sehingga menurut Hazairin terjemahan lengkap ayat tersebut adalah “dan bagi setiap orang Allah membuat (menetapkan) ahli waris pengganti untuk mewaris harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau 64



Lihat Pasal 841 dan 842 KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, vol. 1, 569; Article 887 paragraph 2 dan Article 889 paragraph 2 The Civil Code of Japan, dalam Eibun Horei Sha, Law Bullettin Series Japan, 149-150; dan Joseph T. Arenson, “Intestacy”, dalam Encyclopedia Americana, vol. 15, 322. 65 Lihat Ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} al-Mah}alli> ‘ala> Minha>j al-T{a>libi>n, vol. 3, 136; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, 427-428; Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 680; dan Shams al-Di>n ibn Quda>mah, al-Sharh} alKabi>r, vol. 8, 318. 66 Lihat Muh}ammad al-H{asan al-H{urri> al-‘A, H{ida>yat al-Ummati> ila> Ah}ka>m al-A’immati> ‘Alayhim al-Sala>m (Mashad-Iran, 1414 H), vol. 8, 308-309; dan Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah, Fiqh al-Ima>m Ja‘far al-S{a>diq (Qu>m: Mu’assasah Ans}a>ri>ya>ni, t.th.), vol. 6, 214-215.
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kerabatnya.”67 Konsep ahli waris pengganti sekarang dilembagakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.” Kasus ahli waris pengganti yang masuk ke Mahkamah Agung sejak tahun 1991 sampai dengan 2007 sebanyak 13,97% dengan frekuensi 26. Dari frekuensi tersebut yang dikabulkan 73% dengan frekuensi 19. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus kasus ahli waris pengganti adalah Al-Qur’an, Hadis, KHI, qaul ulama, dan yurisprudensi. Perincian dasar hukum yang digunakan serta frekuensi penggunaannya adalah sebagai berikut: (1) Al-Qur’an 8 (42,10%); (2) Hadis 1 (5,20%); (3) KHI 15 (78,94%); (4) qaul ulama 2 (10,52%); (5) yurisprudensi 1 (5,20%); dan (6) tidak ada dasar hukum 3 (15,78%). Mahkamah Agung dalam menggunakan dasar hukum tersebut sewaktu-waktu hanya menggunakan satu sumber hukum, dua sumber hukum, atau tiga sumber hukum dalam satu kasus, dengan perincian sebagai berikut: (1) KHI dengan frekuensi 7 (37%); (2) Al-Qur’an dan KHI dengan frekuensi 3 (27%); (3) Al-Qur’an, Hadis dan KHI dengan frekuensi 1 (5%); (4) Al-Qur’an, KHI dan qaul ulama dengan frekuensi 1 (5%); (5) KHI dan yurisprudensi dengan frekuensi 1 (5%); (6) Al-Qur’an dengan frekuensi 1 (5%); dan (7) tidak ada dasar hukum dengan tidak ada dasar hukum 3 (16%). Pendapat hukum Mahkamah Agung mengenai ahli waris pengganti dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki A, dua orang anak perempuan B dan C, seorang cucu laki-laki dari anak perempuan D (D1), dua orang cucu perempuan dari anak perempuan E (E1, E2), dan satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak perempuan F (F1, F2). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh A dan (D1). Bahwa berdasarkan Pasal 176 dan Pasal 185 KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah A, B, C, (D1), (E1, E2), (F1,F2) dengan bagian masing-masing sebagai berikut: A (anak laki-laki) mendapat 12/42; B (anak perempuan) mendapat 6/42; C (anak perempuan) mendapat 6/42; D1 (cucu laki-laki dari anak perempuan) mendapat 6/42; 67
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E1 dan E2 (cucu perempuan dari anak perempuan) mendapat 6/42; F1 dan F2 (cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan) mendapat 6/42.”68 2. Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Agama sebaliknya membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang dibatalkan berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan A dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki B (B1). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh keturunan dari A. Oleh karena itu berdasarkan Hadis Nabi Muhammad: 69



“Anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 menyempurnakan 2/3, dan sisanya untuk saudara perempuan.” ditetapkan ahli waris almarhum X adalah A dan B 1 dengan bagian masing-masing adalah A mendapat 1/2 + radd (2/3 x 1/3) dan B1 mendapat 1/6 (takmilat al-thuluthayn) + radd (1/3 x 1/3). Pasal 176 dan Pasal 185 KHI tidak dapat diterapkan dalam kasus ini; B1 tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti karena sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki sudah mempunyai bagian tersendiri jika ia bersama anak perempuan.” Pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan A dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki B (B1). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh keturunan A. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 176 KHI dan Pasal 185 ayat (2) KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah A anak perempuan dan B1 cucu perempuan dari anak laki-laki dengan bagian masing-masing A mendapat ½ bagian dan B1 mendapat ½ bagian.”70 68



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/2001 tanggal 20 April 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nonor 05/Pdt.G/2000/PTA.Bdg. dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 351/Pdt.G/1999/PA.Cbn tanggal 5 Oktober 1999. 69 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1645-1646; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 472; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1515. 70 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/AG/2001 tanggal 14 Desember 2005 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 14/Pdt.G/2000/PTA.MTR tanggal 19 September 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 230/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999.
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3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris seorang istri Y, lima orang anak laki-laki A, B, C, D, E, empat orang anak perempuan F, G, H, I, dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki J (J1, J2). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang anak perempuannya bernama F. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c, Pasal 176 dan Pasal 180 KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah Y (istri) A, B, C, D, E (anak laki-laki), F, G, H, I anak perempuan), dan J1, J2 (cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti) dengan bagian masing-masing sebagai berikut: Y mendapat 1/8 bagian; A, B, C, D, E (anak laki-laki) masing-masing mendapat 14/128 bagian; F, G, H, I (anak perempuan) masing-masing mendapat 7/128 bagian; dan J1, J2 (cucu laki-laki ahli waris pengganti) mendapat 7/128 bagian.”71 4. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris tiga orang saudara perempuan sekandung A, B, C, delapan keponakan (anak dari saudara perempuan sekandung yang bernama D) D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dua orang saudara perempuan seayah E, F, dan empat orang keponakan (anak dari saudara laki-laki seayah yang bernama G) G1, G2, G3, G4, dan tiga orang anak angkat H, I, dan J. Di samping itu almarhumah Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat yang bernama H. Oleh karena itu berdasarkan Q.S. AlNisa>’ [4] : 176, Pasal 182 dan Pasal 185 KHI ditetapkan ahli waris almarhumah adalah A, B, C (saudara perempuan sekandung), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (keponakan anak dari saudara perempuan sekandung), E, F (dua orang saudara perempuan seayah), dan G1, G2, G3, G4 (keponakan anak dari saudara laki-laki seayah) dan berdasarkan Pasal 209 KHI anak angkat mendapat wasiat wajibah 1/8. Sedangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: A, B, C (saudara perempuan sekandung) masing-masing mendapat 1/8 bagian; D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (anak dari laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan sekandung) mendapat 1/8 bersyerikat dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; E, F (saudara seibu) 71



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/AG/2005 tanggal 14 April 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 36K/AG/2004/PTA.Pbr. tanggal 1 November 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 85/Pdt.G/2004/PA. Pbr tanggal 10 Agustus 2004.
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masing-masing mendapat 1/8 bagian; G1, G2, G3, G4 (anak dari saudara laki-laki seayah) mendapat 1/8 berserikat.”72 5. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan pertimbangan Pengadilan Agama. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama A, dua orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki yang bernama B (B1, B2), dan lima orang cucu perempuan dari anak laki-laki yang bernama C (C1, C2, C3, C4, C5). Di samping itu almarhumah Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh A. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 KHI dan yurisprudensi Mahakamah Agung Nomor 181K/AG/1994 ditetapkan ahli waris almarhumah Y adalah A (anak laki-laki), B1 dan B2 (cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki), dan C1, C2, C3, C4, C5 (cucu perempuan dari anak laki-laki) dengan bagian masing-masing sebagai berikut: A mendapat 1/3 bagian; B1 dan B2 mendapat 1/3 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; C1, C2, C3, C4, C5 mendapat 1/3 berbagi sama.”73 6. Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan seorang anak laki- laki bernama A, seorang anak perempuan bernama B, dan empat orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki bernama C (C1, C2, C3, C4). Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh A dan B. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah A (anak laki-laki), B (anak perempuan), dan C1, C2, C3, C4 cucu dari anak laki-laki bernama C, dengan bagian masing-masing sebagai berikut A mendapat 40 %; B mendapat 20 %; C1, C2, C3, dan C4 mendapat 40 % bermusyarakah dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.” Pertimbangan tersebut oleh Mahkamah Agung diperbaiki sehingga berbunyi, “bahwa judex factie keliru menerapkan bagian ahli waris pengganti. Menurut KHI bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang masih hidup atau maksimal sama 72



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg tanggal 1 Februari 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 29 Juli 2004. 73 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 242K/AG/2006 tanggal 21 Juni 2007 jis. Putusan Mahkamah Tinggi Syariyah NAD Nomor 18/Pdt.G/2005 tanggal 28 Februari 2006 dan Putusan Mahkamah syariyah Bireuen Nomor 115/Pdt.G/2004 tanggal 13 April 2005.
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dengan bagian ahli waris yang masih hidup, oleh karena itu bagian ahli waris tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan. (dalam amar putusan pembagiannya menjadi A mendapat 2/4 bagian; B mendapat 1/4 bagian; dan C1, C2, C3, C4 menadapat 1/4 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.”74 7. Mahkamah Agung memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama tersebut berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris istri Y, dua orang saudara perempuan bernama A dan B, keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki bernama C (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10), keponakan lakilaki dan perempuan anak dari saudara perempuan bernama D (D1, D2, D3, D4). Di samping itu alamarhum Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh anak Y dari suami pertama sebelum menikah dengan X. Oleh karena itu menetapkan ahli waris almahum X adalah Y (istri), A dan B (saudara perempuan X), C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki C), dan D1, D2, D3, D4 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan D) dengan bagian masing-masing sebagai berikut: Y (istri) mendapat 1/4 bagian; A dan B (saudara perempuan X) mendapat 2/3 bagian; C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki C); dan D1, D2, D3, D4 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan D) mendapat sisa dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.” Pertimbangan Pengadilan Tingggi Agama tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut, “bahwa pembagian ahli waris Pengadilan Tinggi Agama belum tepat, seharusnya pembagian ahli waris tersebut adalah Y (istri) mendapat 1/4 bagian; A dan B (saudara perempuan X) masing-masing mendapat 3/20 bagian; C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki C) mendapat 6/20 bagian;



74



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/AG/2006 tanggal 7 Februari 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 139/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 20 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 270/Pdt.G/2005/PA.Pwd tanggal 20 Juli 2005. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 262/Pdt.G/PA.Pra tanggal 4 April 2007.
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dan D1, D2, D3, D4 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan D) mendapat 3/20 bagian.”75 8. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dibatalkan Pengadilan Tinggi Agama. Pertimbangan Pengadilan Agama tersebut berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki sekandung A (A1, A2), dua orang saudara perempuan seayah B dan C, sorang saudara laki-laki seayah D, keponakan perempuan anak dari saudara perempuan seayah E (E1), empat keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan seayah F (F1, F2, F3, F4). Di samping itu almarhumah Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh A1 dan A2. Oleh karena itu berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 dan Pasal 185 KHI ditetapkan ahli wari almarhumah Y adalah A1, A2 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki sekandung A), B, C (saudara perempuan seayah), D (saudara laki-laki seayah), E1 (keponakan perempuan anak dari saudara perempuan seayah), F1, F2, F3, F4 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan seayah) dengan bagian masingmasing sebagai berikut: A1, A2 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara laki-laki sekandung A) 3/12 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; B, C (saudara perempuan seayah) masing-masing mendapat 1/12 bagian; D (saudara laki-laki seayah) mendapat 2/12 bagian; E1 (keponakan perempuan anak dari saudara perempuan seayah) mendapat 1/12 bagian; F1, F2, F3, F4 (keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara perempuan seayah) mendapat 4/12 bagian.”76



75



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 87K/AG/1998 tanggal 31 Agustus 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 167/Pdt.G/1996/PTA.Sby tanggal 2 Juni 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 99/Pdt.G/1996/PA.Malang tanggal 18 September 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004. 76 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm.
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Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung di atas mengandung beberapa kaidah hukum sebagai berikut. Kaidah hukum pertama, “keturunan dari anak perempuan mewaris sebagai ahli waris pengganti bersama anak laki-laki dan atau anak perempuan” – pertimbangan hukum nomor 1. Kaidah hukum ini menerapkan Pasal 185 KHI. Dalam fikih mazhab empat keturunan dari anak perempuan termasuk dhawi> al-arh}a>m yang hanya mewaris jika tidak ada ahli waris dhawi> al-furu>d} dan/atau ahli waris ‘as}abah.77 Demikian halnya dalam mazhab Shi’ah Ja’fari keturunan dari anak laki-laki dan/atau anak perempuan selama ada anak laki-laki terhijab tidak dapat mewaris.78 Al-Qur’an tidak menjelaskan kedudukan cucu dari anak perempuan. Demikian dalam Hadis tidak ditemukan kasus menyangkut keturunan anak perempuan. Kaidah hukum tersebut merupakan pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dari kaidah hukum fikih mazhab empat. Namun demikian tidak menciptakan hukum yang baru melainkan menerapkan alternatif hukum yang telah ada (ijtiha>d intiqa>’i>) dalam Pasal 185 KHI. Kaidah hukum kedua, “cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian sama dengan anak perempuan” – pertimbangan hukum nomor 2. Dengan pertimbangan bahwa ahli waris pengganti, dalam Pasal 185 KHI, mewaris menggantikan orang tuanya dengan syarat bagiannya tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya. Dalam kasus pertimbangan hukum nomor 2 tersebut, bagian anak perempuan 1/2, maka cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/2 walaupun ayahnya jika masih hidup akan menerima dua kali bagian anak perempuan. Dalam fikih mazhab empat cucu perempuan dari anak laki-laki jika mewaris bersama seorang anak perempuan mendapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3 (takmilat al-thuluthayn).79 Shi’ah Ja’fari berpendapat cucu perempuan terhijab oleh anak perempuan.80 Al-Qur’an tidak menjelaskan cucu perempuan dari anak laki-laki jika bergabung dengan seorang anak



77



Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 394; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 452; dan Ibn Quda>mah alMaqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 399. 78 Lihat Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah, Fiqh al-Ima>m Ja‘far al-S{a>diq, vol. 6, 214215; Muh}ammad al-H{asan al-H{urri> al-‘A, H{ida>yat al-Ummati> ila> Ah}ka>m al-A’immati> ‘Alayhim al-Sala>m, juz 8, 308-309. 79 Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 401; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 675. 80 Lihat Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah, Fiqh al-Ima>m Ja‘far al-S{a>diq, vol. 6, 214215; dan Muh}ammad al-H{asan al-H{urri> al-‘A, H{ida>yat al-Ummati> ila> Ah}ka>m alA’immati> ‘Alayhim al-Sala>m, juz 8, 308-309.
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perempuan. Kaidah fikih mazhab empat tersebut merupakan kaidah hukum yang terkandung dalam Hadis Nabi Muhammad: 81



“Anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 menyempurnakan 2/3, dan sisanya untuk saudara perempuan.” Dari Hadis tersebut oleh fuqaha mazhab empat dikembangkan dalam kasus lain: (a) Jika cucu perempuan tersebut bersama dua orang anak perempuan lebih maka ia terhijab tidak berhak mendapat warisan; (b) Jika cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut hanya bersama seorang anak perempuan tanpa ada ahli waris ‘as}abah maka anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6, sisa 1/3 dikembalikan kepada cucu dan anak perempuan dengan cara perbandingan. Kaidah hukum tersebut merupakan pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dari kaidah hukum fikih mazhab empat. Namun demikian tidak menciptakan hukum yang baru melainkan menerapkan alternatif hukum yang telah ada (ijtiha>d intiqa>’i>) dalam Pasal 185 KHI. Kaidah hukum ketiga, “saudara seayah kedudukannya sama dengan saudara sekandung” – pertimbangan hukum nomor 4. Kaidah ini belum konsisten karena dalam beberapa putusan Mahkamah Agung membedakan antara saudara sekandung, seayah, dan seibu. Ahli waris saudara diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12:



“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”



81



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1645-1646; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 673; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 472; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 462; dan Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1515.
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dan Q.S. Al-Nisa> [4] : 176:



… “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.” Kedua ayat tersebut tidak secara ekplisit membedakan saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Dalam dua ayat tersebut, berbentuk mut}laq tidak muqayyad. Akan tetapi para sahabat kata dan Nabi memahami Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 merupakan aturan untuk saudara seibu dan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 untuk saudara sekadung dan saudara seayah. Mazhab empat membedakan kedudukan saudara seayah dari saudara kandung. Dalam kasus nomor 4, ahli waris terdiri dari tiga orang saudara perempuan sekandung dan keturunan dari saudara perempuan sekandung mewaris bersama dua orang saudara perempuan seayah dan lakilaki dan perempuan keturunan saudara laki-laki seayah. Menurut mazhab empat, tiga saudara perempuan sekandung mendapat 2/3 dan dua orang saudara perempuan seayah mahjub.82 Ulama mazhab empat menempatkan urutan saudara perempuan seayah di bawah urutan saudara perempuan sekandung sebagaimana menempatkan urutan saudara laki-laki seayah di bawah urutan laki-laki sekandung. Urutan saudara laki-laki sekandung lebih tinggi dari urutan saudara laki-laki seayah didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad:



82



Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 97; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 425; Ibn Quda>mah alMaqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 324; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat alMuqtas}id, 673.
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“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” Saudara laki-laki sekandung kedudukannya lebih dekat kepada pewaris (aula> rajulin dhakarin) dari pada saudara seayah. Atas dasar itu kedudukan saudara perempuan sekandung lebih tinggi dari saudara perempuan seayah dianalogikan terhadap kedudukan saudara laki-laki sekandung yang lebih tinggi dari saudara laki-laki seayah. Mahkamah Agung tidak menjelaskan apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan menyamakan saudara sekandung dengan saudara seayah. Mahkamah Agung hanya mengutip Pasal 182 dan Pasal 185KHI. Dalam Pasal 182 KHI hanya menjelaskan bahwa saudara kandung atau saudara seayah baru dapat mewaris jika tidak ada anak, akan tetapi tidak menjelaskan mana yang lebih dekat kepada pewaris di antara saudara sekandung dengan saudara seayah. Hazairin menyamakan kedudukan saudara sekandung, seayah dan saudara seibu. KUHPerdata membedakan saudara sekandung dari keluarga seayah dan seibu, akan tetapi menyamakan saudara seibu dan seayah dalam hal porsi bagian masing-masing namun tidak saling menghijab.84 Beberapa Hakim Agung menyatakan bahwa dalam memutus kasus waris Mahkamah Agung memperhatikan hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam masyarakat parental (bilateral) tidak ada perbedaan kedudukan saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu.85 Mahkamah Agung dalam hal ini bergeser dari ketentuan fikih dan KHI dan merumuskan hukum baru dengan metode ijtihad insha>’i>. Kaidah hukum keempat, “perempuan keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan serta laki-laki keturunan saudara perempuan dapat mewaris bersama ahli waris dhawi> al-furu>d} dan ‘as}abah” – pertimbangan hukum nomor 4, 7, dan 8. Kaidah hukum tersebut didasarkan atas Pasal 182 KHI dan Pasal 185 KHI. Perempuan keturunan saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan laki-laki dari saudara perempuan menurut mazhab empat termasuk ahli waris dhawi> al-arh}a>m baru berhak mewaris 83



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520. 84



Lihat Pasal 857 KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan PerundangUndang Republik Indonesia, vol. 1, 571. 85 Hasil wawancara dengan beberapa Hakim Agung yang memutus perkara hukum perkawinan dan waris Islam pada tanggal 27 Mei 2010.
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setelah tidak ada ahli waris dhawi> al-furu>d} dan ‘as}abah.86 Al-Qur’an tidak menjelaskan mengenai kedudukan dhawi> al-arh}a>m. Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 hanya menjelaskan ahli waris anak laki-laki dan/atau perempuan, ayah dan ibu. Demikian halnya Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12 hanya menjelaskan saudara, suami dan istri. Begitu pula Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 menjelaskan ahli waris saudara perempuan dan saudara laki-laki. Para ulama memahami dhawi> alarh}am > dari Hadis Nabi Muhammad: 87



“Bagikan bagian ahli waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada pewaris.” Hadis tersebut menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus didahulukan kepada ahli waris dhawi> al-furu>d} kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris ‘as}abah. Menurut Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11, 12, dan 176, ahli waris ‘as}abah terdiri dari anak laki-laki, ayah jika tidak ada anak, saudara laki-laki. Sedangkan ahli waris dhawi> al-furu>d} adalah anak perempuan, ibu, ayah jika ada anak, saudara perempuan, saudara laki-laki, suami atau istri. Pembagian waris menurut Hadis di atas harus mendahulukan ahli waris dhawi> al-furu>d} sisanya dibagikan kepada ‘as}abah. Perempuan keturunan saudara laki-laki dan perempuan atau laki-laki keturunan saudara perempuan tidak termasuk dalam ahli waris dhawi> al-furu>d} dan ‘as}abah yang diatur dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11, 12, dan 176. Oleh karena itu, para ulama menggolongkan mereka dalam ahli waris dhawi> al-arh}a>m yang baru dapat mewaris jika tidak ada dhawi> al-furu>d} dan ‘as}abah. Kaidah hukum tersebut merupakan pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dari kaidah hukum fikih mazhab empat. Namun demikian tidak menciptakan hukum yang baru melainkan menerapkan alternatif hukum yang telah ada (ijtiha>d intiqa>’i>) dalam Pasal 182 dan Pasal 185 KHI. Kaidah hukum kelima, “porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti.” Kaidah hukum ini belum konsisten karena dalam beberapa putusan Mahkamah Agung menyamakan bagian ahli waris 86



Lihat Ibn H{ajar al-Hayta>mi>, Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} al-Minha>j, vol. 6, 394; Ibn ‘An, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Durr al-Mukhta>r, vol. 10, 452; Ibn Quda>mah alMaqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 399; dan Ibn Rushd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat alMuqtas}id, 671. 87 Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1644-1645; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 675; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 473; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 466; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; Ah}mad, Musnad Ah}mad Ibn H{anbal, 224, 239, dan 247; dan al-H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1520.
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pengganti, bahkan terdapat putusan yang menetapkan bagian ahli waris pengganti melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti. Dalam hal ini terdapat tiga versi putusan Mahkamah Agung mengenai penetapan porsi ahli waris pengganti sebagai berikut: a. Ahli waris pengganti mewaris bagian orang tuanya seandainya orang tuanya masih hidup secara utuh – perkara dalam pertimbangan hukum nomor 3 dan 7. b. Ahli waris pengganti mewaris bagian orang tuanya dengan batas maksimal tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya – perkara dalam pertimbangan hukum nomor 2, 4 dan 6. c. Ahli waris penggati bagiannya disamakan setiap orang dengan ahli waris yang sederajat dengan orang tuanya, sehingga bagian ahli waris pengganti melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti – perkara dalam pertimbangan hukum nomor 8. Porsi ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Pasal tersebut masih memungkinkan terjadi multi tafsir, sebagai contoh: A meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan B, dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki sebagai ahli waris penggati C1, C2. Tafsiran pertama, B anak perempuan mendapat 1/3, C1 dan C2 masing-masing mendapat 1/3 karena bagian orang tua C1 dan C2 seandainya ia masih hidup akan mendapat dua kali bagian B. Tafsiran ini diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003.88 Tafsiran kedua, B mendapat 1/2 bagian, C1 dan C2 masing masing mendapat 1/4 bagian, karena walaupun orang tua C1 dan C2 seandainya masih hidup akan mendapat dua kali bagian B akan tetapi bagian C1 dan C2 tidak boleh melebihi bagian B karena B seorang anak perempuan berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 mendapat 1/2 bagian. Tafsiran ini diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/AG/2001, Nomor 243K/AG/2005, Nomor 229K/AG/2006, Nomor 467K/AG/2007.89 Tafsiran ketiga, di luar konteks Pasal 185 KHI, 88



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm. 89 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/AG/2001 tanggal 14 Desember 2005 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 14/Pdt.G/2000/PTA.MTR tanggal 19 September 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 230/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999; Putusan Mahkamah Agung Nomor
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Mahkamah Agung menetapkan porsi ahli waris pengganti perorang sama dengan ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti, sehingga jumlah bagian ahli waris pengganti perketurunan melebihi bagian ahli waris yang sederajat dari ahli waris yang diganti. Tafsir ini diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 Nomor 59K/AG/2005, Nomor 87K/AG/1998, Nomor 226K/AG/2004, Nomor 152K/AG/2006.90 Sebagai perbandingan, ahli waris pengganti dalam KUHPerdata mewaris porsi orang tuanya.91 Sama dengan pembagian dalam KUHPerdata, Hazairin berpendapat ahli waris pengganti menerima bagian dari porsi orang tua yang digantikannya.92 Demikian halnya dalam Code Civil Jepang, ahli waris pengganti mendapat bagian porsi orang tua yang digantikannya.93 Dalam mazhab Shi’ah Ja’fari, ahli waris penggati mewaris porsi bagian



243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg tanggal 1 Februari 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 29 Juli 2004; Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/AG/2006 tanggal 7 Februari 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 139/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 20 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 270/Pdt.G/2005/PA.Pwd tanggal 20 Juli 2005; Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 262/Pdt.G/PA.Pra tanggal 4 April 2007. 90 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/AG/2005 tanggal 14 April 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 36K/AG/2004/PTA.Pbr. tanggal 1 November 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 85/Pdt.G/2004/PA. Pbr tanggal 10 Agustus 2004; Putusan Mahkamah Agung Nomor 87K/AG/1998 tanggal 31 Agustus 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 167/Pdt.G/1996/PTA.Sby tanggal 2 Juni 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 99/Pdt.G/1996/PA.Malang tanggal 18 September 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby. tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004; Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm. 91 Lihat Pasal 841-843 KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Perundang-Undang Republik Indonesia, vol. 1, 569. 92 Lihat Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis, 33. 93 Article 901 of The Civil Code of Japan, dalam Eibun Horei Sha, Law Bulletin Series Japan, 153.
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orang tua yang digantikannya.94 Di Pakistan, ahli waris pengganti mewarisi bagian orang tuanya.95 Dalam Undang-Undang Wasiat Mesir, keturunan dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia mendapat wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris pengganti, bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 bagian atau tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan.96 Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memahami ahli waris pengganti masih terdapat perbedaan. Sebagian pengadilan memahami ahli waris pengganti hanya terbatas untuk keturunan dari anak.97 Sebagian lainnya memahami ahli waris pengganti tidak terbatas pada anak akan tetapi termasuk ahli waris lainnya.98 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa ahli waris pengganti tidak hanya terbatas sebagai pengganti dari anak akan tetapi juga termasuk pengganti dari saudara.99 Namun demikian terdapat putusan Mahkamah Agung yang menetapkan anak perempuan dari paman bukan sebagai ahli waris pengganti melainkan sebagai ahli waris dhawi al-arḥa>m.100 Dalam Pasal 185 ayat (1) 94



Lihat Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah, Fiqh al-Ima>m Ja‘far al-S{a>diq, vol. 6, 214215; dan Muh}ammad al-H{asan al-H{urri> al-‘A, H{ida>yat al-Ummati> ila> Ah}ka>m alA’immati> ‘Alayhim al-Sala>m, juz 8, 308-309. 95 Akhtar Ali Kureshe, Twenty Nine Years’ Family Laws Digest (1978-2006) (Lahore: National Law Book Hoese, t.th.), 321-332. 96 Muh}ammad Abu> Zahrah, Fata>wa>, 651. 97 Lihat Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 389/Pdt.G/1993/PA.Plg. tanggal 3 Maret 1994. Dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Palembang tidak menetapkan keturunan saudara perempuan sekandung bukan sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi mendapat wasiat wajibah. 98 Lihat Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 197/Pdt.G/1997/PA.Mdn. tanggal 21 Oktober 2004. (480/1998) Dalam kasus ini Pengadilan Agama Medan menetapkan keturunan dari saudara sebagai ahli waris pengganti. Lihat pula Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 99/Pdt.G/1996.PA.Malang tanggal 2 Juni 1997. (87/98) 99 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 87K/AG/1998 tanggal 31 Agustus 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 167/Pdt.G/1996/PTA.Sby tanggal 2 Juni 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 99/Pdt.G/1996/PA.Malang tanggal 18 September 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004. 100 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 12K/AG/1991 tanggal 21 Juli 1992 jis. Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 07/Pdt.G/1990/PTA.UP. tanggal 7 Agustus 1990 dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 124/Pdt.G/1989 PA Pol tanggal 23 November 1989;



D INAMIKA P UTUSAN MA



DALAM



P ERKARA H UKUM K EWARISAN



271



KHI, ahli waris penggati meliputi pengganti dari anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman. Sebagai perbandingan, mazhab Shi’ah Ja’fari berpendapat hanya keturunan anak tingkatan pertama (cucu) yang dapat menggantikan orang tuannya.101 Demikian halnya di Pakistan, ahli waris pengganti hanya cucu dari anak.102 Konsep Hazairin, ahli waris pengganti meliputi keturunan ahli waris yang di sebutkan dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11, 12 dan 176 kecuali keturunan dari suami dan istri.103 Dalam KUHPerdata, ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak, keturunan dari saudara dan dari kerabat lainnya dalam garis diagonal.104 Di negara yang menganut civil law maupun common law, ahli waris pengganti meliputi ahli waris pengganti dari anak dan saudara.105 Putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris pengganti merupakan pergeseran pemikiran hukum Mahkamah Agung dari ketentuan Hadis Nabi dan fikih mazhab empat. Akan tetapi pergeseran tersebut tidak menciptakan hukum baru karena masih tetap menerapkan alternatif kaidah hukum yang terkandung dalam KHI, kecuali dalam kaidah hukum yang menyamakan kedudukan saudara sekandung dengan seayah. Kaidah hukum terakhir ini merupakan pemikiran hukum baru dengan menggunakan ijtihad insha>’i>.



F. Ahli Waris Anak Angkat Perkara anak angkat yang masuk ke Mahkamah Agung hanya sekitar 10,21%. Persentase ini didasarkan pada sampel perkara waris yang berjumlah 186, hanya terdapat 19 perkara waris yang melibatkan anak angkat. Dari jumlah tersebut, 11 perkara sengketa antara saudara pewaris dengan anak angkat pewaris; 8 perkara sengketa antara anak pewaris dengan anak angkat. Jumlah yang dikabulkan sebanyak 12 perkara, tidak dapat diterima 5 perkara, dan 2 perkara ditolak. Dasar hukum perkara yang tidak diterima adalah gugatan tidak memenuhi syarat dan para pihak tidak ada hubungan waris. Sedangkan perkara yang ditolak dasar hukumnya 101



Lihat Muh}ammad Jawa>d Mughni>yah, Fiqh al-Ima>m Ja‘far al-S{a>diq, vol. 6, 214-215; dan Muh}ammad al-H{asan al-H{urri> al-‘A, H{ida>yat al-Ummati> ila> Ah}ka>m alA’immati> ‘Alayhim al-Sala>m, juz 8, 308-309. 102 Akhtar Ali Kureshe, Twenty Nine Years Family Laws Digest 1978-2006, 321 103 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis, 37. 104 Lihat Pasal 852, 860 dan 861 KUHPerdata, dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 570-571. 105 Lihat The Civil Code of Japan, Article 887 paragraph 2 dan Article 889 paragraph 2, dalam Eibun Horei Sha, Law Bullettin Series Japan, 149-150; dan Joseph T. Arenson, “Intestacy”, dalam Encyclopedia Americana, vol. 15, 322.
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pengangkatan anak tidak sesuai hukum Islam karena memutuskan hubungan dengan orang tua aslinya dan para pihak tidak mempunyai hubungan waris. Dasar hukum yang diterapkan dalam perkara waris anak angkat yang dikabulkan adalah Hadis dalam dua kasus, KHI dalam 12 kasus dengan perincian: Pasal 209 ayat (2) KHI dalam 10 kasus, Pasal 210 ayat (1) dalam 3 kasus dan Pasal 201 KHI dalam satu kasus. Q.S. Al-Ah}za>b [33] : 4 melarang anak angkat diposisikan sebagai anak kandung sendiri. Ayat tersebut bukan berarti Islam melarang seorang muslim untuk mengangkat anak, melainkan melarang mengangkat anak dengan cara memutuskan kekerabatan anak tersebut dengan orang tua aslinya dan memposisikan anak tersebut sepenuhnya secara hukum sama dengan anak sendiri, sehingga anak tersebut tidak boleh menikah dengan anak asli bapak angkatnya. Nabi Muhammad sendiri mengangkat Zayd ibn H{a>rith sebagai anak angkatnya akan tetapi tidak berfungsi sebagai anak kandung, melainkan hanya untuk kepentingan kehidupan Zayd ibn H{a>rith. Anak angkat, dalam hukum Islam, tidak termasuk ahli waris, akan tetapi dapat diberi hak mendapat bagian dari harta warisan ayah angkatnya berdasarkan Q.S. Al-Baqarah [2] : 180. Sebagian ulama ahli tafsir berpendapat pengertian kaum kerabat dalam ayat tersebut tidak terbatas bagi orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, sehingga wasiat dapat dilakukan untuk kepentingan orang lain yang memiliki hubungan khusus dengan pewaris atau orang-orang papa yang membutuhkan bantuan dapat diberi wasiat.106 Dalam Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11, 12, dan 176, hutang pewaris kepada pihak debitur dan wasiat harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum pembagian harta warisan, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan lembaga wasiat sangat diutamakan dan dilindungi keberadaannya untuk dilaksanakan di samping hak ahli waris.107 KHI Pasal 209 mengatur tentang wasiat wajibah, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh hakim jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat yang tidak diberi wasiat. Untuk memahami pemikiran hukum Mahkamah Agung mengenai anak angkat dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahli waris dua orang sudara sekandung A dan B, dua orang saudara seibu C 106



Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 2, 264; dan Muh}ammad Rasyi>d Ridha>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 2, 137. 107 Lihat Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 11 dan 12. Lihat pula al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 5, 73-74; dan Muh}ammad Rasyi>d Ridha>, Tafsi>r al-Mana>r, vol. 4, 421.
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dan D, suami X. Di samping itu almarhumah Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh E. Oleh karena itu berdasarkan Q.S. AlNisa>’ [4] : 12 ditetapkan ahli waris almarhumah Y adalah A dan B (saudara kandung), C dan D (saudara seibu), X suami. Menimbang bahwa E walaupun tidak ada putusan Pengadilan Negeri bahwa ia diangkat sebagai anak angkat akan tetapi telah nyata ia hidup dalam lingkungan keluarga almarhumah Y dan diperlakukan sebagai anak angkat oleh almarhumah Y, di samping itu dia merawat Y sampai Y meninggal dunia bahkan E adalah keponakan dari almarhumah Y. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 8 akan memenuhi keadilan jika E diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian harta warisan. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditetapkan bagian masing-masing ahli waris A dan B (saudara kandung) mendapat 24/108 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, C dan D (saudara seibu) mendapat 12/108 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, X (suami) mendapat 36/108, dan E mendapat 36/108 bagian.”108 2. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris empat orang saudara kandung laki-laki dan perempuan A, B, C, D, enam orang keponakan laki-laki dan perempuan anak dari saudara kandung E (E1, E2, E3, E4, E5, E6), Istri Y dan dua orang anak angkat F dan G. Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh H pihak lain yang tidak mempunyai hubungan kewarisan. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 12, 176, Pasal 182 dan 185 KHI ditetapkan ahli waris X dengan bagian masing-masing sebagai berikut: A, B, C, D (1 saudara kandung laki-laki dan 3 perempuan) mendapat 10/28 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; E1, E2, E3, E4, E5, E6 (3 keponakan laki-laki dan 3 perempuan ahli waris pengganti E) mendapat 4/24 dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; Y (istri) mendapat 7/28. Bahwa oleh karena almarhum X tidak memberi wasiat untuk dua orang anak angkatnya, maka berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI Pengadilan



108



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jis. Putusan PTA Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/PTA.Sby. tanggal 2 Desember 1998 dan Putusan PA Malang Nomor 1034/Pdt.G/1997/PA.Mlg. tanggal 2 September 1998.
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Agama secara ex officio menetapkan 1/4 bagian dari harta warisan untuk kedua anak angkat tersebut.”109 3. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris dua orang saudara kandung perempuan A dan B, seorang istri Y dan seorang anak angkat C. Bahwa di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh Y dan C. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 7, 33 dan Hadis Nabi Muhammad: 110



“Cukup sepertiga, karena sepertiga itu sudah cukup banyak, jika kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan, maka akan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kekurangan, sehingga meminta-minta kepada orang lain.” Pasal 180, 182, 209 ayat (2) KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah A dan B (saudara kandung perempuan), Y (seorang istri), dan C (anak angkat) dengan bagian masing-masing sebagai berikut: A dan B (saudara kandung perempuan) mendapat 2/3 bagian; Y (istri) mendapat ¼ bagian; C (anak angkat) mendapat 1/3 bagian; jumlah seluruhnya 8/12 + 3/12 + 4/12 = 15/12 diaul menjadi 15/15 sehingga bagian masing masing setara A dan B mendapat 8/15; Y mendapat 3/15 dan C mendapat 4/15.”111 4. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Agama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhumah Y meninggalkan ahliwaris tiga orang saudara perempuan sekandung A, B, C, delapan keponakan laki-laki dan empat perempuan D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dua orang saudara perempuan seayah E, F, tiga orang keponakan laki-laki dan seorang perempuan dari saudara laki-laki seayah G1, G2, G3, G4, dan satu orang anak angkat H, serta dua orang cucu dari anak angkat H1, H2. Bahwa di 109



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/AG/2006 tanggal 25 April 2006 jis. Putusan PTA Bandar Lampung Nomor 02/Pdt.G/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sigih Nomor 31/Pdt.G/2004 tanggal 8 Desember 2004. 110 Al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 477. 111 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/2006 tanggal 30 Nopember 2006 jis. Putusan Pengadilan Tingggi Agama Surabaya Nomor 268/Pdt.G/2005/PTA.SBY tanggal 27 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 223/Pdt.g/2005/PA.Sda tanggal 8 September 2005.
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samping itu almarhumah Y meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh H, H1, H2. Oleh karena itu, berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 176 Pasal 182, 185 KHI ditetapkan ahli waris almarhumah Y adalah A, B, C (saudara perempuan sekandung), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (empat keponakan laki-laki dan empat perempuan dari saudara perempuan sekandung), E, F (dua orang saudara perempuan seayah), G1, G2, G3, G4 (tiga orang keponakan laki-laki dan seorang perempuan dari saudara laki-laki seayah). Bahwa hibah seluruh harta kekayaan Y kepada H1 dan H2 bertentangan dengan Pasal 210 ayat (2) KHI, oleh karena itu harus dibatalkan dan hanya berlaku 1/3 dari harta Y. Bahwa oleh karena almarhumah Y belum memberikan wasiat kepada H (anak angkat) maka ditetapkan bagian anak angkat dari wasiat wajibah sebesar 1/8 dari harta warisan setelah dikurangi hibah 1/3. Bahwa bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: A, B, C (saudara perempuan sekandung) masing-masing mendapat 1/8 bagian, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 (empat keponakan laki-laki dan empat perempuan dari saudara perempuan sekandung) mendapat 1/8 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, E, F (dua orang saudara perempuan seayah) masing-masing mendapat 1/8 bagian, G1, G2, G3, G4 (tiga orang keponakan laki-laki dan seorang perempuan dari saudara laki-laki seayah) mendapat 1/8 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagaian perempuan.”112 5. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi, “bahwa terbukti dalam persidangan almarhum X dan almarhumah Y meninggalkan ahli waris A dan anak angkat B dan C. Menimbang bahwa B dan C diangkat oleh almarhum Y dan X dengan cara memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua mereka. Maka berdasarkan Q.S. Al-Ah}za>b [33] : 4 dan 5:



                        --



          



112



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. tangal 1 Februari 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 933/Pdt.G/2003/PA.Smd. tanggal 29 Juli 2004.
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                              “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” serta Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya,” maka gugatan B dan C untuk mendapat bagian wasiat wajibah dari harta warisan almarhum X dan Y harus ditolak.”113 6. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang berbunyi, “bahwa dalam persidangan terbukti almarhum X meninggalkan ahli waris istri ketiga A, dua orang saudara sekandung B dan C, saudara seayah D, anak angkat E, anak dari istri kedua lahir sebelum nikah F. Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh E. Bahwa berdasarkan Pasal 179, 186 KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah istri ketiga A, dua orang saudara sekandung B dan C, saudara seayah D dan anak di luar perkawina tidak termasuk ahli waris. Bahwa oleh karena almarhum X tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI maka pengadilan secara ex officio menetapkan anak angkat 113



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/2004 tanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 05/Pdt.G/2003/PTA.Pontianak. tanggal 22 Oktober 2004.
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mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris ditetapkan sebagai berikut: A (istri ketiga) mendapat 1/4 dari harta warisan setelah dikurangi bagian anak angkat, B dan C (saudara sekandung) mendapat 2/4 dari harta warisan setelah dikurangi wasiat wajibah, D (saudara seayah) mendapat seperempat dari harta warisan setelah dikurangi wasiat wajibah.”114 Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut mengandung beberapa kaidah hukum sebagai berikut: 1. Kaidah hukum pertama, “anak yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan ia mengabdi merawat pewaris, walaupun tidak ada putusan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak tersebut, mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan” – pertimbangan hukum nomor 1. Kaidah hukum ini tidak didasarkan atas Pasal 209 ayat (2), melainkan didasarkan atas rasa keadilan di mana anak tersebut hidup di lingkungan keluarga almarhum X dan selama X masih hidup anak tersebut melayani X sebagaimana layaknya seorang anak, dan didasarkan pula atas Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 8:



              “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” karena anak tersebut keponakan anak saudara kandung dari almarhum X. Kaidah hukum tersebut sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah [2] : 180:



114



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/AG/2000 tanggal 14 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 500/Pdt.G/1998/PA.Jb. tanggal 20 November 1999; dalam kasus lain anak dari perkawinan tidak tercatat dan tidak ada izin sebagai istri kedua dari Pengadilan Agama tidak dapat mewaris dari ayah biologisnya; Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 120K/AG/2005 tanggal 8 Maret 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pdt.G/2004/PTA.Mdn tanggal 30 November 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 110/Pdt.G/2004/PA.Mdn tanggal 22 Juli 2004.
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                  “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” Ayat ini menganjurkan untuk berwasiat kepada kaum kerabat yang tidak berhak mewaris karena ada ahli waris yang lebih dekat. Kaidah hukum tersebut dianut pula oleh mazhab empat, akan tetapi tidak berbentuk kewajiban hanya merupakan sunnah.115 Kaidah hukum tersebut merupakan pengembangan dari Pasal 209 KHI di mana menurut pasal tersebut wasiat wajibah hanya untuk anak angkat atau bapak yang mengangkat anak. Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kaidah hukum tersebut merupakan analogi (qiya>s) terhadap Pasal 209 KHI, akan tetapi dalam pertimbangannya sangat jelas ‘illat anak tersebut diberi wasiat wajibah karena anak tersebut hidup dalam lingkungan keluarga almarhum dan diperlakukan seperti anak angkat serta anak tersebut berbakti kapada almarhum layaknya seperti anak angkat. 2. Kaidah hukum kedua, “jika pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat pengadilan secara ex officio menetapkan wasiat wajibah untuk anak angkat” – pertimbangan hukum nomor 1. Kaidah hukum ini bergeser dari fikih mazhab empat, karena dalam fikih mazhab empat wasiat tidak wajib melainkan sunnah. Kaidah hukum tersebut bukan merupakan kaidah hukum baru, akan tetapi menerapkan Pasal 209 ayat (2) KHI dengan cara ijtihad intiqa>’i>. Kaidah ini memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pada umumnya di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya, bahkan untuk menghindari sengketa di belakang hari, tidak jarang anak angkat diberi hibah lebih dahulu sewaktu orang tua angkat masih hidup. 3. Kaidah hukum ketiga, “bagian ahli waris anak angkat tidak mutlak harus 1/3 bagian dari harta warisan, akan tetapi mempertimbangkan banyaknya harta warisan dan banyaknya ahli waris” – pertimbangan



115



Lihat Abd al-H{ami>d al-Sharwa>ni>, Ha>shiyah ‘ala> Tuh}fat al-Muh}ta>j bi Sharh} alMinha>j, vol. 7, 21; dan Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 119.
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hukum nomor 2, 3, dan 4. Kaidah ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad: 116



“Cukup sepertiga, karena sepertiga itu sudah cukup banyak, jika kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan, maka akan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kekurangan, sehingga meminta-minta kepada orang lain.” Hadis ini membatasi maksimal wasiat 1/3 bahkan lebih menganjurkan untuk tidak menterlantarkan ahli waris menjadi peminta-minta. Demikian halnya Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa wasiat wajibah maksimal 1/3, secara contrario berarti boleh kurang dari 1/3. Kaidah tersebut menerapkan kaidah yang sudah ada dalam hukum fikih dan KHI, yakni ijtihad intiqa>’i>. 4. Kaidah keempat, “hibah orang tua angkat kepada anak angkatnya atas seluruh harta kekayaan orang tua angkat tidak mengikat dan yang berlaku maksimal 1/3 dari harta orang tua angkat” – pertimbangan hukum nomor 4. Kaidah hukum ini menerapkan kaidah hukum yang terkandung dalam Hadis Nabi Muhammad: 117



5.



“Cukup sepertiga, karena sepertiga itu sudah cukup banyak, jika kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan, maka akan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kekurangan, sehingga meminta-minta kepada orang lain.” kaidah hukum yang terdapat dalam fikih mazhab empat dan Pasal 209 ayat (2) KHI dalam rangka memenuhi rasa keadilan antara anak angkat dan ahli waris. Kaidah kelima, “pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya tidak mengakibatkan hak wasiat wajibah” – pertimbangan hukum nomor 5. Q.S. Al-Ah}za>b [33] : 4 dan 5:



116 117
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Al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 477. Al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 477.
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                                                                 “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Menurut al-Qurt}ubi>, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan peristiwa Zayd ibn H{a>rith yang dinasabkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sebagai anak Nabi Muhammad. Hal tersebut dilarang oleh Allah, karena pemeliharaan anak tidak boleh menasabkan anak kepada bapak angkatnya, sehingga memutuskan hubungan keluarga dengan orang tuanya.118 Hadis Nabi Muhamad pun melarang memutuskan nasab
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Lihat al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ al-Ah}ka>m al-Qur’a>n, vol. 14, 188; dan Muh}ammad ‘Ali> al-S{a>bu>ni>, Tafsi>r At al-Qur’a>n (Damaskus: Maktabah al-Ghaza>li>, 1977), 263.
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anak dengan orang tuanya.119 Demikian halnya Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.” Mahkamah Agung dalam hal pengangkatan anak tetap berpegang pada kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kaidah inipun responsif terhadap isu HAM di mana seorang anak harus mengetahui orang tuanya, berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.120 Cara penerapan hukum ini merupakan bentuk ijtihad tat}bi>qi>. G. Ahli Waris Beda Agama Perkara ahli waris beda agama jumlahnya sangat kecil. Berdasarkan sampel yang ada hanya ditemukan dua perkara. Untuk mengetahui pendapat Mahkamah Agung mengenai ahli waris beda agama dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung di bawah ini: Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tanpa memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama berbunyi, “Bahwa almarhum X meninggalkan ahli waris seorang istri Y, seorang ayah A, tiga orang saudara B, C, D. Ayah dan tiga orang saudara almarhum memeluk agama selain Islam. Di samping itu almarhum X meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh A, B, C, D dan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 huruf a, Pasal 180 KHI ditetapkan ahli waris almarhum X adalah Y. Bahwa berdasarkan Pasal 180 KHI bagian Y sebagai istri mendapat 1/4 bagian. Menimbang bahwa berdasarkan keadilan dan kepatutan serta berdasarkan Q.S. Al-Nisa>’ [4] : 8:



119



“Orang yang menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya, padahal ia tahu itu bukan bapaknya, termasuk orang kufur. Dan orang yang mengaku bahwa ia bagian dari suatu kaum, padahal ia tidak memiliki nasab leluhurnya pada kaum itu, maka ia akan masuk neraka.” Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 898; dan Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 58. 120 Lihat Pasal 56 dan 59 UU No. 39 Tahun 1999 tentang UU Hak Asasi Manusia. Dalam Harun Alrasid, ed. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1918-1919.
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              “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” A ayah almarhum X harus mendapat wasiat wajibah. Bahwa jumlah wasiat wajibah tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Oleh karena ahli waris Y hanya berhak 1/4 dari harta warisan maka A sebagai ayah ditetapkan bagian wasiat wajibahnya sebesar 1/4 bagian. Menimbang bahwa oleh karena harta warisan masih tersisa 2/4 bagian, maka berdasarkan Pasal 193 KHI sisa harta warisan tesebut di-radd kepada ahli waris dhawi> al-furu>d}, yaitu Y sebagai istri. Bahwa tiga orang saudara beragama selain Islam maka mereka tidak berhak mendapat warisan.121 Para fuqaha menetapkan perbedaan agama pewaris dengan ahli waris sebagai faktor penghalang untuk mewaris.122 Ketentuan ini tidak diatur dalam Al-Qur’an, melainkan dalam Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Usa>mah ibn Zayd. Bunyi Hadis-nya ada dua redaksi: 123



“Seorang muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris yang beragama selain Islam dan sebaliknya orang yang beragama selain Islam tidak boleh mewaris harta warisan pewaris muslim.”



121



Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 07/Pdt.G/2000/PTA.JK tanggal 21 Juni 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 54?Pdt.G/1999/PA.JU tanggal -13 Oktober 1999. 122 Lihat Jala>l al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Mah}alli>, Sharh} al-Mah}alli> ‘ala> Minha>j al-T{a>libi>n, vol. 3, 148; Ibn H{azm, al-Muh}alla>, 1497; Ibn Rushd, Bida>yat alMujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, 688; Wahbah al-Zuhayli>, al-Fiqh} al-Isla>mi> wa Adillatuh, vol. 10, 7718-7719; dan Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, al-Mughni>, vol. 8, 494-496. 123 Lihat Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 777; al-Tirmidhi>, Sunan al-Tirmidhi>, 475; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 464; Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 677; Ibn H{ibba>n, S{ah}i>h} Ibn H{ibba>n, 1033; Imam H{a>kim, al-Mustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1523; Abu> Muh}ammad ‘Abd Alla>h bin ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Fad}al ibn Bahram al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, 2000), 961.
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124



“Seorang muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris yang beragama selain Islam” – tanpa kalimat sebaliknya. Dilihat dari segi sanad (rangkaian orang yang meriwayatkan Hadis dari Nabi Muhammad kepada sahabat berlanjut kepada generasi berikutnya sampai kepada yang membukukan Hadis), Hadis tersebut berstatus s}ah}i>h} (memenuhi standar untuk dijadikan sumber hukum), akan tetapi dari segi matan (substansinya), Hadis tersebut diragukan kesahihannya. Pertama, karena matan Hadis tersebut, khususnya bentuk yang kedua, menurut satu riwayat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri> dan Sunan Ibn Ma>jah adalah pendapat ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b bukan pendapat Nabi Muhammad.125 Kedua, daya mengikat Hadis tersebut diragukan karena Mu‘a>dh ibn Jabal pernah memutus kasus harta warisan dari pewaris Yahudi harta warisan diberikan kepada ahli waris yang muslim. Keputusan Mu‘a>dh ibn Jabal tersebut diikuti oleh Yah}ya> ibn Ya‘mar.126 Berbeda dengan Mu‘a>dz ibn Jabal, ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b berpegang teguh pada prinsip di mana orang muslim tidak boleh mewaris harta warisan dari pewaris kafir, beliau dalam kapasitas sebagai qa>di> pernah menolak tuntutan seorang muslim terhadap harta warisan pewaris yang kafir dan harta warisan diberikan kepada ahli waris yang kafir.127 KHI Pasal 171 huruf b dan c mengatur tentang syarat pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Dengan demikian, beda agama dalam KHI merupakan penghalang bagi seseorang untuk mewaris. Dalam hal wasiat, Pasal 171 huruf f KHI menyebutkan: “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Pasal tersebut tidak mensyaratkan penerima wasiat harus orang yang bergama Islam, sehingga orang yang tidak beragama Islam sah menerima wasiat dari seorang yang beragama Islam. Akan tetapi pasal-pasal lainnya tentang wasiat tidak pula terdapat pasal yang mengatur kewajiban seorang untuk berwasiat kepada keturunannya atau kerabat yang mempunyai hubungan darah yang tidak beragama Islam. Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan anak pewaris yang tidak beragama Islam dapat diberi wasiat wajibah (wasiat yang ditetapkan oleh pengadilan) maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, 124



Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1588; dan Imam Ma>lik, al-Muwat}t}a>, 328. Lihat al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 438; Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, 464. 126 Lihat Abu> Da>wu>d, Sunan Abu> Da>wu>d, 677 dan 678; dan Imam H{a>kim, alMustadrak ‘ala> S{ah}i>h}ayn, 1523. 127 Imam Ma>lik, al-Muwat}t}a>, 328. 125
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sebagaimana wasiat wajibah untuk anak angkat dari ayah angkatnya pada saat ayah angkat tidak memberikan wasiat untuk anak angkatnya. Atas dasar kedudukan Hadis tentang beda agama sebagai penghalang untuk mewaris dilihat dari segi dilalah maupun riwayahnya bersifat z}anni>, dan teori usul fikih bahwa Hadis tidak dapat diberlakukan secara umum akan tetapi merupakan hukum yang mengikat kasus tertentu: “Penetapan hukum didasarkan pada kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz.” Maka putusan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada anak atau kerabat pewaris yang menganut agama selain Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan KHI. Putusan ini merupakan putusan yang responsif terhadap isu HAM. Ijtihad yang digunakan adalah ijtihad intiqa>’i> di mana Mahkamah Agung menerapkan hukum yang telah ada bahwa wasiat dapat diberikan kepada orang yang beragama selain Islam. Uraian Bab V di atas menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, putusan Mahkamah Agung dalam bidang kewarisan sejak tahun 1991 s/d 2007 berisi 20 kaidah hukum, yaitu: WR.1. Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. WR.2. Suami mendapat 1/4 jika mewaris bersama anak. WR.3. Istri mendapat 1/8 jika mewaris bersama anak. WR.4. Ibu mendapat 1/6 jika mewaris bersama anak. WR.5. Anak laki-laki mendapat asabah. WR.6. Anak perempuan menghijab saudara. WR.7. Ahli waris anak, istri/suami, ayah dan ibu tidak saling menghijab. WR.8. Ayah mendapat 1/6 bagian jika mewaris bersama anak, jika mewaris tidak bersama anak ayah mendapat asabah. WR.9. Ayah menghijab saudara. WR.10. Keturunan dari anak perempuan mewaris sebagai ahli waris pengganti bersama anak laki-laki dan atau anak perempuan. WR.11. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian sama dengan anak perempuan. WR.12. Saudara seayah kedudukannya sama dengan saudara sekandung. WR.13. Perempuan keturunan saudara laki-laki dan perempuan serta lakilaki keturunan saudara perempuan dapat mewaris bersama ahli waris dhawi> al-furu>d} dan asabah.
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WR.14. Porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti. WR.15. Anak yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan ia mengabdi merawat pewaris, walaupun tidak ada putusan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak tersebut, mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan. WR.16. Anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, sehingga jika pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkat pengadilan secara ex officio menetapkan wasiat wajibah untuk anak angkat. WR.17. Bagian ahli waris anak angkat tidak mutlak harus 1/3 bagian dari harta warisan, akan tetapi mempertimbangkan banyaknya harta warisan dan banyaknya ahli waris. WR.18. Hibah orang tua angkat kepada anak angkatnya atas seluruh harta kekayaan orang tua angkat harus dibatalkan dan dibatasi maksimal 1/3 dari harta orang tua angkat. WR.19. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya tidak sah dan tidak mengakibatkan hak wasiat wajibah. WR.20. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak berhak mewaris. WR.21. Ahli waris yang beda agama dengan pewaris berhak mendapat wasiat wajibah. WR.22. Bagian ahli waris pengganti boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dari 22 kaidah hukum tersebut, 4 di antaranya adalah kaidah hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan atau sudah diatur akan tetapi disimpangi dengan membuat kaidah hukum baru, dan sisanya 18 kaidah hukum sudah diatur sebelumnya dalam seluruh atau sebagian sumber hukum yang ada – Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan peraturan perundang-undangan. Kedua, frekwensi dinamika putusan Mahkamah Agung bidang kewarisan sangat rendah jika dilihat dari sudut pandang pergeseran dalam aspek sumber hukum yang dijadikan rujukan penemuan hukum. Pergeseran sumber hukum tersebut hanya berjumlah 6 kaidah (27,30%) dibanding dengan pergeseran sumber hukum dalam bidang perkawinan yang berjumlah 22 kaidah hukum (64,70%). Dinamika pergeseran putusan
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Mahkamah Agung dalam bidang kewarisan memperlihatkan tiga pola: (1) Pola pergeseran dalam aspek sumber hukum dengan frekwensi 6 (27,30%); (2) Pola stagnasi (tidak mengalami pergeseran sumber hukum) dengan frekwensi 16 (72,70%); dan (3) Pola pembentukan hukum baru karena tidak ditemukan hukum dalam sumber Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan KHI. Pola pertama memiliki 3 sub pola pergeseran sebagai berikut: (1) Meninggalkan sumber hukum Hadis, fikih mazhab empat, dan KHI dengan frekwensi 1 (4,60%) – Al-Qur’an tidak mengatur; (2) Meninggalkan sumber hukum Hadis, fikih mazhab empat dan berpegang pada KHI dengan frekwensi 3 (13,60%) – Al-Qur’an tidak mengatur; (3) Meninggalkan sumber hukum Hadis dan fikih mazhab empat, berpegang pada Al-Qur’an dan KHI dengan frekwensi 1 (4,60%). Pola kedua memiliki 3 sub pola stagnasi sebagai berikut: (1) Berpegang pada semua sumber hukum (Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan KHI) dengan frekwensi 9 (40,90%); (2) Berpegang pada sumber hukum Hadis, fikih mazhab empat, dan KHI dengan frekwensi 3 (13,60%) – Al-Qur’an tidak mengatur; (3) Berpegang pada sumber hukum KHI dengan frekwensi 2 (9,10%) – Al-Qur’an, Hadis dan fikih mazhab empat tidak mengatur. Pola ketiga membentuk hukum baru karena sebelumnya tidak ditemukan hukum dalam sumber Al-Qur’an, Hadis, fikih mazhab empat dan KHI dengan frekwensi 3 (13,60%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5.1 di bawah ini:



Tabel 5.1 Pola Pergeseran dalam Aspek Sumber Hukum Al-Qur’an, Hadis, Fikih Mazhab Empat dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Hukum No.



AQ



HD



FME



KHI



JUM



%



Kaidah Hukum 1



WR.12



0



BG



BG



BG



1



4,60



2



WR.10; WR.11; WR.13



0



BG



BG



SS



3



13,60



3



WR.6



SS



BG



BG



SS



1



4,60



4



WR.1; WR.2; WR.3;



SS



SS



SS



SS



9



40,90
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WR.4; WR.5; WR.7; WR.8; WR.9; WR.19 5



WR.17; WR.18; WR.20



0



SS



SS



SS



3



13,60



6



WR.14; WR.16



0



0



0



SS



2



9,10



7



WR.15; WR.21; WR.22



0



0



0



0



3



13,60



22



100



Jumlah Keterangan:



AQ = Al-Qur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; KHI = Kompilasi Hukum Islam; BG = Bergeser; SS = Sesuai sumber hukum (tidak bergeser)



Di samping itu, tabel tersebut menggambarkan pergeseran sumber hukum tertinggi adalah pergeseran dari Hadis dengan frekwensi 5 (22,70%), dengan frekwensi yang sama 5 (22,70%) bergeser dari fikih mazhab empat. Pergeseran yang terkecil adalah dari KHI dengan frekwensi 1 (4,60%). Tidak terjadi pergeseran dari sumber hukum Al-Qur’an. Ketiga, dinamika putusan Mahkamah Agung dilihat dari aspek substansi hukum menunjukkan pergeseran yang signifikan. Dari 5 kaidah hukum bidang kewarisan yang mengalami pergeseran dan 3 kaidah hukum baru, semuanya (100%) mengalami pergeseran dalam aspek substansi hukum dan tidak terjadi pergeseran dalam formalitas hukum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5.2 di bawah ini: Tabel 5.2 Pergeseran Hukum Dilihat dari Sudut Pandang Substansi Hukum Pola Pergeseran No



AQ



HD



FME KHI FOR



SUB



Kaidah Hukum 1



WR.12



0



BG



BG



BG



-



1



2



WR.10; WR.11; WR.13



0



BG



BG



SS



-



3



3



WR.6



SS



BG



BG



SS



-



1



4



WR.15; WR.21; WR.22



0



0



0



0



-
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Jumlah 8 Keterangan: AQ = Al-Qur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; KHI = Kompilasi Hukum Islam; FOR = Formalitas Hukum; SUB = Substansi Hukum Keempat, sebagaimana dinamika putusan dalam bidang perkawinan, dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang kewarisan tidak dengan sendirinya merespons isu keadilan. Dari 22 kaidah hukum bidang kewarisan, hanya 15 (68,20%) yang merespons isu keadilan, selebihnya 7 kaidah hukum (31,80%) tidak merespons isu keadilan. Untuk lebih jelasnya korelasi dinamika putusan bidang kewarisan dengan tingkat respons terhadap isu keadilan dapat dilihat dalam tabel 5.3 di bawah ini: Tabel 5.3 Korelasi Pergeseran Kaidah Hukum dengan Tingkat Respons Terhadap Isu Keadilan Dinamika Putusan dan Tingkat Respons Terhadap Isu Keadilan



No.



AQ



HD



FME



KHI



ADL



%



TDK ADL



%



Kaidah Hukum



1



WR.12



0



BG



BG



BG



1



5



-



-



2



WR.10; WR.11; WR.13



0



BG



BG



SS



3



15



1



5



3



WR.6



SS



BG



BG



SS



1



5



-



-



4



WR.1; WR.2; WR.3; WR.4; WR.5; WR.7; WR.8; WR.9; WR.19



SS



SS



SS



SS



5



25



4



20



5



WR.17; WR.18; WR.20



0



SS



SS



SS



2



5



1



5



6



WR.14; WR.16



0



0



0



SS



1



5



1



5
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7



WR.15; WR.21;WR.22



0



0



0



0



Jumlah



Keterangan:



3



5



-



-



15



65



7



35



AQ = Al-Qur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; KHI = Kompilasi Hukum Islam; ADL = Respons terhadap isu keadilan; TDK.ADL = Tidak respons terhadap isu keadilan



Kelima, dilihat dari aspek jenis ijtihad (penemuan hukum) pola pergeseran putusan Mahkamah Agung menggambarkan empat jenis ijtihad: (1) Tidak melakukan ijtihad akan tetapi hanya menerapkan hukum yang sudah ada tanpa melakukan tarjih (tat}bi>qi>); (2) Intiqa>’i> tarji>h}i> (memilih hukum yang lebih kuat di antara hukum yang ada karena dianggap lebih tepat untuk diterapkan); (3) Intiqa>’i> ‘udu>li> (meninggalkan hukum yang ada dan membentuk hukum yang baru karena hukum yang ada dianggap tidak tepat untuk diterapkan); dan (4) Insha>’i> (membentuk hukum yang baru karena tidak ditemukan hukum dalam sumber yang ada). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 5.4: Tabel 5.4 Jenis Ijtihad Yang Digunakan Oleh Mahkamah Agung dalam Bidang Kewarisan Pola Pergeseran dan Jenis Ijtihad No.



Kaidah Hukum



1



WR.12



2



WR.10; WR.13



3



WR.6



4



WR.1; WR.3; WR.5; WR.8; WR.19



290



WR.11;



WR.2; WR.4; WR.7; WR.9;



AQ



HD



FME



KHI



TBQ



INT. TRJ



INT. ‘UDL



INS



0



BG



BG



BG



-



-



1



-



0



BG



BG



SS



-



3



-



-



SS



BG



BG



SS



-



1



-



-



SS



SS



SS



SS



9



-



-



-
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5



WR.17; WR.20



6 7



WR.18;



0



SS



SS



SS



3



-



-



-



WR.14; WR.16



0



0



0



SS



2



-



-



-



WR.15; WR.22



0



0



0



0



-



-



-



3



14



4



1



3



WR.21;



Jumlah



Keterangan:



AQ = Al-Qur’an; HD = Hadis; FME = Fikih Mazhab Empat; KHI = Kompilasi Hukum Islam; TBQ = Tat}bi>qi>; INT.TRJ = Intiqa>’i> Tarji>h}i>; INT.‘UDL = Intiqa>’i> ‘Udu>li>; INS = Insha>’i>; BG = Bergeser dari sumber hukum; SS = Sesuai Sumber Hukum



Keenam, terdapat kaidah hukum yang tidak konsisten, yakni mengenai jumlah bagian ahli waris penggati terdapat dua kaidah hukum yang berbeda, yakni kaidah hukum WR.14 dan WR. 22. Kaidah hukum WR.14. menetapkan “Porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti”, sedangkan kaidah hukum WR.22 berbunyi “Bagian ahli waris pengganti boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.” Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung pun terlihat dari tingkat respons terhadap isu keadilan. Sebagian kaidah hukum responsif dan sebagian lainnya tidak responsif terhadap isu keadilan. Penegakkan keadilan merupakan tugas pokok lembaga kekuasaan kehakiman (dalam hal ini lembaga pengadilan) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan undangundang organiknya, yakni Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam aspek tingkat respons terhadap isu keadilan berpengaruh terhadap disparitas putusan yang seharusnya dihindari karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
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A. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran kontekstual terhadap teks hukum lebih memenuhi rasa keadilan ketimbang penafsiran tekstual. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Islam yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosiokultural dan kesadaran hukum masyarakat cenderung lebih progresif dan responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata Islam yang bertolak dari penafsiran tekstual-legistik cenderung tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan ini sejalan dengan pandangan Nonet dan Selzinck dengan teori hukum responsif-mereka dan Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresif-nya dan kesimpulan ini bertentangan dengan teori hukum normatif yang dirumuskan oleh Kelsen. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pergeseran dalam substansi hukum dan sumber hukum tidak menjadi elemen responsif terhadap isu keadilan. Putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam sejak tahun 1991 s/d 2007 menggambarkan dinamika putusan. Dinamika putusan Mahkamah Agung tersebut ditandai oleh pola-pola pergeseran dalam aspek sumber hukum, substansi hukum dan sekaligus menggambarkan tingkat respons putusan Mahkamah Agung terhadap isu keadilan, terutama hak asasi manusia, hak asasi anak, gender dan pluralisme. Dinamika pergeseran dalam aspek sumber hukum, putusan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan memperlihatkan pergeseran yang sangat sigifikan. Dari 34 kaidah hukum bidang perkawinan, terdapat 22 (64,70%) kaidah hukum mengalami pergeseran dari sumber hukum yang satu kepada sumber hukum yang lain, maupun pergeseran dari sumbersumber hukum yang ada dengan membentuk kaidah hukum baru. Berbeda
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dengan bidang perkawinan, putusan Mahkamah Agung dalam bidang kewarisan tidak menunjukkan pergeseran yang signifikan pada aspek sumber hukum. Dari 22 kaidah hukum hanya 5 (22,70%) kaidah hukum yang mengalami pergeseran sumber hukum. Dinamika pergeseran dalam substansi hukum, putusan Mahkamah Agung bidang perkawinan tidak menunjukkan pergeseran yang signifikan dalam substansi hukum. Dari 22 kaidah hukum yang mengalami pergeseran, hanya 5 (22,70%) kaidah hukum yang bergeser dalam substansi hukum – selebihnya 17 kaidah hukum (77,30%) hanya bergeser dalam formalitas hukum. Sebaliknya dalam bidang kewarisan, dinamika pergeseran dalam substansi hukum menunjukkan pergeseran yang sangat signifikan. Dari 5 kaidah hukum yang mengalami pergeseran dari hukum yang telah ada sebelumnya, semuanya (100%) bergeser dalam substansi hukum. Dinamika respons putusan Mahkamah Agung terhadap isu keadilan dapat digambarkan bahwa pergeseran putusan dalam aspek sumber hukum dan aspek substansi hukum di bidang perkawinan ternyata tidak dengan sendirinya responsif terhadap isu keadilan. Hal ini tergambar dari 5 kaidah hukum yang bergeser dari semua sumber hukum (Al-Qur’an, Hadis, fikih dan peraturan perundang-undangan) dengan membentuk hukum yang baru dalam bidang perkawinan, terdapat 2 kaidah hukum (40%) yang tidak responsif terhadap isu keadilan. Demikian pula, dari 17 kaidah hukum yang bergeser dari satu sumber hukum ke sumber hukum lainnya terdapat 8 (47 %) kaidah hukum yang tidak responsif terhadap isu keadilan. Sebaliknya, dalam bidang kewarisan, dari 5 kaidah hukum yang mengalami pergeseran, semuanya merespons isu keadilan. Tingkat respons putusan-putusan Mahkamah Agung yang tidak mengalami pergeseran sumber hukum juga menggambarkan hal yang serupa. Dalam bidang perkawinan, 5 (41,6%) dari 12 kaidah hukum yang tidak mengalami pergeseran tidak responsif terhadap isu keadilan. Dalam bidang kewarisan, 5 (33,33%) dari 15 kaidah hukum yang tidak mengalami pergeseran tidak responsif terhadap isu keadilan. Dengan demikian, baik putusan yang mengalami pergeseran maupun yang tidak mengalami pergeseran pada umumnya tidak didasarkan pada penafsiran kontekstual sehingga cenderung kurang responsif terhadap isu keadilan. Di samping itu, ditemukan inkonsistensi kaidah hukum dalam bidang perkawinan dan kewarisan karena terdapat kaidah hukum perkawinan dan kewarisan yang saling bertentangan. Demikian pula inkonsistensi putusan dalam merespons isu keadilan, karena sebagian kaidah hukum merespons isu keadilan dan sebagian kaidah hukum lainnya tidak merespons isu keadilan. Inkonsistensi tersebut sebagian disebabkan karena dipengaruhi oleh ikatan teks Al-Qur’an dan Hadis yang masih dianggap
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qat}‘i>. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung lebih memilih menerapkan kaidah usul fikih yang berbunyi:



“



”



Padahal, dalam rangka merespon isu keadilan, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan aspek teks dan konteks secara dialektis. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat berpegang pada kaidah berikut:



“



”



“Penerapan hukum di samping melihat tekstualitas hukum, harus pula mempertimbangkan kontekstualitas hukum.” Faktor lain yang berpengaruh adalah penggunaan kaidah-kidah usul fikih dan kaidah fikih yang tidak dipertautkan dengan maqa>s}id al-shari>‘ah. Penggunaan kaidah usul fikih terkesan hanya sebagai justifikasi, bukan merupakan proses berijtihad dengan memetakan lebih dahulu maqa>s}id alshari>‘ah dalam kasus yang akan diputus, selanjutnya memilah dan memilih kaidah usul fikih yang lebih tepat diaplikasikan terhadap suatu perkara yang diputus. Temuan lainnya, ijtihad yang digunakan Mahkamah Agung dalam bidang perkawinan dan kewarisan pada umumnya termasuk ijtihad intiqa>’i>. Dalam bidang perkawinan, dari 34 kaidah hukum, 22 kaidah hukum (64,70%) menggunakan ijtihad intiqa>’i> dengan perincian 17 menggunakan ijtihad intiqa>’i> tarji>h}i> dan 5 menggunakan ijtihad intiqa>’i> ‘udu>li>. Sisanya 1 kaidah hukum menggunakan ijtihad insha>’i>. Dalam bidang kewarisan, dari 8 kaidah hukum hasil ijtihad, 5 (22,70%) menggunakan ijtihad intiqa>’i> dengan perincian 4 ijtihad intiqa>’i> tarji>h}i> dan 1 (satu) ijtihad intiqa>’i> ‘udu>li>. Sisanya 3 kaidah hukum (13,60%) menggunakan ijtihad insha>’i>. A. Rekomendasi 1. Rekomendasi kelembagaan a. Untuk memperkecil disparitas putusan, Mahkamah Agung perlu meletakkan kerangka berpikir yang konsisten di dalam memutus perkara. Dengan demikian, akan menghasilkan putusan yang konsisten sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. b. Konsistensi kerangka berpikir tersebut dapat dibangun jika dalam memutus perkara terlebih dahulu mencari dan meletakkan tujuan hukum (maqa>s}id al-shari>‘ah) yang tepat dengan kasus yang ditangani serta menentukan apakah maqa>s}id al-shari>‘ah tersebut termasuk tujuan hukum yang primer (d}aru>ri>), sekunder (ha>ji>), atau tersier (tah}si>ni>), selanjutnya setelah memetakan
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tujuan hukum dalam kasus tersebut, ditindak lanjuti dengan menggunakan metode usul fikih yang tepat untuk menerapkan hukum atau menemukan hukum. c. Dalam hal terjadi dilema tarik menarik antara dua tujuan hukum yang harus dilindungi, maka penggunaan kaidah fikih di bawah ini menjadi suatu keniscayaan:



“



”



“Kemudharatan tidak dapat dikesampingkan oleh sesuatu yang mendatangkan kemudharathan lainnya.”



“



”



“Jika terjadi dua kepentingan yang harus dilindungi maka kepentingan yang lebih tinggi nilainya yang diutamakan.” 2. Rekomendasi akademik Berdasarkan temuan-temuan di atas penelitian merekomendasikan beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut antara lain mengenai: a. Korelasi antara sistem hukum acara (hukum formal) dengan respons putusan terhadap isu keadilan. b. Korelasi kedekatan terhadap dan keluasan pemahaman hakim tentang fikih Islam klasik dengan respons putusan dengan isu keadilan. c. Kemampuan hakim dalam meramu asas-asas hukum positif dan hukum Islam dalam rangka melahirkan putusan yang responsif terhadap isu keadilan.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 172K/AG/1998 tanggal 14 Januari 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 187/Pdt.G/1997/PTA.SBY tanggal 2 November 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 169/Pdt.G/1977/PA.SBY tanggal 3 Juli 1997. Putusan Mahkamah Agung Nomor 440 K/AG/1995 tanggal 30 Oktober 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 61/Pdt.G/1995/PTA.SMG dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 581/Pdt.G/1994/PA.SMG. tanggal 28 Februari 1995. Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 K/AG/1997 tanggal 12 Februari 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 30/Pdt.G/1996/PTA.Bdg. dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 70/Pdt.G/1995/PA.Tng. tanggal 27 Juli 1995. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/1996 tanggal 30 Oktober 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 56/Pdt.G/1995/PTA.Bdg. tanggal 9 Oktober 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 371/Pdt.G/1994/PA.Bdg tanggal 4 Oktober 1994 Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/AG/1996 tanggal 29 Agustus 19997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 123/K.Pdt.G/1995/PTA.Bdg tanggal 13 Februari 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Rangkas Bitung Nomor 01/Pdt.G/1995/PA.Rks. tanggal 1995. Putusan Mahkamah Agung Nomor 271K/AG/1995 tanggal 27 Maret 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 36/Pdt.G/1994/PTA.JK tanggal 7 Februari 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 272/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 12 Januari 1994; Putusan Mahkamah Agung Nomor 256K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/1994 tanggal 17 Maret 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Calang Nomor 59/Pdt.G/1994 taggal 11 Oktober 1994. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191K/AG/1995 tanggal 15 Desember 1995 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 25/Pdt.G/1993 tanggal 31 Desember 1993. Putusan Mahkamah Agung Nomor 374/K/AG/2003 tanggal 21 Juni 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor
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109/Pdt.G/2002/PTA.MTR tanggal 13 Nopember 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 5/Pdt.G/2002/PA.DPS. tangggal 31 Juli 2002. Putusan Mahkamah Agung No.180K/AG/2004 tanggal 22 Desember 2005 jis. Putusan Pengadila n Tinggi Agama Bandung No.108/Pdt.G/2003/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.1173/Pdt.G/2002/PA.Cbn tanggal 3 April 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/AG/2004 tanggal 29 Juni 2005 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2003 tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.460/Pdt.G/2002 tanggal 15 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 302K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 34/Pdt.G/1995/PTA.Bdg. tanggal 11 April 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 99/Pdt.G/1994/PA.Bks. tanggal 11 Oktober 1944. Putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2002 tanggal 26 Januari 2004 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 96/Pdt.G/2001/PTA.JK tanggal 20 November 2001 dan Putusan Pengadilan Agama Jakata Selatan No.1167/Pdt.G/2000/PA.JS tanggal 12 April 2001. Putusan Mahkamah Agung No.200K/AG/2004 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.232/Pdt.G/2003/PTA.Sby tanggal 29 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung No.754/Pdt.G/2003/PA.TA tanggal 30 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 306K/AG/2002 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.236/Pdt.G/2001/PTA.Bdg. tanggal 31 Januari 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung No.602/Pdt.G/2001/PA.Bdg. tanggal 8 Oktober 2001. Putusan Mahkamah Agung Nomor 95K/AG/1995 tgl.27 Juni 1996 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 44/1994 tanggal 19 September 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Paloppo No.205/Pdt.G/1993/PA.Plp tanggal 10 Maret 1994. Putusan Mahkamah Agung Nomor 90K/AG/1991 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/1990 tgl. 14 Maret 1991.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 95K/AG/1995 tanggal 7 Juni 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No.44/1994 tanggal 19 Sptember 1994. Putusan Mahkamah Agung Nomor 90K/AG/1991 tanggal 29 September 1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 19/1990 tanggal 14 Maret 1991. Putusan Mahkamah Agung Nomor 221K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 11/Pdt.G/1992/PTA.PTK. tanggal 12 Juli 1994 dan Putusan Pengadila Agama Pontianak No.139/Pdt.G/1992/PA.PTK. tanggal 2 September 1992. Putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/AG/1991 tanggal 22 Juni 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 25/1991/PTA.SBY tanggal 4 Juni 1991 dan Putusan Pengailan Agama Surabaya Nomor 969/Pdt.G/1990/PA.Sby tanggal 13 November 1990. Putusan Mahkamah Agung Nomor 164K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 jis. Putusan Pengadilan Tiggi Agama Manado Nomor 34/Pdt.G/1993/PTA.Mdo. tanggal 15 Desember 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 174/Pdt.G/1992/PA.Lbt. tgl. 20 Rabiulawal 1414 H. Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/AG/2003 tanggal 31 Agustus 2004 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 03/Pdt.G/2003/PTA.YK . tanggal 28 April 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.87/Pdt.G/2002/PA.Yk tanggal 25 Nopember 2002. Putusan Mahkamah Agung Nomor 95K/AG/1995 tanggal 27 Juni 1996 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 44/1994 tanggal 19 September 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Paloppo Nomor 205/Pdt.G/1993/PA.Plp tanggal 10 Maret 1994. Pututusan Mahkamah Agung Nomor 221K/AG/1995 tanggal 26 Agustus 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 11/Pdt.G/1992/PTA.PTK. tanggal 12 Juli 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.139/Pdt.G/1992/PA.PTK. tanggal 2 September 1992. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514K/AG/1996 tanggal 23 April 1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
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135/Pdt.G/1995/PTA.Smg. tanggal 17 Juni 1996 dan Putusan Pengadilan Agama Tegal No.185/Pdt.G/1995/PA.TG. tanggal 24 Oktober 1995. Putusan Mahkamah Agung Nomor 220K/AG/1994 tanggal 31 Oktober 1995 dan Pututusan Pengadilan Tinggi Agama Surbaya Nomor 65/Pdt.G/1993/PTA.SBY. tanggal 28 Oktober 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 1231/Pdt.G/1992/PA.Kab. Kediri tanggal 23 Januari 1993. Putusan Mahkamah Agung Nomor 190K/AG/1991 tanggal 22 Juni 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 25/1991/PTA.SBY. tanggal 4 Juni 1991 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.969/Pdt.G/1990/PA.SBY.tanggal 13 November 1990. Putusan Mahkamah Agung Nomor 472K/AG/2006 tanggal 29 Maret 2007 jo. Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 96/Pdt.G/2005 /PA. Psp tanggal 19 Desember 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/2000. Putusan Mahkamah Agung Nomor 134K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 jis. Pengadilan Tinggi Agama Nomor 249/Pdt.G/2006/PTA.Sby tanggal 28 November 2006 Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1129/Pdt.G/2005/PA.NGJ. tanggal 3 Agustus 2006 dan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 249/Pdt.G/2006/PTA.Sby tanggal 28 November. Putusan Mahkamah Agung Nomor 53K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008. Putusan Mahkamah Agung Nomor 295K/AG/2000 tanggal 25 Oktober 2002 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 75/Pdt.G/1999/PTA.JKT tanggal 25 Juli 1999 dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 230/Pdt.G/1998/PA.Jak.Sel tanggal 11 November 1998. Putusan Mahkamah Agung Nomor 295/K/AG/2000 tanggal 11 Juli 2002. Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/AG/2003 tanggal 15 Agustus 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/AG/2003 tanggal 25 November 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/AG/2000 tanggal 25 Februari 2001.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/AG/2006 tanggal 19 Juni 2007. Putusan Mahkamah Agung Nomor 473 K/AG/2006 tanggal 24 Mei 2007. Putusan Mahkamah Agung Nomor 244K/AG/2005 tanggal 14 Mei 2006. Putusan Mahkamah Agung Nomor 215K/AG/1993 tanggal 17 September 1995; Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1998 tanggal 28 April 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/AG/1999 tanggal 27 Desember 2001. Putusan Mahkamah Agung Nomor 356K/AG/2006 tanggal 22 Oktober 2007. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt. tanggal 27 Maret 2006. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 27/Pdt.G/2006/PTA.Pdg. tanggal 7 September 2006. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008. Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 70/Pdt.G/2002/PA.Mrk. tanggal 15 Januari 2003. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 4/Pdt.G/2003/PTA.JPR. tanggal 24 Februari 2004. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345K/AG/2004 tanggal 18 Mei 2005. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 330/Pdt.G/2004/PA.Tgrs. tanggal 28 Agustus 2004. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 11/Pdt.G/2005/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2006.



Nomor



Putusan Mahkamah Agung Nomor 381K/AG/2007 tanggal 26 Maret 2008.
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Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Agama dalam Bidang Kewarisan Putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/AG/1999 tanggal 22 Juni 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 192/Pdt.G/1988/PTA.Bdg tanggal 30 Desember 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 28/Pdt.G/1988/PA.Cmi. Putusan Mahkamah Agung 122/K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 64/Pdt.G/1994.PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 1995 dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 316/Pdt.G/1993/PA.Cibadak tanggal 17 Januari 1994. Putusan Mahkamah Agung Nomor 100K/AG/2007 tanggal 4 Januari 2008. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/AG/2006 tanggal 25 April 2006 jis. Putusan PTA Bandar Lampung Nomor 02/Pdt.G/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sigih Nomor 31/Pdt.G/2004 tanggal 8 Desember 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/AG/2000 tanggal 16 Februari 2005 jis. Putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 38/Pdt.G/1999/PA.Mtr tanggal 28 Juni 1999 dan Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 38/Pdt.G/1998/PA.Singaraja tanggal 16 Maret 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120K/AG/2005 tanggal 8 Maret 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 68/Pdt.G/2004/PTA.Mdn tanggal 30 November 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 110/Pdt.G/2004/PA.Mdn tanggal 22 Juli 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/AG/1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 01/Pdt.G/1988/PTA.BNA dan Putusan Pengadilan Agama Bireuen Nomor 66/Pdt.G/1997/PA.BIR. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12K/AG/1991 tanggal 21 Juli 1992 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 07/Pdt.G/1990/PTA.UP dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 124/Pdt.G/1989/PA.Pol tanggal 23 November 1989. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12K/AG/1991 tanggal 21 Juli 1992 jis. Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor
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07/Pdt.G/1990/PTA.UP. tanggal 7 Agustus 1990 dan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 124/Pdt.G/1989 PA Pol tanggal 23 November 1989. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145K/AG/1993 tanggal 30 Maret 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 37/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe Nomor 75/G/92/PA.Lsm tanggal 1 Juni 1992. Putusan Mahkamah Agung Nomor 146K/AG/1998 tanggal 29 Juli 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152K/AG/2006 tanggal 9 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 1/Pdt.G/2005 tanggal 2 Juli 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 200/Pdt.G/2003 tanggal 12 April 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 153K/AG/1998 tanggal 31 Agustus 1998. Putusan Mahkamah Agung Nomor 155K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 33/Pdt.G/1993/PTA.SBY tanggal 4 Agustus 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 504/Pdt.G/1992/PA.GS. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/1995 tanggal 31 Desenber 1997. Putusan Mahkamah Agung Nomor 182K/AG/1998 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 09/Pdt.G/1997/PTA.JB dan Putusan Pengadilan Agama Jambi No.221/Pdt.G/1996/PA.JB. Putusan Mahkamah Agung Nomor 183K/AG/2001. Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K/AG/1992.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995K/AG/1995 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 04/Pdt.G/1995/PTA.Mdn. dan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 069/Pdt.G/1994/PA.TTD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/1993 tanggal 29 September 1994 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor 61/1992 tanggal 29 April 1993 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 21/1988 tanggal 13 Februari 1992. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/2003 tanggal 25 Januari 2006. Putusan Mahkamah Agung Nomor 211K/AG/2006 tanggal 30 Nopember 2006 jis. Putusan Pengadilan Tingggi Agama Surabaya Nomor 268/Pdt.G/2005/PTA.SBY tanggal 27 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 223/Pdt.g/2005/PA.Sda tanggal 8 September 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/AG/1993 tangggal 26 Juli 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/AG/1993. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218K/AG/1997 tanggal 24 Juni 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 81/Pdt.G/1996 tanggal 27 Februari 1997 dan Putusan Pengaadilan Agama Cibadak Nomor 313/Pdt.G/1995/PA.CBD tanggal 18 Januari 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PTA.SBY. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby. tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 226K/AG/2004 tanggal 21 Maret 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2003/PAT.Sby tanggal 31 Desember 2003 dan Putusan
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Pengadilan Agama Nomor 296/Pdt.G/2002/PA.Blitar tanggal 29 September 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/AG/2006 tanggal 7 Februari 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 139/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 20 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 270/Pdt.G/2005/PA.Pwd tanggal 20 juli 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 229K/AG/2006 tanggal 7 Februari 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 139/Pdt.G/2005/PTA.Smg tanggal 20 Desember 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 270/Pdt.G/2005/PA.Pwd tanggal 20 juli 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 14/Pdt.G/1996/PTA.PDG tanggal 10 Mei 1997 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 62/Pdt.G/1995/PA.ML tanggal 23 Mei 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 242K/AG/2006 tanggal 21 Juni 2007 jis. Putusan Mahkamah Tinggi Syariyah NAD Nomor 18/Pdt.G/2005 tanggal 28 Februari 2006 dan Putusan Mahkamah Syari’yah Bireuen Nomor 115/Pdt.G/2004 tanggal 13 April 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg tanggal 1 Februari 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 29 Juli 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg tanggal 1 Februari 2005 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 29 Juli 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. tanggal 1 Februari 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 933/Pdt.G/2003/PA.Smd. tanggal 29 Juli 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 25K/AG/2000 tanggal 24 Oktober 2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/AG/1998 tanggal 13 September 1999.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 313K/AG/2000 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 120/Pdt.G/1977/PTA.UP dan Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandung Nomor 495/Pdt.G/1996/PA.UP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 316K/AG/1998 tanggal 28 September 1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang Nomor 58/Pdt.G/1997/PTA.UP tanggal 20 April 1998 dan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 58/Pdt.G/1996/PA.BLK tanggal 22 Oktober 1996. Putusan Mahkamah Agung Nomor 362K/AG/2006 tanggal 24 januaari 2007 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 04/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 20 Februari 2006 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 30/Pdt.G/2005/PA.Pra tanggal 22 Agustus 2005. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jis. Putusan PTA Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/PTA.Sby. tanggal 2 Desember 1998 dan Putusan PA Malang Nomor 1034/Pdt.G/1997/PA.Mlg. tanggal 2 September 1998. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/AG/2000 tanggal 14 Juni 2006 jo. Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 500/Pdt.G/1998/PA.Jb. tanggal 20 November 1999; Putusan Mahkamah Agung Nomor 370K/AG/2000 tanggal 15 Maret 2006 dan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 500/Pdt.G/1998/PA.Jbg. tanggal 20 November 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/2004 tanggal 14 September 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 05/Pdt.G/2003/PTA.Pontianak. tanggal 22 Oktober 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/AG/2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 402K/AG/2006 tanggal 2 Mei 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 3/Pdt.G/2004/PTA.Palangkaraya tanggal 27 Desember 2004 dan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 104/Pdt.G/2003/PA. Palangkaraya tanggal 5 Agustus 2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/AG/2001 tanggal 14 Desember 2005 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 14/Pdt.G/2000/PTA.MTR tanggal 19 September 2000 dan Putusan
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Pengadilan Agama Selong Nomor 230/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437K/AG/2001 tanggal 14 Desember 2005 jis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 14/Pdt.G/2000/PTA.MTR tanggal 19 September 2000 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 230/Pdt.G/1999/PA.Sel tanggal 26 Juli 1999. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1995 tangal 30 Oktober 1996 jis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/Pdt.G/PTA.Mtr tanggal 29 Agustus 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 434/Pdt.G/1993/PA.Selong tanggal 30-121993. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1995 tangal 30 Oktober 1996 jis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 53/Pdt.G/PTA.Mtr tanggal 29 Agustus 1994 dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 434/Pdt.G/1993/PA.Selong tanggal 30-121993. Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 262/Pdt.G/PA.Pra tanggal 4 April 2007. Putusan Mahkamah Agung Nomor 467K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 262/Pdt.G/PA.Pra tanggal 4 April 2007. Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm. Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm. Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/AG/2003 tanggal 26 April 2006 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 207/Pdt.G/2002/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2003 dan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2512/Pdt.G/2001/PA.Tsm.
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